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d. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11

Mengingat : 1.

2.

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan
bahwa. perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota
disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem
perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-
nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan
Iingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruaf d, perlu
membentuk Qanun’ Kabupaten' Pidie Jaya tentang Rencaha
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2014-2019 di Kabupaten Pidie Jaya;

Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; .

Undang-Undang . Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lermnbaran Negara Republk Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3839);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2286);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Lo
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia
Nomor 4633);

- 10. Undang..



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor
4683); ,

Unda)ng-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725); .

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia.Normor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan...




21.

22.

23.

24,

25.

26,

27.

28.

29,

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan - Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

4817;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana,
Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2010-20 14;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tantang Pedoman . Pengelolaan Keuangan Daerah

2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010.Nomor 517);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Nomor 48);

Qanun Aceh | Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032

Aceh Nomor 46);

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017

Aceh Nomor o56);.

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun
2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun

2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie
Jaya Nomor 4); : :

Dengan...

St B e it e

AT e e SRS LT -

PRIt

el A, edfHunIol

oo AT Il A Vet e s




2
&
=,
‘s
¥
%
{1
w2
=
i
Vi
H
5
4
it
g
14
A
X
5
4
a
3
3
q
]
3
1
id
¥
8
12
+
I
3
4

e
T T

sthii g WEm bR e

}

Gl LY
—— e .

il i LT S 2

e e e

TS

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PiDIE JAYA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH EKABUPATEN PIDIE
JAYA TAHUN 2014-2019 DI KABUPATEN PIDIE JAYA.
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan dalam sistemn dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintah Pidie Jaya adalah unsur penyelénggara pemerintahan Pidie
Jaya yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten,;

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu
proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adit;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang -selanjutnya disingkat DPRK

adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya wyang

anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya;

Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat

Kabupaten yang disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari

Sekretariat Daerah Kabupaten. dan Sekretariat DPRK, Dinas, Badan,

Lembaga Teknis Pidie Jaya, dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga

Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya;

7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan atau
diharapkan pada akhir periode perencanaan;

8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visj; ' :

9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi;

10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Kabupaten untuk mencapai tujuan; _

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2014-2019
yang selanjutnya disingkat dengan RPJMK adalah dokumen Perencanaan

. Pembangunan Kabupaten Pidie . Jaya untuk periode 5 (lima)} tahun
terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019;

o v

12. Rencana..
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12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2014-2019

Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun,
terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 Yang mengacu
pada RPJMK Pidie Jaya; - ) '

13. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK
adalah dokumen perencanaan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1
(satu) tahun; _ . o

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang
selanjutnya disebut Bappeda Pidie Jaya adalah lembaga yang mempunyai
kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan
dan Pengendalian Pembangunan - di Kabupaten Pidie' Jaya yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pidie Jaya:- melalui
Sekretaris Daerah; . Co

15. Kepala Bappeda Pidie Jaya adalah Kepala SKPK yang bertanggung jawab

terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan
Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGA_H KABUPATEN

Pasal 2 :
RPJMK memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan
Bupati/Wakil Bupati yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 29
Oktober 2013, serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan pembangunan selama 5 {lima)
tahun dimulai sejak tahun 2014 sampai tahun 2019, _ .
Pasal 3

Sistematika RPJMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai
berikut:

BAB 1 : Pendshuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB I : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Serta Kerangka Pendanaan; .

BAB 1V : Analisis Isu-Isu Strategis;

BAB YV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; :

BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;

BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Pidie Jaya; _

BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan
Pendanaan; '

BAB IX ! Penetapan Indikator Kinerja Daerah;

BAB X : Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan; dan

BAB X1 ! Penutup.

Pasal 4
RPJMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Qanun ini.
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. Pasal 5
RPJMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:
a. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam penyusunan RKPK setiap
tahunnya; dan
b. SKPK dalam menyusun Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan
di Kabupaten Pidie Jaya dalam mclaksanakan kegiatan pembangunan
selama kurun waktu 2014-2019. .

Pasal 6 )
RPJMK dilaksanakan " oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.

BARE III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Pasal 7
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan Kabupaten Pidie Jaya lingkup Kabupaten.
{2) Pengendalian dan evaluasi scbagalmana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan pcmbangunan Kabupaten Pidie Jaya; dan -
b. pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengedalian dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB IV .
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) RPJMK dalam perjalanannya b11a diperlukan dapat dilakukan peninjauan
kembali/perubahan.

(2) Peninjauan kembali/perubahan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling cepat setelah 2 (dua) tahun sejak Qanun ini mulai
berlalu.

(3) Peninjauan kembali/ perubahan sebaga_lmana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) harus ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 9

(1) Dokumen Perencanaan pernba.ngunan Pidie Jaya yang telah disusun dan
ditetapkan sebelum Qanun ini d1tctapkan masih berlaku sepanjang tldak
bertentangan dengan Qanun ini.

(?) Pada .saat Qanun ini mulai berlaku, maka RPJMK menjadi pedoman
Penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2019, dan dapat
dijadikan sebagai RPJMK transisi untuk dipedomani dalam penyusunan
RKPK Tahun 2019, sebelum ditetapkannya RPJMK Tahun 2019-2024 yang
memuat visi dan misi Bupati periode selanjutnya.

BAB...




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Pidie Jaya ini sepanjang menyangkut
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 11
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 22 September 2014 M

27 Dzulkaidah 1435 H

BUPATI PIDIE JAYA,

dto

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 22 September 2014 M
27 Dzulkaidah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,
dto

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR ...7




PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 7 TAHUN2014

TENTANG -

SAENEa SRS Wb e et

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN
(RPIJMK) PIDIE JAYA TAHUN 2014 - 2019
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

it b

UMUM

e gz e
(=

RPIJMK merupakah dokumen perencanaan pembangunan
Kabupaten Pidie Jaya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan RKPK untuk setiap jangka waktu 1 [
{satu) tahun. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 i
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 4
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMK merupakan
penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah, dan arah kebijakan
keuangan daerah, dengan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Ménengah Aceh Tahun 2012-
2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12);.

3
-

".Jn,

RPJMK tersebut digunakan sebagai pedoman " dalam penyusunarn
RKPK, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Kabupaten Pidie
Jaya, serta memuat prioritas pembangunan Kabupaten Pidie Jaya,
rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyehuruh térmasuk arah kebijakan fiskal, serta
program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan
yang bersifat indikatif. RPJMK Pidie Jaya memiliki kurun waktu selama 5
(ima} tahun. Pelaksanaan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 terbagi
dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan
pembangunan tahunan yang dituangkan dalam : '

a. RKPK Tahun 2015;
b. RKPK Tahun 2016;
c. RPKK Tahun 2017;
d. RKPK Tahun 2018; dan

ssutohib) libicteh

1

e. RKPK Tahun 2019.

Keberhasilan ..
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| Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMK, sangat
, tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara
- Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Pemerintah Pusat , dan Pemerintah
f Aceh serta pemangku kepentingan di Pidie Jaya. Dalam rangka_ menjaga,

kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana

pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, Bupati yang sedang memerintah pada
' tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPK dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) pada
! tahun pertama periode Peméﬁnta.han Bupati berikutnya, yaitu pada tahun
2014. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap
mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBK melalui
mekanisme perubahan APBK (APBK-P) sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

I1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
RPJMK mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan
pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,
Yang merupakan penjabaran pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dengan
tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan
merupakan pedoman dalam: i} )
, a. penyusunan RPJMK, Renstra -SKPK, RKPK, Renja SKPK, dan .
: perencanaan penganggaran; i
b. mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang
sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional,
Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan.

5 Pasal 3 : :
Cukup Jelas !

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
CukupJelas

Pasal 6
Cukup Jelas

i Pasal 7 ;
. Cukup Jelas _ '

Pasal 8 . _
| Cukup Jelas ' 1

B

- Pasal 9...
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Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Culkup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR ...6
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita kei)ada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan rancangan “Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014-
2019”. Penyusunan Rancangan RPJMK Pidie Jaya ini merupakan amanat

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,. terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentémg Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petnerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bedasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemérintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah maka RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 ini disusun dengan tujuan
untuk membawa arah pembangunan Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima)
tahun ke depan, disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati
sekaligus mehjadi pedoman penyusuna Rencana Strategis (Renstra} semua
SKPK. Selanjutnya Pasal 76 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 juga
menjelaskan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi dan Peraturan
Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam)
bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Di samping itu dokumen RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 berfungsi guna
mewujudkan sinergisitas dalam perencax_l_a-lan, bpenganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan
antar tingkat pemerintah (SKPK), serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber
daya dalam pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijkan pembangunan
serta program-program vang dituangkan dalam RPJMK .merupakan
penjabaran dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati. '

Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dari proses

penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

' pembangunan, sehingga sebuah perencanaan lazimnya selalu diikuti dengan

proses penganggaran. Perencanaan merupakan suatu  proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan —Aceh, yvang menyebutkan bahwa

RPIMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 : , it



perencanaan  pembangunan  Aceh/ Kabupaten/Kota  disusun secara
komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional
dalam kerangka Negara Kesa:tuan Republik. Indonesia dengan memperhatikan
nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,
keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan. Maka dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 yang disusun merupakan
bagian integral dan konpreh-ensif untuk menbiptakan kesejahteraén rakyat
secara luas. )

RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 disusun melalui berbagai proses tahapan

seperti Pelaksanaan Musrenbang RPJMK tingkat kecamatan dan Musrenbang

RPJMK tingkat kabupaten. Dalam proses ini melibatkan berbagai pemangku

kepentingan seperti Kepala SKPK, Perwakilan Masyarakat, Tokoh, Ulama,

Pemuda, Tenaga Ahl, Wartawan, LSM, dan Anggota DPRK Pidie Jaya yang

seluruhnya memberikan kontribusi dan pendapat untuk kesempurnaan

RPJMK ini.

Kami berharap kepada semua pihak agar RPJMK Pidie Jaya 2014-2019

ini dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan Pidie Jaya
selama kepemimpinan kami.

BUPATI PIDIE JAYA,

dto

AIYUB ABBAS

RPIMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019
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DAFTAR SINGKATAN DAN AI:(RONIM

APBA Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APBK Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
APEN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APS Angka Partisipasi Sekolah

APK Angka Partisipasi Kasar |

APM Angka Partisipasi Murni

BPS Badan Pusat Statistik

DAU Dana Alokasi Umum

DAK - | Dana Alokasi Khusus

DPRA | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

DPRK Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
GAM Gerakan Aceh Merdeka

IKK Indek Kemalialén Konstruksi

IKU Indikator Kinerja Utama

IPM Indek Pembangunan Manusia

1P Indek Penanaman

Inkesra Indek Kesejahteraan Rakyat

IKM i Indek Kepuasan Masyarakat

KAT Komonitas Adat Terpencil

KBR Kebun Bibit Rakyat

KU-APBK Kebijjakan Umum — APBK

LAKIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LPSE Layanan Pengadaan Sistem Elektronik
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
Musrenbang Musyawarah Rencana Pembangunan
Otsus Otonomi Khusus )
PAD Pendapatan Asli Daerah

PAUD Pendidikan Anak Usia Dini

PATEN Penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan
PDAM Perusahaan _Daerah Air Minum

PP Peraaturan Pemerintah

Perbup Peraturan Bupati

Pergub Peraturan Gubernur

Permendagri Peraturan Mentri Dalam Negeri

Perpres Peraturan Presiden

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

"% o—————— _ _  __ __________ e ____]

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019
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PLN

Perusahaan Listrik Negara

PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air

PLTMH Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

PMKS Penyandang Mas_alah Kesejahteraan Sosial

PKA Pekan Kebudayaan Aceh

PKPJ Pekan Kebudayaan Pidie.Jaya

POPDA Pekan Olah Pelajar Daerah

PORDA Pekan Olah Raga Daerah

PPAS Prioritas Plafon Anggaran Sementara
'PPI Pangkalan Pendaratan Ikan

PMA Penanaman Modal Asing

PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri

PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
RKA Rencana Kerja dan Anggaran

RAD Rencana Aksi ljaerah

Renja Rencana Kerja

Renstra : | Rencana Strategis

RLS 'Rata—.R:.a.ta Lama-Sekolah

RKP Rencana Kerja Pemerintah

RKPA Rencana Kerja Pemerintah Aceh

RKPK Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten

RPOJMA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RPIMK Rencana Pembangunan qarxgka Menengah Kabupaten
RPJUMN Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPA Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RPJPK Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSUD Rumah Sakit Umum Daerah . -

RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah

RDTR Rencana Detil Tata Ruang

RKT Rencana Kinerja Tahunan

SDA Sumber Daya Alam

SDM

Sumber Daya Manusia

Satpol PP/WH

Satuan Polisi Pamong Praja / Wiyatul Hisbah

SiLPA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SKPA Satuan Kerja Perangkat Aceh
SKPK

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

Pidie Jaya Tahun 2014-2019
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SPM Standar Pelayanan Minimum
THL Tenaga Harian Lepas

UUPA Undang-Undang Pemerintah Aceh
UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah

TPA Ternp‘ai: Pengajian Alquran
Tupoksi Tugas Pokok dan Fungsi

TDBH Migas

Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas

WTP

Wajar Tanpa Pengecualian

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 -




L L R

aabinss

S dihd b i34 bchd i

FETIY 8

DAFTAR ISI

......................................................................
...........................................
.................................................................................
...........................................................................

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

BAB I PENDAHULUAN ...cooomvitteieneeecieeens oo
- 1.1 Latar Belakang ..................................................
1.2 Dasar Hukum-Penyusunan

1.3 Hubungan Antar Dokumen

--------------------------------
-------------------------------
--------------------------

...........................................

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi........cc.cceevvvvmnnnn.
2.1.1 Aspek Geografi vucccuuucevvrenneereeeeieiseeeo.
2.1.2 Aspek Demografl ....cccevvvvuvenneeeeernnnnnnnnn..,
2.2  Aspek Kesejahteraan Masyarakat............o.........
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan

..................................................

2. 2 3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga...........
2.3 Aspek Pelayanan UmUm ..o eee.eeneeeeneeoeeeoooeoees oo
2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib

----------------

2.3.1.1 Pendidikan..........ccccooevmueeennnnn....
2.3.1.2 Pendidikan Dayah.......c.c..........
2.3.1.3 Kesehatan........cc..ocoooeveiinin....
2.3.1.4 Infrastruktur.........ccccccoeeveuenn....
2.3.1.5 Perhubungan..................... e
2.3.1.6 Administrasi Kependudukan.....
2.3.1.7 KB dan Keluarga Sejahtera ......
2.3.1.8" Pemberdayaan Perempuan .......
2.3.1.9 Kopersi dan UMKM...................
2.3.1.10 Pengelolaan Aset Daerah...........
2.3.1.11 Kepegawaian...........cc.c..vvevuunnnn..
2.3.1.12 Ketenagakerjaai........cccevrrenren.n.
2.3.1.13 SyariatIslam......ccc.ccoeuuveenrvnnnnnn.
2.3.1.14 Komunikasi dan Informatika.....
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.................
2.3.2.1 Pertanian dan Peternakan.........
2.3.2.2 Perkebunan dan Kehutanan......
2.3.2.3 Kelautan dan Perikanan............
2.3.2.4 Pariwisata.....cecccceieeeveneeennnnnnnnn.
2.3.2.5 Perdagangan da.n Industri.........
2.4 Aspek Daya Saing Daerah......cc..veeeeeiinvinvinannnnns
2.4.1 Folus Kemampuan Ekonomi Daerah........
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur......
2.4.3 .Fokus lklim Investasi...... ereererieee e eaan




" BAB 1V

BAB VII

BAB VIII

| RS A .
A gy e 2 L 4 ¢
oA

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN. .....ccooveemvuroeoeooenn
3.1 Kinerja Keuangan Masa: Lalu

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....,

3.3 Kerangka Pendanaan

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....ueveeeeeeuneersesoooseon
4.1 Permasalahan Pembangunan
4.2 Isu Strategis X

-----------------------------

-------------------------------------------------------

------------------------------------------

................................

....................................................................
.....................................................

...............

...........................................

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN...

6.1 Strategi Pembangunan Daerah...........................

6.1.1 Kekuatan-Peluang (526 ) P

6.1.2 Kekuatan-Ancaman (S-T)......cceemuren........

6.1.3 Kelemahan-Ancaman (W-T}.....................

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah...............

6.3 Rumusan Strategi dan Kebijakan Pembangunan

) Kabupaten Pidie Jaya 2014-2019.......................

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

KABUPATEN PIDIE JAYA .eceumeieireneeeevreeesoeeeoson
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

-------------------------

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN-
10.1 Pedoman Transisi eenieness

---------------------------------------------

.........................................

-------------------------------------------------------------------

idie Jaya Tahun 2014-2019 i

I1-1
-1
III-2
111-6
HI-10
II-11
I-12
I1-13

III-14
I11-15

Iv-1
v-1
V-2
V-2

V-4

[

<
RN

&)

S SsS3ss3
PR WN =

)
0 ¢]

X-1
X-1
X-1

XI-1

FYr R LY. TOTRER S P

ENCEF. RFRPores U

R R

T NS




D

[
eI

otk s

sababbibl il idd dasiiisc

o e s

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3

Tabel 2.4

Tabel 2.5
Tabel 2.6
Tabel 2.7
Tabel 2.8

Tabel 2.9

Tabel 2.10

Tabel 2.11
Tabel 2.12
Tabel 2.13
Tabel 2.14
'I‘alrael 2.15

Tabel 2.16

Wilayah Administrasi Kabupaten Pidie Jaya .....

Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie

Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten
Pidie Jaya dari Tahun 2009 s.d 2013

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013........

Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000 Kabupaten Pidie Jaya....................

Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2000 Kabupaten Pidie Jaya.....c..............

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku
(Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kab. Pidie Jaya....

Pertumbuhan Kontribusi Sektor Dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga
Konstan (Hk_) Th. 2009 s.d 2012 Kab. Pidie Jaya

Jumlah KK Miskin Per Kecamatan Kabupaten
Pidie Jaya Tahun 2013....ccceeveiieiiiniciiniinannaannn...

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2009 s.d 2013
Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, dan
Kabupaten Pidie JaVa....cuuueceireiueeeeeeeeeeennnnnns

Perkemballgan Angka Melek Huiruf Tahun 2009
s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya........cccceevunennn....

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d 2013
Kabupaten Pidie Jaya.....c.cccoveeivennnninenn. ceeneaeas

Jumlah Sanggar Seni Budaya dalam Kab. Pidie
Jaya ......... ettt rereeceectaerarernaanratnetaanieneanen

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya.............

Ketersediaan Sekolah dan Pendudulk Usia
Sekolah Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan
Dasar Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya...

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019

Halaman
II-1

11-3

I1-5

II-5

11-7

I1-38

-9

II-11

II-12

II-13

1I-14

I1-15

i-18

I1-19

11-19

ix

e




Tabel 2.17

Tabel 2.18

Tabel 2.19

Tabel 2.20

_ Tabel 2.21

Tabel 2.22
Tabel 2.23
Tabel 2.24
Tabel 2.25
Tabel 2.26

Tabel 2.27

Tabel 2.28
Tabel 2.29
Tabel 2.30
Tabel 2.31
Tabel 2.32
Tabel 2.33

Tabel 2.34

Tabel 2.35

Nilai Rata-Rata dan Angka Kelulusan Ujian
Nasional Menurut Tk. Pendidikan..................
Jumlah Dayah, Guru, dar Santri dalam

Kab. Pidie Jaya Tahun 2012..........c...oovvue ..
Jumlah Balai Pengajian, Guru, dan Santri
Kab. Pidie Jaya Tahun 2012........ccueevunnen... ..

Nama-Nama Dayah yang Terakreditasi dalam
Kab. Pidie Jaya Tahun 2012.......... reemeeaeeae

Indikator Kesehatan Masyarakat Tahun
Tahun 2009 s.d 2012 Kabupaten Pidie Jaya...

.Indikator Kesehatan Masyarakat Tahun

Tahun 20010 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya

Distribusi SDM Keschatan Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Kabupaten Pidie J aya.....
Distribusi Jumlah dan Jenis Tenaga
Kesehatan dalam Kabupaten Pidie J aya........
Distribusi Jenis Sarana Kesehatan dalam
Kepemilikan di Kab. Pidie Jaya Th. 2013......

Kondisi Jaringan Jalan Nasional, Provinsi
Dan Kabupaten di Kab. Pidie Jaya Th. 2013..

Kondisi Jalan Kabupaten Pidie Jaya Th. 2013

Jumlah dan Panjang Jembatan (Plat Beton)
Dalam Kabupaten Pidie Jaya....... erreameeecnas

Kondisi Jalan Pedesaan dalam Kabupaten
Pidie Jaya Tahumn.:......veveeeemnnaeeemeeeanoon .

Kondisi Sarana dan Prasarana Ixjigasi
Kabupaten Pidie Jaya

Daftar Embung dalam Kabupaten Pidie J aya
Tahun 2013_......_ .......... s

--------------------------------

Indikator Infrastruktur Tahun 2013 Kab.
Pidie Jaya.....ccoeeerueeeneivneeennnnnnn. :

Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubiingan
Kabupaten Pidie Jaya.......oooooviiovemeneneennnnn. .

Jumlah Volume Kendaraan Kab. Pidie Jaya...

Keadaan Demografi dan Dokumen
Kependudukan Kabupaten Pidie Jaya..........

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019

II-20

11-21

II-22

II-22

11I-24

I-24

I1-25

II-26

II-26

II-27

11-27

11-28

II-29

II-30

- 11-32

I1-33

II-35

I1-35

11-37

S (2 St e

Lu..l':m’

e e

St T S e

s FHRIETST

BN

g
é
g
!
.‘a
d




>

_(...,. e
S g P

S

B L R Penrain.

NN

Lo s dnd PR - i

R s st eyt bR el T el
i L

w wpreridy ra

e

sl b lildd desimssdina s

Tabel 2.36

" Tabel 2.37

Tabel 2.38
Tabel 2.39
Tabel 2.40
Tabel 2.41
Tabel 2.42
Tabel 2.43
Tabel 2.449
Tabel 2.45
Tabel 2.46
Tabel 2.47
Tabel 2.48

Tabel 2.49

Tabel 2.50
Tabel 2.51
Tabel 2.52
T?Lbel 2.53

Tabel 2.54

Tabel 2.55

Jenis Pekerjaan/Mata Pencarian Penduduk
Perkecamatan Kab. Pidie Jaya Th. 2013

Aseptor KB Kabupaten Pidie Jaya Th. 2013...

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
Dalam Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.......... .

Jenis Koperasi dan Klasifikasi Koperasi
Dalam Wilayah Kabupaten P1d1e Jaya...........
Rekapitulasi UMKM Perkecamatan Th. 2010
s.d 2013 Wilayah Kabupaten Pidie Jaya

........

Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa

----------------------------------------------------------

Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa
Alat Angkut/Kenderaan....c.ccoeeuuueevnnreenn......
Aset Tetap Kabupaten P1dle Jaya Berupa

Bangunan Gedung.........oovevevniivnerennneiennnn.n..

Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa

Jalan/Jembatan..........— ................................
Jumlah PNS dalam Kabupaten Pidie Jaya

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.............
Jumlah Penjabat Struktural Kab. Pidie Jaya
Tahun 2013,
Jumlah Pegawai Pemerintah Kab. Pidie Jaya
Berdasarkan Golongan ................................
Indikator Ketenaga Kezjaan Kab. Pidie Jaya
Th. 2009 s. d 2013t

Nama—Narna Mesjid Kecamatan Th. 2013 ...

Jumlah TPA Menurut Kecamatan dalam
Kabupaten Pidie Jaya...ccocveeeeeiiiivnenninnnnnnnn.
Jumlah Majelis Taklim Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Pidié Jaya......cc..............
Kasus Pelanggaran Syariat di Kab. Pidie Jaya
Th. 2011 5.d 2013...cccniriiiiiiiineeee e,

Jumlah Fakir Miskin Penerima Zakat Tahun
Th. 2010 5.4 20 18 . i ciriireererrreacseencsessesssssens

.................

Sebaran BTS Telekomunikasi di Kabupaten
Pidie Jaya

-----------------------------------------------------

RPIMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019

I1-37

11-38
11-39
II-40
11-41
I1-42
I1-42
11-42
11-43
1-43
11-44
1-44

1-45

11-46
I1-48
11-48
11-48

1I-49

1I-49

11-51




Tabel 2.56 Luas Baku'Sawah yang Diairi dengan Sistem
Irigasi Menurut Kecamatan......................... II-53
Tabel 2.57 Indikator Penting Bidang Pertanian Tahun
2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya..................... 11-54
Tabel 2.58 Luas Areal Tanaman Pangan dan Jumlah
Produksi serta Produktifitas Pidie Jaya......... I1-54 ’
Tabel 2.59 Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Besar ]
Kabupaten Pidie Jaya Th. 3013......uuuene..n.... II-56 i
'
Tabel 2.60 Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Kecil i
' Kabupaten Pidie Jaya Th. 3013, 11-57 .
Tabel 2.61 Populasi Lahan Hijauan Ternak (HMT) dan
Padang Gembalaan Pidie Jaya Tahun 2013.. II-57
Tabel 2.62 Jumlah Populasi Ternak Unggas Kabupaten
Pidie Jaya Tahun 2013.......ccccccovveemenenn..nn.... 11-58 7
Tabel 2.63 Perkembangan Luasan Komoditi Perkebunan i
Kabupaten Pidie Jaya Th 2009 s.d 2013....... 1I-59 X
Tabel 2.64 Prosentase Perkembangan Produksi
Komoditas Perkebunan Pidie Jaya Tahun
2009 s.d 2013, ..t 11-60
Tabel 2.65 Luas Areal .Tanaman dan Prodiksi Kakao
Kab. Pidie Jaya Tahun 2013....ccceuveeneiioi. II-61
Tabel 2.66 Perkembangan Areal Hutan Rakyat Tahun
2009 s.d 2013 Kab: Pidie Jaya ..o................ 1I-62
Tabel 2.67 Jumlah Pembuatan Bibit pada Kegiatan KBR
Kab. Pidie Jaya T PP S I1-62
Tabel 2.68 Kebutuhan dan Hasil Pembangunan Bidang -
Kehutanan 2009 s.d 2013......ccccecvveeneen.n.. 11-63
| Tabel 2.69 . Jumlah Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya
| Tahun 2009 s.d 2013...cceeeeeiiiveveereeennninnn. H-64
” Tabel 2.70 Jumlah Penggunéan Alat Tangkap Nelayan
: ‘ Kab. Pidie Jaya Th. 2013.....cccccovvevmrvennnnnnn. 11-65
’ Tabel 2.71 Jumlah Armada Perikanan di Kabupaten
l ' Pidie Jaya Th. 2009 s.d 2013...................... II-65
: Tabel 2,72 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten
;' ! Pidie Jaya Th. 2009 s.d 2013.....ovcvuerroeenn.. II-65
l Tabel 2.73 Potensi Objek Wisata Kabupaten Pidie Jaya 1I-66
; Tabel 2.74 Data Sektor Perdagangan Perkecamatan
Dalam Kabupaten-Pidie Jaya Th. 2013....... 11-67

RPIMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 - xii




"'Iﬁliulﬂ" e bt o s

L _"""z:‘ﬁ‘ﬂ'w

|
i
4

Tabel 2.75

Tabel 2.76

Tabel 2.77

Tabel 2.78

Tabel 2.79

Tabel 3.1
Tabel 3.2
Tabel 3.3
Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tabel 3.6
Tabel 3.7
Tabel 3.8
Tabel 3.9

Tabel 6.1

Tabel 7.1
Tabel 8.1

Tabel 9.1

’ : .

RPIMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019

Perkembangan Jumlah Industri Kecil
Menengah Kab.Pidie Jaya Th. 2009 s.d 2013

Jenis Komoditi Xab. Pidie Jaya Tn. 2012

Angka Konsumsi RT Perkapita Tahun 2009
s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya

‘Indikator Penting Bidang Ketahanan Pangan

Th. 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya..............
Perbandingan Luas Kawasan Lindung dan
Budidaya Tahun 2014 Kab. Pidie Jaya.........
Realisasi dan Target PAD Kabupaten

Pidie Jaya Tahun 2009-2003....ccccc.cevnnvnnnn.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan
Kabupaten Pidie Jaya......cccoeervvimeneievenennnnnnn.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan
Kab. Pidie Jaya Tahun 2009 s.d Th. 2013......
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kab.

Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2012..................
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan
Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten
Pidie Jaya Tahun 2009-2013.......cceemueenneen..
Defisit/Surplus Riil Anggaran Kabupaten
Pidie Jaya Tahun 2009-2013.......................
Pengeluaran Priodik, Wajib dan Mengikat
Serta Perioritas Utama Kab. Pidie Jaya........
Proyeksi tentang Kapasitas Rill Kemampuan
Keuangan Daerah Kab. Pidie Jaya................
Rencana Penggunaan Kapasitas Rill
Kemampuan Keuangan Kab. Pidie Jaya

Strategi dani Arah Kebijakan.........oeeoveoenn.,
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Kabupaten Pidie Jaya Pencapaian Sasaran...

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang
Disertai Kebutuhan Pendanaan

..................

------------

11-68

11-69
I1-71
172
I1-74
I11-3

I11-4
II1-5

I1-7

III-12
111-13
111-14

I-15

M-16

VI-9

VII-3

VIII-2

IX-3

[T

S

.

[ ey e

L i

m

T I A B P T AT P O - o SO A e s ) Y TN

T

T

P



R o et AR T

DAFTAR GRAFIK -

Halaman

Grafik 2.1 Prosentase Pola Pemanfatan Ruang Kabupaten

Pidie Jaya .oocoieiiiiieeici e e II-3
Grafik 2.2 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Pidie Jaya 11-8
Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi {ADHK) 2000, Kab.

Pidie Jaya Tahun 2008 5.d 2012....cceeennnennnes 11-9
Grafik 2.4 Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten

Pidie Jaya terhadap Provinsi dan Nasional....... I1-10
Grafik 25 Prosentase Penduduk Miskin Per Kecamatan

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.................. 11-11
Grafik 2.6 Indeks Pernl:;angunan Manusia (IPM) Tahun

Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya,

Provinsi ACeh...iciivvieveiiciiiiiiiiiiic s I1-13
Grafik 2.7 Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Pidie Jaya ........ 11-14
Grafik 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.................. n-77
RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 xiv




Wity fn Do iyt ii Ei..m.;. .'........,._E.,-m..;_.-.uw.‘-_tlvvnp-:-whp-:v\w-n =41 A pID TR

=

e Y NI 1]

. g ese tmd om0

s

R ] o L

% ks ey omuhh * lui Aoy h bt e 5E o] i

Gambar
Gambar
Gambar
Gambar

Gambar

1.1

2.1

2.2

2.3

24

DAFTAR GAMBAR

Halaman
Hubungan antar Dokumen Perencanaan ........ I-7
Peta Administratif Kabupaten Pidie Jaya ......... -2
Peta Rencana Pola Ruarnig Kab. Pidie Jaya ....... I1-73
Peta Kawasan Hutan K.e.a.b. Pidie Jaya............... : 11-74

Peta Pertambangan Kab. Pidie Jaya................. I1-75

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 xv




BAB - I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, sinergis,
komprehensif dan berkelanjutan (Sustainable) maka perlu direncanakan
secara sistematis, terukur, dapat dilaks}_anakan,- realistis dan memiliki batas
waktu. Untuk mencapai p'crencanaa.n pembangunan yang berkualitas
hendaklah mengacu pada sistem perencanaan sebagaimana dituangkan dalam
Undang-Undang: Nomor '25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
te;ltang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut memerintahkan
kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Hal
ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun
perencanaan pembangunan dengan mengacu kepada sistem perencanaan
—.pembangunan nasional sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Secara teori dijelaskan bahwa 'perencanaan merupakan salah satu
proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui uratan
pilihan dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang tersedia.
Berdasarkan teori tersebut serta diperkuat dengan penjelasan perundang-
undangan yang berlaku maka pemerintah daerah berkewajiban menyusun
dokumen perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan daecrah seperti
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah .(RPJPD), Rencana
Pembanagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) serta dokumen perencanaan pendukung lainnya yang saling berkaitan
antar satu dan lainya. -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 76 menjelaskan bahwa Pemerintah
daerah diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati
terpilih. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagal salah
satu daerah yang Bupati dan Wakil Bupati baru dilantik pada tanggal 3
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! Februari 2014 berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana
) ! Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana
|

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) periode 2014-2019
melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b
I
! [
I p\;{i
I i
I

RPJMK tersebut menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Satuan Kega
Perangkat Kabupaten(SKPK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019 yang memuat
rencana strategis dan kcbijai{an SKPK sebagai penjabaran teknis dari Visi dan
. Misi Bupati terpilih selama 5 (lima) Tahun dengan menentukan program dan
i " kegiatan pembangunan skala prioritas-daerah.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, i

misi, dan program Bupati yang memuat kebjjakan umum pembangunan ;

daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program :
j pembangunan lintas SKPK, dan program kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan :1
K yang bersifat indikatif yang merupakan tindaklanjut dari Pasal 50 Peraturan
! Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2-010

' RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 2019 ini merupakan dokumen publik, [
maka dalam penyusunannya harus bersifat partisipatif dengan melibatkan :
. masyarakat dan pemangku kepentlngan (Stakeholder) sehingga melahirkan :
1 dokumen perencanaan daerah sebagai acuan pemerintah  dalam
- melaksanakan pembangunan daerah yang lebih merata, berkeadilan,
s berkelanjutan, aspiratif dan menyentuh kebutuhan rakyat. Dokumen
: perencanaan tersebut, disusun dengan memperhatikan skala prioritas

1
| pembangunan daerah berdasarkan permasalahan-permasalahan dan rencana
{

ey n

serta kebijakan strategis yang ditemipuh secbagai solusi dalam menjawab
permasalahan tersebut.

Pt R e R LA e R s

. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010, bahwa penyusunan RPJMK Pidie Jaya Periode 20 14-2019 diawali _ 1
dengan perumusan rancangan awal seperti pengolahan data dan informasi,
analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi ekonomi dan keuangan
| daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pemerintah
sebelumnya. Disamping itu dengan mengelaborasi hasil penelaahan terhadap
kebijjakan nasional dan Pemerintah Aceh, penelaahan pokok-pokok pikiran
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), perumusan permasalahan

pembangunan, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan, pelaksanaan

forum konsultasi publik atau Musyawarah perencanaan  pembangunan
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(musrenbang), penyelarasan fencana- program prioritas kabupaten dan
penetapan pagu indikatif, maka dokumen - perencanaan daerah yang
dihasilkan akan lebih berkualitas.

Kerangka pembanéninan yang tertuang dalam RPJMK merupakan hasil
telaahan dan analisis sehmgga rnen_]adl isu-isu strategis pembangunan yang
harus diimplementasikan secara teknis pada Rencana Strategis (Renstra)
SKPK, dan dilaksanakan melalui penentuan program dan’ keglatan S (lima)
tahunan dengan skala prioritasnya. Selanjutnya Renstra SKPK dijabarkan ke
dalam. Rencana Kerja (Renja) SKPK untuk periode pembangunan 1 (satu)
tahun yang direlevansikan dengan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah
Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya. Keseluruhan dokumen tersebut menjadi acuan
dalam penyusunan Kebijakan Umum _Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (KU-APBK) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang

selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (RAPBK) Pidie Jaya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 adalah
sebagai berikut: . ‘ -

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

S. Undang—-Undang- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah‘

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4437),

scbagaimana telah beberapa kali .diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633};

Undang-Undang Nomor .7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten

. Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara

10.

11.

12.

13.

14.

15.

p——— ey S Sy S S ——

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4683);

Undang-Undang Nomeor 17; Tahun 2007 tentang Rencana Perhbangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4’?00);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Negara Nomor S059); _

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negéra Republik Indonesia Tahun QOOS
Nomor 140, Tambahah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerinta.h, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614); )

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor' 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 ] ' 1-4
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pcmérintah Daerah (Lembaran -Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817};

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nésional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; )
Peraturan Menteri Dalam Negeri-Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagéimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerakh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517); ) '

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Buini dan Penggunaan Dana
Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussélam
Nomor 12) sebagaimaha telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara P;engalokasian ‘Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
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Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh
Tahun 2013 Nomeor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);

26. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang’ Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Aceh Tahun 2.012—2082 (Lembaran Aceh Tahun 2012
Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46); :

27. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2613 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Acch (RPJMA) Tahun 2012-2017 (Berita Daerah
Pemerintah Aceh Tahun 2013 Nomor 12);

28. Qanun Kabupaten Pidie J.aya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 (Berita Daerah
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4).

1.3. Hubungan Antar Dokumen
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menjelaskan  bahwa dokumen perencanaan

pemerintah memiliki keterkéitan antar satu dokumen perencanaan dengan

dokumen perencanaan lainya. Hal tersebut dimaksud agar semua
perencanaan yang telah disusun dapat saling berkaitan atau bersinergi antara

satu dengan yang lainnya khususnya lintas sektoral baik perencanaan di

Kabupaten, Provinsi, ataupun Pusat. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten (RPUMK) Pidie Jaya mengacu kepada RPJM Aceh

dan RPJM Nasional.

RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 menjadj pedoman dalam rangka
penyesuaian dokumen-dokumen lainnya seperti:

1. Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten (SKPK) Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Rencana Strategis
(Renstra) SKPK; -

2. Rencana Pembangunan -Téhunan, yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

3. Rencana Pembangunan Tahunan SKPK, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Satuan Kerja Péfangkat Kabupaten (Renja-SKPK) Pidie
Jaya adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan adanya keterkaitan perenca;naén tesebut diharapkan dapat
terciptanya singkronisasi program pérnbaﬂgunan antar sektor dan wilayah
baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, schingga
terwujud pembangunan yang terpadu dan ‘berkelanjutan. '

1-6
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1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen RPJMEK 3
Dokemen RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan i|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5S4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan ﬁ ‘

.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

o
]

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

T s

T Ty

o B

Daerah, maka sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan dokumen RPJIJMK,

dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika

TR

oo

penyusunan dokumen RPJMK, serta maksud dan tujuan penyusunan
dokumen RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019.
1.1. Latar Belakang .

T b

D

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMK, proses penyusunan
RPJMK, kedudukan dokumen RPJMK, keterkaitan antar dokumen RPJMK
dengan RKPK, Renstra SKPK, dan Renja SKPK.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikﬁn uraian ringkasan tentang dasar hﬁkum yvang digunakan dalam

penyusunan RPJMK, baik skala nasional, provinsi maupun kabupaten,

AT AT TIOL B fg R e S iy o Ly T L

Peraturan Daergh tentang perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaan

Musrenbang. il
Hi
J; [ ¢
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1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RPJMK dengan'dokumen perencanaan lainnya yang

relevan.

1.4. Sistematika Penyusunan Dolkumen RPJMK

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMK serta garis besar isi °

setiap bab di dalamnya.

1.5. Maksud dan Tﬁjuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMK dan
sasaran penyusunan dokumen RPJMK Pidie Jaya ;I‘ahun 2014-2019.

BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH '

Bagian ini menjelaskan kondisi dae;éh yang meliputi aspek geografis,
demografis dan indikator .ki'nerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Informasi yang disajikan adalah yang relevan dengan isu strategis,
permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah dan kebutuhan
perumusan strategi.

2.1. Aspek Geografi dan Demoéra.ﬁ

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BABR IIX GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

Bagian ini menjelaskan gambaran h_ésil pengolahan data dan analisis terhadap
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan.

3.1. Kinerja Kenangan Masa Lalu )

Bagian ini menjelaskan tentang kinerja keuangan masa lalu yang diawali
dengan pengantar analisis dan ga:rnbaran kinerja keuangan daerah yang
mencakup: - ' '
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK

3.1.2. Neraca Daerah '

3.2. Kebijakan Pengelc;la}an Keuangan Masa Lalu

Bagian ini menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu
yang diawali dengan analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ‘

3.2.2. Analisis Pembiayaan '

3.3. Kerangka Pendanaan

Bagian ini menjelaskan kerangka pendanaan yang diawali dengan analisis

kerangka pendanaan yang mencakup:

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 I-8




-: .3.1. Analisis Pengeluaran Priodik
- lainnya . an 5,3.2. Proyeksi Data Masa Lalu
ES.S.S. Perhitungan Kerangka Pendanaan
{BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
garis besar igjg .1, analisis isu-isu strategis merupakan analisis terpenting dokumen RPJMK

tkarena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya dijelaskan butir-butir penting dalam pembangunan 5 (lima) tahun

"

n kebu'mhal_? 5.2. Misi, Rumusan Misi harus dapat menjelaskan poin penting dalam

Mmencapai Visi.
§5.2. Tujuan dan Sasaran, Dapat dijelaskan .keterkaitan dengan elemen-
és elemen perencanaan dalam bentuk tabel.

4BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

P

Bagian ini harus dapat dijelaskan dalam bentuk tabel yang saling
‘AH SERTAE berhubungan.

‘*BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAN.'[ PEMBANGUNAN DAERAH

tsis tel’hadap,;—" Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi

a2l

arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target
:‘ capaian indikator kinerja. ' .

7ang diawalif BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

laerah yané Bagian ini menjelaskan’ tentang penetapan -kinerja yang menjadi ulkuran
' Eq keberhasilan Visi dan Misi Bupati pada periode masa jabatannya.

] BAB IX INDIKASI RENCANA PRCGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
| KEBUTUHAN PENDANAAN '

j Bagian ini menjelaskan hubungan urusan pemerintahan dengan SKPK terkait
1 masa Ialu? beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPK serta penjelasan
ketercapaian target indikator kinerja.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIE-’AH PELAKSANAAN

{ Bagian pedoman transisi mcnjelaskan bahwa RPJMK menjadi pedoman dalam
penyusunan RKPK dan RAPBK oleh kepala daerah pada periode berikutnya.

~an analisisl! Sedangkan keidah pelaksanaan adalah RPJMK merupakan penjabaran dari

1-8 RPIMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 1-9
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visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
merupakan pedoman bagi kepalé SKPK dalam menyusun Renstra SKPK.

BAB X1

PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

A.

Maksud -

Penyusunan RPJMK_ Pidie Jaya 2014-2019 dimaksudkan untuk :

1.
2.

B.

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara urnum;
Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis pada setiap
SKPK, acuan RKPK, dan arah pengembangan usaha bagi pelaku
usaha serta harapan bagi setlap-warga masyarakat Pidie Jaya.
Tujuan

Tujuan RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 adalah -

1.

Mendorong terwujudnya pembangunan yang tépat sasaran,
terintegrasi, ters'inkronisasi, sinergis dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;

Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara

perencanaan, pengdﬁggaran dan pelaksanaan;

- Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efisien,

berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai target indikator utama

daerah;dan < -

. Tersedianya instrumen dalam rangka pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana

pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 1-10




- BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Aspek Geografi o ) _

Kabupaten Pidie J aya merupakan kabupaten hasil pemekaran _yang
berada dalam wilayah Provinsi Aceh. Pembentukannya berdasarkan Undang—
Undang Nomor 7 Tahun 2007, dengan didasari Surat Bakosurtanal Nomor
SV.03.01/596E-PD/V /2008 périhal "koreksi ‘luas wilayah Kabupaten Pidie
Jaya, bahwa total luas wilayah Pidie Jaya .adalah 1.162,84 km? yang terdiri
dari luas wilayah darat-952,0 km? (95.210,99 Ha berdasarkan data GIS) dan
luas wilayah laut 210,84 km?2. Terdiri dari 8 kecamatan, 34 kemukiman, dan
222 gampong (desa). Batas wilayah Kabupaten Pidie Jaya dapat dirincikan
sebagai berikut :

« Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

» Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bireuen

= Sebelah Selatan berbatasan den;gan Kabupaten Pidie

» Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie

Tabel 2.1
Wilayah Administratif Kabupaten Pidie Jaya

Luas Wilayah Jumtlah
No Kecamatan - -
) (lm?) Gampong (desa) Kemukiman

1 Bandar Baru ] 281,24 43 8
2 Panteraja . 40,04 - 10 2
3 Trienggadeng 128,00 27 5
4  Meureudu 156,74 30 4
5 Meurah Dua 292,20 19 3
6 Ulm . 60,73 30 5
7 Jangka Buya . 29.63 18 2
8 Bandar Dua 174,26 45 >
i Jumlah 1.162,84 222 34

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Ja-ya Tahun 2014

Posisi Kecamatan-kecamatan yaﬁg berada dalam wilayah Kabupaten
Pidie Jaya pada umumnya sangat strategis karena berada pada lintas jalan
negara yang menghubungkan Banda Aceh — Medan. Hal ini memudahkan
akses terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap kecamatan
tersebut. Kota Meureudu ditunjuk sebagai Ibu Kota Kabupaten yang posisi

berada di tengah-tengah kecamatan lainnya.
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Gambar 2,1 ,
Peta Administratif Kabupaten Pidie Jaya

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034

Pidie Jaya terletak pada posisi koordinat 04% 069 — 04° 070 Lintang Utara
dan 952 520 - 960 300 Bujur Timur. Ditinjau dari aspek fisiografi kawasan,
wilayah Kabupaten Pidie Jaya terbagi atas 3 (tiga) karakteristik kawasan yang
berbeda yaitu kawasan pantai, kawasan daratan, dan kawasan pegunungan.
Kawasan pantai dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan budidaya air
payau dan perikanan tangkap. Kawasan daratan dapat diarahkan untuk
kegiatan pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perikanan
air tawar, dan peternakan. Kawasan pegunungan dapat diarahkan untuk
kegiatan pengembangan tanaman perkebunan, kehutanan, dan peternakan.

Adapun peruntukan .untuk wilayah laut yang luasnya sebesar 210,84
km melalui pengembangan budidaya perikanan tangkap, tripang,
pengembangan rumput laut dan potensi laut lainnya. Berdasarkan ketentuan
penggunaan wilayah laut untuk kabupaten/kota berjarak 4 mil dari tepi
pantai. Pengembangan sektor kelautan sangat memberikan harapan dan
'menjanjikan jika dikelola secara baik.

Pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 4
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupéten Pidie Jaja Tahun
2014-2034 dapat terlihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

RPIMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 -2




- Tabel 2.2
Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya

I No Peruntukan Luas (Ha) Prosentase
- ¥ ~ 7 ERawasan Lindung 50.946,86 53,51%
O E: 1 Hutan Lindung 48.004,21 50,42%
) 2 Sempadan Sungai 2.067,15 2,17%
—_. il 3 Sempadan Pantai 228,57 0,24%
o 4 4 Sungai . 646,93 0,68%
% 3 Kawasan Budidaya 44.264,10 46,49%
. # 5  Hutan Pendidikan 150,21 0,16%
- % 6  Hutan Produksi Terbatas - 4.865,11 5,11%
¢ 7  Hutan Rakyat 1.225,39 1,29%
§: g8 Pengembangan Lahan Basah 75,30 0,08%
& g Kawasan Hankam 19,94 0,02%
10 Kawasan Pendidikan 110,16 0,12%
L 11 Kasawan Holtikultura 2.331,68 2,45%
4 12 Kawasan Industri Perikanan 19,63 0,02%
_;- 13 Kawasan Industri 91,27 0,10%
.— 14 Kawasan Peruntukan Pelabuhan 21,05 0,02%
5 15 Lahan Program PLKSDA-BM 201,86 0,21%
—— | i 16 LokasiTransmigrasi 561,28 0,59%
- ;3 17 Pemukiman Pedesaan 3.769,41 3,96%
# 18 Pemukiman Perkotaan 2.754,51 2,89%
——' % 19 Perikanan 24,34 0,03%
4 20 Perkebunan Rakyat 17.004,26 17,86%
x{ 21 Pertanian Lahan Basah 7.739,21 8,13%
ng Utara E 22 Pertanian Lahan Kering _ 365,56 0,38%
2 23 Peternakan 1.271,55 1,34%
kawasan, = 54 Tambak 1.662,38 1,75%
san yang Total 95.210,96 100,00
3 Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034,
anungan. J
jidaya air % Lebih jelas prosentase pembangian pola pemanfaatan ruang yang

an untuk 2 tertuang dalam Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat dalam grafik

perikanan '32.1 sebagai berikut:

an untuk %

nakan.

Grafik 2.1
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Grafik 2.1 menjelaskan bahwa pola peﬁlanféatan ruang Kabupaten Pidie
Jaya yang pertama didominasi oleh kawasan lindung seluas 53,51% atau

50.946,86 hektar sesuai dengan tata ruang .nasional yang tidak dapat

diganggu keberadaannya. Selanjutnya diikuti oleh kawasan budidaya seluas
46,49% atau 44.264,10 hektar.

2.1.1.1 Kondisi Hidrologi dan Curah Hujan

Kabupaten Pidie Jaya beriklim tropis basah dengan temperatur berkisar
199 — 35°C. Berdasarkan data curah hujan SMPK BPN Meureudu, wilayah
Pidie Jaya memiliki curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Januari
sedangkan curah hujan normal i:crjadi pada bulan Oktober sampai Desember.
. Tingginya curah hujan terkadang mengakibatkan terjadinya banjir, sehingga
Kabupaten Pidie Jaya menetapkan beberapa tempat sebagai daerah rawan
bencana seperti Krueng Lueng Putu Bandar Baru, Krueng Ulim, Krueng
Panton Tringgadeng, Krueng Meureudu dan Krueng Jeulanga Bandar Dua.

Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya yang mengacu kepada Permen PU
No. 11 A/PRT/M /2006 tentang Pembaglan Wilayah Sungai di Indoensia maka
terdapat 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS} yang terdapat di Kabupaten Pidie
Jaya, meliputi Sungai atau Krueng Babah Awi, XKrueng Bubon, dan Krueng
Peusangan. Namun demikian, Masyarakat Pidie Jaya lebih mengenal 3 (tiga)
sungai besar yang melintas. dalam wilayahnya seperti Krueng Meureudu,
Krueng Ulim, dan Krueng Beuracan.

Hidrologi Kabupaten Pidie Jaya memiliki konservasi air yang cukup luas.
Hal tersebut karena terdapat di areal hutan lindung atau hutan produksi yang
berada pada sisi selatan .atau pegunungan Bukit Barisan. Areal pertanian
tanaman pangan atau persawahan terletak pada bagian lembah sebelah utaré.
dimana daerah yang bertopografi datar. Areal perkebunan terletak di kawasan
perbukitan baik di dataran rendah atau dataran tinggi. Dalam hal ini peran
hutan menjadi sangat sentral untuk memberikan sumber air bagi wilayah
pemukiman dan pertanian.

2.1.2 Aspek Demografi _

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pidie Jaya per 31 Desember 2013, jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya
tahun 2013 sebesar 157.383 Jiwa dengan total keluarga sebanyak 42.491 KK.
Adapun rata-rata laju pertumBuhan .penduduk per tahun mencapai 1,46%
dengan tingkat kepadatan ‘135 jiwa/km?2. Jumlah pendudﬁk perempuan

W% .
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mencapai 79.278 jiwa ataun 50,6% dan penduduk laki-laki 78.105 jiwa atau
49,4%. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya
dari Tahun 2009 s.d 2013

kil 4 LRI RS

R

Jumlah (jiwa/tahun) Kepadatan
No Kecamatan 2009 2010 2012 2012 | 2013 Giwa/ tm?)
: . Th 2013

1 | Bandar Baru 34.188 T 33.747 | 35.088 | - 35612 36.480 129,82
2 | Panteraja 7.886 8.177 8.544 8.898 9.063 226,58
3 | Trhenggadeng 21.785 22,548 23.082 23.418 24.049 187,88
4 | Meureudu 21.402 22,196 | . 22.468 22,710 23.117 148,19
5 | Meurah Dua 11.146 11.371 11.733 [ 11.694 12.043 " 41,24
6 | Ulim 14.443 14.859 15.475 15.542 15.969 266,15
7 | Jangka Buya 4.242 " 9.456 4.417 9.585 |- 9.845 339,48
8 | Bandar Dua 25.360 25.776 | 25.572 26.124 26.817 154,12
] Jumlah | 140.452 ] 149.217 [ 151.379| 153.583 | 157.383 | 135,44
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Sumber: Disdukecapil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014.

Penduduk Kabupaten. Pidie Jaya didominasi oleh suku Aceh yaitu
mencapai 97% dan selebihnya adalah suku lain seperti Jawa, Batak, Sunda
dan lain-lain. Mayoritas penduduk Kai)upaten Pidie Jaya memeluk agama
Islam (Muslim). Jumlah penduduk yang menempuh pendidikan dasar,
menengah, dan pendidikan akademi/tinggi berjumlah 110.325 orang atau
70,10%. Sedangkan jumlah penduduk Pidie Jaya yang tidak menyelesaikan
pendidikan dasar atau belum bersekolah mencapai 47.098 orang atau 29,90%
dari total penduduk Kaktupaten Pidie Jaya.

Berikut Tabel 2.4 adalah jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

No Jeniis Pendidikan Jumlah Penduduk Jumlah
. Laki-Laki Perempuan

1 Doktor/S3 ] . - : - . -

2 Pasca Sarjana/S2 . 96 47 143

3 Sarjana/S1 . 2.204 2495 4.699°
4 Diploma 3 885 1.533 2.418
5 | Diploma 2 /Diploma 1 544 1.467 2011
6 SMU / SMK / Aliyah 20.051 . 15.642 . 35.693
7 SMP / Tsanawiyah 16.749 16.182 32.931
8 | SD / Ibtidaiyah 14.527 17.903 32.430
9 Tidak Tarmnat SD 10.130 10.422 20.552
10 Belum / Tidak Sekolah 12.919 13.587 26.506
. Total 78.105 79.278 157.383

Sumber: Disdukcapil Kab. Pidie Jaya Tahun 2014
Mayoritas matapencaharian penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada

sektor pertanian dan perkebunan, kemudian dilkuti dengan wiraswasta,
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perdagangan dan nelayan serta sektor lainya. Sementara itu, tingkat
pengangguran terbuka menempati porsi yang 1uﬁ1ayan besar yaitu 9,12% atau
sekitar 6.372 jiwa. Bedasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2013, jumlah penduduk Pidie J aya yang berkerja mencapai 54.586 jiwa
atau 35,54%, dan sekitar 14.727 jiwa merupakan pekerja tidak tetap.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyaraka:t
2.2.1. Fokus Kesejahteraar; dan Pemerataan El_;onomi

Berbagai indikator penting guna melihat tingkat kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi diéntara.ﬁya seperti Pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), Laju Inflasi, PDRB per Kapita, Indeks Gini, dan tingkat
kemiskinan. —
a. Pertumbuhan PDRB

Sejalan dengan pertambahan usia Kabupaten Pidie Jaya yang telah
memasuki tahun ke-7, perkembangan pembangunan khususnya pada bidang
ekonomi telah menunjukkan-peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut
dapat terlihat dalam pertumbuhan PDRB kabupaten setiap tahﬁnnya, baik
dihitung berdasarkan Harga Konstan (Hk) ataupun dengan Harga Berlaku
(Hb). Pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah)

No Seltor 2009 2010 " 3011 2012
(Rp) kC (Rp) Y% (Rp) % (Rp) %
1 | Pertanian 351.173,59 | 56,7 | 359.200,54 | 55.1 | 367.350,02 | 53,8 | 375.791,00 | 52,2
o | Pertambangan & 426349 | 07| 450816 07 4.719,03 0,7 4.806,34 | 0,7
Penggalian .
3 | Industri Pengelahan 25.223,34 | 4,1 | 2537478 | 3,9 25.660,08 38| 2611839 | 3.6
4 B:ru;mk Gas & Air 262861 | 04| 299873 o5 337946 | 05| 379065 05
5 | Konstruksi 2399163 | 39| 2685674} 4,1 29.138,90 a3 | a%0454a5]| a5
6 | Perdagangan, Hatel, 70.816,55 | 11,4 | 81782002 | 12,5 90.524,39 | 13,3 | 99.844,11 | 13,9
& Restoran k !
Pengangkutan & .
L I g 22.880,28 | 3,7 | 24.837.66 | 3,8 26.051,57 38| 2777029 | 39
Keuangan, Sewa, & ) . ‘
8 | Jose pomanapios 7.356,05 | 1,2 vas212 | 12 8.190,25 1,2 8711,00 | 1,2
9 | Jasa.Jasa 110.692,08 | 17,9 | 119.030,39 | 18,3 |. 127.383,74 | 18,7 | 137.699,87 | 19,2
PDRB 619.025,61 | 100 | 652.325,14 | 100 | 682.39835 | 100 | 716.577,19 | 100

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya 2013.
PDRB Kabupaten Pidie Jaya menurut lapangan usaha tahun 2012 yang
dihitung dengan Harga Kopstan (PDRB Rill) tahun 2000 mencapai 716.577,19

"(juta). Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,01% jika

dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar 682.398,35 (juta).
Bila dilihat per sektor maka penyumbang terbesar PDRB kabupaten ada pada
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lentara ity, ting, . pertanian yang menjadi keunggulan daerah yaitu sebesar 375.791,00
'sar yaitu 9,129% 4

Ya) atau sebesar 52,2% dari total PDRB tahun 2012. Urutan kedua diikuti
an dan Catatan Sgtor jasa-jasa sebesar 137.699,87 atau 19,2% dan pada urutan ketiga sektor

Aencapai 54.586 J::;daganga.n, hotel, & restoran sebesar 99.844,11 (juta) atau 13,9%.

Hdak tetap. Pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan PDRB tertinggi pada sektor
ltrik Gas & Air Bersih yaitu sebesar 12,17%. Sektor Perdagangan, Hotel &
é;toran menempati urutan kedua yaitu 10,30%. Urutan ketiga yaitu sektor
‘;-;;‘.I.Stmksi yaitu 9,97%. Sedangkan pada sektor-sektor lain rata-rata

kesejahteraan |

sningkat antara 1,5 — 8%.
. PI'OdUk Dometj i

i Lebih lanjut PDRB Kabupaten Pidie Jaya tahun 2012 yang dihitung
rdasarkan harga berlaku (PDRB Normnal) dapat dilihat pada Tabel 2.6
baga1 berikut:

ks Gini, dan ting]

Tkt R an =

. Tabel 2.6
¢ Jaya yang tel Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Pidie Jaya
usnya pada bids Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku {Juta Rupiah)
2009 3010 2011 2012
hun. Hal terset Seltor ®e) | % ®l [ % [ ®p) 7 ®p) %
ip ta-hl.lnnya b Pertanian 638.982,36 | 61,6 74472283 ] 60,2 B19.439,32 59,2 396.568,44 | 58,1
#| Pertamnbangan &
an Harga Berla] Femsenbon: 7.570,88 | 0,7 8.068,83 | 0,7 8.95985| 07 9.634,27 | 06
L - — —
| Mmdustd Pengolahan 4[.860,71 3,7 43.675,63 3,5 46.632,45 3,4 “49.933,30 3.2
>agai berilut:  ; Tistik, Gas & A
i g 4.570,28 | 0,4 5.433,33 | 04 6.551,12 | 0,5 7.81898 | 0,5
) Bersih
. - ] 4 ' 3
idie Jaya : :oz:lditmksx _Hl 52354,36 | a7 63.35272 | 51 745089 | sS4 89.166,59 | 5,
4} Ferdagangan, Hotel,
)0 (Juta Rupiakf| & Resaes 105.209,44 | 9,4 | 12259673 | 10,0 | 141.531,14 | 102 | 162.209,04 | 105
3| Pengangkutan & 5795545 | 52| 71.03404 | 57| 8293790 6,0 9747604 | 1,8
_ %| Komunikasi
a 1| Keuangan, Sewa, &
55 | 757000 oo oy S 18.039,15 | 1.6 20.335,77 | 1,6 23.38520 | 1,7 27.233.85 | 1,8
] {[ Jasa-dasa 142.462,56 [ 12,7 | 157.680,54 | 12,8 | 179.015,51 | 12,9 | 20425500 | 13.2
’ FDRB 1.119.005,68 | . 100 | 1.236.900,41 | 100 | 1.383.363,18 | 100 | 1.544.295.61 | 100

26.118,39 Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya 2013,

3.790,65 PDRB Kabupaten Pidie Jaya yang dihitung berdasarkan Harga Berlaku

47DRB Nominal) tahun 2012 dimana jumlahnya mengalami peningkatan
13ebesar’ 1.544.295,61 (juta) atau memngkat sebesar 11, 6% dan tahun 2011
g berjumlah 1.383.363, 18 (]uta] Sektor yang palmg menonjol .
Liontribusinya terhadap PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian yang
19-7eljurnlah 896.568,44 (juta) atau 58,1% dari total PDRB kabupaten tahun

10]
’012 Selanjutnya diikuti oleh sektor jasa-jasa dan perdagangan, hotel, &

32.045,45

99.844,11

27.770,29

8.711,09

137.699,87 |-
ﬂ 716.577,19

ithun 2012 yalestoran dimana masing-masing memberi kontribusi 13,2% dan 10,5%.

ipai 716.577, plstnbusn PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Grafik 2.2
r 5,01% Jﬂpebagau berikut:

2.398,35 (]uts__’;
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Grafik 2.2
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kahupaten Pidie Jaya Tahun 2012

@ Pertanian

= Pertambangan dan Penggalian

& Industri Pengolahan

Listrik, Gas dan Air bersih

n Konstruksi

¥ Perdagangan, Hotel dan Restoran

4 Pengangkutan dan Komunikasi

# Keuangan, Perumahan dan Jasa Perusahaan

Jasa-jasa

Perkembangan' kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2009 s.d 2012
kombinasi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan

Tabel 2.7
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012

Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Pidie Jaya

(ADHK) Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut:

2009 2010 2011 2012
No Sektor Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
i % % % % % % % %
1 Pertanian 61,6 56,7 60,2 55,1 59,2 53,8 58,1 52,2
Pertambangan & -
0,6 0,7
] Penggalian 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7, 0,7 R ,
Industri
(o] 2 3,6
3 Pengolahan 3,7 4,1 3,5 3. 3,4 3,8 3, ,
a L:strfk. Gas & Air 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0.5 0.5
Bersih
5 Konstruksi 4,7 3,9 5,1 4,1 5,4 4,3 5,8 4,5
Perdagangan,
1
6 Hotel, & Restoran 9,4 11,4 10,0 12,5 10,2 13,3 10,5 39
. Pengan'gkut.an & 5,2 3.7 5.7 3.8 6,0 3,8 1,8 3,9
Komunikasi ,
Kenangan, Sewa, .
g8 & Jasa 1,6 1,2 1,6 1,2 1,7 1,2 1.8 1,2
Perusahaan N
9 Jasa-Jasa 12,7 17,9 13,8 18,3 12,9 18,7 13,2 19,2
PDRB 100 100 10D 100 100 100 100 100

Sumber: BFS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.
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Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)dan Harga Konstan {Hk)
: Tahun 2009 s.d 2012

N Sektor

Pertumbuhan

Hb

Hk

%

%

'3a5 .

4,5

-0,1

0

=3/ ndustri Pengolahan

-0,5

-0,5

¥ listrik, Gas & Air Bersih

0,1

0,1

;onstruksi

1,1

0,6

Zerdagangan, Hotel, & Restoran

1,1

2,5

Pengangkutan & Komunikasi

3,4

0,2

ﬁeuanga.n, Sewa, & Jasa Perusahaan

0,2

0

tahun 2009 s.d'g asa-Jasa

0,5

1,3

\s Dasar Harga Kol ‘ PDRB

4,5

-0.3

2.7 sebagai beriki#

n .
Tahun 2009 s.d 2(1,11’ secara umum pertumbuhan ekonomi

:Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013,
uE’f:r1:1.1mb1.11’1r:1n ekonomi ditunjukkan oleh

PDRB Atas Dasar Harga

Pidie Jaya tahun 2012

;a Konstan (HKk) ?ami pertumbuhan ‘yang positif dan meningkat sebesar 5,01%. Pada

#2011 PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah 4,61% .

Hk Hb
% (73

e

=

‘ ;
erlaku (ADHB ; Tabel 2.8 .
12012 ( ) %l Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Pidie Jaya
4
\

2011 gﬁi}aju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
aten Pidie Jaya Tahun 2008 s.d 2012 dalam prosentase dapat dilihat

53,8 58,1 | jrafik 2.3 sebagai berikut:
N L Grafik 2.3
3,8 3z |° Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan
E; (ADHK) 2000, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008- 2012 (%)
0,5 0,5 |9
|33 55 , -
13,3 05 |3 G
: 5.25 5.32
3.8 1,8 : L
- 1,2 1,8 ,
‘ S 3 -
- " F T T - 1 g ¥
: 18,7 " 13,2 k! Al DAY . R .'::-';;E - —a
| 55 = r 2008 2009 2_(_)1_(_.), : 2011 2012

i:3,Szxavw1beiv': BPS Kabupaten Fidie Jaya Tahun 2013

';:_jilndikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi lainnya dapat

[jukkan dengan perkiraan Indeks Gini Kabupaten Pidie Jaya yang

gsar 0,3 pada tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan

,;Busi pendapatan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya masih tergolong
karena berada di bawah 0,5.
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Kabupaten Pidie Jaya termasuk salah satu kategori daerah tertinggal di

Hal ini disebabkan karena tingginya angka kemiskinan dan

Indonesia.
fasilitas infrastruktur dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Ada beberapa
indikator utama yang menjadi dasar penilaian tingginya angka kemiskinan di
Kabupaten Pidie Jaya oleh BPS diantaranya adalah pendapatan masyarakat
yang masih rendah (< Rp 10.000 per hari), banyaknya rumah yang tidak layak
huni, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang masih minim.

Berdasarkan data BPS melalui pengolahan dari Tim TNP2K Tahun 2009,
Indikator kinerja kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya berada pada 27,97%.
Pada Tahun 2012 angka kemiskinan turun menjadi 24,35%.' Meskipun dari
tahun ke tahun mengalami penurunan, namun Angka kemiskinan Pidie Jaya
masih tinggi di atas rata-rata Provinsi Aceh yaitu sebesar 18,58% dan Nasional
sebesar 11,66%.

Penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya secara umum
relevan dengan pencapaian penurunan angka kemiskinan pada tingkat
Propinsi Aceh dan Nasional. Grafik relevansi tingkat kemiskinan Kabupaten

Pidie Jaya terhadap Propinsi Aceh dan Nasional seperti terlihat pada Grafik 2.4

sebagai berikut:

Grafik 2.4
Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya
terhadap Propinsi dan Nasional

ap - e e - e i ey e
80 -0
T,
b (o I = ..%——2—7-;97
60 M7 25.43 2035
ey ~sfemaKab. Pidie Jaya
50 —--- 26:65° - o
40 ,-u__._._w —19.95—— g 45— T ~£3=Provinsi Aceh
30 i e — s S - —é— Nasional
16.58
20 e eemraT L ._...._._14.;.1.5_....*,%—.‘1-3722
& 1236 1166
10 ® © =
0 Spees e et T L ¥ 1
2007 2009 2010 2011 2012 L. -

Sumber: TKPK Pidie Jaya Tahun 2013
Berdasarkan data kemiskinan kecamatan yang telah dilakukan oleh

Bappeda Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2013, kecamatan yang
penduduknya paling miskin terdapat dikecamatan Bandar Baru, Bandar Dua
dan Trienggadeng. Tabel 2.9 merupakan jumlah KK Miskin Pidie Jaya per

Kecamatan adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.9
Jumlah KK Miskin Per Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013
No. Uraian Jumlah KK Miskin Prosentase
1. | Bandar Baru 4.948 24,67
2. | Panteraja 854 4,26
3. | Trienggadeng 2.246 11,20
4, | Meureudu 2.646 13,19
5. | Meurah Dua 1.623 8,09
6. | Ulim 2.356 11,75
7. |Jangka Buya - - 1.769 " 8,82
8. | Bandar Dua 3.614 18,02
Jumlah 20.056 100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Sebagai daerah yang penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Pidie
Jaya, Bandar Baru mernlhkl penduduk 36.480 jiwa yang mayoritas bekerja
pada sektor pertanian. Rata-rata penghasilan masyarakat 200 ribu s.d 1 juta
per bulan. KK miskin rata-rata berusia masih produktif yakni berkisar antara
20-40 tahun dengan tanggungan dalam keluarga 3-6 orang.

Begitu juga dengan Kecamatan Bandar Dua yang tingkat kemiskinannya
tertinggi kedua di Kabupaten Pidie Jaya. Jumlah penduduk kecamatan
Bandar Baru 26.817 jiwa, mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian
yang mencapaian 58,28%. Rata-rata pendapatan berkisar antara 240 ribu s.d
1 juta per bulan. Tingkat pendidikan KK miskin rata-rata hanya menempuh
pendidikan dasar (SD).

Grafik prosentase penduduk miskin per kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Grafik 2.5 sebagé‘i berilkut:

Grafik 2.5
Prosentase Penduduk Miskin
Per Kecamatan Kabupaten Pidie JayaTahun 2013

Prosentase

Prosentase

e » . J
Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya 2014
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b. Laju Inflasi

R Banda Aceh dan kota Lhokseumawe. Prediksi laju inflasi Kabupaten Pidie
Co _ Jaya diperkirakan berkisar 3,49% (antara 2,89-4,3 1) pada tahun 2013. Secara
umum penyebab utama inflasi Aceh berada pada kelompok bahan makanan

|

|

i ‘ ; Tingkat inflasi Kabupaten Pidie Jaya saat ini mengikuti laju inflasi kota
|

b

|

I, . dan dukun oleh kelompok keséhatan, makanan jadi, minuman, rokok dan
} tembakau, perumahan, air, listrik.dan kelompok bahan bakar. Tabel 2.10

berikut merupakan laju inflasi Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe yang
menjadi acuan inflasi Kabupaten Pidie Jaya adalah:

d : Tabel 2.10
: ’ Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2009 s.d 2013
, Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya

i | . : Rerata

. Uraian 2009 2010 2011 | 2012 2013 Pertumbuban
Kota Banda Aceh 3,50 4,64 3,32 2,17, 6,39 2,89
Kota Lhokseumawe 3,96 ‘7,19 3,55 3,37 8,27 4,31
Kabupaten Pidie 3,73 502 | 344 | .301 | 722 3,49
Jaya*

Sumber: BPS Aceh dan Bappeda Kab. Pidie JayaTahun 2013. {Data diolah)
*Angka prediksi antara

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Capajan pembangunan yang menyangkut kesejahteraan sosial

masyarakat sangat tergantung pada indikator-indikator seperti Angka Melek
. Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka
sty Pendidikan Yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka
S Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harzapan Hidup, Persentase Penduduk
Xk yang Memiliki Lahan, dan Rasio Penduduk yang ﬁekexja.

v " Berdasarkan capaian kinerja - 'yang harus terfokus terhadap
il - pembangunan kesejahteraa:i sosial maka Kabupaten Pidie Jaya telah
I : . berupaya menyusun program dan kegiatan untuk meningkatkan
. kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari i.nglilgator capaian pada tahun
| . | ) 2012 dengan Indeks Pembangunan Manusia (iPM) Kabupaten ‘Pidie Jaya
‘ - mencapai 73,13 dan diperkirak'an akan meningkat hingga 73,56 pada tahun
! 2013. Pada Tahun 2012, Angka Melek Huruf ;95,48 dan Angka Rata-Rata
i Lama Sekolah 8,69 tahun. Angka Usia Harapan Hldup 69,36 tahun dan Angka
i Kelangsungan Hidup Bayi 98,55. _

. Grafik 2.6 merupakan pcrbandingan antara Indeks Pembangunan

;

‘

! Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional adalah
i ‘ :

|

sebagai berikut:
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Grafik 2.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2009 s.d 2013
Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh

- - et L R PO .;‘",; ..',’:.-. = X o ---—--—\
Indeks Pembangiunan:Manusia (IPM)
176 7227 7277 ogde™ " gies
5:5. ’A-“ :f“.- é = N i |
7131 717 72.16 72,51 73.2 =& asiona
B T i ~Z4~ Provinsi Aceh
7171 72:38 72,82 7313 73.56
& . % < <> ~$=Kabupaten
L 12009 2010 2011 2012°.  2013* )

Sumber: BPS Kab. Pidie Jaya Tahun 2013
*Angka perkiraan sementara

Grafik 2.6 menjelaskan " bahwa Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2013 sudah baik yaitu berada di atas
rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional.

a. Angka Melek Huruf

Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya diukur
dengan tingkat capaian IPM. Tiga indikator utama yang harus dilihat yaitu
kesehatan, pendidikan, daya beli atau pendapatan masyarakat. Capaian di
bidang pendidikan dapat diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Sejauh mana peran pemerintah membuka
_ akses kepada masyarakat untuk medapatkan pendidikan, membangun sarana

dan prasarana pehdidikan dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat
untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut dapat membantu untuk

Tabel 2.11
merupakan perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pidie Jaya adalah

meningkatkan capaian indikator utama di bidang pendidikan.

sebagai berikut:

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2013

Uraian 2009 2010, 2011 2012 2013+
Jumlah penduduk usia di atas -
1 15 tahun yang bisa membaca 83.701 84.047 84.570 85.162 | 85.532"
dan menulis
o | Jumlah Penduduk usia 15 88.826 | 88.986 | 89.108 | 80.215 | 89.819
tahun ke atas
3 Angka Melek Huruf 94,23 94,45 95,48 95,48 95,49
Sumber: Bappeda dan Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya Tqhun 2013,
* Angka perkiraan sementara
RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 I1-13
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b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2012
dimana penduduk menghabiskan waktu untuk bersekolah berkisar 8,69
tahun, lebih baik dari tahun 2011 yaitu 8,68 tahun. Angka tahun 2012
tersebut masih dibawah RLS Provinsi Aceh yaitu 8,93 tahun. Sedangkan
untuk RLS Nasional berada pada 8,36 tahun. Pada tahun 2013 diperkirakan
RLS Pidie Jaya terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnnya yaitu
8,72 tahun.

Tabel 2.12 merupakan perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2009-2013 adalah
sebagai berikut: ‘

Tabel 2.12
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d 2013
Kabupaten Pidie Jaya

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013*
1 Kabupaten 8,38 8,64 8,68 8,69 8,72
2 Provinsi Aceh 8,63 8,81 8,92 8,93 8,95
3 Nasional 7,72 7,92 8,12 8,36 8,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2013.
* Angka perkiraan sementara

Secara Nasional, Provinsi Aceh, dan Kabupaten, rata-rata lama sekolah
sejak 4 (empat) tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Hal tersebut
dapat dilihat dari Grafik 2.7 sebagai berikut:

Grafik 2.7
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2009 s.d 2013
Kabupaten Pidie Jaya

e s e —— e R ~
Rata-Rata Lama Sekolah
30 e, : : -
. 7.92 812 8.36 8,50,
25 A—-T-72 Gl = et ——— %3 Nasional
20 —863————— 883 8¢ 8403 /.95 .
15 i 2 2 5 G:QE = =%—2 Provinsi
1_s. 8.64 3.68 69 8.72
12 8 38$ =% == & o2 .~—4—1 Kabupaten
0 4~ ‘ , e s . - -
\_ 2009 . 2010 2011 2012 2013*

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan seni buéiaya yvang telah dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Pidie Jaya selama ini bcrtl_ljuan untuk memelihara budaya warisan
leluhur yvang begitu kaya, disamping itu untuk memberikan wawasan budaya

kepada generasi muda. Derasnya arus informasi yang berdampak negatif

RPJMK Pidie Jaya Tahup 2014-2019 11-14



12

39
12

in

tu

P T
e A

i W Im e ﬂ’m‘w‘ éj.‘é‘nl'f}'lﬂ

Ty P T o et M'."‘_,,._a..m.‘i’i‘!’f
oy " e R
oy 1

akibat budaya global, yang sedikit derm sedikit akan merusak tatanan budaya
masyarakat yang telah mengakar dalam kehldupan sehari-hari.

Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang
memiliki keragaman budaya dari berbagai etnik penduduk yang mendiaminya.
Namun sampai saat ini .potensi tersebut relatif- belum dapat dikembangkan
secara maksimal sehingga belum memberikan kontribusi yang besar terhadap
perekonomian daerah. Tantangan kedepan dipquukan kegiatan yang bisa
mensinergikan antara potensi keragaman budaya tersebut dengan keberadaan
Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu tempat tujuan wisata. Momentum
sebagai jalur perdagangan dan daerah transit harus dapat dimanfaatkan
untuk mengembangkari berbagai kegiatain ckonomi kreatif berbasis seni dan
keragaman budaya tersébut. Selain itﬁ, perbaikan dan penyempurnaan di
bidang sarana penyelenggaraan budaya dan kesenian, diperlukan dukungan
yang kuat melalui berbagéi promosi. Sedangkan pelestarian benda maupun
bangunan cagar budaya dilakukan agar lebih bisa menonjolkan ciri dan
Landmark Pidie Jaya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Terkait pengembangan aspek pelayanan -umum di bidang budaya
tersebut, Kabupaten Pidie Jaya juga tercatat permah menjadi juara harapan
pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-\f Tahun 2009 yang lalu.
Pengembangan seni dan i)u‘daya juga tidak terlepas dari keberadaan sanggar-

sanggar (grup) kesenian yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Jenis kegiatan

yang dikembangkan oleh sanggar-sanggar kesenian tersebut juga terbagi pada
jenis kegiafén Tradisional (TR) dan Kreasi ‘Baru (KB). Jumlah sangar seni
budaya per kecamatan dapat dilihat dalam Tabel 2.13 sebagai berikut:

Tabel 2.13

Jumlah Sanggar Seni Budaya dalam Kabupaten Pidie Jaya

1. Bandar Baru 4
2. Panteragja . 3 . Rebana dan Tarian Kreasi
. - |- Tari Bubei, Jeu-e¢i, Uram Trieng, Seudati,
3. Trienggadeng g9 Rabbana, Drama Operet,
. Geudeu-Geudeu, dan Kreasi Bara.
Rebana, Seudati, Rapa’ ie, Biola Aceh, Rapa’
4. Meureuda 7 ) ie, Bala Bari, Gendeun-Geuden,
. dan Tarian Kreasi Baru.
. Rapa’ ie Geleng, Likok Pulo, Meureukon,
S. Meurah Dua 4 Seudati, Saman, Laweut, dan Kreas: Baru.
6. ULm 5 ' Rapa’ie, Rapa’ie ]Z_)adoh, Rebana, dan
Kreasi Baru.
VT Jangka Buya i ) Rebana
: Rapa’ ie, Rebana, Meureukon, Rabani
8. Bandar Dua ’ > Wahid, dan Tarian Kreasi.

Sumber: Dtshubparkommfo Kab. Pidie Jaya Tahun 2014
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Jenis kesenian budayé yang paling’ digemgri masyarakat Pidie Jaya
adalah kesenian Rapa’ ie, Rebana, dan Meureukon disamping keseinian-
kesenian lain yang sudah sangat populer dikalangan masyarakat seperti tarian
Seudati dan Geudeu-Geudeu. Kesenian G.eudue-éeudeu merupakan kesenian
warisan asli masyarakat Pidie Jaya. Biasanya kesenian adu fisik ini dilakukan
pemuda setelah panen padi. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selalu
memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda untuk beratraksi
menampilkan kesenian Geudeu-Geudeu pada kegiatan-kegiatan besar
kebudayaan di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

Hal lain yang dilakukan Pemerintah Pidie Jaya dengan menggalakkan
program-program lain sepertl pcnganugrahan/ penghargaan kepada pelaku
Seni Budaya Daerah, Festival Pidie Jaya, Pembinaan Gampong Budaya, dan
Program Pemeliharaan Cagar Budaya Daerah. Pelaksanaan kegiatan budaya
tersebut diatas juga ditl..1jnkan untuk meningkatkan daya tarik kunjungan
wisata baik dari dalam daerah ataupun luar daerah Pidie Jaya.

Disamping kegiatan seni dan budaya, pengembangan keolahragaan juga
sangat diperlukan dalam mengikat persaudaraan dan kebersamaan bagi
pemuda. Pengembangan ini dilakukan melalui pembinaan terhadap generasi
muda dengan menyediakan fasilitas-fasilitas olah raga ditingkat kecarmnatan
dan kabupaten. Lebih dari 24 (dua puluh empat) cabang olahraga telah
dilakukan pembinaan sesuai’ dengan ténggunawab KONI Kabupaten Pidie
Jaya untuk mengikuti berbagai kompetisi antar kabupaten. Namun demikian
banyak cabang olah raga.yang masih minim fasilitas dan sarana pendukung
sehingga atlet Pidie Jaya kalah bersaing dengan atlet-atlet daerah lain dan
sulit mengembangkan prestasi diluar daerah. Cabang sepak bola merupakan
olah raga paling favorit masyarakat Pidie Jaya. Saat ini pemerintah daerah
terus memberikan dukungan baik metal ataupun pendanaan agar
persepakbolaan Kabupaten-Pidie Jaya lebih berpretasi baik antar Kabupaten
ataupun pada tingkat Nasional.,

Kondisi sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Pidie Jaya dari
tahun 2009 s.d 2010 masih tergolong minim. Hal tersebut terlihat dari jumlah
fasilitas olahraga ditingkat kecamatan daﬁ kabupaten. Sejak tahun 2010 s.d
2013, pemerintah telah membangui - 44 lapangan bola volly di 8 (delapan)
kecarnatan dan 2 (dua) lapangan bola kaki yang berada di Kecamatan Bandar
Dua dan Kecamatan Jangka Buya.

Adapun prestasi olahraga yang sudah diraih pada tahun 2010 adalah
menduduki peringkat 17 dari 23 kabupaten/kota pada Pekan Olahraga Pelajar
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. Daerah (POPDA) ke-XI yang berlansung di Aceh Tamiang dengan rathan

medali 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Pada POPDA ke-XII Tahun 2012
yang berlangsung di Kota Banda Aceh, prestasi yang diraih oleh Kabupaten

* pidie Jaya meningkat déngan menduduki peringkat 9 dengan perolehan medali

2 emas, 3 perak , dan 7 perunggu.

Pada kegiatan Pekan Olahraga Daerah {PORDA) ke XI Tahun 2010 yang
diselenggarakan di Kabupaten Bireuen, bagi Kabupaten Pidie Jaya merupakan
keikutsertaan yang perta;rna kali. - Kontingen Kabupaten Pidie Jaya menduduki
peringkat 11 tsebelas) dari 23 kabupaten /kota, dengan mengirimkan 22

: 'cabang olahraga dengan raihan medali 14 emas, 14 perak, dan 16 perunggu.

Dalam pembinaan generasi muda yang berakhlakulkarimah serta jauh
dari Narkoba, pemerintah daerah memberikan- sosialisasi terhadap bahaya
penggunaan Narkoba dan penguatan pemahaman keagamaan serta
pembentukan akhlak kepada generasi muda. Hal tersebut dilakukan melalui

sekolah-sekolah, tempat peribadatan dan melalui organisasi kepemudaan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik ataupun jasa publik yang
menjadi tanggungjawab pemeﬁntah Kabupten Pidie Jaya, tujuannya adalah
untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

2.3.1. Fokus Layanan Uru.san Wajib

Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian penting dari
layanan urusan wajib pembangunan guna mewujudkan sumber daya manusia
yvang memiliki daya saing; berkreasi, sehat dan. berprestasi. Beberapa
indikator yang dapat mengukur sejauh mana pembangunan pada layanan
urusan wajib dapat dilihat sebagai berikut: '

2.3.1.1. Pendidikan
a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah {APS}, indikator ini menunjukkan seberapél
besar anak wusia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam
lingkungan pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap
penduduk usia sckolah. APS dihitung bedasarkan jumlah murid kelompok
usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah




penduduk usia pendidikan dasar. Untuk Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat
pada Tabel 2.14 berikut:

Tabel 2..14
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya

: No Jenjang Pendidikan 2009 | 2010 [ 2011 | 2012 | 2013
Ll 1 | SD/MI
LN Y
D 1.1 | Jumlah murid usia 7-12 tahun 16.231 | 16.411 | 16.667 | 16.803 | 16.803
' BN ia 7- :
g o, | Jumiah penduduk kelompok usia 7 16.672 | 16.872 | 17.092 | 17.155 | 17.155
P 12 ta’han :
(R 1.3 | APS SD/MI (%) 9735 | 97,28 | 97,53 | 97,65 | 97,65
Ll 2 | SMP/MTs
| 2.1 | Jumlah murid usia 13-15 tabun 6.801 | 7.008 | 7.002 | 7.112 | 7.112
! |;‘i!1. {:
Paa ) oo | Jumlah penduduk kelompok usia 13- | 4,55 | googz | 8315 | 8.390 | 8.390
froal i 15 tahun
EHS 2.3 | APS SMP/MTs (%) - 8453 | 84,51 | 85,29 | 90,66 | 90,66
P 3 | SMA/SMK . i
MR 3.1 | Jumlah murid usia 16-18 tahun 5.721 | 5.819 | 6.045 | 6.423 | 6.441
i 1 5.5 | Jumlah penduduk kelompok usia 16- | 7 745 | 7851 | 7.942 | 8.200 | 8.263
. i 18 talhun
: i) 3.3 | APS SMA/SMK (%) 73.80 | 74,12 | 76,11 | 77,48 | 77,95

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya Tahun 2014.

Tabel 2.13 dapat dijelaskana bahwa APS Kabupaten Pidie Jaya pada
! kelompok usia pendidikan désar dan menengah '(SD/ MI dan SMP/MTs) tahun
; 2012 rata-rata 97,65% untuk tingkat SD/MI dan 90,66% untuk tingkat
SMP/MTs. Untuk APM SD/MI rata-rata 00,22% dan APK secbesar 104,28%.
Sedangkan untuk APM SMP/MTs rata-rata 72,73% dan APK sebesar 99,46%.
Pada tingkat pendidikan menengah atas (SMA/SMK}, APM tahun 2012 yaitu
58,34% sedangkan APK 79,51%.

PN

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, indikator ini

P Yy

I menunjukan bahwa bagaimarna rasio jumlah sckolah berdasarkan tingkat

pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini d1rnaksud_

f"l"ll”:i.! K untuk mengmdenhﬁkasﬂcan kemampuan untuk menampung semua
o penduduk usia sekolah. Untuk Kabi:lpaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel
ik 2.15 berikut:
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. Tabel 2.15 )
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya
Jenjang Pendidikan 2009 [ 2010 [ 2011 | 2012 [ 2018+
SD/Mi '
1 3 1.1 | Jumlah sekolah 114 114 114 114 114
— 1.2 | Jumiah pendudul kelompok usia 7-12 16.672 | 16.872 | 17.002 | 17.155 | 17.155
303 1.3 | Rasio 1:146 | 1:148 | 1:150 [ 1:150 | 1: 150
) -
o 2 | SMP/MTs
155 2.1 | Jumlah sekolah 33 33 33 33 33
65 2.2 ‘3’}1‘:1:1‘ pendudulk kelompok usia 13-15 8.152 8292 | 8.315 | 839 | 8.390
R 2.3 | Rasio 1:247 1:251 1:252 { 1:254 | 1:254
12 2 | sMa/sMA/SMK '
90 2.1 { Jumlah sekolah 16 18 18 20 21
T3 2.2 | jomiah pendudulckelompok usia 16-18 [ 7700 | 7851 | 7.042 | 8200 | 5263
2.3 | Rasio ' 1:478 1:436 1:441 | 1:488 | 1:393
41 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014
63 c. Rasio Guru/Murid
95 Rasioc guru/murid, indikator ini menjelaskan bahwa jumlah guru
berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 Jjumlah murid berdasarkan tingkat
da pendidikan. Rasio ini mengidentifikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga
un mengukur jumlah ideal murid untuk 1 (satu). guru agar tercapai mutu
zat pengajaran. Untuk Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.16
%e. sebagai berikut:
%. _:g_ - Tabel 2.16
itu = Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
E: Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya
No Jenjang Pendidikan 2009 | 2010 [ 2011 | 2012 | 2013*
1 | Sh/MI ) ’
1.1 { Jumlah gurn 1.210 1.210 1.223 1.223 1.223
‘i 1.2 | Jumlah murid 17.001 17.111 19.671 | 19.850 | 19.850
! 1.3 | Rasio 1:14 | 1:14 | 1:16 | 1:16 | 1:16
kat E 2 | SMP/MTs '
ad 2.1 | Jumlah guru 769 769 772 772 772,
2.2 | Jumlah murid 7.991 8.152 12.352 | 13.421 | 13.421
ria 2.3 | Rasio ST 1:10 | 1:11 1:10 | 1:10 | 1:11
bel ’ )

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pzdte Jaya Tahun 2014,
* Angka perkiraan sementara

Jumlah guru yang (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) hingga
tahun 2012 berjumlah 4.797 guru. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.394 guru
atau 70,75 persen memiliki kuahﬁka31 S1, sedangkan guru PNS yang sudah
bersertifikasi sebanyak 1.603 guru atau 34,54 persen.

eI g
LRSI
"ds 2t



d. Hasil Ujian Nasional ‘ _

Berdasarkan perkembangan keberhasilan siswa jika dilihat dari tingkat
kelulusan menunjukkan adémya perbedaan dari tahun ketahun. Untuk
tingkat SD/MI rata-rata kelulusan tertinggi terjadi tahun 2012 mencapai 7.89
dengan angka kelulusan tertinggi terjadi pada tahun 2011 mencapai 99,46
persen. Untuk tingkat SMP/MTs- nilai-rata-rata tertinggi terjadi pada tahun
2009 hingga mencapai 8,06 c‘lengan'ti'ngkat kelulusan tertinggi terjadi pada
tahun 2012 hingga mencapai 99,55 persen. Adapun pada tingkat SMA/MA
nilali rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2012 hingga mencapai 7,77,
sedangkan _angka. kelulusan tertinggi ju_ga terjadi pada tahun 2012 dengan
capaian sebesar 99,29 persen. Secara umum tingkat keluhusan dan rata-rata
kelulusan dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17

Nilai rata-rata dan Angka Kelulusan Ujian Nasional Menurut Tingkat
Pendidikan Tahun 2009-2013 Kabupaten Pidie Jaya
Jenjan, s
No Pendildi] & Unsur penilaian 2009 2010 2011 2012 2013

: | sppa Nilai Rata-rata 7,71 7,16 6,97 7,89 7,34
Angka Kelulusan 98,99 99,06 99,46 99,34 99,27
Nilai Rata- 6 7,72 7,34 7,45 6,3

5 SMP/MTs ilai Rata-rata, 8,0 9
Angka Kelulusan 98,79 94,34 99,01 99,55 94,61
Nilai Rata-rata 7,16 7,27 7,28 7.77 7,34

3 SMA/MA
Angka Kelulusan . 99,14 80,60 - 97,86 99,29 04.68

4 SMK Nilai Rata-rata - - 4,14 6,45 6,58
Angka Kelulusan - - 82,76 92,00 97,50

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya 2014

2.3.1.2. Pendidikan Dayah
Seiring dengan peningkatan kualitas umat dan  kualitas

penyelengggaraan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya, maka lembaga

pendidikan dayah terus berkembang menjadi sistem pendidikan alternatif bagi

generasi muda. Banyak lembaga pendidikan dayah yang terus berbenah

beberapa- lembaga pendidikan dayah sudah eksis sebelum adanya pemekaran
Kabupaten Pidie Jaya déhgan_ mutu berkualitas seperti Dayah Jeumala Amal

di Kecamatan Bandar Baru dan Darul Munawarah Kuta Krueng 'di Bandar

Dua. Umumnya lembaga pendidikan dayah di Xabupaten Pidie Jaya

menganut model pembelajaran Salafiyah sesuai dengan kearifan masyarakat
Aceh. '

Perkembangan lembaga pendidikan dayah terus mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun dan diikuti dengan perbajkan mutu dan prasarananya.
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: Pada tahun 2013, Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki 35 Dayah yang
ari tingkat tersebar di 8 (delapan) Kecamatan, dengan akreditasi berbeda yaitu 6 dayah
1. Untuk ¥ perakreditasi A, 11 dayah berakreditasi C, dan 18 dayah berakreditasi D
capai 7.89 Y cchagaimana pada Tabel 2.18. Sedangkan untuk dayah yang non akreditasi

pal 99,46 f atau non tipe dikategorikan sebagai balai pengajian sebanyak 208 unit.
ada tahun 4 Jumlah santri ngaji selSanyak 18.321 orang dan didukung oleh 1.516 guru
fjadi pada A pengajian. Sedangkan jumlah santri dayah seluruhnya adalah 8.438 orang
SMA/MA 3 Srang terdiri dari 4.100 orang merupakan santri yang menetap di dayah ‘dan
pai 7,77, 3 4.338 orang merupakan santri yang tidak menetap d1 dayah. Untuk
2 dengan i mendukung penyelenggéraan dan efektifitas dayah dibantu oleh 830 orang
. rata-rata Tungku/Staf Pengajar. | ' |

Jumlah dayah terbanyalc berada di keéan“xafan Bandar Dua sebanyak 13

unit dayah dengan jumiah santri 3.372 orang. Adapun untuk balai pengajian

gkat j: .
# terbanyak berada di kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Bandar Dua
2013 masing-rnasing 50 unit balai pengajian dengan jumlah santri ngaji terbanyak
734| & berada di kecamatan Bandar Dua berjumlah 4.444 orang diikuti oleh
99,27 Kecamatan Bandar Baru sebanyak 4.426 orang.
gg’g? _ Tabel 2.18 merupakan Jumlah_ Dayah, Guru dan Santri dalam
, vl
7,34 | :§ Kabupaten Pidie Jaya dapat dijelaskan sebagai berikut:
24.68 | - Tabel 2.18
— 658 ¢ Jumlah Dayah, Guru dan Santri dalam
97,50 E Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012 : _
g
?‘g Jumlah Jumlah Guru - Jumlah Santri
N - -
.ﬁ ° Kecamatan Dayah Menetap m'I;r?:tkap Total Menetap M'I;f::cap Total
kualitas % 1 | Bandar Dua 13 | 336 32 368 1.981 1.391 3.372
: 2 | Jangka Buya 3 60 - 60 229 639 868
lembaga 3 | Ulim 6 04 4 o8 351 390 741
atif bagi ' 4 | Meurah Dua 1 5 5 10 35 92 127
| serbenah S Mc?ureudu - - - - : - - -
| 6 | Trienggadeng 3 A3 13 56 215 187 402
‘ tan. Ada 7 | Panteraja 3 27 . 4 31 v 87 319 . 406
' mekaran 8 | Bandar Baru 6 114 93 207 1.202 1.320 2.522
; I Jumlah 35 679 151 | 830 4.100 4.338 8.438 .
| a Amal : Sumber: Kantor.__Pembinaan Pendidikan Dayah Kab. Pidie Jaya Tahun 2013
Bandar Jumlah balai pengajian, guru, dan santri dalam Kabupaten Pidie Jaya
ie Jaya || dapat dilihat dalam Tabel 2.19 sebagai berikut:
syarakat '
! ngkatan ‘
| ananya.
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Tabel 2.19
Jumlah Balai Pengajian, Guru, dan Santri dalam
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012

Jumlah ' Jumlah Guru Jumlah Santri

No Kecamatan peggelgi‘an Menet.atp m’iii:tl;p Total Menetap m'l;ﬁ::cap Total
1 | Bandar Dua 50 226 117 343 381 4.063 4.444

2 | Jangka Buya 12 65 4 69 . 121 539 660
3 | Ulim 25 120 55" 175 49 1.600 1.649
4 | Meurah Dua 17 40 33 73 i5 1.098 1.113
5 | Meureudu 32 87 77 164 70 2.421 2.491
6 | Trienggadeng 23 107 63 170 66 2.061 2.127
7 | Panteraja 16 75 66 141 90 1.321 1.411
8 | Bandar Baru 51 218 163 381 102 4.324 4.426
Jumlah 228 938 578 1.516 894 17.427 18.321

Sumber : Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah Kab. Pidie Jaya Tahun 2013
Jumlah dayah yang terakreditasi berdasarkan tipe masing-masing dalam
wilayah Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat dalam Tebel 2.20 sebagai berikut:

Tabel 2.20
Nama-Nama Dayah Yang Terakreditasi
Dalam Kabupateri Pidie Jaya Tahun 2012

TAHUN : T JUMLAH TIPE
NO. NAMA DAYAH BERDIRI FPIMPINAN NILAI 2012 KET,
. DESA KEC.
i 2 3 4 ) 5 : 6 7 B 9
' Tgh. Anwar Bandar
1 Jeumala Amal 1987 Yusuf, M.Si Lueng Putu | Barn 3.265 A Ternadu
Tgk. Abdullah Bandar
2 Raudhatul Ulum 1984 Saleh Ara Baru 700 C Salafiyah
YFPI Tgk. Musri M. Langien Bandar
3 | parussaadah 1995 Ali, S.Pd.1 Gp. Sagoe Baru 400 D Salafiyah
Tgk. Syamsul . Bandar
4 Nurul Huda 1984 Bahoi Beurandeh Baru 350 D Salafiyah
Tgk. M. Ali Lancang Bandar
S Bustanul {hsan 2008 Assabuni . Paru Baru 445 D Salafiyah
Darussa’adah Tgk. Sanusi Bandar
f 6 Cb. Paru 1983 Hasan Pary Keude Baru 315 D Salafiyah
i Tk "
5.’ 7 | Darul falah 1984 | Jamaluddin A. | Ulee Glee B‘I’)"u -l . 1165 A .| salafiyah
i Latif a .
I
H - o= | Dl Tgk.H. Usman - Kuta ‘Bandar Ma'had
H -1 8 Munawwarah ) 1964 AL Jrueng Dua 1.695 A/ DPK Al
£ Putra .
Darui : )
Tgk. H. Anwar Kuta Bandar )
9 I;!uu;awwarah 1964 H. Usman krueng Dua 1.419 A Salafiyah
10 | Manbaul Ulum 2000 | Mah dA. | UleeGlee | Bandar A Salafiyah
Putri amma ce e Dua 1.419 4
Hamid
Randhatussa’ad Tgk. Syeh Blang Bandar
™ 2005 | pMarhaban Dalam Dua sgo | © | Selafiyeh
Al Muta'alimin :
P Tglk Ulee Gle Bandar
! 12 ‘:,11‘3:? yah (Al 2002 Jafaruddin Tunong Dua 330 D Salafiyah
Babul Ulum . .
P Tgk. M. Azhari Dren Bandar
i3 Diniyah 1931 - D Salafivah
Islamiysh Abdullah Bungong Dua 500
Tglk. H Tbrahim Bandar
14 Uhimul Qur'an 1988 Idris . Pulo Dua 817 C Salafiyah
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Nurul Hidayah Tgk. Saifuddin . Ulee Gle Bandar
15 | Al Aziziyah 1999 | Abd Tunong _Dua 4go| D | Selafyah
. . . Jan i
16 | Babul Iimi Kiran 1987 | Tgk. Mumir Kiran Bu?rkaa 400 c Salafiyah
Madrasah ) :
17 | Ulumul Quran 2008 | Tgk. Feuzi, sy |  Kuta Trienggade 817 c Salafiyah
Pidie Jaya. EW g
- Tgk. i .
Yys. Tgk. Chik . " Trienggade
18 Haji Di Garot 2004 Muha.u:lmadmh Mesjid ng 710 C Salafiyah
Yusuf .
19 | Riyadhul Fata 2006 | Tgk. Murtadha | Peulandok ’““;gggade 200 D Salafiyah
Istigamatuddin ° Tek. . . .
20 | Barnzzahi din, 1995 gjeo';]nfuddm Bidok Ulim - 230 A Salafiygh
Hadiqatul “Tgk. Mhd. Nangrhoe Ul lafi
21 Ma'arif 2003 Nazar Nurdin - Barat 650 ¢ S yah
: Paya Bandar
22 | Baburrahmah 2009 Tgk. Munirwan Pisang Klat Dua 480 C Salafiyah
Bustanul Tegk. Zulkifli Bandar
23 Musilimi 2010 Haron Pohroh Dua 600 D Salafiyah
- Tek. H. . .
Miftahul Ulum R Meugit Bandar
s 98. Abd D alafiyah
24 Al-Waliyah 1985 Ibe “] lla.h Sagoe Dua . 400 5 4
o Tglk. Ismail - .
25 | Sirajul Huda 1984 Bugis . Gp. Mesjid Panteraja 400 D Salafiyah
. Hj. Tgk. .
Darussa’adah . .
26 Putri Panteraja 2006 }Ssﬁgzzlznmah, R_c.udeup Panteraja 400 D Salafiyah
Babussalam Tgk. Mukhlis .
27 Tek. Syik di Ta 2001 Yacob, S.Pdi. Gp. Tu Panteraja 600 D Salafiyah
Al-Muhajirin
g Tgk. Abd. Bandar
28 Eﬁglscj:k di 2002 Hamid Usman Taulada Baru 600 D Salafiyah
.. Tek. H, Imran Kiran Janglka
29 | Darul Faizin 1991 Umar Baroh Buya 600 c Salafiyah
Darml Tgk. Ridwan Bandar
30 Mutaaltimi 1970 SH. ' Mns. Mee Dua 600 C Salafiyah
Darul Istigamah : . Bandar
31 | AlMunawsarah 2008 Tgk. Bakhtiar Tualada Bary 400 D Salafiyah
o Ustazah Dayah .
32 Fathul Ainiyah 2001 Maryamah Baroh Ulim 600 C Salafiyah
: " | Tgk. Llyas . s
33 | Bustanul Aitam 2003 Ibrahim, S.Ag, Mns. Pupu Ulim 500 D Terpadu
. Tgk. .
g4 (FutiRaudhatun | g0 | \BE. din ‘Bidok Ulim s20| D Salafiyah
M.AN
Al-Munawwarah
Pocut Imum Tgk. Meurah
35 | Mulim Al- 1999 | Mustagim, sg | Blang Cut Dua s0| P Salafiyah
Aziziyah

[ I T Pl T Wt

Sumber: Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah Kab. Pidie Jaya Tahun 2013

3.1.3. Kesehatan

Sebagai daerah yang sudah berumur 8 (delapan) tahun, Kabupaten Pidie
Jaya sangat berkeinginan memiliki rumah sakit ryjukan yang bertipe. Guna
mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah telah membangun beberapa
infrastruktur dasar sesuai dengan master plan pembangunan rumah sakit

bertipe seperti ruang rawat inap, ruang radiologi, ruang operasi, 1GD, dan
fasilitas pendukung lainnya.

Kondisi sarana dan prasarana pélayanan kesahatan mayarakat Pidie
Jaya tahun 2013 sudah mengalami peningkatan. Terdapat 11 Puskemas dan
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98 Poskesdes serta sebanyak 226 Posyandu yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat khususnya di pedesaan.. Jumlah tenaga kesehatan yang
ditempatkan di RSU, Dinas Kegehatax}, Puskemas, dan Poskesdes berjumlah
801 orang. Lebih jelas jumlah sarana dan tenaga -keschatan dapat di lihat
pada Tabel 2.21 sebagai berikut:

Tabel 2.21
Indikator Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya
: Jumlah | Jumlah | Jumleh | poep | Jumlah | Jumlah
No | Kecamatan Puskesmas | Posyandu | ; Quota. Balita Ibu . Tenaga
) Askeskin Hamil | Kesehatan
1 | Bandar Baru 2 44 20.693. 2214 797 111
2 | Pante Raja ! 1 10 © 4952 633 191 47
3 | Trienggadeng 1 27 12.871 1.974 506 92
4 | Meureudu 1 30 10.241 2.398 467 89
5 | Meurah Dua 1 19 6.251 1.036 256 72
6 | Ulim 1 30 8.047 1.516 339 56
7 | Jangka Buya 1 18 4.386 929 221 43
8 | Bandar Dua 3 48 . 14680 2.461 601 122
9 | RSU - - - - - 111
10 | Dinkes - ’ - - - - 58
Jumilah 11 226 82.121 13.061 3.378 801

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Untuk mencapai Sténdar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
dan MDG’s, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menganggarkan dana
melalui berbagai sumber pendanaan. Kemajuan pembangunan bidang
kesehatan dan pelayanan di Kabupaten Pidie Jaya dapat diukur dengan
beberapa indikator kunci pada Tabel 2.22 seBagai berikut:

Tabel 2.22
Indikator Kesehatan Masyarakat
Tahun 2010 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya

No Indikator 2010 2011 2012 2013
1 Angka kelangsungan hidup bayi 98,55 98,21 98,55 928,56
2 Angka kematian bayi 1,25 1,05 2 2
3 Angka usia harapan hidup 69,24 69,25 . 69,35 69,36
4 Persentase balita gizi buruk (per 1.000) 22 15 13 13
5 Rasio dokter per satuan penduduk 1:8.779 1:8.150 1:5.907 1:5.921
6 Rasio Puskesmas dan Pustu per satuan penduduk 1:4.974 1:5.070 1:5.119 1:5.187

SPM Kesehatan . ] )
1 Kunjungan ibu hamil - 97 % 100 % 91 %
2 Calaipan ibu hamil dengan kemplikasi yang . 100 % 100 % 27 9%,
ditangani
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau
3 tenaga keschatan yang memilild kompetensx - 80 % 95 % 99 %
kebidanan
4 Calkupan pelayanan ibu nifas ' - 80 % 95 % 100 %
5 Calcupan neonatal dengan Komplikasx yang ditangani - 11 % 25 %" 8,76 %
6 Calupan kunjungan bayi - 14 % 40 % 74 %
Cakupan desafkelurahan Universitas Child _ o o o,
7 wnization (UCH 45,49 % 55 % 51%
8 Cakupan pelayanan anak balita .- . 39% 62 % 39 %
Calmpan pemberian makanan pendamping ASI pada . ) 100 ¢ o
° anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 97 % . 00 % 100 %
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan ) - 92 % 100 % 100 %
11 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan - 64 % 83 % 86.8%
_““—'—._—- ————————
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Mmember;
€rikan Pelayi——

tenagg kesehats, . '| Calupan peserta KB aktif - 83,62 % 94 % 51%
tan ‘] Cakupan penemuan dan penanganan penderita - 100 % 100 % 100 %

E penyalkdit
i Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

n Poskesdes berj

o, [+) o,
Sehatall d . ! misldn - 66 % 76 % 86 %
apat dj Calcupan pelayanan kesebatan rujukan pasien _ 11% 5% 37 %
)| masyarakat misidin : : '
j| Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang - 100 % 100 % 100 % |
4| dilakukan penyidikan epidemiologi <24 jam
N ... ;P Cakupan desa siaga aktif - 11,69 % 0% 11,69 % ‘
"1 Pidje Jaya : ] Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pidie Jaya Tahun 2014.
1 | Jumlah T , Tabel 2.23 _ \
Iby- T‘;mjdi Distribusi SDM Keschatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan |
Hamil | gocs ' * Tahun 2013
' 797 £sehg A ;
193 111 Jumlah Tenaga Puskesinas Dinkes ) RSU Jumlah
50'6 47 Dokter Spesialis - - 2 .2
467 921 | Dokter Umum 18 - 7 25
801 | Dokter Gigi 7 - 1 8
256 554 | S2 Keschatan - 5 - 5
339 SKM : 28 13 12 53
231 S6 i [ Biden 197 7 12 216
601 43 Perawat 189 3 45 237
- 122§ | Gia 21 2 2 25
1173 Perawat Gigi 14 1 1 16
~ 5§ 10_] Sanitarian 78 © 9 3 90
3.378 301 {1 | Fisioterapis - - 4 4
2 | Kefarmasian 16 2 4 22
3 | Analis kes 28 - 2 5 35
L 4 | Apikes 2 - 2 4
1 ! - 7
dang kesehatgje | poamet — - T :
anggarkan day 7 | Atem S - 2 2
n ANf18 | Non Kesehatan 38 10 : 48
gunan  biga, Jumlah 637 - 54 110 801
diuky . Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014
T den

gax Tenaga kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013 berjumlah 801
prang dimana proporsi tenaga kesehatan yang terbanyak adalah tenaga

reperawatan dibandingkan dengan tenaga keschatan lainnya. Untuk sumber

daya manusia kesehatan sampai dengan tahun 2013, rasio tenaga kesehatan

er 100.000 penduduk belum memenuhi target, seperti untuk tenaga dokter
umum 21 per 100.000 penduduk (target 30 per 100.000 penduduk), dokter
{gigi 6 per 100.000 penduduk (target 11 per 100.000 penduduk), sedangkan
| perawat 218 per 100.000 penduduk (target 158 per 100.000 penduduk) dan
bidan sebesar 224 per 100.000 penduduk sudah melebihi dari target 75 per
100.000 penduduk. Untuk ﬁendapat gambaran secara rinci tentang jenis dan-
jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel
berikut ini: '
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Tabel 2.24
Distribusi Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan dalam
Kabupaten Pidie'Jaya Tahun 2013

Jenis Tenaga Keschatan
No Puskesmas Dokter Do%t(?r | Perawat | Bidan | Farmasi | Gizi |Kesmas | Kesling |Analis
Umum Gigi - .
1 Meurendu 1 1 16 38 3 2 3 12 4
2 | Trienggadeng 2 1 29 . 31 1 3 5 12 4
' 3 | Jangka buya - 1 12 7 5] 2 - 6 2
4 Bandar baru 4 1 36 21 1 3 6 q
5 | Meurah dua - 1 20 27 - 3 - 8 3
6 Pante raja 1 1 14 12 3 3 2 7 2
7 | Bandar dua 3 1 18 124 2 1 1 7 3
_ 8 Kuta krueng 2 - 10 8 - 1 S 6 2
; 1 i "9 | Blang kuta . - 5 8 - 1 2 o 2
[ 10 | Ulim 3 - 21 15 2 2 - 10 1
i 11 | Cubo - - 3 6 - - - 2 1
12 | RSU 9 1 45 12 5 2 12 3 5
13 | Dinkes .- - 4 7 3 2 13 9 2
Total 25 8 237 216 22 25 53 20 35

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

i Jumlah dan penyebara.n tenaga keschatan sudah mengalami

peningkatan yang cukup berarti, seperti halnya distribusi tenaga medis dan

sn_m

kesehatan masyarakat terkosentrasi di kecamatan tertentu.

Untuk fasilitas kesehatan yang fherupakan salah satu unsur utama
dalam pelayanan keschatan bersumberdaya masyarakat disebut Upaya

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang terdiri atas posyandu,

polindes, poskesdes dan desa siaga. Fasilitas kesehatan yang berasal dari

S EETUA T AL e 1SS RIELE &3

pemerintah terdiri atas puskesmas - (puskesmas rawatan, puskesmas non-

rawatan), puskesmas pembantu, rumah sakit umum daerah (RSUD). Jumlah

sarana keschatan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2011 dapat dilihat pada
i Tabel 2.25 berikut ini: - ' ) )

-

. ] Tabel 2.25 .
: Distribusi Jenis Sarana Kesehatan dan Kepemilikan
! di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013
Kepemilikan
| f Jenis Sarana Kesehatan Pemerintah/ Jumlah
E. ! . Masyarakat Swasta
W RSU / RS Swasta Pemerintah - 1
f" : Puskesmas Pemerintah - 11
B | Puskesmas Pembantu Pemerintah - 19
‘ = Puskesmas Keliling _ Pemerintah - -
‘ Balai Pengobatan,/ Klinik - ) - 1
| i, Rumah Bersalin _ - - -
! e Apotik ' - - 6
| N ' Toko Obat Berijin - Swasta 14
N i ‘ Praktek Bersama . - - 2
:;{13;{,[- Praktek dr. Spesialis - . - 4
i Praktek dr. Umum - 23
£ Poskesdes Pemerintah - 98

¥ G
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Pemerintah i

Swasta

226

Jumlah

405
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- 2.3.1.4. Infrastruktur

kondisi alat kesehatan yang rusak.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

tama dalam kualitas pelayanan keschatan di puskesmas.

Obat-obatan yang esensial dan bahan habis pakai merupakan kunci
Tenaga farmasi

dan asisten farmasi masih terbatas di beberapa puskesmas. Selain itu banyak

Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Pidie Jaya meningkat ‘pesat
sejak tahun 2009. Untuk Infrastruktur jalan berdasarkan perkembangannya
menunjukkan telah terjadi perubahan terutama jalan Nasional dengan kondisi
baik mencapai 90 persén, jalan provinsi dalam kondisi baik hanya sebesar 42
persen sedangkan jalan Kabupaten baru mencapai 49,92 persen. Jalan kondisi

rusak berat tertinggi berada pada jalan Kabupaten hingga mencapai 24,74

persen. Kondisi jalan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya, hal tersebut dapat
dilihat pada Table di bawah ini:

Tabel 2.26
Kondisi Jaringan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten,
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

KONDISI
PANJANG :
NO STATUS JALAN (KM) Baik Rusak Rusak
— {%6) Sedang (%) Berat (%)
E - - 1 Jalan Nasional 34,41 90 10 0
: 2 { Jalan Provinsi 83,95 42 25 33
: 3 | Jalan Kabupaten 483,29 49,92 20,34 24.74
K Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014
. Tabel 2.27
Kondisi Jalan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 .
mx}lrmmzﬁsm) 1 KONDISI TAHUN 2013 (KM) Yg Belum
di Aspal
NAMA Total Rusak | Rsak | o | (kM) %
NO | kECAMATAN Pig Aspal | Tana | Kedkl/ | Klas | Baik | Sedang | Ringn | p. .y Perly {(Kndisi
(KM M) h Klas C B <11% 11- 16- >23% | Pnngnan Baik)
- (KM) {(KM) (KM) | (EM) | <16% | <23% (KM)" &)
: | m | o
1 | Bandar Baru 97,26 57,44 3 36 2 57 29 1.5 2,70 40,26 59.05%
2 | Pante Raja 37,73 15,22 - 16 3 15 18 - - 22,51 40.33%
3 | Trienggadeng 85,53 34,67 | 546 | 31,71 1,19 | 38 32,91 - 5,46 50,86 29.61%
4 Meureudu 76,45 37.49 22,03 19,97 0,161 | 33 25,05 1.5 22,03 38,96 28.66%
5 | Meurah Dua 18,77 10,16. - 555 | 0,243 9 5,79 - - 8,61 54.12%
6 | Ulim 68,54 22,85 | 4,50 13,21 - as 13,21 - 4,50 35,69 22.51%
7 | Jangka Buya 9,67 6,74 - - -l 67 - - - 2,92 65.00%
8 | Bandar Dua 89,34 46,87 | 2,16 14,99 | 4,25 a7 19,19 - 2,16 42,47 41.87%
JUMLAH 483,29 | 241,44 | 37,17 | 137,44 | 10,85 | 240,7 { 143,156 3 36,87 | 241,84 | 49.92%

Sumber; Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014
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Pembangunan jalan kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya meningkat

pesat dengan total panjang mencapai 483,29 km pada tahun 2013. Kondisi
jalan beraspal mencapai 50% dibandingkan pada tahun 2008 yang hanya
memiliki panjang total 320 km dengan . kondisi beraspal hanya 30%.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sangat mendukung akses transportasi bagi
masyarakat dalam upaya mcrijngkati(an perekonomian dan kesejahteraan.
Pada pemerintahan periode 2009 s.d 2014 telah dilakukap pembukaan jalan
provinsi yaitu Meureudu, Mane, sampai dengan Geumpang, namun akibat
kendala hutan lindung dan konsisi keuaﬁgan daerah maka.jalan tersebut
belum selesai. .

Periode pemerintahan 2014 s.d 2019 diharapkan jalan tersebut dapat
terealisasi dan segera dituntaskan égar dapat dipergunakan secepatnya oleh
masyarakat di dua Kabupaten bertetangga yaitu Pidie Jaya dan Pidie. Dengan
dibukanya jalan tersebut akan membuka keterisolasian Kecamatan Mane dan
Geumpang yang mayoritas penduduk berpenghasilan dari sektor perkebunan
dan pertanian. Dengan terbukanya akses jalan tersebut maka diharapkan
masyarakat memperoleh kemudahan ‘dalam menjual hasil-hasil produksi
perkebunan ke Kabupaten Pidie Jaya.

Disamping pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga
memperhatikan kondisi jembatan yang memberikan kemudahan transportasi
kepada masyarakat. Saat ini Pidie Jaya memiliki 122 unit jembatan baik kayu
ataupun plat beton. Sebanyak 91 unti jembatan berkontruksi plat beton, 12
unit merupakan jembatan lantai kayu. Sedanglgén sisanya sebanyak 19 unit
merupakan jembatan gantﬁng yang  ada dipedesaan. Dari keseluruhan
Jembatan tersebut sebanyak 48 unit atau 40 persen dalam kondisi baik.
Jembatan gantung dengan kondisi baik sebanyak 16 persen dan jembatan
lantai kayu kondisi baik sebanyak 17 persen. Berikut adalah jumlah dan
Panjang jembatan plat beton dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.28
Jumlah dan Panjang Jembatan {plat beton/prestres) dalam Wilayah
Kabupaten Pidie Jaya

. Kondisi (Unit) Panjang
No. Nama Kecamatan J&ﬁh P&f’ég ig ]&}3’; B [ Rusak | Rusak | Bangin y%M R;:ra)k
Ringan Berat Baru

L BANDAR BARU 21 268,3 | 1.244,50 13 2 6 - 75
IIL PANTE RAJA 7 28,3 99,05 S 1 I - 6
111, TRIENGGADENG 8- . 2827 98,95 1 4 2 - 23,4
v, MEUREUDU 13 3533 | 1.124.00 S 3 2 3 108
V. MEURAH DUA 5 78 256 2 2 1 - 71
ULIM 8 31,4} . 1099 '3 - ‘5 - 21,9

e — e ettt e et et ——————tt———
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JANGKA BUYA 10 68,9 | 247,15 2 5 3 63,9 :
.1 BANDAR DUA 19 87 308 | 4 1 10 1 66

TOTAL 91 943,17 | 3.487,55 35 21 30 4 435,2
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Pembangunan infrastruktur di sektor jalaﬁ_pedesaan dalam Kabupaten

- Tabel 2.29
i Kondisi Jalan Pedesaan dalam Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013 .
t
| “Total Kondisi Tahun 2013 | Yang Belum
Tt Kecamatan ng | Banc (l{-.'l.n.) SRelz;;ik ' Rusak ~ Diaspal
2, g Berat (Km) (Km)
1 b (Km) i
i [ Bandar Baru 128,93 47,25 8,00 17,10 48,98
! ‘B | panteraja 23,80 12,07 | - . 8,40 8,40 11,73
1 ‘._ Trienggadeng " Bl1,55 25,15 19,70 15,90 26,40
) 2 [Meureudu 56,86 .20,75| . 15,40 17,80 26,43
X i Meurah Dua 40,21 21,28 12,00 16,65 18,93
) ' Ulim 38,90 17,54 11,10 6,60 21,30
1 ; Jangka Buya 13,80 5,00 5,30 5,50 8,80
| B [ Bandar Dua 71,22 26,95 15,00 19,10 44,20
3 Jumlah 425,27 184,99 94,91 107,05 206,97

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

I
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Peningkatan pembangunan jalan pedesaan dengan pengaspalan hampir

mencapail 50 persen, hal tersebut sangat member: pengaruh untuk membantu

hr" .

_,.,,_

,“"__‘ transportasli masyarakat Pidie Jaya dalam melakukan aktifitas sechari- hari

terutama dalam bidang perekonomlan seperti penjualan hasil perkebunan,
pertanian dan perikanan ke pusat-pusat pasar di-Kabupaten Pidie Jaya.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui
pembangunan unit Rumah Sehat Sederhana (RSS) untuk masyarakat kurang
2 mampu sebanyak 110 unit pertahun untuk seluruh Kabupaten Pidie Jaya
: bersumber dari APBK Pidie Jaya sejak tahun 2010, diharapkan pada periode’

pemerintahan yang baru akan ménipu menambah jumlah RSS dari
i sebelumnya. '

A

Terkait dengan infrastruktur air limbah pemukiman. Pengembangan
sarana dan prasarana air limbah pemukiman dalam meningkatkan derajat
kebersihan dan kesehatan wai'ga Pidie Jaya masih relatif rendah. Hal itu
ditunjukkan dengan tingkat kepemilikan jamban di Kabupaten Pidie Jaya
adalah 69,5 persen dengan rincian 56,1 -persen. jamban pribadi dan MCK/WC

[\o[»-lmlalmlmi

Umum 13,4 persen. Untuk tempat penyaluran akhir tinja rumah tangga
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manyoritas pembuangan ‘adalah 69,5 persen pemilik;klosct, sejumlah 54,8
persen tehubung ke tangki septik, sebanyak 1,0 perscn-ke pipa sewer, sebesa
2,1 persen cubluk/lobang tanah, sejumlah 0,7 persen langsung ke drainase
18,6 persen ke sungai/danau/pantai, 1,7 ke kplam/sawah, sejumlah 2,€
persen ke kebun/tanah lapang, dan 18',8.persen masih sembarang.

Adapun untuk pembangunan infrastruktur irigasi pada tahun 2013
panjang irigasi menqapai 138,2 km dengan_ luasan areal yang dialiri untul
persawahan.sebesar 9.344,1 Ha. Sekitar 60 persen irigasi dalz;lm kondisi bail
dan sisanya senyak 40 persen harus direhabilitasi, melalui pelaksanaar
pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif. Ada beberapa irigasi yang
menjadi kewenangan Nasional seperti Daerah Irigasi Baro Raya. Sedangkar
yang menjadi kewenangan Provinsi seperti Daerah Irigasi Samalanga, Irigas
Meureudu, dan Irigasi Cubo. Berikut adalah nama daerah irigasi dalan
wilayah Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.30 di bawah ini:
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Tabel 2.30
Kondisi Sarana dan Prasarana Irigasi Kabupaten Pidie Jaya
Tingkat L. Potensial Waduk - 51.3 endung -
No Naﬁ;: Dat'arah I nggan (Ha) adu Bendung Baégjillg;:;;p Pintu
gasl (T/ST) . : ; : X
Rawa | Irigasi | Unit | Kond | Unit | Kond | Unit | Kond | Unit Kor
1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 D.} Alue Sane 5T 0 200 o t. 1 RS 1 RB 2 Rt
2 D.t Drien Bungong ST 0 200 a - 1 8 2 RB 1 B
3 D.l Lhok Ugop 5T 0 150 0 - 1 RB 2 R 3 RE
4 D.I Lueng Limeng ST 0 200 0 - 1 RB 0 - 0 -
5 | D.JLueng paloh ST 0 200 © 0 - 1 RB 0 - 1 R
6 D.l Lueng Paya 5T 0 1c0 o - 1 RB 4 R 8 R
7 D.I Meugit ST 0 &0 0 - 1 RB 3 RB 0 -
8 | D.KutaKrueng ST 0 300 0 - 1 B 0 - 2 B
9 D.! Pulo Perlak 5T 0 70 0 - 1 RB 2 B 0 -
10 | D.lUlee Glee 5T 0 596 0 - 1 R 0 - 0 -
11 | D.lUteun Bayu ST 0 103 0 - 1 1 RR 1 Rl
12 D.l Palong 5T 0 50 0 - 1 R 4] - V] -
13 | D.1 Gaharu ST 0 100 -0 - 1 B 2 RS 1 e
14 D.I Kiran ST 1] 200 0 - 1 RR 3 RB 7 RI
15 D.I Uim T 0 424 o - - 1 RR 7 RS 5 R
16 D.l Lhok Pineung SD 0 40 - - - - 1 RB - -
17 | D.lLhok Bambui sD 0 20 - - - - 1 RB -
18 | D.IBlang lubok SD 0 44 0 - 1 RB 0 - 0 -
19 | D.l Alue Demam ST 4] 80 0 - 1 B 3 B 5 E
20 | D.lPanton Limeng 5T 0 10 0 - 1 RB o] - 0 -
21 D.I Panton Pupu 5T Q 10 o - 1 RB 4] - 0 -
22 | D.Teurace ST 0 12 0 . 1 RS 0 - 0
23 gij:fr:i ang sD 0 60 1 R8 0 - 0 - 1 R
24 D.l Paya Trieng SD o] 80 1 RB 0 - 0 - 0
25 D.t Alue Drien sD 0 50 1 RE 0 - 3 1) £
e e e ————————t < ——————— U
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5 ; 26 m‘“’a“ SD 0 10 - - 1 RB 1 RB 1 B
ar ’ ‘;—2-7 p.1 Lhok Pisang SD 0 28 1 - 1 B 4 -
o f 5| Dt Paya Reulet SD 0 20 1 o - 0 . 0 -
R D. Paya Pie Ujong sD 0 20 1 RR - . 1 RR 1 RS '
,6 i 3 29 | garoh .
k30 | ol thok Puuk ST [s] 10 1 0 - o - 1 -
: 31 | D.JMuka Blang ST 0 10 1 0 - 0 - 0 -
3, 32 | 0. re. Beurangkat sD 0 20. 1 | RS ) - 1 RB 1 RB
1k I f 33 | D.l Pante Breuh 5T 0 125 0 - 1 RS 2 B 0
i D.1 Tgk. Chik ST 0 233 o - 1 “RB 2 RB | .1 RS
ik ! ! 34 | pisintheu . : :
| dr3s | D.Blang Weu ST 0 15 1 RB 0 - 2 RB 2 RR
A BT paya Baro ST 0 15 1 - 1 RR 2 - 1 B
‘ ng §37 | D4Tek. teman ST 0 20 - 0 - 1 _RB z RB 2 RR
an ; {38 | D1 Waduk Alue ST ] . z; 1 - 1 RB P RB 2 RR
_ fi's9 | o waduk Baro ST 0 35 1 - 1 RB 2 RB 2 RR
1581 § 40 | D. Padon Nega sD o 55 1 RR - - 1 2 B
m { 41 | D.1Py. Keumudee 5D 0 .20 1 B - - 1 1 B
) {{i 42 | D Lhok Papeun sD 0 25 1 RS - - 1 2
‘343 | DIMeuh sD 0 10 1 B - - 1 RS 1 B
- § 44 | D.1BlangBiri $D v} 16 1 B - - 1 RS 1 RS
iJE a5 | D.ICot Bayu SD 0 10 1 B - - 1 RS 1 RB
145 | DI Meunigoe 5D 0 15 1 RR - - 1 RS 1 B
§47 | D Lhok Pie S0 g 15 1 . B - - 1 RS 2
ond |48 | D.Blang Beunot 5D 0 30 1 RR - - 1 B 1 RS
17 )|#49 | 0.1 Tanoh Mirah SD 0 20 1 RS - - 1 RB 1 RB
RB 44 50 | D.!Ujong Leubat ST 0 100 1 RS 1 RR 2 RB 3 RB
B H 51 | D Blang Bill sD o 25 1 RS - - 1 RB 1
re .|E#s2 | D.Beuracan T 0 863 ) - 1 RS 14 RR 32 B/2RR
- |Bs3 | pitLhoksandeng ST 0 252 0 - 1 RB a R 7 R :
RS TIE- ~  IumLAH . '5.411 25 - 38 - 84 - 112 -
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 g

Selain melakukan perbaikan pada jaringan irigasi, waduk, saluran dan

bendung juga dilakukan pemetaan terhadap embung — embung yang tersebar
diseluruh Kabupaten Pidie Jaya untuk dilakukan rehabilitasi dan perbaikan.

RB Namun minimnya dana yang tersedia hanya mampu dilakukan pemetaan dari
5 total embung yang terdata pada tahup' 2008 hanya mencapai 15 embung.
RB Pada tahun 2013 menjadi 51 embung dimana semua embung tersebut’
R * -

diharapkan dapat segera diperbaiki pada periode pemerintahan 2014 s.d 2019 s
dengan target minimal 50% dari jumlah tersebut. Tabel 2.31 merupakan
daftar Embung dalam Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.31

Daftar Embung Dalam Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013

s Wadulk Pintu
No Nama Daerah Irigasi ‘;I;i:igl;:‘:‘ Kecamatan
(Embung} (T/ST)
Unit Kondisi Unit Kondisl
1 2 j<] i 5 6 ki B
1 Embung Lam Sundeng SD 1 R - - Trienggadeng
2 Embung Blang Panjoe SD - ..1 ' R - - Triengeadeng
3 Embung Graphik SD 1 R . - - Trienggadeng
4 Embung Paya Girek SD 1 . R. - - Trienggadeng
5 | Embung Blang Panton sD 1 R - - Trienggadeng
6 | Embung Paya Bungku sD 1 R - - " Trienggadeng
7 Embung Blang Thoe SD 1 R - - Trienggadeng
8 Embung Paya Pie Dee 8D 1 R - - Trienggadeng
9 Embung Paya Nga SD 1 R - - Trienggadeng
10 | Embung Paya Ba SD -1 R - - Trienggadeng
11 Embung Paya Bakong SD 1 R - - Trenggadeng
12 Embung Paya Trieng SD 1 R - - Trienggadeng
13 ﬁma;l;?egl Paya Blang sD i - R - - Trienggadeng
14 Embung Paya Cruem SD 1 R - - Trienggadeng
15 | Embung Palch Ara 8D 1 R - - Trienggadeng
16 in::ung Paya Lhok Hagu SD i R _ - Trienggadeng
17 | Embung Paya Lhok Bada SD 1 R - - Trienggadéng
18 | Embung Paya Cibrek SD R - - Trienggadeng
19 | Embung Abeuk Raya SD™ 1 R - - Trienggadeng
20 Embung Paya Blang Porch sD 1 R - - Trienggadeng
21 Embung Panjou SD 1 R - - Trienggadeng
22 | Embung Paya Itek SD 1 R - - Trienggadeng
23 | Embung Lhok Ujeun SD 1 R 1 - Trienggadeng
24 Embung Gle Lawang sSD 1 R - - Trienggadeng
25 | Embung Paya Muka Blang SD 1 R - - Panteraja
26 Embung Gle Bruk SD 1 R 1 - Panteraja
27 | Embung Utcun Pantang sD - 1 R 1 - Panteraja
28 g’;‘u‘;‘j‘m“gk‘;‘;"’“g SD 1 B 1 - Panteraja
29 Embung Paya Reudeub 8D, 1 B 1 - Panteraja
30 Embung Lhok Puuk SD 1 B 1 - Panteraja
31 | Embung Lhok Thoe Sb 1 R - - Bdr. Baru
32 | Embung Paya Ceurih sD 1 R 1 - Bdr. Baru
33 | Embung Lhok Badeuk 8D 1 R - - Bdr. Bam
34 | pmbung Lhok Lawah SD 1 R - - Bdr. Baru
35 | Embung Lhok Papeun .SD 1 B 1 - Bdr. Bam
36 | Embung Paya Ceurih SD 1 R 1 - Bdr. Baru
37 | Embung Lhok Weng SD 1 R - - Bdr. Baru
38 | Embung Lhok Nga SD 1 R 1 - Bdr. Baru
39 Embung Alue SD 1 R 1 - Bdr. Bara
40 Waduk Baro SD 1 R 1 - Bdr. Barm
41 Embung Padon Nga - 8D 1 B 2 - Bdr. Baru
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Embung Paya Keumudee SD 1 B 1 - Bdr. Baru
43 | Embung Lhok Papeun 8D 1 B 1 - Bdr. Baru
44 | Embung Mecuh SD 1 B 1 - Bdr. Baru
45 | Embung Blang Biri 8D 1 B 1 - Bdr. Bar
46 | Embung Cot Bayu SD 1 B 1 - Bdr. Baru
47 | Embung Meunigoe 8D 1 B 1 - Bdr. Barua
48 | Embung Lhok Pie SD 1 B 2 - Bdr. Bam
49 | Embung Blang Beunot - 8D 1 B 1 - Bdr. Baru
so | Embung Paya Fle Ujong SD 1 B 1 . Bdr. Baru
51 Embung Ujong Leubat SD 1 B 3 - Bdr. Baru
52 | Embung Blang Bili © 8D 1 R 1 - Bdr. Baru

JUMLAH 52 - 28 -

Sumber; Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Disamping it pembangunan Infrastruktur pernukiman

dan perumahan

pada tahun 2013 telah dilakukan pembangunan sebayak 157 unit rumah
sehat sederhana untuk fakir miskin serta fasilitas air bersih di delapan

kecamatan. Berikut ada beberapa indikator penting infrastruktur Pidie Jaya
terlihat pada tabel 2.32 berikut:

Tabel 2.32
Indikator Infrastruktur

Tahun 2013 Kabupaten Pidie Jaya

\ . R Kondisi Kinerja
No. Aspek/ Fokuslf(:?:ia;r;g U;Jzagli?:::ator Kinerja Sa Pada Awal
&a @ Periode RPJM
1. | Pekerjaan Umum

1.1 Prc:pors1 Panjang Jaringan Jalan da]a_m Kondisi Km 240,0
Baik

1.2 Rasio Jaringan Irigasi - % 40,00

1.3 Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk % -

1.4 Persentase Rumah tinggal bersanitasi % 56,10
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per o .

1.5 Satuan Penduduk % 20,00

1.6 Rumah Layak Huni Unit 15.820

1.7 Permukiman Layak Huni % 47,57

1.8  Panjang Jalan ' Km 483.29 -

1.9 Jumlah Jembatan Unit 122
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke

1.10 Kawasan Permukiman Penduduk (minimal dilalui % 54,81
Roda 4) -

111 Pan_;ang. Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik ( > K 176,0
40 km/jam }
Drainase dalam kondisi baik/Pembuangan Aliran o

1.12 Air Tidak Tersumbat ° % >8,00

1.13 Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik % 60,00

1.14 Lingkungan Permukiman % 12,50

2. | Perumahan
2.1 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih % 16,94

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019
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2.2 Rumah Tangga Pengguna Listrik % 99,16

3.3 Rumah Tangga Bérsanitasi % 56,10
3.4 Lingkungan Permukiman Kumuh Ha 085,92
3.5 Rumah Layak Huni - _ % 55,73

3. | Penataan Ruang
3.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Ha . 95,20
3.2 Luas Wilayah ber HPL/HGB Ha 152,17

étzmber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

2.3.1.5. Perhubungan ; _

Dalam kontek ekonomi, kedudukan wilayah Kabupaten Pidie J aya dalam
pefa Provinsi Aceh memiliki arti pcn'ting dan strategis. Terutama adalah
memiliki akses transportasi/perhubungan bagi beberapa kabupaten lainnya di
pesisir timur untuk menuju pusat pasar utama Pulau Sumatera yaitu Pidie
Jaya. Dengan kedudukannya' ini memudahkan bagi Kabupaten Pidie Jaya
untuk melakukan transa}ksi ekonomi dengan wilayah seckitamya seperti
Kabupaten Bireun dan Pidie Jaya.

Kabupaten Pidie Jaya juga merupakan salah satu pintu gerbang utama
menuju Kabupaten Pidie, séhingga memberi peluang bagi pengusaha daerah
Kabupaten Pidie Jaya untuk menjadi pemasok berbagai kebutuhan barang
dan jasa ke kabupaten sekitarnya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari
tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang
sudah ada, walaupun belum cukup memadai. Sektor Perhubungan
merupakan salah satu sektor yang sangat urgen dalam mengémbangkan
ekonomi dan pembangunan daerah.

Di Kabupaten Pidie Jaya, sektor perﬁubuhgan terdiri dari subsektor
angkutan darat, angkutan laut, sungai dan danati, angkutan udara serta sub
sektor komunikasi. Mengingat begitu pentingnya peranan  sektor
pengangkutan dan transportasi ini dalam mengembangkan perekonomian
daerah, kondisi ini telah direspon oleh pemerintah daerah melalui berbagai
program' dan kegiatan prioritas pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan tersebut. Pemerintah daerah juga menyadari masih terdapat
beberapa permasalahan disektor - perhubungan yang harus mendapat
penanganan yang serius seperti masih kurangnya sarana transportasi ke
daerah pedalaman dan terpecil serta penanganan beberapa ruas jalan negara

dan jalan propinsi yang melintasi Kabupaten Pidie Jaya.
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. Tabel 2.33
Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Kab. Pidie Jaya

. . . .. 'Jumlah
No. Jenis Kegiatan Lokasi Titik Keterangan

Kec. Bandar Dua
Kec. Trienggadeng
Kec. Ulim

Kec. Bandar Baru’
Kec. Jangka Buya
Kec. Meureudu

Rusak

1. | Warning Light

[ S N L

Rusak -

Trafigh Ligth Kec. Meurah Dua
Running Teks | Kec.. ’I‘_rieng'gade;;g

Rusak

Kec. Bandar Baru
Kec. Bandar Dua
4. | Halte Kec. Panteraja

' Kec. Ulim

Kec. Trienggadeng

BPD Aceh

o el B

Kec. Meurah Dua

o -| Kec. Bad
5. Cermin Tikung _Kz‘::. J:n;rkaDgiya : 30 )

Kec. Trienggadeng

Sumber: Dishubparkominfo Kab. Pidie Jaya Tahun 2014
Jumlah volume kendaraan sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh

Polres Kabupaten Pidie Tahun 2014 untuk Kabupaten Pidie Jaya adalah
sebagai berikut:

Tabel 2.34
Jumlah Volume Kenderaan Kenderaan Kabupaten Pidie Jaya (Unit)

~ No. Uraian Roda 2 Roda 3 Roda 4 Roda 6 | Jumlah

Kederaan Dalam
5941 109 6.755
Kab. Pidie Jaya . 6 699

Sumber: Dishubparkominfo Kab. Pidie Jaya Tahun 2014

Sampai dengan tahun 2014, kinerja pembangunan pada aspek
pelayanan urusan perhubungan di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan
adanya peningkatan yang dilihat dari beberapa indikator antara lain seperti
jumlah arus penumpang angkutan umum. Jumlah arus ‘penumpang
angkutan umum mengalami peningkatan-dari 3.230 penumpang tahun 2009
menjadi 6.100 penumpang pada tahun 2014. Peningkatan jumlah arus
penumpang angkutan umum tersebut mengindikasikan juga berkembangnya

perekonomian daerah. Peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan

pula mobilitas pcnduduk baik antar kecamatan antar kabupaten maupun
antar provinsi. ’




G AT A AR ik

3 : ; Srer b 4
= -z r
73 *¥T [ty T = —rr —
- - i Y T + ¥ . —t L —_ [ b e n ~
. o T i 2 : ! ) ErEN .
] =TT CEET = g3 o [— Y - b gtk :
= < =713 i1 P - ] S ACTIL I =z =i - .
B g A | £ P = o= = e 2
= = == = =1 o T E e eTE PR A L) ' = = e i T Nt & oy
o i Lo e T e o - - R - ETIazE 1 = eTuARTR 3E s I
z v o - O G IR e e ey i TR e
= - . = - T S Y - r - T - - . "o B= 1 ™ e & B P 1
. .- S L O o f Ea . AT PR T DI Mot G- e w3 Eig

. PR
B R s D et I

2 Tt o

i

2.3.1.6. Adminstrasi Kependudukan

Pelayanan dan Penataan Administrasi Kepéndudukan yang sesuai
dengan undang undang an’lor 03 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan

undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan salah satu Program
Pemerintah Kabupaten, Pidie Jaya untuk menjalankannya, dalam rangka
~ memberikan Pelayanan dokumen kependudukan kepada masya_rakat agar
setiap masyarakat yang telah tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Pidie
Jaya Wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK}
sesuai tempat domisilinya yaitu Pidie Jaya. ' ' '

Program Pelayanan Gratis untuk semua bentuk Pelayanan Administrasi
Kependudukan yang sesuai dengan amanat undang undang tentang
kependudukan akan dilaksandkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
secara optimal, dengan cara mengoptimalkan pelayanan dengan sifat
mengayomi dan mengajak masyarakat untuk berkerja sama terutama dalam
hal melaporkan peristiwa penting kependudukan dan memberikan data data
yang sebenarnya. Pemerintah Kabﬁpaten Pidie Jaya akan memberikan teguran
tegas kepada petugas pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil
seandainya dalam memberi pelayanan diskriminatif terutama dalam
memberikan Pelayanan KK, KTP, Pindah Datang dan Semua Pelayananan
Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak,
Pengesahan Anak dan lain-lain). .

Berdasarkan hasil rekapatulasi pada tahun 2013 dari dinas
kependudukan dan pencatatan sipil rasio penduduk ber KTP standar Nasional
persatuan penduduk telah mencapai 73,02% atau 79.967 Jiwa dari Wajib KTP
sejumlah 109.515 jiwa dan Rasio Penduduk yang telah memiliki KK Standar
Nasional Sebanyak 65,1% atau 29.051 KK dari jumlah KK sebanyak 44.688
KK di Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan untuk rasio Penduduk terutama Bayi
ber akta Kelahiran sebanyak 60% atau 04.444 dari jumlah Penduduk.
"Pemerintah kabupaten Pidie Jaya akan berupaya peﬁcé.i:)a;an ke tiga indikator
kependudukan dan pencatatan sipil tersebut dapat mencapai 95% sesuai
dengan pencapaian Standar Pq:layanan Minimum (SPM) Kabupaten Pidie Jaya.

Tabel 2.35 merupakan kondisi demografi dan kepemilikan dokumen
kependudukan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

M
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Tabel 2.35
Keadaan demografi dan dokumen kependudukan Masyarakat
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Jumlah ~ N
NO Kecamatan Penduduk Wajib Ber AKTA JIh.KK KK Nasional
KTP KTP LAHIR ada tidak
1 2 3 4 5 -6 7 8 9
1 | MEUREUDU 23.117 16.254 11.703 12,541 6.807 4.629 | 2,178
2 | ULIM 15.969 10.821 8.008 8.502 4.369 2.752 | 1.617
3 | JANGKA BUYA 9.845 6.670 5.003 5.213 2.638 1.820 818
4 | BANDAR DUA 26.817 18.495 13.875 15.512 7.380 4.501 | 2.879 .
5 | MEURAH DUA 12,043 8.301 6.226 7.301 3.424 2.054 1.370
6 | BANDAR BARU 36.480 25.758 18.546 26.704 10.216 6.845 | 3.371
7 | PANTERAJA 9.063 6,208 4.531 6.261 2.580 1.651 929
8 | TRENGGADENG 24.049 | . 17.008 12.075_, 124 10 7.272 4.799 2.473
TOTAL 157.383 109.515 | 79.967 94.444 44.686 | 29,051 | 15.635

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pidie Jaya Tahun 2014

Jika dilihat dari mata pencaharian penduduk secara umum, pada
gambaran ini hanya dilihat pada mata péncaharian petani, pegawai, pedagang,
pensiunan dan mahasisv;ra atau pelajar.. Mata pencaharian sebagai petani
masih mendominasi sebesar 31,06 persen, diikj.lti oleh pedagang/jasa-jasa
sebesar 12,55 persen, kemudian nelayan mencapai 4,47 persen dan pegawai
sebesar 2,64 persen. Secara detail _]umlah penduduk berdasarkan jenis mata
pencaharian perkecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.36 berikut:

Tabel 2.36
Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk Perkecamatan

Kabupaten Pidie Jaya 2013

. i JENIS PEKERJAAN / MATA PENCAHARIAN

PERD Jumlah

No. | KECAMATAN tamt | NEMAY | opns | ow | poLmr giﬁl}' O ZII‘:M:“I?A; Penddk, | Db
: ‘ : . JASA
. H 1_ | MEUREUDU 8.114 780 782 38 85 | 2889 | 281 | 6.107 | 23117 | 4421
t : 2 | UL 4.874 670 362 19§ 31 2.045 | 89 3.971 15969 | 4.178

E: 3 _| JANGKA BUYA 2.110 656 154 11 11 1.077 | 53 2.705 9.845 3.424
A : 4| BANDAR DUA 9.646 325 606 |. 16 37 | 2855 | 216 | 8.009 | 26817 | s.1302
' 5 _| MEURAH DUA 2.879 750 448 10 30 1.672 | 119 | 3.311 12.043 | 3.074

6 | BANDARBARU | 13.204 | 1.189 | 566 | 101 |- 67 | 4304 | 272 | o9.677 | sc.as0 -| 7.480

. 7__| PANTERAJA 848 1.279 | 114 23 13 900 86 2.521 9.063 3.879 !

‘ 8 | TRENGGADENG | 7.204 | 1379 | s40 38 60 4207 | 291 | 6.665 | 24.049 | 4.044
' - |_ JUMILAH 48.879 7.028 3.572 256 334 19,749 1.407 42.966 157.383 35.641

. |

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

2.3.1.7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Melalui program dan kegiatan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera diharapkan dapat ineni_ngkatkan kesejahtera kehidupan masyarakat

R .
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Pidie Jaya. Demikian juga minat masyarakat Pidie Jaya terhadap program
yang dilaksanakan oleh BKBPP sudah mulai menunjukkan peningkatan.
Harapan dari lahirnya program tersebut, Sebanyak 37.671 KK dalam
Kabupaten Pidie Jaya dapat menjadi keluarga sejahtera. Salah satu kegiatan
pendukung keluarga sejahtera adalah dengan 'progra:n kelunarga berencana
yvang harus digalakkan dalam kehidupan masyarakat.

Saat ini jumlah peserta atau aseptor KB Pidie Jaya hingga tahun 2013
meningkat mencapai 8.086 orang dan target semula yang hanya 5.075 orang.
Berikut adalah jenis-jenis alat kontrasepsi yang sering digunakan masyarakat
Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat dalam Tabel 2.37 dibawah ini:

Tabel 2.37
Aseptor KB Kabupaten Pidie Jaya hingga Tahun 2013

No _ Alat Kontrasepsi - ' .Target ° Capaian

1 IUD 57 94

2 MOP ' 1 0

3 MOW . 2 14

4 Implant 104 71

S Suntikan . 1.712 4.305

6 Pil ’ 2.714 2.785

7 Kondom 485 316
Jumlah 5.075 8.086

Sumber: BKBPP kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Adapun strategi untuk menurunkan jumlah penduduk prasejahtera
sehingga tercapai keluarga yang sejahtera dan berkualitas adalah dengan
melakukan memperkuat pendampingan melalui kader desa dalam membantu
keluarga schingga mampu bcrkcmbang dan mclakukan berbagai upaya
mensejahterakan keluarga. Menmpfakan masyarakat vyang sadar akan
keluarga sejahtera dan berkualitas melalui perencanaan hidup yang tepat
disertai dengan penguatan pengetahuan tentang pola hidup sejahtera.

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak )

Sampai saat ini maS1h marak terjadl ‘kekerasan terhadap perempuan
dan anak dalam rumah tangga Pelanggaran hak asasi perempuan dan anak
dalam rumah tangga masih sering terjadi di Aceh, terutama di daerah
pedesaan. Fenomena tersebut erat kaitannya dengan tingkat pendidikan
mereka yang rata-rata tingkat bérpendidikan rendah. Demikian pula halnya
dengan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Selain itu, di dalam
kehidupan sehari-hari yang melibatkan langsung antara laki-laki dan
perempuan juga sering terjadinya saling pelecehan hak dan kewajiban yang

bermuara pada sikap yangl tidak bertanggungjawab dan tidak ada

%
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keharmonisan di dalam rumalf tangga yang memicu terjadinya perceraian.

adapun perkembangan laporan kasus kekerasan dari Tahun 2013 s/d 2014
adala sebagai berikut: '

L b B Gt b et e e, S K

Tabel 2.38

Kasus kekerasar dalam Rumah Tangga dalam

Wilayah Pidie Jaya Tahun 2013

-- 1 | Trien'g-gadeng- 3
2 | BandarBaru 10
3 | Ulim -
4 | Jangka Buya 2
5 | Meurah Dua
6 | Bandar Dua -
7 | Pante Raja ‘5
8 | Meureudu -

JUMLAH 21

Sumber: BKBPP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014
2.3.1.9. Koperasi dan UMKM

Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai tambah
masyarakat salah satunya melalui pemberdayaan dan pengembangan Koperasi
- dan UMKM. Selama ini Koperasi dan UMKM belum mendapat perhatian yang
lebih disebabkan karena masih lemahnya sumberdaya manusia yang
memahami terhadap efektifitas percepatan pertumbuhan ekonomi sektof riil.
Berdasarkan data, sektor riil telah berkémbang cukup signifikan, akan tetapi
sentuhan efektif pemerintah belum berjalan maksimal.

Perkembangan jumlah Koperasi dan UMKM dari tahun 2009 sampai
2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM cukup signifikan, dimana
pada tahun 2009 jumlahnya hanya 210 ‘UMKM, bertambah menjadi 1.470
UMKM pada tahun 2013. Pertumbuhan terbesér terjadi di Kecamatan Bandar
Baru, Meureudu, Kecamatan Ulim dan Bandar Dua yang merupakan sentra
pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan untuk
Koperasi, pada tahun 2(-)09‘tcrd.apat +186 koperasi diseluruh Kabupaten Pidie
Jaya. Namun pada akhir 2013 setelah dilakukan verifikasi hanya terdapat
168 Koperasi yang aktif dan 68 Koperasi tidak aktif dengan berbagai macam
Permasalahan. -

Berdasarkan perfumbuhan tersebut, Pemerintah harus mampu
mengarmbil layanan dan perannya unfuk mengungkit peran serta Koperasi dan
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UMKM dalam menumbuh kembangkan roda ekonomi daerah. Upaya yang

ditempuh oleh pemenntaah seperti memberikan bantuan modal usaha kepada
kelompok usaha UMKM dan meningkatkan mutu Koperasi melalui program
pembinaan Koperasi dan UMKM. Meskipun masih kecil, hal tersebut
dilakukan karena kedua jehis usaha tersebut telah member andil yang besar
dalam mempengaruhi pertumbuhan Kabupaten.

Perkembangan Koperasi, yang bergerak diberbagai bidang sektor telah
memberikan kontribusi tersendiri dalam perturnbuhan ekonomi daerah,
namun disisi lain masih ada koperas1 yang tidak aktif lagi, hal ‘itu teljad1
manyoritasnya karena sistem pcngelolaan yang kurang baik sehingga timbul
sentimen negatif dari anggotanya disamping faktor-faktor penyebab lainnya.
Adapun koperasi di kabupaten Pidie Jaya berjumlah 236 unit koperasi dengan
19.003 anggota. Sedangkan yang aktif hanya. 61 koperasi atau 25,85 persen
dan 175 koperasi yang tidak aktif atau 74,15 persen. Koperasi yang aktif
didominasi oleh koperasi KSU dengan jumlah 13 unit dan KPN/KPRI dengan
jumlah 12 unit. Sedangkan anggota koperasi terbanyak berasal dari KUD
dengan jumlah anggota 6.225 orang, kemudian diikuti oleh KPN/KPRI dengan
anggota sebanyak 4.570 orang.

Tabel 2.39
Jenis Koperasi dan Klasifikasi Koperasi
- di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

SUMLAH KLASIFIKASI KOPERASI
e JENIS KOPERASI ‘m,fg;,‘_‘n ANGGOTA
' {ORG) AKTIF TIDAK AKTIF -
1 | KUD 14 6.225 3 11
5 | KOPERASI PRODUKSI 7 174 7 0
3 | KOPERASI JASA 4 102 4 )
4 | KPN/ KPRI 19 .4.570 12 7
5 | KSU 67 2.058 13 54
‘6 | KOP. PASAR 5 140 - 5
7 | KOP. WANITA 18 1.215 6 - - 12
8 | KOP. PEMUDA 3 101 . 2 1 -
o | KOPPONTREN C 26 1.109 5 21
10 | KOP. PERTANIAN 42 1.899 - 5 37
11 | KOP. PERIKANAN 17 771 2 15
12 | XOP. LAINNYA 14 639 2 12
JUMLAH TOTAL 236 19.003 61 i75

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Sedangkan UMKM, umumnya yang ada di Kabupten Pidie Jaya bergerak
pada kelompok usaha mikro seperti anyaman tikar, rotan, bordir, pandai besi,
batu bata, kawat bronjong, serta usaha kuliner masakan khas Pidie Jaya.
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UMKM per kecamatan dakam Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel
2.40 berikut ini:

Tabel 2.40
Rekap1tulas1 UMKM Per Kecamatan Tahun 2010 s.d 2013

TE L - . T JUMLAF UMRM (ONIT)

NQ.y  KECAMATAN - ——35r5- 3011 | 2012 | _ 2013

1 | Bandar Dua 83 102 140 144
5 | Jangka Buya a4 44 a4 49
3 | Ulim _ a3 . 45 197 211
4 Meurah Dua 55 . 76 77 77
5 Meureudu ' 81 91 254 345
6 Trienggadeng . 76 78 280 293
7 | Panteraja : a7 . 78 a8 25
8 | Bandar Baru 76 a3 276 302

JUMLAH 505 | 567 1.316 1.470

Sumber : Disperindagkop Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

2.3.1.10. Pengelolaan Asei-: Daerah -

Sistem pengelolaan aset (barang-barang) milik daerah merupakan bagian
terpenting dari sebuah penyelenggéraan pemerintahan. Buruknya sistem
pencatatan dan pengelolaan -aset daerah membuat daerah senng kali gagal
untuk memperoleh penilajian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sistem pencatatan aset adalah bagian
yvang tidak terlepas dari Sistem Akuntasi Pemerintahan yang diatur dalam PP.
71 Tahun 2010 dan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

—Sebagai daerah yang masih tergolong baru, Kabupaten Pidie Jaya akan
terus berbenah menyangkut sistem pengelblaén aset daerah. Ada beberapa
kendala/permasalahan dalam sistem pengelolaan aset milik daerah Pidie Jaya
selarna ini, diantaranya adalah:

1. Sistem pencatatan dan pengkodean aset daerah masih dilakukan secara
manual tanpa aplikasi, sehingga tingkat keakuratan data dan juga tingkat
kesalahan (error} dalam pengelolaan sangat tiriggi.

2. Sistem penghapusan aset belum pernah dilakukan, hal ini menyebabkan
sebagian aset-aset yahg ada pada laporan tidak dapat dipertanggung
jawabkan keberadaannya disebabkan karena waktu pembelian dan masa '
pemakaian yang sudah diluar masa manfaat.

3. Untuk barang-barang yang nilai harga pasarnya telah turun drastis seperti
flashdisk, keyboard, mouse, maupun barang kecil lainnya perlu adanya

, sSebuah kebijakan. Jenis barang sebutkan tidak dapat dimasukkan lagi ke

dalam wujud aset tetap karena masa manfaat, nilai dan wujudnya sudah
tidak wajar.

e — 408 8 brepeepepeeve—
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4. Sistem pengakuan aset yang merupakan limpahan dari Kabupaten Pidie

(Induk) belum bisa diakui dan diakuisisi ke dalam asset tetap.

Hal

tersebut disebabkan karena masih kurangnya bahan-bahan pendukung
yang diterima oleh Kabupaten Pidie Jaya seperti Sertifikat Tanah dan

bangunan, bukti kepemilikan maupun BPKB kendaraan bermotor dll.

Berikut adalah jenis-jenis aset milik pemerintaha daerah Kabupaten

Pidie Jaya seperti Tanah, Bangunan, Jalan, Jembatan, Serta Angkutan dapat

dilihat dalam Tabel 2.41 di bawah ini:

Tabel 2.41.
Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa Tanah
NO. TAHUN LUAS (M2) NILAI TANAH (Rp) : TOTAL
" LUAS (M2) NILAI
1 2007 - - - -
2 2008 47.428 1.533.896.000 47.428 1.533.896.000
3 2009 130.925 12.107.803.250 178.353 13.641.699.250
4 2010 361.975 11.264.530.000 540.328 24.906.229.250
5 2011 159.267 7.467.220.000 699.595 32.373.449.250
6 2012 124.307 5.810.936.000 823.902 38.184.385.250
7 2013 24.726 2.694.444,500 848.628 40.878.829.750
Tabel 2.42
Aset Tetap Kabubaten Pidie Jaya Berupa Alat Angkutan/Kederaan
vo. | taxon QUANTITAS (Unit} NILAI TANAH TOTAL
RODA2 | RODA3 | RODA 4 (Rp) RODA2 | RODA 4 NILAI
1 2007 8 - 4 625.574.000 8 625.574.000
2 2008 74 - 20 4.374.821.500 82 24 5.000.395.500
3 2009 345 - 26 10.962.256.650 | 427 50 15.962.652.150
4 2010 14 - 19 4.233.450.000 | 441 69 20.196.102.150
5 2011 333 - 29 8.322.589.000 | 774 98 28.518.691.150
6 2012 53 2 23 3.201.639.426 827 121 31.720.330.576
7 2013 6 - - 208.466.000 | 833 121 32.018.796.576
. Tabel 2:43 ~ -
Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa Bangunan Gedung
JUMLAH . TOTAL
NO. | TAHUN | panGUNAN NILAX (Rp) Jumlah Bangunan NILAY
1 2007 - - - -
2 2008 9 5.012.620.136 9 5.012.620.136
3 2009 87 16.123.450.400 96 21.136.070.536
T 4 2010 117 15.843.305.428 213 36.979.375.964
5 2011 165 25.561.616.621 378 62.540.992.585
6 2012 197 28.824.108.497 575 91.365.101.082
7 2013 157 24.725.795.322 732, 116.090.896.404
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Tabel 2.44

Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa Jalan dan Jembatan

e ae kb 2n A

Ty
* d

JUMLAH TOTAL
TAHUN JALAN JEMBATAN NILAI (Rp) Jg:;;ih E ':;n:iat:n NILAY
2007 - - - - - -
2008 - 1 3.774.877.819 - 3.774.877.819
2009 130 10 23.447.187.226 130 20 27.222.065.045
2010 64 17 13.921.226.703 | 194 37 41.143.291.748
2011 114 20 29.515.650.116 308 57 70.658.941.864
2012 186 54 24.703.897.600 494 111 95.362.839.464
2013 208 36 28.587.509,132 702 147 123.950.348.596

SKPK dengan melakukan kegiatan pemeriksaan aset secara berkala baik

secara triwulan, semesteran maupun tahunan.

2.3.1.11. Kepegawaian

Sumber: DPPKAD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Untuk menciptakan pengelolaah aset yang baik di Kabupaten Pidie Jaya,
diperlukan suatu pengendalian yang maksimal dan efektif terhadap seluruh

Kondisi kepegawaian Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan peningkétan,

sehingga posisi jumlah pcga{wai Kabupaten Pidie Jaya mencapai 3.687 orang
hingga tahun 2013 yang terdiri dari seluruh kualifikasi pendidikan. Jumlah
pegawai terbesar masih didominasi oleh.kualifikasi strata satu (S1/D4) yang

mencapai 2.274 orang.

Selanjutnya diikuti oleh Diploma 3 sebanyak 497

orang dan SMA scderajat mencapai 453 orang. Adapun pegawai Kabupaten

berklsar 80 orang.

Tabel 2.45

Jumlah PNS Dalam Lingkungan Pemerintah Pidie Jaya
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2013

No. . PENDIDIKAN | JUMLAH
1, 53 0
.2, 52 80
3. D4/S1 2275
4. D.3 497
S. D.2 266
6. D.1 67
7. SMA sederajat 453
8. SMP sederajat 32
9. SD sederajat 17
TOTAL 3.687

«  Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2014
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Untuk pendidikan penjenjangan aparatur,.Pemerintah Kabupaten Pidie

Jaya yang telah memiliki aparatur yaﬁg telah memperoleh sertifikat PIM 1I
berjumlah 2 Orang, PIM Il  berjumlah 7 orang dan PIM IV berjumiah 14
orang. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan aparatur, setiap
aparatur yang menduduki jabatan struktural eselon harus memperoleh dan
atau memiliki sertifikasi pendidikan perjenjangan aparatur sesuai esclon yang
didudukinya. Jika dilihat dari seluruh pegawai, maka baru 0,62 persen yang
Baru memperoleh pendidikan perjenjangan atau sekitar 4,42 persen dari
seluruh pejabat struktural yang ada.

' Tabel 2.46
Jumlah Pejabat Struktural
" Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

ER I

Eselon Texsedia | | - Terisi ‘Tidak Terisi | . . Diklat
II 29 29 0 2
III 132 131 1 7
v 350 302 57 14
Jumailah 520 462 58 23

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan Dan. Pelatihan Tahun 2014
Adapun jumlah pegawai jika dilihat dari golongan, secara keseluruhan
dari tahun ketahun maka pegawai Kabﬁpaten Pidie Jaya masih didominasi
oleh golongan 11, diikuti oleh golongén IV dan Golongan II. Besarnya jumlah
pegawai dari golongan III disebabkan karena sistem perekrutan PNSD masih
didominasi formasi kualifikasi pendidikan strata satu (S1) dan strata dua (S2).
Jika dilihat dari golongan, maka saat ini sumberdaya aparatur pemerintahan
Kabupaten Pidie Jaya relatif séngat bagus dan memudahkan dalam
menempatkan strukturalisasi iaegawai.

_ Tabel 2.47
Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
Berdasarkan Golongan pada Tahun 2009 - 2013

L  -GOLONGAN o
G R v 7 T R
1. 2009 1.111 1.135 1.050 92 3.388
2. 2010 1.021 1.270 1.293 77 3.661
3. 2011 1.110 1377 | a1a7s 50 3.710
4 2012 1.125 1.422 1.047 47 3.641
5. 2013 1.137 1.451 1.049 50. 3.687

Sumber : Badan Kepegawaiaﬁ Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2014
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Disamping Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Kabupaten Pidie Jaya
juga mempekerjakan sejumiah Tenaga Harian Lépas (THL). Saat ini jumlah
THL berjumlah 1.278 orang yang bekerja sebagai tenaga pendidikan,
kesehatan, dan instansi p-emerintah lainnya. Saat ini pekerjaan dan distribusi
THL dirasakan belum efektif dan masih tqrdapa;_!: banyak persoalan. Banyalt
tenaga THL tersebut telah membebani anggaran pi.cmerintah daerah dari tahun
ketahun., Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus melakukan rasionalisasi
‘kebutuhan THL serta penempatan sesuai dengan kebutuhan agar terciptanya
efiesiensi dan efektifitas kerja dilingkungan pemerintahan.

2.3.1.12, Ketenagai{erjaan

Penyelenggaraan ketenagakerjaan
diamanatkan

dilakukan sesuai dengan yang
oleh undang—undang Nomor 13 Tahun 2003
ketenagakerjaan; dengan tujuan untuk meningkatkan ketenagakerjaan
menyangkut pencari kerja dan bengangguran, dalam meningkatkan
kesejahteraan dan menumbuhkan pengembangan Sumber Daya Manusia
{SDM). Jumlah angkatan kerja sampai akhir tahun 2013 yaitu 64.858 jiwa
dengan jumlah pencari kerja yang terdata pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabui)aten_Pidie Jaya sebanyak 2.483 Jiwa dengan jumlah
pengangguran mencapai 10.435 Jiwa. Banyaknya Jumlah pengangguran yang
mencapai 10.435 jiwa menyebabkan terjadinya salah satu faktor tingginya
kemiskinan daerah. Untuk menanggulangi 'péngangguran harus diciptakan
lapangan pekerjaan sehingga angka :kemiskinan juga akan menurun seiring
terciptanya lapangan pekerjaan. '

Tabel 2.48
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009-2013

[‘ . Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi
NO. INDIKATOR Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2009 - 2010 2011 2012 2013
1 i‘”?lah Anglatan | o o ] 60.302 64.617 64.797 64.858
erja .ou
Jumlah Pencari

2 | ol 915 512 713 335 1.475

Jumlah : '
3 e ran 8.911 5.112 10.151 10.254 10.435

Sumber: Dinsosnakertran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

2.3.1.13. Syariat Islam

‘Pelaksanaan Syaria‘_c Islam di Kabupaten Pidie Jaya dilakukan melalui
benguatan kelembagaan penyelenggaraan syariat. Sebagai salah satyu tempat
Utama pelaksanaan syé;iat adalah mesjid. Dalam upaya mendukung
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pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya, ada sebanyak 71 unit
mesjid yang tersebar diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
Jumlah mesjid terbanyak berada di Kecamatan Bandar Baru berjumlah 19
unit dan 13 unit di Kecamatan Bandar Dua. Kondisi dam jumlah mesjid
tersebut sudah sesuai dengan luas daerah dan jumlah penduduk Pidie Jaya.
Secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.49 beﬁlp:t:

. - - Tabel 2.49
Nama-nama Mesjid Kecamatan
Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

NO. KECAMATAN ) NAMA MESJID

‘1 e 2 E - . 3
1 Bandar Baru Al — Falah
2 .8da Baitul Abrar
3 Sda T Al - Baitul Makmur
3 Sda Baiturrahman
5 Sda Baiturrahim
6 Sda . Liwaul Hamdi
7 . Sda : Baitul Izzah
8 Sda . : - Baitul Makmur
9 Sda Al — Fukara
10 Sda . Baitul Fukara
11 Sda ’ Baitul Makmur
12 Sda Sabilil Muttaqin
13 Sda Baitul Muttaqin
14 Sda Baitul Al-Fuqarah
15 Sda Babul Ikhsal
16 Sda Nur Abdullah
17 Sda Baitul Sa'adah
18 Sda Baitul Izzah
19 Sda . ’ Baitul Mukmin
20 Pante Raja Al — Fugarraq
21 Sda ’ Nurul Huda
22 Sda . Anhlil Sisilah
23 Sda - Quba
24 sda " ' Nurul Jadid
25 Trienggadeng ' At — Tagarrub
26 Sda . . At — Tagqwa
27 * Sda Al — Hidayah
28 Sda - S ' Al-lkhlas
29 Sda Baiturrahman
30 Sda ' ce Quba

¢ 31 Sda . Darul Ikhsan
32 Meureudua Baitul Qudus
33 Sda Tgk. Dipucok Kreung
34 Sda ’ . Iskandarmuda
3as Sda - At -Taqwa
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T a6 Sda Al — Istigamah
a7 Sda Al -Islah
38 Sda Baitul Magfirah
39 Sda - Baitul Sattar
40 Sda Al - Hidayah

[~ 41 Meurah Dua Babussalam
42 Sda Baitul Muqgarram

T a3 . Sda Al - Munawarah
44 Sda Madinah
45 Sda Japakeh
46 Sda’ Nurul Hasanah
47 Ulirn Nurm! Huda
48 Sda Nurul Yaldin
49 Sda Baitul Iklas
50 Sda Al - Kausar
51 Sda Zadid Taqwa
52 Sda Baitul Mukmin
53 Sda Baitul Aman
54 Sda Mustaufar
55 Jangka Buya Tagwa
56 Sda Kiran
57 Sda Jabal Rahmah
58 Bandar Dua Al — Istiqemah
59 Sda Wurul Iman
60 Sda Babussalam
61 Sda Baitusa'adah
62 Sda Baitul Atig
63 Sda Baiturrahman
64 Sda Munawwarah
65 Sda Nurul Yaqin
66 Sda’ Babul Iman
67 Sda Raudhatul Mualla
68 Sda Babul Mubarakat
69 Sda Baitul Izzah
70 Sda Darul Falah

Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Talun 2013

Dalam rangka membina generasi muda yang beriman dan berakhlak
mulia, maka Pemerintah. Kabupaten Pidie Jaya. bersama dengan perangkat
desa dan kecamatan bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam menghidupkah
tempat-tempat pengajian seperti Taman Pengajian Al-Qur’an (TPA) dan Majelis
Taklim baik di Mesjid-Mesjid dan Meunasah-Meunasah.

Jaya dapat dilihat dalam Tabel 2.50 dan 2.51 sebagai berikut:
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Tabel 2.50

Jumlah Taman Pengajian Al-Qur’an (TPA) Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

NO KECAMATAN JUTMPLAHA KETERANGAN
1 Bandar Baru 89
2 Panteraja 16
3 Trienggadeng 45
4 Meureudu 82
5 Meurah Dua 48
6 Ulim 47
7 Jangka Buya 39
8 Bandar Dua 61
JUMLAH 427
- Tabel 2.51
Jumiah Majelis Taklim Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013
JUMLAH MAJELIS
NO. KECAMATAN TAKLIM KETERANGAN
1 Bandar Baru 43
2 Panteraja 10
3 Trienggadeng 27
4 Meureudu 30
5 Meurah Dua 19
6 Ulim 30
7 Jangka Buya 18
8 Bandar Dua "45
JUMLAH 222

Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Gencarnya pengembangan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya
bertujuan untuk menguatkan iman ‘dan tagwa kepada masyarakat khususnya
generasi muda. Namun demikian masih terdapatnya beberapa kasus
pelanggar syariat yang terjadi dilingkungan masyarakat. Kasus yang paling
tinggi terjadi pada jenis kasus khalwat dari tahun 2011-2013. Berdasarkan

data dari Dinas Syariat Islam hanya dua jenis kasus pelanggar syariat yang

terdata dalam lingkungan masyarakat sebagaimana pada Tabel 2.52 berikut:

Tabel 2.52
Kasus Pelanggaran Syariat Di kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011-2013
JUMLAH JENIS .
TAHUN EASUS KASUS PENYELESAIAN KETERANGAN
1 2 3 4 5

2011 3 Judi Diselesaika_n secara adat | Belum ada kasus yang di

dan pembinaan kantor proses secara hukum
. | Diselesaikan secara adat | Belum ada kasus yang di

2011 10 Khatwat . dan pembindan kantor proses secara hukum
- Diselesaikan secara adat | Belum ada kasus yang di

2012 4 Judi dan pembinaan kantor proses secara hukum J

gy e L )

A5 LTI e A TP 0 SO e R0

i ]

oY

ST

______ﬂ_________——-—=——_;____——__———'_————_—+———-—;-—+‘__—_-
I1-48

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019

'th*y-., 1“*

q'ﬁ"l‘""' 3




Diselesaikan secara adat
8 Khalwat dan pembinaan kantor

2012 Belum ada kasus yang di

proses secara hukum

- ' Diselesaikan secara adat | Belum ada kasus yang di
2013 8 Khalwat dan pembinaan kantor proses secara hukum

Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

2.3.1.13.1. Pengelolaan Zakat

Dalam rangka pengembangan Syariat Islam sekaligus membantu

Jaya terus dimanfaatkan untuk pembangunan.. Pengelolaan zakat sesuai
ketentuan dikelola oleh Sekretariat Bai‘qalmal Kabupaten Pidie Jaya. Rata-rata
penerimaan zakat dan infaq Kabupaten Pidie Jaya séjak tahun 2010 s.d 2013
mencapai Rp. 1.700.000.000,- per tahun.

Penerimaan zakat tersebut masuk dalam pos penerimaan asli daerah
(PAD) dan setiap tahunnya telah didistribusikan kepada fakir miskin,
pembangunan rumah dhuafa, fakir uzur, dan mualaf yang berada di
Kabupaten Pidie Jaya, melalui program penyemarakan Syiar Islam yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Baitulmal Kabupaten Pidie Jaya.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka potensi zakat Kabupaten Pidie -

f Jumlah fakir miskin dan rumah dhuafa yang telah dibantu melalui
_’f_ pemanfaatan potensi zakat 'dapat dilihat pada Tabel 2.53 dan Tabel 2.54
. sebagai berikut:

bl

3 . Tabel 2.53

iR Jumlah Fakir Miskin Penerima Zakat Tahun 2010 s.d 2013
ki ‘ - Tahun , Tahun Tahun " Tahun |
S| No. Kecamatan 2010 2011 2012 2013
g 1. Bandar Baru 557 279 Q44 944
:f:_ 2, Pante Raja 140 73 . 254 254
; . 3. Trienggadeng . 382 172 593 593
capho 4. Meureudu 382 184 520 520
H 5. Meurah Dua 249 119 305 305
M . 6. Ulim 427 195 372 372
¢ ’ ’ 7. Jangka Buya 226 -109 241 241
i 8 Bandar Dua 558 289 709 709
E Total 2.921 1.420 3.938 3.038
g Sumber : Baitulmal Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 '

14

4 .- Tabel 2.54.

5, Jumlah Bantuan Rumah Dhuafa

ki

5 Tahun . Tahun Tahun Tahun

No.

i ° Kecamatan 2010 2011 2012 2013
H: 1. Bandar Baru 0 1 1 1

i 2. Pante Raja 0 1 1 1

i. 3 Triengegadeng 4] - 1 1 1

4. Meureudu 0 2 2 1

K 5. Meurah Dua 0 1 1 1

M- 6. | Ulim 0 1 1 1

3 7. Jangka Buya i) 1 1 1

i 8 Bandar Dua 0 1 1 1

: Total 0 9 9 8

’ Sumber ; Baitulmal Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014
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2.3.1.14. Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan inforr'nasi bertujuan agar informasi
pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sampai kepada
masyarakat, mencerdaskén pola pikir masyarakat sehingga masyarakat ikut
berpartisipasi dalam pembangunan. tersebut. Indikator keberhasilan
pembangunan pada urusan -ini dapat dilihat banyaknya jumlah jaringan
komunikasi baik telepon genggam 'maupun stasioner. Jaringan komunikasi
dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah
suatu. pemerintah daerah. Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat
memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat
menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah
daerah. Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan
semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan
penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jaringan
prasarana telekomunikasi yang akan dikembangkan meliputi jaringan
terrestrial atau kabel dan jaringan mnirkabel. Pengembangan layanan
telekomunikasi wilayah Kabupaten Pidie Jaya perlu diarahkan ke perkotaan-
perkotaan yang telah menunjukkan prospek perkembangan yang baik melalui
jaringan terrestrial atau kabel dengan menambah kapasitas Satuan
Sambungan Telepon (SST).

Jaringan terrestrial di Kabupaten Pidie Jaya saat ini masih
terkonsentrasi di wilayah perkotaan Kota Meureudu dan sekitarnya. Karena
dirasakan masih sangat kurang maka jaringan telepon kabel untuk masa
datang akan dikembangkan hingga perkotaan Kota Lueng Putu, Bereunun, Ule
Gle dan sekitarnya mengikuti sistem jaringan jalan. Kawasan-kawasan pusat
pertumbuhan yang diproyeksikan memiliki prospek perkembangan yang cepat
dan pesat di masa mendatdang perlu dilakukan - percepatan pengembangan
layanan telekomunikasi. Dalam rangka menyeimbangkan perkembangan
antara kawasan perkotaan dan kawasan- perkampungan dan sebagai bagian
dari upaya mempercepat perkembangan kawasan-kawasan yang masih
tertinggal, pengembangan layanan telekomunikasi perlu diarahkan ke
kawasan- kawasan dimaksud. Pengembangan layanan dilakukan dengan

memperluas jaringan dan jangkauan sistem telekomunikasi yang sudah ada,

. khususnya melalui penyediaan Sambungan Telepon Otomatis (STO), maupun

melalui jaringan nirkabel.. Pengembangan jaringan telekomunikasi di
Kabupaten Pidie Jaya secara keséluruhan meliputi:

1. Pengembangan jaringan kabel seluruh kecamatan yang terdiri atas:

e S S ———
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a. Jaringan kabel sepanjang jaringan jalan yang melalui Kecamatan:
Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu. Meurah Dua, Ulim,

Bandar Dua dan Jangka Buya;

b. Jaringan kabel sepanjang jaringan jalan yang melalui Kecamatan jangka
buya, meurah dua, uli_m; meureudu, trienggadeng, Panteraja, bandar
baru dan bandar dua '

'2. Sementara itu pengembangan jaringan nirkabel didukung oleh sekitar 37

menara BTS (Base Transciever Station) bersama seperti digambarkan

dalam Tebel 2.55 dibawah ini:

Tabel 2.55

Sebaran BTS Telekomunikasi di Kabupaten Pidie Jaya
LOKASI
NO. Kecamatan Gampong OPERATOR KETERANGAN
Keude Leung Putu Telkomsel -
Puep Lueng Nibong Indosat _
Puep Lueng Nibong XL Axiata _
1. Bandar Baru Baroh Musa Telkomsel _
Kayee Jatoe Telkomsel _
Jiem-Jiem Telkomsel _
E Msh. Tu Telkomsel T
2 Msh. Tu - Indosat _
rhe 2. Panteraja Msh. Tu - XL Axiata _
’f - p— Msh. Tu STI (CDMA) -
i Peurade Telkomsel _
g E’_’_-;I Keude Trienggadeng Telkomsel _
ik .. Keude Trienggadeng Indosat -
= Keude Trienggadeng - XL Axiata _
= . Peulandck Tunon Telkom
 — 3. Trienggadeng Msh. Meue aneng Telkom::i i
) - s Tungkluet Telkomsel _
i Sagoe -
- Cot Lheue Rheng - ggi:
Th Msj.. Tuha : Telkom -
. Rhing Blang Telkornsel -
g 4. Meureudu Mulieng Telkomsel .
- Mayang Cut Telkomsel -
: "~ Msh. Lhok - 2014
! Pante Beureune Telkomsel R ——
. Pante Beureune XL Axiata -
3 5. Meurah Dua Msh. Raya Indosat .
3 Msh. Bie Telkomsel _
e . - Seunong Telkomsel _
.::: Keude Ulim Telkomsel -
- . Keude Ulim XL Axiata
?C 6. Ulim Bale Ulim Telkomsel .
- Msh. Pupu Telkomsel )
{ " Gp. Ule Gle Indosat -
: Keude Ule Gle Telkomsel -
e Keude Ule Gle XL Axiata -
i 7. | Bandar Dua Muko Dayah XL Axiata N
: ‘ Drien Bungong Telkomsel }
A Jeulanga Barat . Telkomsel }
' : Paya Barch - 2014
B B. Jangka Buya Keude Jangka Buya Telkomsel il__'_'_‘__—_—‘
L) _-—-—‘—‘_—___

Sumber: Dishubparkominfo Kab. Pidie Jaya Tahun 2014
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Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki website milik pemerintah daerah
dengan nama www.pidiejayakab.go.id yang berperan sebagai media
komunikasi dan penyebarlua'san informsasi pembangunan daerah. Pemerintah
daerah juga telah bekerjasama dengan Telkom untuk menyediakan fasilitas
Taman Digital yang tersebar di tiga lokasi Kabupaten Pidie Jaya. Disamping
ada beberapa SKPK yang telah memiliki domain website tersendiri diantaranya

Dishubparkominfo, Dinas Pendidikan, dan Bappeda. Kabupaten Pidie Jaya.

Perkembangan informasi melalui internet juga merambah pada secktor
swasta sebagai salah satu bisnis usaha mereka. Ada sekitar 12 Warnet yang
menyediakan jaringan dan fasilitas WiFi di Kabupaten Pidie Jaya hingga tahun
2014. Hal tersebut meningkat jika .dibandingkan dengan awal berdirinya
Kabupaten Pidie Jaya yang hanya 7 Warnet hingga tahun 2009.

Disamping itu, Keberadaan wartel dan warnet akan menambah pula jasa
penunjang dalam pem‘t:;crian. infomasi publik kepada masyarakat. Semakin
besar rasio wartel/warnet per. 1.000 - penduduk menggambarkan semakin
besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi
data sebagai pelayanan penunjang dalamn menyelenggarakan pemerintahan
daerah. Rasio warnet pef 1.000 penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada tahun
2013 adalah 0,16333, artinya setiap 1 warnet melayani 6.122 penduduk Pidie
Jaya.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus terhadap layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-
indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terhadap penyelenggaraan
urusan pilihan pemerintahan seperti halnya bidang wurusan pertanian,
kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, perdagangan, industri dan
transmigrasi.

Kabupaten Pidie Jaya fokus terhadap 6 {enam). layanan urusan pilihan
yaitu Pertanian dan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, Kelautan danr
Perikanan, ;Pedaga.rlgan dan Industri, i’ariwisata, dan Trarismigraéi. -Hal
tersebut sesuai dengan Jetak geografis Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki
lautan dan pergunungan yang disertai kawasan lindung.
2.3.2.1. Pertanian dan l;eternakan
a. Pertanian

Kabupaten Pidie Jaya 'dengan luas lahan _pertanian yang ada masih
memiliki Indeks Pertanaman (IP) sebesar 170 dari IP 200 yang ditargetkan.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 : 11-52
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Hal ini dipengaruhi oleh masih tingginya lahan tadah hujan dan pembangunan
infrastruktur saluran irigasi tersier secara bertahap.
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Tabel 2.56 P
Luas Baku Sawah Yang Diairi dengan Sistem Irigasi Menurut Kecamatan ot
] ' Irigasi
‘ Luns Jumiah
o KECAMATAN Sawzh Somi ) (H=2)
(Ha) Teknis | oo0n .o s-ederh_am Non PU { T.Hujan
1 | Bandar Baru 1.455 835 219 2 - 401 1.455
2 | Panteraja 332 106 - - - 226 332
3 | Trienggadeng 1.079 315 - - - 764 1.079
4 | Meureudu 1.160 | "1.116 - - - 44 1.160 f
|I |
5 | Meurah Dua 574 550 - - - 24 574
H ]
6 | Ulim 995 768 - - - 227 995
7 | Jangka Buya 622 - 360 262 - - 622 !
8 | bandar Dua 2.547 2.547 - - - - 2.547
JUMLAH 8.764 | 6.237 579 262 - 1.686 8.764

Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan daerah telah menjadi satu
sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten dimana pada

tahun 2012 mencapai 58,81%. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga
kerja sebesar 25.784 jiwa atau 16,29 % dari total penduduk Kabapaten Pidie !
Jaya. Oleh Karena itu pembangunan selalu diarahkan pada sektor ini dengan

tujuan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat serta

perbaikan ekonomi mereka. Peningkatan produksi padi di Kabupaten Pidie
Jaya dipengaruhi beberapa faktor diantaranya : penggunaan benih unggul -

bervarietas, pemupukan berimbang, pemgendalian serangan Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT) dan aplikasi teknologi'terbarukan.

Beberapa indikator utama capaian sektor pertanian Kabupaten Pidie
Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.57 berikut ini:
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Tabel 2.57

Indikator Penting Bidang Pertanian
Tahun 2009 s/d 2013 Kabupaten Pidie Jaya

INDIKATOR 2009 goiq 1 2011 2012 2013
Produksi Padi Rata-Rata (ton) 79.015 | 87.784 | 88.817 | 103.504 | 113.617,18
Produktivitas Padi (ton/Ha) 6,28 6,32 7,14 7,99 8,35
,l;,gl‘;’ib(‘;‘;‘]g?man Jalan Usaha 2.995 | sazss | 00851 | 9776 10.3;12
gznmib_a,‘r’ffnna?{n(gslan Usaha 1134 | os7 931 445 1.556
gzﬁzﬂﬁ““jmgm saluran | 5 54q 7| ga330 | 21.033 | 22.211 | 29.117

Sumber : Distannak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan pembangunan sejak

Begitu juga dengan pembangunan terhadap akses

tersier rata-rata sepanjang 16.594 m per tahun.

produksi

tahun 2009 s.d 2013, produksi rata-rata padi sawah sebesar 92.991 ton.

dimana

pemerintah telah meningkatkan pembangunan jalan usaha tani rata-rata

sepanjang 7.760 m seti;a.p tahunnya dan pembangunan jaringan saluran

Luas areal pertanian tanaman pangan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya

dapat dilihat pada Tabel 2.58 sebagai berikut :
Tabel 2.58

Luas Areal Pertanian Tanaman Pangan Dan Jumlah Produksi
Serta Produktivitas Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012

Jerﬁs Tanaman Luas Areal Produktivitas Produksi
(Ha) (Tonn/Ha) (Ton/Tahun)
Padi 12.957 7,99 103.503,70
Tanaman Palawija
- Kedelai 8.452 1,74 18.254,66
- Jagung 156 2,87 604,16
- Kacang Hijan 37 1,51 74,08
- Kacang Tanah 177 1,75 324,06
- Ubi Kayn - 146 10,15 1.573,70
Tanaman Hortikultura .
- Cabe Merah 118 7,20 852,12
- Bawang Merah- ' 54 6,13 377,85
- Cabe Rawit 34 3,48 233,70
-  Mentimun 26 9,83 793,23
- Langsat 47 1,55 93,10
- Semangka 481 16,38 7.956,84
- Mangga 62 2,35 129,02
- Durian 92 12,89 977,91
- Pepaya 54 10,06 526,36
- Pisang . 1774 8,66 12.892.,74

SR A N N T T
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- Manggis . 37 2,00 101,60
- Melinjo 219 : 7,03 1.646,01
- Rambmutan 173 2,05 405,52
4, | Sayur-sayuran
- Xacang Panjang 100 4,40 417,90
- Terong ’ 148 : 6,19 1.133,27
- Kangkung 37 . 4,13 211,93
- Bayam - ' - 46 1,26 79,72

Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Jenis tamaman pangan tersebut merupakan komoditi ‘ unggulan

masyarakat dalam rangka meningkatkan penghasilan tambahan untuk.

peningkatan ekonomi keluarga.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, pemerintah
kabupaten Pidie Jaya menggalakkan program dan kegiatan pengembangan
sektor pertanian tanaman pangan seperti padi, tanaman palawija, tanaman
hortikultura, dan sayur-sayuran. Tanaman- tersebut menjadi tanaman favorit
masyarakat dan mudah dalam pekerjaannya serta memiliki nilai tambah bagi
mereka. Adapun sistern pertanian yang harus dioptimalkan untuk
mendapatkan produksi yang maksimal adalah dengan cara penggunaan bibit
unggul hibrida, penggunaan pupuk berimbang, pengendalian hama dan
penyakit tanaman kontiniu baik untuk tanaman padi, palawija,hortikultura

dan sayur-sayuran, serta melalukan pergiliran tanaman untuk menjaga

_ konsistensi dan kandungan unsur hara dalam tanah. Kendala yang dihadapi

petani dalam melaksanakan budidaya tanaman pangan di Kabupaten Pidie
Jaya pada saat ini adalah gangguan hama tikus yang masih tinggi, upaya
pencegahan dan pemberantasan yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten Pidie Jaya adalah gerakan massal gopryokan hama tikus.

Sektor pertanian merupakan seKtor unggulan daerah sebagai salah satu
sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten di mana
pada tahun mencapai 58,81%. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga
kerja sebesar 25.784 jiwa atau 17,29% dari total penduduk Kabupaten Pidie
Jaya. Oleh karena itu pemba'ngunan' selalu di arahkan kepada sektor ini
dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat
serta perbaikan ekonomi mereka khususnya pada Jenis tanaman pangan
Yang merupakan komoditi unggulan masyarakat dalam rangka meningkatkan
penghasilan tambahan untuk peningkatan ekonomi keluarga.

L e — ™ R R N R T O ———
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b. Peternakan

Sub sektor petemaké.n dan hasii—ﬁasilnya telah memberikan kontribusi
besar terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2012 yaitu 18,56%
atau 286.607,16. Sub sektor ‘peternakan ini selain berperan sebagai penyedia
pangan juga berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui
penyediaan lapangan pekerjaaﬂ dan perbaikan pendapatan masyarakat. Sub
sektor peternakan juga selain berkontribusi secara langsung, juga memiliki
kontribusi secara tidak langsung berupa efek bengganda kmultiplier effect),
yaitu keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi.
Sehingga sangat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah. )

Masyarakat Pidie Jaya khususnya di pedesaan pada umumnya selain
bertani dan berkebun juga beternak baik sapi, kerbau, kambing, domba ayam,
itik dll. Populasi ternak yang termasuk dalam kelompok ternak ruminansia
besar seperti sapi berjumlah 18.505 ekor dan kerbau 2.275 ekor. Sedangkan
untuk ternak ruminasia kecil seperti Kambing berjumlah 14.135 ekor dan
domba 1.316 ekor. Tabel 2.59 dan 2.6Q.mcrupa_kan_ perkembangan populasi
ternak dikabupaten Pidie Jayé adalah sebagai berikut:

Tabel 2.59
Jumlah Populasi Ternak Ruminasia Besar
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Sapl . ! Kerbau
NO KECAMATARN " Jumlah | - Jumlah Kuda
Jantan . Betinna Jantan Betina

1 | Bandar Baru 1.409 2.820 4.229 158 372 530 0
2 | Panteraja 259 514 773 46 104 150 0
3 Trienggadeng 1.132 2.266 3.398 186 331 517 0
4 | Meureudu 1.019 2.039 :;.'osa 96 217 313 0
5 | Meurah Dua 348 697 1045 | 14 16 30 0
6 | Ulim 475 951 1.426 a6 92 138 0
7 | Bandar Dua 1051 2.302 -3.453 132 294 426 )
8 | Jengka Buya a7a " a0 | 1123 © 34 137 | 171 0

JUMLAM 6.167 | 12.338| 13505 712 1.563 2276|  ©
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Tabel 2,60 L
Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Kecil v
Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013 iy L
il i
KECAMATAN KAMBING DOMBA . , |
- |
= 1 |BandarBaru - 3.396 . 215 ot
| 2 | Panteraja 1.453 26 o
3 | Trienggadeng _ 4.386 258 b
4 | Meureudu ' 1.258 " 130 ;
5 Meurah Dua ' 1.468 . 74 %
6 |Ulim 278 236 _ |
7 | Bandar Dua ' 1.113 ' 189 B
8 | Jangka Buya 783 118 i
JUMLAH . 14.135 1.316
Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014
Tabel 2.61 )
Potensi Lahan Hijanan Makanan Ternak (HMT) dan Padang Pengembalaan

Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013

LUAS (Ha)
No' KECAMATAN
Kebun Rumput (MHT) Padang Pengembalaan

1 |Bandar Baru : 44 _ 327,83
2 | Panteraja . 38 . 49,69 o
3 | Trienggadeng 39 - 89,77 X
=—-| 4 | Meureudu _ 43 517,15 -
3 [ 5 [MeurahDua 45 88,76 "
o 6 | Ulim 46 98,98 ; '!
:é 7 | Jangka Buya ’ _ 8 - P
: 8 | Bandar Dua o 46 99,37
JUMLAH 309 1.271,55

Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 ' !

Foreymedz ol -cdie Had AL

Tabel 2.56 menunjukkan bahwa. Pidie Jaya memiliki lahan hijau untuk

§ i

“

makanan ternak (HMT) dan padang.penge.ml:')alaan seluas 1.271,55 Ha dan

padang pengembalaan seluas 309 Ha. Namum demikian masih banyak

A g =

masyarakat yang melepaskan ternaknya bebas berkeliaran sehingga merusak

_ tanaman pertanian dan tanaman pekarangan masyarakat lainnya. Pemerintah i

- Pidie ‘Jaya terus mengupayakan solusi untuk’ memecahkan permasalahan : i }
! tersebut. ‘ l 'I 1
Adapun upaya-upaya yang - dilakukan: pemerintah adalah dengan i

/ melalaikan penertiban ternak melalui penerapan  Qanun  Nomor 3 Tahun K ‘

.

RN

____——__-———_—-——_---——_——
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2013 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penyuluhan tentang cara

beternak yang baik dan modern dimana ternak diupayakan selalu berada

dikandang dan petani ternak harus menyuplai kebutuhan pakan dan nutrisi

yang dibutuhkan ternak seperti sistem cut and carry bukan dengan cara

konvensional seperti ternak dilepas ‘bebas.

Selain itu pemerintah juga

mengupayakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan peternak dalam hal

pemanfaatan limbah pertanian yang dapat dijadikan pakan alternatif untuk

ternak diantaranya seperti fermentasi jeranii, pemanfaatan kulit buah coklat.

Pemanfaatan limbah ternak sendiri sebagai bioenergi seperti pembangunan

biogas dan pelatihan pembuatan pupuk kandang.

Tabel 2.62
Jumlah Populasi Ternak Unggas Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Ayam Itik
'NO Hecamatan Buras . Ras Ytik M::J.t’:ixkila Merxpati
Ped:'aging Petelur {entok)

1 Bandar Baru 3.902 25.000 1.252 2,966 3.800 . 95
2 Panteraja 3.042 6.000 - 2.289 2.290 70
3 Trienggadeng 7.613 27.000 519 4,019 1.055 95
4 Meureudu 6.765 28.800 800 5.462 3.260 106
5 | Meurah Dua 7.582 18.000 - 6.882 3.500 126
6 Ulim 7.044 10.800 2.500 5.934 842 215
7 | Bandar Dua 10911 36.000 - 2.350 10.267 3.200 197
8 Jangka Buya 5.564 5.400 200 2.323 926 55

JUMLAH 52.423 |- 157.000 7.621 40.142 18.873 55.015

Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Sedangkan untuk komoditi ternak unggés (ftik, Ayam Potong dan

Petelur} merupakan komoditas penghasil daging dan telur yang sangat laku

[

keras di pasaran lokal. Saat ini belum banyak peternak atau investor yang

bergerak dalam bidang budidaya ternak itik, ayam potong dan petelur yang

dikelola secara modern/intensif.” Meningkatnya permintaan daging itik, ayam

potong dan telur ayam ras untuk keperluan rumah tangga dan restoran,

menjadikan Kabupaten Pidie Jaya pengimpor daging ayam dan telur yang

cukup besar. Ayam potong dan petelur merupékan komeoditas yang memiliki

prospek investasi yang cukup cerah di Kabupaten Pidie Jaya.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sudah mulai mengupayakan untuk

penggiatan usaha peternakan unggas seperti yang ada di Kecamatan Bandar
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Baru dan Ulim dimana pemerintah daerah s_ﬁdah memberikan bantuan
" kandang dan ternak ayam petelur sebanyak 4.000 ekor kepada masyarkat.

2.3.2.2. Perkebunan dan Kehutanan
a. Perkebunan
Sektor perkebunan merupakan salah satu bagian dari sektor pertanian.

Selama ini sektor perkebunan.merupakan salah satu potens‘i keuﬁggplan

" daerah dengan komoditi kakaonya. Selain komoditi kakao terdapat beberapa

komoditi lain yang telah dibudidayakan dari tahun 2009 hingga 2013.

Komoditi tersebut antara lain' kelapa dalam, pinang, kelapa sawit, karet dan

pala. Komoditi tersebut selama ini 'menjadi_ sumber pendapatan petani.
khususnya yang berusaha di bidang perkebunan. Kondisi perkembangan luas
E 3 lahan perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya daﬁat dilihat pada Table-2.63
-# - berikut: '
-i . Tabel 2.63 .
H Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan 2009 - 2013
‘< - No Komoditi Jumlah Luas Komoditas {ha) / Tahun
=B 2009 2010 2011 2012 2013
1 Kakao 8.272,00 |- 10.432,80 | 10.432,80 | 12.645,00 13.304,00
-;_ 2 Kelapa Dalam 2.886,00 3.272,00 3.272,00 3.272,00 3.273,00
_‘: 3 Pinang 1.502,00 1.515,00 1.515,00 1.515,00 1.515,00
"f ~H 4 Kelapa Sawit 426,00 1.059,50 1.080,00 680,00 680,00
3 S 5 Karet 18,00 8,00 3,00 3,00 443,00
6 Pala - 23,00 18,00 18,00 17,00

Sumber: Dishutbun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Luas areal tanaman kakao di Kabupaten Pidie Jaya paling luas
dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya. Luasan arcal kakao fe_rus
mengalami peningkatan dari tahun 200§ sampai dengan tahun 2013. Pada
tahun 2009, luas areal tanaman kakao mencapai 8.272 Ha dan terus
berkembang menjadi 12.904 Ha Pada tahun 2013. Komoditi lainnya seperti
kela_pa dalam juga menéalaxni peningkatan lua:s arcal dari 2.886 ha pada
Tahun 2009 menjadi 3.336 Ha pada tahun 2013. Untuk area lahan pinang
meningkat dari 1.502 ha pada tahun 2009 menjadi 1.515 ha pada tahun 2013.
Untuk tanaman kelapa sawit, pada tahun 2009 -seluas 26 ha meningkat
menjadi 680 ha pada tahun 2013. '

Secara umum produksi tanaman perkebunan mengalami peningkatan.
Hal ini seiring dengan pertambahan 1u_és areal pengembangan. Persentase

peningkatan produksi komoditi perkebunan dapat dilihat pada Tabel berikut:

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019




Persentase Pe

: Tabel 2.64
rkembangan Produksi Komoditas Perkebu

nan 2009 — 2013

D g = e T APt reh
FRE FAR s ot a2 PR LT

KOMODITI Tahun (Dalam Persen)
2010 . 2011 2012 2013
1 | Kakao - 18,33 29,48 20,17
o | KelapaDalam -37,40 -44,72 3,41 -9,33
3 Pinang 0,00 5,42 56,89 7,36
4 | KelapaSawit 416,67 164,52 263,41 3,13
5 | Karet -32,08 -44,44 20,00 0,00
6 | Pala - - -18,48 -8,10 6,37
Sumber: Dishutbun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014
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Adapun hasil produksi komoditi' kakao terjadi peningkatah yang
signifikan dari tahun 2010 sampai 2011 sekitar 18,33 persen. Tahun 2011
sampai 2012 meningkat sekitar 29,48 persen dan Tahun 2012-2013 sebesar
20,17 persen. Permasalahan pada tanaman kakao adalah tingginya tingkat.
serangan hama dan penyakit, disebabkan oleh perubahan iklim dan
kurangnya perawatan kakao sesuai anjuran teknis sehingga produksi kakao
sempat rmenurun. Akibatnya sebagian petani sempat mencoba untuk
mengganti komoditi kakao dengan komoditi perkebunan lain. Akan tetapi
pada akhir tahun 2013 ada beberapa faktor seperti peningkatan produksi dan
harga kakao yang ﬁnggi, ~te;'sedianya sarana untuk pemasaran bersama
menyebabkan minat petani terhédap tanaman kakao semakin baik. Kondisi ini
membuat permintaan terhadap bibit dan sarana produksi kakao kembali
meningkat untuk pembangunan kebun bar:J, pemeliharaan dan rehabilitasi
tanaman kakao. _ _

Produksi komoditi perkcbunanl lainnya juga mengalami peningkatan
produksi seperti pinang yang rata-rata pertumbuhan per tahun berkisar 23,2
persen. Komoditi kelapa sawit meningkat tajam menjadi 282,6 persen. Hal ini
disebabkan peningkatan luas areal pada tahun-tahun tersebut

Komoditi kakao dengan luas areal tanaman kakao di Pidie Jaya paling
laas dibandingkan dcngah tanaman _perkebunan 1ainnya. Komoditi kakao
terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
Pada tahun 2009, luas areal tanaman kakao mencapai 8.272 ha dan terus.
berkembang menjadi 12.904 ha pada tahun 2013. Sedangkan komoditi
lainnya seperti sektor tanaman perkebunan kelapa dalam, juga mengalami
peningkatan dari 2.886 ha pada tahun 2009 menjadi 3.336 ha sampai tahun
2013. Untuk area lahan komoditi pinang meningkat dari 1 .502 ha pada tahun
2009 menjadi 1.515 ha sampai tahun 2013. Untuk tanaman kelapa sawit,
pada tahun 2009 terus mengalami peningkatan area tanam dari 26 ha menjadi
680 ha pada tahun 2013. -

ey )
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Sebagai komoditi unggulan daerah, data luas areal dan produktifitas
tanaman kakao rakyat Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.65
sebagai berikut:

“Tabel 2.65
Luas Areal Tanaman dan Produksi Kakao
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013
KECAMATAN | WiLAYAR FUAS AREAL e JmLas | produiai | PRODUKS! | PROTAS
Km? T.B.M ™ TR ° (Ha}
BANDAR BARU 281,24 | 487 2774 1.870 5.131 2784 | 2.099.600 | 756,89
PANTE RAJA 40,04 " 3s 609 |. ags 1.032 609 307.900 | 505,58
TRIENQGADENG 128,00 436 1.113 636 2.185 1.079 456,135 | 409,82
MEUREUDU 156,74 385 598 162 1.145 598 246,900 | 412,88
MEURAH DUA 292,20 230 50 129 409 50 27,899 | 557,98
ULIM 60,73 515 469 | 303 1,287 469 230998 | 492,53
JANGKA BUYA 20,64 - - - . - B 0,00
BANDAR DUA 174,26 787 848 80 1.715 288 221.390 | 261,07
JUMLAH 1.162.85 2.875 6.461 3.568 12.904 5877 | 3.910.822 | 60530
Sumber : Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014
T.B.M ! Tanaman Belum Menghasilkan
T.M : Tanaman Menghasilkan
T.R : Tanaman Rusak
PROTAS : Produktifitas

Tabel 2.65 menunjukkan bahwa rata-rata produktifitas tanaman kakao
rakyat di Pidie Jaya mencapai 605 kg/ha/tahun. Produktifitas tersebut belum
memenuhi standar nasional dimana 1 (satu) hektar tanaman kakao dapat
berproduksi mencapai 1 - 1,5 ton per tahun. . Namun demikian berdasarkan
analisis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pidie Jaya, hasil produksi
perkebunan tanaman kakao terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun
2009 sampai 2010 sckitar 45,35%. Tahun 2011 sampai 2012 meningkat
sekitar 45,69%. .

Peningkatan prociuicsi Juga terjadi pada komoditi perkebunan lainnya
seperti kelapa sawit yang meningkat tajam hingga 263,41% hingga pada tahun
2013 dari tahun sebelumnya-. Komoditi pinang terjadi peningkatan setiap
tahun. Jika dilihat rata-rata pertumbuhan produksi pinang setiap tahun
berkisar 27,37%, namﬁn terjadi penurunan pada tahun 2011 sampai 2012
sekitar 0,50% yang disebabkan karena rendahnya harga pinang serta
kurangnya permintaan pasar.

Dilihat dari kondisi komoditi pada sektor perkebunan sebagai salah satu
sektor unggulan daerah maka kakao, kelapa sawit dan kelapa dapat

dlkembangkan secara lebih intensif dan berkelanjutan sehingga mampu
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menopang dan meningkatkan nilai tambah masyarakat serta pertumbuhan

g ekonomi daerah.

i
'nl ht b. Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan ditujukan untuk meningkatkan

a,;;:i, i pendapatan masyarakat terutama masyarakat di sekitar hutan. Selain untuk

peningkatan pendapatan masyarakat juga aihafapkan untuk meningkatkan
, kesadaran masyarakat illegal IOgging.' Beberapa tanaman hutan yang dapat
: dibudidayakan rﬁasyarakét seperti jabon, sengon, mahoni dan jati super.

{ Hutan rakyat mulai dibudidayakan 4i Pidie Jaya pada tahun 2011
' ‘J[ seluas 60 hektar, tahun 2012 seluas o5 hektar dan tahun 2013 seluas 67
: hektar. Sehingga luas hutan rakyat mencapai 152 hektar dan dalam bentuk
o Kebun Bibit Rakyat (KBR) mulai 2010 hingga 2013 sebanyak 84 kelémpok.
E Dalam setiap kelompok KBR luas areal hutan rakyat bervariasi hingga
: mencapai 30 hektar/ kelompok. Data perkembangan areal hutan rakyat dapat

¥ dilihat pada Table 2.66 berikut: -
?. " Tabel 2.66 °

Perkembangan Areal Hutan Rakyat 2009 s.d 2013
No Komoditi Tahun
2009 2010 2011 2012 2013

1. | Hutan Rakyat (Ha) - - 60 25 67

- Jabon - - 30 25 67

- Sengon - - 30 - -
2. | KBR (Kip) L 21 25 28 10

Sumber: Dishutbun Kab. Pidie Jaya Tahun 2014
Tabel 2.67

Jumlah Pembuatan Bibit Pada Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
Kabupaten Pidie Jaya

1]

:

i

i

13

t

]

1

!

{ Jumlah Bibit Tahun (Batang)
]

'

1

H

;

]

‘ '
NO KOMODITI Ket.
., 2010 2011 2012 l 2013
1 | Sengon/Mahoni 621.000 | 217.203 116.400 -
2 Sengon/Bayur - 85.000 - - -
3 Sengon/Mahoni/Bayur 48.000 - - -
: 4 | Bayur/Sentang 90.000 - - - - -
i .’ 5 | Sengon 170.000 | 103.529 20.600 - :
G 6 | Sengon/Jabon - 154,127 166.100 -
' 7 | Sengon/Mahoni/Jabon - 50.312 14.500 -
! 8 | Sengon/Jad - 134.085 - -
: 9 Mahoeni/Jabon - - 20.200 188.466
E C 10 | Karet - - 27.000 R
O JUMLAH 1.014.000 | 668.256 373.800 | 188.466

[ AL
P

Sumber: Dishutbun Kab. Pidie Jaya Tahun 2014
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Sampai sekarang belum ada hutan rakyat jrang sudah berproduksi.
Perkiraan panen dari tanaman hutan rakyat sangat cepat dibandingkan
tanaman lainnya. Rata-rata masa produksi tanaman kehutanan tersebut
sekitar 6 tahun (diperkirakah mulai tahun 2016). Kondisi komoditi pada
sektor kehutanan maka komoditi yang layak untuk dikembangkan di
Kabupaten Pidie Jaya adalah Mahoni, Sentang, Jabon, Sengon, Jati, Bayur
Mindi dan Ketapang. Komoditas tersebut diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan
kehutanan juga ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi
dilaksanakan di hutan lindung dan luar kawasan hutan lindung. Reboisasi
dan pengkayaan mulai. dilaksanakan pada tahun 2011 hingga tahun 2013
mencapai 510 hektar dari kebutuhan 5.286 hektar. Sedangkan penghijauan

dilaksanakan mulai tahun 2009 hinggai tahun 2013 mencapai 306 hektar dari
total kebutuhan 2.250 hektar.

Tabel 2.68
Kebutuhan dan Hasil Pembangunan Bidang Kehutanan 2009-2013
REALISASI
NO KEGIATAN KEBUTUHAN . J}I.Jggﬁ“ SISA
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1 2 2 4 5 | 6 7 8 9 10
Reboisasi
| Pengkayaan 5286 Ha 140 | 150 | 220 510 4.776
2 Penghijauan 2.250 Ha 140 40 81 25 20 306 1.9494

Sumber: Dishutbun Kab. Pidie Jaya rahun 2014

2.3.2.3. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan sektor perikanan tidak terlepas dari keterlibatan para
nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. Pertumbuhan
jumlah nelayan di Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima) tahun terakhir dari
tahun 2009-2013 mengalami fluktasi seﬁap tahunnya. Pertumbuhan neléyan
di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2010 mengalami penurunan sckitar 9
persen. Tahun 2011 mengalami peningkatan pertumbuhan sekitar 9 persen.
Tahun 2012 kembali mengalami penurunan pertumbuhan sekitar 2 persen
dan pada tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan sekitar 7 persen.
Jika dilihat dari komposisi jumlahnya, jumlah nelayan terbesar pada tahun
2011 sebanyak 2.520 orang yang terdiri dari 2.043 orang nelayan tetap dan
477 orang nelayan sambilan. Sedangkan jumlah nelayan terkecil pada tahun
2010 yaita sebanyak 2.273 nelayan yang terdiri dari 1.651 orang nelayan tetap
dan 622 orang nelayan sambilan. Pada tahun 2013 jumlah nelayan di
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pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 naik rata-rata 5

PErserl.
Tabel 2.70
Jumlah Penggunaan Alat Tangkap Nelayan Kabupaten Pidie J aya
[ Jenis Alat Tangkap
Tahun Purse Purse | Tramel Gill Net | Pancing | Pancing | Pancing Pukat Jumlah
Saine Mini Net B Tonda Rawai Ulur Pantai
2009 17 88 121 215 144 | 130 106 13 834
2010 .16 76 114 149 - 154 169 90 12 780
2011 16 67 100 165 170 129 98 11 756
2012 16 63 123 151 194 128 109 11 793
2013 17 63 129 431 175 150 109 10 1.084

Sumber: DKP Kab. Pidie Jayd Tahun 2014.

Pertumbuhan armada perikanan di Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun
2009 s.d 2013 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Lebih jelas
dapat dilihat dalam Tabel 2.71 sebagai, berikut:

. Tabel 2.71 .
Jumlah Armada Perikanan di Kabupaten Pidie J aya
Tahun 2009 s.d 2014

KATEGORI KAPAL
Tahun Ukuran Kapal (GT) Sampan PTM Jumlah
0-5 6-10 11-20 21-30 31-50 Mesin

2009 378 6 72 3 11 255 42 767

-2010 372 54 20 6 10 206 15 773

2011 370 45 18 4 10 283 10 740

2012 360 44 19 4 11 283 10 731

2013 370 44 19 4 11 283 10 741

Sumber: DKP Kab. Pidie Jaya 2014
Tabel 2,72 .
Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2013
. Tahun
No Komoditas 2000 2010 2011 2012 2013

1 Teri 1.420 1.665 1.825 1.512 2.175
2 Dencis 1.550 1.675 1.740 1.495 1.953
3 Tongkol 375 605 685 735 1.643
4 Peperek 320 305 206 173 118
S Tuna 1.965 1.975 1.950 1.970 2.159
6 Kerapu 20 40 40 - -
7 Cakalang 605 620 480 386 1.438
8 Tenggiri 128 118 129 136 154
9 Layur 145 170 54 34 32
10 Turlist o5 120 130 123 132
11 Kuwe 172 177 177 174 203
12 Kembung 410 460 460 372 3903
13 Lamadang 85 85 85 90 126
14 | Kakap Batu 75 75 75 75 117
15 | Udang 10 45 39 11 38
TOTAL 7.575 8.135 8.075 7.286 10.681

Sumber: DKP Kab, Pidie Jaya 2014
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Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 2.303 orang yaitu 1.878 orang nel

dan 425 orang nelayan sambilan.

Tabel 2.69

ayan tetap

Jumlah Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2013
Kategori Nelayan . Tahun
(Orang) 2000 2010 2011 2012 2013
Nelayan Tetap 1.739 1.651 2.043 2.005 1.878
Nelayan Sambilan, 754 622 477" 465 425
*TOTAL '2.493 2.273 2.520 2.470 2.303

Sumber: DKP Kab. Pidie Jaya 2014

Sebagai salah satu sck.tor_ unggulan daerah, perikanan juga memberikan
kontribusi yang cukup signifikan terhadap pe_rtumbuha.n ekonomi daerah.
Perkembangan sektor ini ditunjukkan oleh dua sub-sektor_perikanan yaitu
perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Berdasarkan data, luas areal
perikanan budidaya mencapai 2.094,61 ha pada tahun 2009 dan sedikit
menurun menjadi 2.078,23 ha pada tahun 2013 dikarenakan adanya alih
fungsi lahan. Adapun jenis perikanan budidaya adalah bandeng, udang, lele,
nila, bawal dan lain-lain.

Produksi perikanan budidaya terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar
1.932,94 Ton dan Tahun 2013 mencapai sebesar 6.149,48 ton sedangkan
pada tahun 2010 dan 2012 terjadi penurunan dibawah 1.000 ton
pertahunnya. Jika dilihat dari jenis-jenis perikanan budidaya, ikan bandeng
pernah mencapai produksi terﬁnggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 875,90
ton. Namun terus mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun
2013 yang hanya sekitar 597,57 ton. -

Sub-sektor perikahan tangkap, wilayaﬂ perikanannya mencapai daerah
zona ekonomi ekslusif. Adapun jcrﬁs—jenis perikanan tangkap adalah Tuna,
Tongkol, Kembung, Tenggiri; Cakalang, Dencis, Teri, Kuwe, Turisi, Peperek,
Karapu Batu, dan Layur. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2013
mencapai 10.681 ton, merupakan produksi tertinggi. Sedanglgan' produksi
terendah tahun 2012 yaitu masih sekitar 7.286 ton. o

Jika dilihat dari berbagai jenis perikanan tangkap, produksi térbesar
berada pada Ikan Tuna. Produksi-Tuna rata-rata dapat mencapai 1.932 ton
pertahun. 1.562,40 ton pertahun,
ikan Dencis sebanyak 1.552,00 ton pertahun, ikan Tongkol sebesar 654,75
ton, ikan Cakalang sebesar 488,20 ton dan ikan Kembung sebesar 444,80 ton

Produksi ikan Teri rata-rata mencapai

per tahun. _
Pertumbuhan jumlah alat tangkap' di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010

mengalami penurunan sebesar 7 persen, kembal: turun sebanyak 3 persen

#_—M e
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2.3.2.4. Pariwisata
Sesuai dengan Keppres No. 38 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa
seluruh sektor harus mendukung pariwisata Indonesia. Hal ini merupakan

peluang bagi daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor

yang mampu memberikan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat.
Kabupaten Pidie Jaya memiliki banyak potensi parmnsata meliputi

parmrlsata pantai, pegunungan, sejarah, kebudayaan serta wisata religi. Dari

\
|
‘ seluruh  potensi tersebut, Pemerintah Daerah lebih mengarahkan
pembangunan wisata kepada objek. wisata pantai yang memiliki panorama
yang indah seperti Pantai Raja/Tripa (Kuthang) di Kecamatan Trienggadeng
dan Pantai Kutaran (Manohara) di Kecamatan Meureudu. Tabel berikut
merupakan potensi objek wisata Kabupaten Pidie Jaya. '
Tabel 2.73
Potensi Objek Wisata Kabupaten Pidie Jaya dan Jarak Tempuh dari ]
Kecamatan Kelokasi Wisata %
. Jarak Tempuh ";
No. Kecamatan Lokasi dan Objek Wisata dari Kec. Fi
- (Km) i
a. Air Terjun Meureudu 46 i
b. Bendungan Beuracan 6 ?«
¢c. Mesjid Guci Keuramat 3
1. Meureudu _d. Sungai Bate le Blang Awe 2,5
e. Benteng Sultan Iskandar
- Muda 3 :
f  Pantai Kutaran (Monohard) 2,5 ;
3. | Bandar Dua a. Bukit Berbatu Ule Gle 58 ;
3. | Ukim a. Kuta Batee . 50 i
4. | Trienggadeng/Panteraja | a. Pantai Raja/Tripa (Kuthang) 35
a. Bendungan Irigasi Cubo 21
5. Bandar Baru b. Pantai Lancang Paru Lueng
Putu 7,7
Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

2.3.2.5. Perdagangan dan Industri
a. Perdagangan )
Berdasarkan data, sektor perdagangan dan industri . juéa telah
berkembang pesat sejak pemekaran Kabupaten Pidie Jaya. Seiring dengan
kemajuan pembangunah maka pusat-pusat perdagangan kecamatan
bermunculan yang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat Pidie
Jaya Pusat-pusat pedagangan tersebut seperti pasar Meureudu, Pasar Ule-
Glee dan Lueng Putu telah berkembang pesat sehingga memberi kontribusi
besar terhadap pertumbunan ekonomi dan PDRB Kabupaten.
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Tabel 2.74
Data Sektor Perdagangan Per Kecamatan dalam
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013
Pertokoan/
Pasar Jumlah Tenaga

No. Kecamatan Tradisonal Pasar Lokal Walg::g/ Pedagang Kezji
1. | Bandar Baru 2 - 515 395 1.454

2. Panteraja, 1 1 162 152 381

3. Trienggadeng 1 2 355 345 785
4, Meureudu 1 3 660 635 1.721

5. Meurah Dua 1 1 197 187 489

6. Ulim 1 1 195 182 636

7. Jangka Buya 1 2 180 © 170 424
8. Bandar Dua 1 2 71l 681. 1.642
Jumlah - 9. 12 2 Q75 2,847 7.532

Sumber : Disperindagkop Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Sektor perdagangan telah mampu menyerap tenaga kerja 7.542 orang
dan memberikan kontribusi terbesar ke tiga setelah sektor pertanian dan jasa-
jasa terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya yaitu 10,5% atau 162.209,04 pada
tahun 2012, Sektor perdagangan juga mampu memberikan kontribusi
terhadap penerimaan PAD. Pemerintah terus mengembangkan sektor - ini

dengan program pengembangan pasar da.n pusat perdagangan antar
kecamatan. '

b. Industri

Adapun jenis sektor: ril lainnya yang berkembang di Kabupaten Pidie
Jaya adalah mdustn masyarakat seperti industri rumah tangga yang masuk
dalam kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM) meliputi Anyaman
Tikar Pandan, Anyaman Rotan, Bordir, Pandai Besi, Garam, Kue Tradisional,
Pengasinan Ikan, Batu Bata, Tahu/ Tempe dan lain-lain. Semua Jenis industri
tersebut dilakukan oleh individu dan kelompok. Berdasarkan data
menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan terhadap industri tersebut setiap
tahunnya. Industri kerajinan‘ yang paling tinggi pertumbuhannya adalah
kelompok Anyaman Tikar Pandan. Pada tahun 2009 hanya 54 pengrajin dan
meningkat menjadi 371 pengrajin hingga tahun 2013. Selan_]utnya kelompok
pembuat garam dari 120 pengrajin pada tahun 2009 menmgkat menjadi 260
pengrajin hingga tahun 2013. Namun yang paling memprihatinkan adalah
usaha industri batu bata-yang pada tahun 2009 mencapai 115 unit usaha dan
turun drastis hingga tersisa 7 unit usaha saja pada tahun 2013. Penyebab
utama penurunan dikarenakan sulitnya mendapat kayu bakar dan bahan
baku untuk pengolahan scﬁingga membuat pengusaha harus mengeluarkan

biaya produksi yang tinggi dan mereka kesulitan untuk bersaing. Disarmping
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itu permintaan pasar terhadap batu-bata berkurang setelah pasca rehabrekon

tsunami berakhir.

Adapun industri yang berkembang di Kabupaten Pidie Jaya adalah
industri dimiliki oleh masyarakat yang bergerak pada sektor ril seperti industri
¥ rumah tangga dikelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM), meliputi H
kegiatan anyaman tikar pandan, kerjinan rotan, kerajinan bambu, bordir,
menjahit, pandai besi, garam, kue tradisional, coklat, peneringan ikan, batu
“bata,tahu/tempe, dan lain-lain. ' P

| Tabel 2.75
R Perkembangan jumlah Indusri Kecil Menengah :
1 '_ di Kabupaten Pidie Jaya 2009-2012 - :

‘ - Jumlah Industri/Tahun
‘ NO KECAMATAN 2009 2010 2011 2012 3
| . y
| 1 | Bandar Baru 136 146 159 179 4
| E‘ 2 | Pante Raja .. 23 23 23 23 ]
i 3 Trienggadeng 135 235 244 255
P 4 Meureudu 106 - 196 214 80 :
i f; 5 Meurah Dua ' 11 11 11 176
B 6 Ulim 138 168 177 189
i | 7 Bandar Dua 34 34 41 55
B 8 Jangka Buya 8 8 8 14
JUMLAH 591| 821 988 971

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Pidie Jaya 2013

e

-
i

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkkan bahwa sektor Industri Kecil

nil.

Awham
O
L

R

dan Menengah ini mengalami peningkatan daru tahun 2009 sebanyak 591
Unit dan tahun 2012 sebanyak 971 umit, berarti dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun mengalami perubahan 380 unit {64,92%) dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun. Kegiatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada umumnya dilakukan

s = et ]

oleh anggota rumah tangga yang mempunyai kemampuan yang terbatas, baik

dari segi sumber daya manus_ia maupun dukungan modal usaha dimiliki.

Berdasarkan kondisi yang ada maka peﬁ_;lerintah dan pihakk terkait

L i e g

diharapkan dapat melakukan upaya dalam. pelaksanaan program tahun 2014

sampai dengan 2019 pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah.

Menurut jenis Industri Kecil dan Menengah dapat dikelompokkan komoditi

kerajinan dan industri kimia. Adapun data menurut jenis industri Kabupaten
Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut:

TG

—
iy R

|
industri pangan, industri bangunan, industri logam/elektronika, industri
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Tabel 2.76 -

v

Jenis Komoditi Industri Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012

KOMODITI — TEERIA KAPASITAS PRODUK/TH NILAT  Rp.00O |
Bo- | mDUBTRI | vsama | (oraNG) JUMLAH BATUAN. INVESTASI PRODUKSI BB/BP
1 2 3 4 5 3 7 8 ®
1 | Kileng Padi 79 310 62.736 Ton 12.862.975 | 266.564.040 | 219.335.820
Tahu /
. . 11.083.74 3.911.100
2 | Tempe 11 31 262.440 Kg 150.850 1.0 0
3 | Mie Basah 6 23 16.560 Kg 187.500 1.559.952 978.480
4 | Kue Adee 16 o7 462.120 ‘Buah 136.000 | 115.530.000 69.318.000
5 | bengolahan 2 4 35.400 Kg 5.750 708.000 531.000
6 | mdustd 1 8 30.600 Botol 65.000 183.600 122.400
Jamu
Industri 4
7 | Cohninte 1 8 27.000 [ Kotak 107.500 2.440.800 1.146.000
Tilam [ 4
I el 1 4 528 Buah 45.000 132.000 92,400
9 %ﬂf‘p atu 1 6 1.440 | -Pasang 98.500 216.000 180.000
Penjahit .
10 | oienien 32 85 45720 | Pasang 262.700 9.576.000 8.750.000
11 zi‘:‘_";’t / 77 331 7.416 Buzh 6.975.400 | 15.981.480 14:550.192
12 | Batu Bata 7 68 1.428.000 Biji 192.350 499.800 285.600
13 | Pandai Besi 9 29 10.440 Buah 55.300 626.400 417.600
Bengkel
14 | Mobil (Roda 13 a7 4.476 Unit 449.000 - -
4) -
Bengke) ] .
15 | Motor (Roda 74 177 54.708 Unit 3.202.000 - -
2)
Perabot
16 | prot 3 16 372 Buah 104.300 465.000 316.200
17 | Bengkel Las 2 7 1.128 Unit 101.000
Kerajinan
18 | gt 2 9 3.516 Buah 55.000 173.700 127.800
Kerajinan .
19 | porann 5 6 564 Bush 21.950 112.800 64.584
20 | Saru Ljuk 1 2 2.880 Buah 1.500 96.000 86.400
Ind.
21 TK."TI ajinan 366 an 41.244 Lembar 721,990 8.248.800 6.936.960
Panden
22 | Asam Cuka 1 2 72.000 Lusin 25.000 900.000 633.600
23 | Garam 260 591 5.761.728 Ke 598.300 [ 23.046.912 17.285.184
Pupuk -
24 | Organik 1 5 12.000 | buah/kotak 150.000 240.000 120.000
Cair

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Pidie Jaya 2013

Dari data Tabel 2.76 terlihat bahwa kelompok industri yang paling tinggi
pertumbuhannya adalah anyaman tikar pandan pada tahun 2009 hanya 54

orang dan meningkat menjadi 366 orang pada tahun 2012. Selanjutnya

kelompok usaha industri garam dari 120 orang pada tahun 2009 meningkat
menjadi 260 orang hingga téhun 2013. Namun pada usaha industri batu bata
terjadi penurunan pada tahun 2009 mencapai 115 unit usaha dan turun
drastis hingga dapat bertahan sebanyak 7 unit usaha saja pada tahun 2013.
Penyebab utama penurunan dikarenakan sulitnyé. mendapat kayu bakar dan

bahan baku pengolahan, sehingga - f)engusaha harus mengeluarkan biaya
produksi yang tinggi sehinggga mereka kesulitan untuk bersaing dengan harga
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pasar, selanjutnya permfntaan pasar menurun karena rehab/r_ckon pasca
tsunami telah selesai dilaksanakan.

Untuk industri besar, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menaruh
perhatian serius terhadap upaya pengembangan indutri berskala besar.
Untuk pencapain tersebut telah dilakukan berbagai kerjasama dan komitmen
bersama dengan pihak investor yang berminat membuka kegiatan usaha
dibidang industri. Pemerintah memfasilitasi serta memberikan kemudahan

baik terkait dengan perizinan dan hal-hal lain yang mcmungkirikan pihak

daerah mampu melaksanakannya sesuai dengan kewenangan dan

tanggungjawabnya dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah untuk
mencapai tingkat pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan. Aspek daya saing tesebut seperti kemampuan ekonomi,
fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya

manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Sebagai kabupaten yang tergolong masih sangat muda maka Pidie Jaya
terus menggali potensi dan keunggulan daerah yarg memiliki daya saing dan
kekhasan tersendin dengan daerah lain guna mengurangi ketertinggalannya
dengan daerah lain khususnya di Provinsi Aceh. Guna mewujudkan daya
saing daerah maka kemampuan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya menjadi salah
satu fokus pembangunan guna mewujudkan daya saing tersebut. Ada
beberapa indikator penting yang menjadi aspek daya saing diantaranya
adalah: )

a. Pengelnaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ({Angka Komsumsi RT
Perkapita) .

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksud
untuk mengetahui tingkat konsumsi RT yang menjelaskan seberapa’ besar
pengeluaran RT tersebut. Semakin besar konsumsi RT maka semakin besar
kemampuan untuk peningkatan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi

masyarakat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan pengeluaran yaitu

makanan dan non makanan. Untuk Kabupaten Pidie Jaya secara keseluruhan

dapat dilihat pada Tabel 2.77 sebagai berikut:

4
;
i
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Tabel 2.77
Angka Konsumsi RT Perkapita

Tahun 2009 s.d 2012 Kabupaten Pidie Jaya

Uraian 2009 2010 - 2011 2012 2013~
Total pengeluaran RT /
.8 0.370 635.100
1 bln(Ribu Rp. PPP) 620,180 | 622,160 626.890 | 630.37 5
2 | Jumlah RT 38.932 41.110 44.223 44.279 44.390
3 | Rasio (1./2.) - - - - -

Sumber: BPS dan Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2013, (Data diolah)
* Angka perkiraan sementara

Lebih lanjut BPS Kabupaten Pidie Jaya menyebutkan bahwa Pendapatan
Per Kapita ADHB Tahun 2012 mencapai 9,34% atau Rp. 9.535.157 per tahun.

Jumlah agregat tersebut menunjukan pendapatan rata-rata penduduk Pidie

. \
Jaya selama tahun 2012. Namun demikian itu bukanlah sebuah ukuran ‘
untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. |

|

Kondisi ini sangat tergantung kepada tingkat distribusi pendapatan yang
dihitung melalui Indeks Gini yang akurat.

b. Ketahanan Pangan dan Peningkatan Nilai Tambah Petani

Pembangunan fokus pada upaya mewujudkan

khususnya pada daerah-daerah rawan pangan di
Kabupaten Pidie Jaya.

ekonomi harus

ketahanan pangan,
Ketahanan pangan merupakan upaya pemerintah
untuk menjaga kestabilan kebutuhan konsumsi pangan daerah terutama

dalam mengantisipasi berbagai persoalan sosial dan kebencanaan seperti
bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

pitzs p A VT R bt A L artny KU AR {3 S ] 2 2uk el i

Disamping menjaga ketahanan pangan daerah, pemerintah harus

mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan

IR

nilai tambah diberbagai sektor khusunya sektor unggulan daerah. Sebagai
wilayah pertanian dan perkebunan menginovasikan berbagai kebuthan
masyarakat dengan peningkatan nilai tambah sehingga mampu untuk

b
} memberikan kesejahteraan khusunya kepada petani. Selama ini banyak hasil

pertanian dan perkebunan langsung dijual ke daerah lain seperti Sumatera
Utara tanpa mendapatkan keuntungan yang berarti bagi petani.

Selama ini banyak hasil pertanian dan perkebunan langsung dijual
kedaerah lain sepei-ti Sumatera Utara tanpa mendapatkan keuntungan yang
berarti bagi petani. Akibatnya nilai tambah hasil produksi pertanian
; ; Kabupaten Pidie Jaya baﬁyak dini.krnati oleh orang luar Kabupaten. Sekitar 54
| j persen lebih atau sekitar 61.354 ton hasil pertanian ( padi )} dijual ke luar
daerah Pidie Jaya. Sebesar 36 persen atau sckitar 40.903 ton digunakan

untuk konsumsi pangan masyarakat, dan sisanya sebanyak 10 persen atan
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hanya 11.362 ton yang diolah oleh industri lokal untuk menghasilkan nilai
tambah.

Indikator bidang ketahanan pangan yang telah terlaksana di Kabupaten

Pidie Jaya melalui program kegiatan ketahanan pangan seperti Pengembangan

Lumbung Pangan Masyarakat, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LDPM), Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN), dan Pengembangan Kawasan
Rumah Pangan Lestari ( KRPL ) dapat dilihat pada tabel 2.78 berikut :

Tabel 2.78
Indikator penting Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2009 s/d 2013
. Kabupaten Pidie Jaya.

NO INDIKATOR 2009 2010 2011 2012 2013 | Jumlah
1 Pengemba.ngan Lumbung _ 5 g : _ a4
Pangan (Unit)
Pengembangan Desa Mandiri o } o 1 B 4

Pangan (Demapan) / Kelompok
Pengembangan Lembaga

3 Distribusi Pangan Masyarakat - 3 1 - 1 5
(P-LDPM ) / Kelompok )
Pengembangan Kawasan Rumah _ ) _ 1 28 28

4
Pangan Lestari ( KRPL) / Kipk.
Sumber: Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pidie Jaya 2014

Dalam upaya mengembalikan kesejahteraan petani kegiatan yang

mendukung seperti pengembangan lumbung pangan masyarakat yang
bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem
tunda jual, penyimpanan, pendistribilsian, pengolahan dan perdagangan
bahan pangan yang dikelola secara berkelompok oleh masyarakat tani.

Melihat lokasi pengembangan lumbung pangan masyarakat yang masih
belum merata dalam Kabupaten Pidie Jaya sudah sepantasnya hal ini menjadi
titik perhatian serius pemerintah untuk mendukung ketahanan.pangan di
kabupaten Pidie Jaya lewat dukungan anggaran.

Alat yang paling efektif untuk membalikkan posisi petani dari yang
semula mengalami ketergantungan menjadi pihak yang mengendalikan adalah
organisasi petani. Melalui asosiasi, petani bisa mendapatkan harga hasil
panennya yang lebih tinggi, penimbangan lebih adil, hingga peningkatan taraf
hidup generasi selanjutnya. Dengan fungsi’ konvénsionalnya lumbung pangan

dapat membantu masyarakat meningkatkan ketahanan pangan dalam skala
kecil. Selanjutnya dengan meumbuhkembangkan kemampuannya diharapkan
fungsi lumbung pangan dapat meningkat, tidak hanya membantu ketahanan
pangan masyarakat dalam skala terbatas, namun dalam jangka panjang dapat

ditingkatkan lagi menjadi lembaga ekonormni yang berkembang dipedesaan.
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Pada skala yang lebih lua;s, gabah yang dijual petani secara bersamaan
pada musim panen menyebabkan market-able surplus yang cukup besar.
Rendahnya daya tawar petani untuk menunggu saat penjualan yang baik dan
perkurangnya kemampuan BULOG dalam menyerap sebagian market able
surplus tersebut telah berdampak p-ada menurunnya harga gabah dibawah
harga dasar selama musim panen raya padi. '

Pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak pada petani
dengan mengambil alih tata cara pembelian dan pendistribusian gabah petani
dengan harga yang baik. Semua gabah hasil panen petani dibeli oleh
pemerintah kabupaten baik bekerja sama dengan BULOG atau membangun
lumbung pangan kabupaten untuk menampung gabah hasil panen petani.
Disamping itu pemerintah juga harus mengupayakan agar pengolahan gabih
menjadi beras sampai dikarungkan berada didéla:m Kabupaten baik dengan
mengaktifkan kembali pabrik—pabrik pengolahan yang selama ini telah non
aktif atau membangun pabrik pengolahan baru yang memenuhi standar
nasional. jika upaya-upaya ini dapat diréalisasikan, peningkatan nilai tarﬁbah
petani akan semakin meningkat dengan sendirinya dan juga dapat terciptanya

lapangan kerja baru bagi masyarakat.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pengembangan suatu wilayah haruslah didukung dengan
pengembangan infrastruktur yang mendukung percepatan suatu wilayah.
Wilayah pedesaan yang menj.adi akar kekuatan ekonomi rakyat di mana sektor
pertanian menjadi andalan mereka. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
berupaya mengembangkan fasilitas wilayah/infrastruktur yang menuju pada
akses-akses produksi agar mudah terhubung dengan wilayah pemasaran
sehingga mampu menekan biaya produksi dan memberikan manfaat serta
keuntungan bagi petani. “Fasilitas tersebut seperti jalan usaha tani, irigasi,
saluran tersier dll.

Pengembangan infrastruktur wilayah harus mengacu pada konsep
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Qanun RTRW tersebut memuat
diantaranya Rencana Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Penetapan Wilayah
Strategis Kabupaten. Struktur ruang memuat rencana sistem perkotaan dan
infrastruktur wilayah. Sedangkan Rencana Pola Ruang memuat kawasan
hutan lindung, kawasan budidaya, pertanian, perikanan, pemukiman,

industri, dan pariwisata.
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Gambar 2.2
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pidie Jaya

saprartnrne A

Sumber : Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

a. Rencana Tata Ruang Wilayah {RTRW)

Sebagai daerah yang sedang fokus terhadap pengembangan
infrastruktur wilayah untuk mendukung percepatan pembangunan, maka
arah kebijakan pembangunan harus mengacu pada RTRW Kabupaten. Bila
dilihat pada rencana pola pemanfaatan ruang dalam Qanun RTRW Kabupaten
Pidie Jaya maka sebagian besar wilayah Pidie Jaya dikelilingi oleh Kawasan
Lindung yang mencapai 53,51 persen atau berkisar 50.946,86 ha.

Sedangkan untuk sektor pertanian yang memberikan kontribusi besar
terhadap PDRB kabupaten, akan dimanfaatkan pola ruangnya sebesar 31,04
persen atau 29.539 ha. Sebesar 27,29 ha atau 0,03 persen diperuntukkan
untuk kawasan industri strategis, dan sebesar 7.687 ha atau 5,14 persen
dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Tabel 2.79 berikut menjelaskan
perbandingan antara Luas Kasawan Lindung dengan Luas Kawasan Budidaya.

Tabel 2.79
Perbandingan Luas Kawasan Lindung dan Budidaya
Tahun 2014 Kabupaten Pidie Jaya

No Uraian . Luas (Ha) Prosentase
1 Luas Kawasan Lindung 50.946,86 53,51

2 | Luas Kawasan Budidaya 44.264,10 46,49

3 | Jumlah Keseluruhan 05.210,96 100,00
4 Rasio (1./2.) 1:1 -

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014.
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Gambar 2.3
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pidie Jaya

uuu ]

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Picie Jaya Tahun 2014,

2.4.3. Fokus iklim Berinvestasi

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan membuka
peluang kesempatan kerja untuk masyarakat, Kabupaten Pidie Jaya sangat

terbuka terhadap investasi bajk dari dalam daerah, luar d
luar Negeri. Sektor-

aerah bahkan dari
sektor yang dj harapkan menjadi daya tarik berinvestasi
diantaranya sektor perkebunan, perikanan, pengolahan,

perdagangan,
pariwisata dan j asa-jasa.

Produk unggulan yang mampu meningkatkan investasi dj Kabupaten

Pidie Jaya seperti Kakao, peternakan, usaha hasil hutan bukan kayu,

perikanan, usaha tani padi sawah, dan usaha industri makanan. Produk-

produk tersebut menduduki tempat strategis karena disam
potensi

Ping mempunyai
Yang besar untuk dikembangkan, produk-produk tersebut harus
sangat didukung oleh kondisj alam Kabupaten Pidie Jaya {intuk meningkatkan
investasi pada berbagai komoditas ungguian sesuai dengan dukungan sumber
daya daerah. Hal ini sangat tergantung pada dukungan pemerintah untuk
menyediakaﬁ fasilitas penunjang sebagai Supporting sistemnya

Disamping itu, Investasj itu sendiri sangat tergantung dari Iklim
investasi seperti stabilitas dan keamanan wilayah.

Sorotan diantaranya angka kriminalitas,
kerja.

Indikator yang menjadi
jumlah demonstrasi, dan pemogokan
Jika dilthat dari hal tersebut, Kabupaten Pidie Jaya masih tergolong

sangat rendah dari kondisi tersebut, hal tersebut terutama sekaji pasca konflik

11-75




antara Pemerintah Rl dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlansung

damai.
Disamping iklim investasi, ketersediaan lahan, tenaga kerja dan

kemudahan dalam proses pengurusan perizinan senantiasa diusahakan untuk
memberikan pelayanan terbaik oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar
investor menjadi tertarik berinvestasi.

Untuk investasi industri, Kabupaten Pidie Jaya telah menyediakan lahan
seluas 91,27 Ha berlokasi di Kecamatan Panteraja di Gampong Reudeup, 4
Gampong Peurade, Gampong Mesjid Panteraja, dan Gampong Lhok Puuk
sebagal Kawasan peruntukan industri menengah. Khusus kawasan industri
perikanan seluas 19,63 Ha terletak di Kecamatan Panteraja Gampong Mesjid

Panteraja.

Gambar 2.4
Peta Pertambangan Kabupaten Pidie Jaya
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Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014.
Untuk sektor pertambangan sebagai potensi investasi, Kabupaten Pidie

Jaya, termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang diindikasikan
mempunyai potensi bahan galian Besi, Emas (Ag), Tembaga (Cu), Timah

Hitam, Seng (Zn), dan Perak (Au). Kandungan pasir besi terdapat disepajang

garis pantai mulai dari kecamatan Jangka Buya sampai ke kecamatan
Trienggadeng. Kandungan Batu Besi (Iron Are) dan Emas serta DMP Material
di Kecamatan Bandar Baru, Trienggadeng dan Meureudu.

Kemudian untuk potensi investasi lainnya adalah pemanfaatan potensi
Sumber Daya Air. Jika dilihat dari potensi sumber daya air yang ada seperti

Krueng Meurendy sangat memungkinkan untuk dibangnun Pembangkit Listrik
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Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam hal ini sudah ada beberapa perusahaan
swasta yang telah mengémton_gi izin prinsip untuk melakukan survey lokasi di

sungai dalam Kabupaten Pidie Jaya dengan tujuan mendirikan PLTMH.

Pengairan air sawah schingga masyarakat dapat bercocok tanam dengan air
yang cukup, pemenuhan air untuk kebutuhan rumah tangga yaitu dengan
adanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan bahkan bisa dibangun
perusahaan air minum dalam kemasan. Perusahaan Air Minum Dalam
Kemasan pernah dibangun dan mulai berproduksi di Krueng Meureudu tetapi
perusahaan tersebut hancur akibat konflik.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Pembangunan yang menitik beratkan pada sumber daya manusia (SDM)
bertujuan untuk menjadikan SDM daerah yang memiliki daya saing,
berkualitas, kreatif dan berprestasi. Ketersediaan SDM vyang handal
merupakan tolok ukur suatu kemajuaJ; daerah dan kesiapan daerah untuk
menuju proses persaingan dengan daerah yang lain terutama sekali dalam
perekonomian. Salah satu menjadi kekuatan dan keungulan Kabupaten Pidie
Jaya adalah adanya sumber daya manusia yang berprestasi baik di Aceh
ataupun Nasional, baik yang bekerja di pemerintahan, swasta, ataupun
politisi. ]

Tabel 2.4 pada -halaman sebelumnya telah menjelaskan jumliah
penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya pada
tahun 2012. Jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi dan
akademi (D1/D2, D3, S1, S2, dan 83) sebanydk 9.271 orang atau 5,89%.
Penduduk yaang menempuh pendidikan menengah sebanyak 32.931 orang
atan 20,92% dan yang menempuh pendidikan menengah atas sebanyak
35.693 orang atau 22,68%. Jumlah penduduk yang menempuh sekolah dasar
atau setingkatnya mencapai 32.430 orang atau 20,61%. Namun demikian
jumlah penduduk Pidie Jaya yang tidak menamatkan pendidikan dasar relatif
besar yaitu mencapai 13,06% atau sekitar 20.552 orang. Sedangkan sisanya
sebesar 29,90% atau sebanyak 26.506 orang merupakan penduduk yang

belum memasuki usia sekolah. Lebih jelas dapat dilihat dalam grafik 2.8
sebagai berikut:
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Grafik 2.8
Jumilah Penduduk Menurut Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013
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BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan keuangan untuk pembangunan daerah merupakan bagian
sentral yang menentukan suatu kebijjakan ataupun program dapat di
jalankan. Masalah pendanaan pembangunan sering terjadi permasalahan
yang serius dari tahun ke tahun, hal tersebut dikarenakan terbatasnya

sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk belanja pembangunan

yang Dbegitu besar. Untuk menyikapi hal tersebut maka Pemerintah

Kabupaten Pidie Jaya harus menentukan arah kebijakan dalam pengelolaan

keuangan dengan baik, transparan serta efektif dan efiesien dengan

menggunakan analisis kinerja pengelolaan keuangan dimasa lalu.

w Analisis dalam pengelolaan keuangan daerah, bertujuan untuk

—= menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan
o daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah terwujud dalam' Anggaran Pendapatan dan
= Belanja Daerah (APBD) maka dilakukan analisis terhadap APBD dan laporan
M: keuangan daerah pada umumnya. Untuk menganalisis kinerja keuangan

maka diperlukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun realisasi kinerja
keuangan sebelumnya. o
Analisis kinerja keuangan yang harus dilakukan meliputi Pendapatan
Rl 3 Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang tergambar dalam
: ‘ struktur APBD. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan
_F struktur APBD mengacu kepada Unaang-Undang Nomor 17 Tahun 2004
tentang keuangan negara, Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Qanun-Qanun yang mengatur

tentang APBD dan laporan keuangan lainnya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Baik buruknya kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten

Pidie Jaya dapat tercermin dari kinerja keuangan dimasa lalu. Hal tersebut

b e e ]
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dapat dilihat melalui kinerja pelaksanaan APBK dan Neraca Keuangan

Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima) tahun terakhir (2009-2013).

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK.

Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 menjelaskan bahwa
struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD diklasifikasikan
menunit urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab
melaksanakan urusarn pemerintahan tersebut sesuai paraturan perundang-
udangan. -
Lebih lanjut Pasal 25 s.d 30 Permendagri 13 Tahun 2006 menjelaskan
bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. (1) Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daecrah yang
dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana
Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya
Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) ) Lain-
Lain Pendapatan Daerah yéng Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat,
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan
Dana Otonomi Khusus, serta Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan peneriman
pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
gebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, ‘Dana Cadangan Daerah
(DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Saat ini Pendapatan Daerah Kabupaten Pidie Jaya sangat tergantung
pada sumber Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang
ditransfer oleh Pemerintah Pusat setiap tahun rata-rata berkisar 70% dari total
penerimaan daerah. Disisi lain kontﬁbusi dari Pos Pendapatan Asli Daerah
sangat minim, hanya 3,27% daﬁ total penerimaan daerah. Kondisi ini sangat
mempengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pelaksanaaﬁ

pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.
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Sejak tahun 2009 s.q 2013, realisasi pendapatan daerah rata-rata
tumbuh mencapai 12,32%. Pendapatan daerah bérsumber dari Penadapatan
Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata 34.83% per tahun. Di
lihat dari segi prosentase pertumbuhan ,sélama S (lima) tahun terakhir sudah
baik. Namun demikian belum.dirasakan maksimal karena masih jauh dari

target PAD yang telah ditetapkan setiap tahunnya dan kurang dari 4%

realisasinya dari keseluruhan pendapatan daerah. Sumber PAD terbesar

Kabupaten Pidie Jaya bersumber dari pos retrebusi daerah dan pajak daerah.
Sedangkan sumber lain se_:per_ti zakat dan lain-lain pendaptan asli daerah vang
sah menunjukkan pergerakan yang positif.

Pemeintah kabupaten harus lebih mengoptimalkan potensi PAD dan
menggall sumber-sumber penerimaan baru sebaéai sumber utama penerimaan
daerah. Sumber PAD sekurang-sekurangnya dapat mencapai 10% dari total
penerimaan daerah. Pemerintah ~ harus dapat meminimalisir sumber
kebocoran PAD dan sistemn pengelolaan ydng lebih efektif dan efesien.

Tabel 3.1 dibawah ini memperlihatkan pertumbuhan realisasi PAD
Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2009 s.d 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2013 (dalam ribuan)

1
TERTUT YT

Tahua ©  Target Realisasi Realisasi
PAD ~ Pertumbuhan PAD Pertumbuhan (%)

2009 5.231.612 - . 4.575.408 - 87,45
2010 6.926.873 17,93 4.598.654 0,51 66,39
2011 12,290.847 47,81 8.243.166 76,25 67,07
2012 18.167.663 77,43 9.728.700 15,27 53,55
2013* 21.426.427 32,40 14.039.505 44,31 65,52

L Rata-rata Per Tahun 43,90 34,83 68,00

Sumber; Bappeda, data diolah (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Th. 2009-2012)
*} Realisasi Tahun 2013 (belum di audit]

Tabel diatas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Pidie Jaya nieningkat sebesar Rp. 9 Millyar lebih atau 200%
sejak S5 (lima) tahun terakhir. Disamping itu, rata-rata pertumbuhan
mencapai 34,83% per tahun. Pada Tahun Aggaran 2013 realisasi PAD sampai
dengan akhir bulan Desember (Triwulan 1V) mencapai Rp.14 Millyar lebih atau
65,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 21 Millyar lebih. Hal tersebut
menunjukkan tren positif terhadap sumber penerimaan asli daerah. Namun
demikian penerimaan PAD tersebut dirasakan belum optimal dan masih jauh

dari harapan dan target yang telah ditetapkan.

%
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Selama ini, penetapan target penerimaan PAD Kabupaten Pidie Jaya dari

tahun ketahun tidak berpedorr_lan pada tingkat realisasi tahunan, namun
penetapannya selalu berpedoman pada target yang telah ditetapkan tahun
sebelumnya. Hal tersebut terlihat pada rata-rata prosentase realisasi PAD
yvang hanya 68,00% per tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa penetapan
target penerimaan PAD tidak realistis dari keadaan dan potensi sesungguhnya.

Pada bagian dana perimbangan yang merupakan salah satu sumber
pendanaan dari transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas: 1) bagi hasil pajak, 2)
bagi hasil bukan pajak (SDA), 3) dana alokasi umum dan 4) dana alokasi
khusus. Dan dana Penguat serta Pendapatan transfer Pemerintah Pusat
lainnya, pendapatan transfer Pemerintah Provinsi. Adapun realisasi capaian
penerimaan tersebut dalam 3 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana
tergambar pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 :
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pidie Jaya
Tahun Anggaran 2009 — 2013 (dalam ribuan)

TNO Tahun Target Realisasi Persentase Bertambah/ Pertumbuhan
Anggaran {(Rp) (Rp). Realisasi (Berkurang) Realisasi [%)
1 2 3 4 S 6 7
1 2009 283.380.005 287.600.578 101,49 4.220.573 -
2 2010 343.598.041 303 .482.881 102,01 -40.115.160 5,52
3 2011 351.021.825 350.404.394 99,82 -617.433 15,46
4 2012 272.462.532 374.283.994 100,49 1.821.462 6,81
S 2013 426.242.521 429.030.848 100,65 2.788.327 14,63
6 Ratla-rata per tahun 98,16 10,61

Sumber: Bappeda, data diolah (Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK Th. 2009-2012]
*} Realisasi Tahun 2013 (belum di audit)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 2009-2013,
Realisasi Dana Perimbangan méningkat sebesar Rp. 141 Millyar lebih atau
49,18%, dari Rp. 287 Millyar lebih ‘pada Tahun 2009 menjadi Rp. 429 Millyar
lebih pada Tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan sebesar 10,61% per tahun.
Pada Tahun Anggaran 2013, hingga Triwulan IV (posisi belum di audit),
pencapaian realisasi Dana Perimbangan mencapai 100,65% dari target yang
telah ditetapkan.

Secara umum Pendapatan ﬁaerah Kabupaten Pidie Jaya terus
mengalami peningkatan dari tahun 2009 s.d 2013. Hal tersebut seiring
dengan peningkatan kompont;:n penerimaan utama seperti DAU dan DAK yang
ditransfer oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. Penambahan tersebut

dikarenakan realisasi penerimaan APBN yang juga terus mengalami

e NSNS SIS S eSS
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peningkatan dari tahun ke tahun -

sehingga menambah porsi dana

namun } perimbangan yang diterima oleh daerah.
n tahun { Lebih jelas rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah
iasi PAD © Kabupaten Pidie Jaya selama’ 5 (lima) tahun terakhir (2009-2013) disajikan
:netapan  dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:
rguhnya. Tabel 3.3
sumber Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan
) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d Tahun 2013 (dalam ribuan)
pajak, 2)
. 1 Jumlah (dalam jutaan) Rata
a alokasi No Uraian Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Tmbuh
Tahun 2009 | Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tabun 2013+ %)
th Pusat 7 2) 3) ) 3) 1) B) (6)
| capalan 7 gz’;‘::ga‘an Asli 4.575.408 4.598.654 8.243.166 9.728.700 | 14.039.505 34,8
igaimana {131.3 | Pajak daerah 1.902.199 72117 3.2895.651 3.50%.131 3,758 327 19,9
1.1.2 | Reuibust daerah 1.080.254 1.123.769 1.850.178 1.921.475 6.910.806 83,2
Hasil pengelclaan
1.1.3 | kekayaan daerah 1.423 171.503 241.835 418.457 783.520 | 3.038,4
yang dipisahkan
N T.1.a | Zakat - - 2.622.067 1.800.000 1.328.626 14,4
Lain-lain pendapatan 5
LIS | o vans sah 1.171.788 1.176.263 2.905.500 2.118.919 1.253.224 19,9
1.2 Dana Perimbangan 287.600,578 | 303.482.881 | 350.404.302 | 374.283.004 | 420.030.848 10,5
*ertumbuhan. Dana bagi hasil
Realisasi (%] | -2-2 | pajak/bagi hasil 18.650.274 | 22.120.108 | 20.303.414 | 18.887.356 | D27.809.406 12,7
bukan pajak
5 1.2.2 | Dana bagi hasil SDA 8.141.953 14.505.654 11.326.407 | 12.061.638 - 9.3
B 1.2.3 %‘;{’;‘)a’d‘as‘ umum 212.543.352 | 231.101.119 | 272.626.771 | 307.809.690 | 350.574.172 13,4
5,52 1.2.4 &Tﬁ alokasi khusus 48.265.000 | 35.756.000 | 46.147.800 | 35.525.310 | 50.647.270 5.7
15,46 1.2.5 | Dana Penguat - - - - - -
6.81 Lain-Lain Pend
-Lain Pendapatan
14,63 1.3 Dacrah Yare, Sup 30.294.800 | 28.383.314 | 81.882.566 | 51.053.411 62.312.392 41,7
10,61 1.3.1 | Hibah - z - - _562.079 25.0
i1 1.3.2 | Dana darurat - - - - - -
12} Bagi hasil pajak dari
1.3.3 | prov. dan dari Pemda - 5.276.443 8.802.324 8.695.364 9.129.208 17,8
lainnya
1.3.4 ’ja”a penycsuaian - -| 47990242 | 18662.683 | 42.621.105 16.8
309_20 13 an otonomi khusus
? Bantuan keuangan
. L35 | dasi prov. Dan Pesmnda - - - - 10.000.000 25,0
lebih atau lainnya **. h
) 1.3.6 | Pendapatan Lainnya 30.294.800 | 23.106.871 | 25.000.000 | 23.695.364 - 30,2
29 Millyar -
Jumlah Pendapatan
per tahun.| A Daerah (1,141 9+1.3) | 322:051.046 | 383.488.536 | 440.530.126 | 426.370.743 | 505.382.747 12,3
. di Sumber: Buppeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.
di audit], *) Realisasi Tahun 2013 (belum di audit) ©oC
2 ) s
arget yang '} Sesuaikan dengan asal sumber bantuan keuangan
Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan dalam kurun waktu lima
aya terus

yut seiring
DAK yang

n tersebut

tahun terakhir (2009 s.d 2013), rata-rata realisasi belanja daerah per tahun

mencapai 98,9%

dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiL.PA) rata-rata

mencapai 2% dari keseluruhan APBK Pidie Jaya setiap tahunnya. Masih

mengalami besarnya SiLPA tersebut menunjukkan kinerja pelaksanaan APBK masih

P —
P ———————

belum optimal.
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3.1.2 Neraca Keuangan Kabupaten Pidie Jaya
Sesuai dengan penjelasan padala'lampiran ‘Permendagri 13 tahun 2006
bahwa Neraca keuangan daerah berisikan informasi mengenai posisi kenangan
berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca
tersebut dikeluarkan sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan. Aset,
kewajiban, dan ekuitas dana mprupakan komponen rekening utama yang
masih dapat dirincikan ke dalam sub rekening sampal level rincian yang lebih
detil. Neraca keuagan daerah merupakan salah satu kesatuan dari laporan ,
keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 1
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 3 |
Neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dilaporkan telah
sesuai dengan Standar Akunta'nsi" Keuangan dan standar Akuntasi

Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

) eTnt e r i

Gambaran Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selama 2

kurun waktu 2009-2012 ‘seperti terlihat pada Tabel 3.4 dan dapat dijelaskan

secara rinci, sebagai berikut:
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! Tabel 3.4
RATA -RATA PERTUMBUHAN NERACA
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009 s.d 2012
Rata-rata
No. Uraian 2009 2010 2011 2012 Pertumbuhan
(%]

ASET 168.806.860 309.765.454 452.204.152 555.713.438 50,79%

1.1, ASET LANCAR 25.654.638 26.503.139 9,737.762 17.578.444 6,86%
1.1.1. | Kas 24.,873.617 23.641.396 7.117.896 13.230.672 3,95%
1.1.2. | Piutang 68.736 92.975 158.420 367.510 79,21%
1.3. | Persediaan 712.285 2.468.768 2.461.446 3.980.262 102,67%
1.2 INVESTASI 1.250.,000 2.250.000 3.250.000 5.000.000 59,43%
1.3. ASET TETAP 141.902.222 280,587.715 438.623.090 532.395.344 58,48%
1.3.1. | Tanah 13.641.699 24.906.229 32.373.449 38.184.385 43,50%
132.2. | Peralatan dan mesin 32,455.652 43.765.579 70.745.609 | 84.345.295 38,57%
1.3.3, | Gedung dan bangunan 21,136.070 36.979.376 62.540.992 91.365.101- 63,39%
1.3.4. | Jalan, irieasi, dan jaringan 55.320.784 82.220.096 128.543.763 165.528.064 44,48%
1.3.5. Aset tetap lainnya 11.028.267 18.927.656 292,334.381 23.382.542 31,44%
1.3.6. | Konstruksi dalam pengerjaan 8.318.750 73.788.779 122.084.896. 129,589,957 286,17%
1.4, ASET LAINNYA - 424,600 593.300 739,650 21,47%
1.4,1. | Tagihan penjualan angsuran - - - - 0,00%
1.4.2. '(Ii‘agihan tuntutan ganti kerugian ) ) i ) 0,00%

aerah

1.4.3. | Kemitraan dengan pihak kedua - - - - 0,00%
1.4.4, Aset tak berwujud - - - 0,00%
1.4,5. | Aset Lain-Lain - 424,600 593.300 739.650 21,47%
JUMLAH ASET DAERAH 309,765.454 452,204,152 555.713.438 22,96%

RPJMK Pidie jaya Tahun 2014-2019 -7
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2. KEWAJIBAN - 4,674.200 1.112.,918 278.019 -50,40%
2.1, KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - 4.674.200 1.112.918 278.019 -50,40%
2.1.1 Utang jangka pendek - 30.687 958.899 124.000 743,03%
2.1.2 Utang perhitungan pihak ketiga 4.634.51 154.019 154,019 -32,23%
2.1.3 Uang muka dari kas daerah - o - - 0,00%
01.4 Bagian L.,a.ncar Utang Jangka Pendek ] I i ) 0,00%
Pokok Pinjaman o
1.5 Bagian L.ar_lcar Utang Jangka Pendek i . i i 0,00%
Bunga Pinjaman
3. EKUITAS DANA 168.806.860 305.061.254 451.091.234 555.435.419 50,57%
3.1 EKUITAS DANA LANCAR 25.654.638 21,828,938 8.624.,842 17.300,425 8,40%
3,1.1. | SILPA | 24.873.617 19.303.544 © 6.963.482 13.076.653 0,49%
3.1.2. Cadangan piutang 68.736 | 92,975 158.420 367.510 79,21%
3.1.3. | Cadangan persediaan 712,285 | 2.468.767 2,461.446 3.980.262 102,67%
3.1.4. | Pendapatan yang Ditangguhkan - 3.239 393 - -62,74%
Dana yang Harus Disediakan untuk e o
3.1.5 Pembayaran Utang Jangka Pendek - {39.687) {958.899) (124.000) 743,03%
3.2. EKUITAS DANA INVESTASI ' 143.152.222 283.262.316 442.466.392 '538.134.994 58,57%
39.1. | Diinvestasikan dalam aset tetap 141.902.222 280.587.716 438.623.092 532.395.344 58,48%
3.2.2. Diinvestasikan dalam aset lainnya - 424.600 593.300 739.650 21,47%
32,3, | Dinvestasikan dalam Investasi Jangka 1.250.000 2.250.000 3.250.000 5.000.000 59,43%
anjang : _
%‘iﬁm KEWAJIBAN DAN EKUITAS 168.806.860 309.765.454 452.204.,152 §55.713.438 50,79%

e T

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan da
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aerah
m neraca keuangan daerah, Aset (kekayaan) Daerah merupakan

yang berisikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan

Eleh pemerintah daerah akibat dari peristiwa masa lalu yang dapat
an manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun

,:_1t di masa mendatang serta keberadaannya dapat diukur dalam

o kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (Tahun 2009-2012),
han rata-rata -Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

50,79% yang teridiri dari Aset Lancar, Investasi, dan Aset Tetap. Ini

an bahwa jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalami

an sebesar -50,79% setiap tahun. Aset Lancar terdiri dari Kas,

Jan Persediaan yang mengalami peningkatan sebesar 6,86% per

vestasi Pemerintah Daerah mengalami peningkatan cukup besar
13% atau sekitar 1 Millyar Rupiah pertahunnya yang merupakan
an Dana Pemerintah Daerah pada Bank Aceh. Begitu juga dengan

p yang mengalami peningkatan sebesar 58,48% pertahunnya. Aset

sebut berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
zasi, dan jaringannya, konstruksi dalam pengerjaan, serta asct
ang merupakan bagian dari kekayaan daerah dimana dipergunakan

:sejahteraan masyarakat dan juga menunjang kelancaran tugas

ithan.

jiban Daerah (Utang)
vajiban daerah adalah utang daerah yang timbul akibat peristiwa

u yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar surnber daya
pemerintah daerah. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek

nrannya < 12 bulan) dan kewajiban jangka panjang (pembayarannya

an).
wajiban (Utang) Kabupaten Pidie Jaya terus mengalami penurunan.

ebut ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata kewajiban yang

:besar -50,40%. Utang jangka pendek Kabupaten Pidie Jaya rata-rata

. thannya mengalami peningkatan sebesar 743,03%. Utang tersebut

kibat ada sejumlah dana yang belum dibayarkan pada pihak ke-3 dari

asa yang telah diberikan kepada pemerintah daerah. Kewajiban

sendek juga timbul akibat sisa dana tunjangan profesi guru dan

o
S penghasilan guru. Sedangkan utang kepada pihak ke-3 merupakan
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kewajiban berupa PPh 21, PPh 23, dan PPN yang belum dilaporkan, serta

kewajiban kepada rekanan lainnya yang harus dilunasi.

c. Equitas dana Investasi Daerah .-
Equitas dana investasi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah yang terdiri dari:

1. Equitas dana lancar, yang merupakan selisih antara aset lancar dengan
jumlah nilai utang lancar yang terdiri dari sisa kas pada kas daerah
(SiLPA) dan sisa kas pada bendahara pengeluaran ditambah dengan
cadangan piutang dan persediaan dikurangi dengan utang lancar yaitu
utang jangka pendek. '

2. Equitas dana investasi, merupakan jumlah mnilai investasi jangka
panjang, investasi aset te‘tap dan aset tetap lainya yang dikurangkan
dengan kewajiban jangka panjang.

3. Equitas dana cadangan, merupakan akumulasi dana yang disisthkan
dalam dana cadangan pada asct lainnya guna membiayai kegiatan yang
tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Equitas dana investasi Kabupaten Pidie Jaya mengalami peningkatan

dengan rata-rata perturnbuhan sebesar 58,57%.

3.2. Kebijakan Pengelolaah Keuangan Masa Lalu

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan  bahwa
perimbangan keuangan pusat dan daerah bertujuan untuk melaksanakan
desentralisasi fiskal. Hal tersebut mengandung makna bahwa kepala daerah
(Bupati) diberikan kewenangan dan kebijakan untuk memanfaatkan sumber
keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah.

Penyusunan APBK Pidie Jaya selama ini didasarkan pada pendekatan
kinerja yang mengutamakan keluaran (output), hasil (outcome) dan manfaat
(benefit) yang dirasakan dari 'setia;p alokasi biaya yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah daerah dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi,

akuntabel, disiplin, adil, efektif dan efisien.

Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Pidie Jaya dimasa lalu
dapat dijelaskan pada 3 (tiga) komponen utama dalam struktur APBK yaitu
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penekanan

terhadap optimalisasi pendapatan daerah terutama sekali pada pos

RPJMK Pidie jaya Tahun 2014-2019 I11-10
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pendapatan asli daerah [PAD‘). Disamping itu Pemerintah Kabupaten Pidie

Jaya terus memperbaruhi data-data dan informasi terbaru yang merupakan

persyaratan dalam perhitungan dalam memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat, serta menciptakan

program-program yang dapat mengungkit ekonomi rakyat.

Sejalan dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat telah memberikan
kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan ddlam pemungutan pajak dan
retrebusi (tax assignment) kepada daerah, selanjutnya memberikan dana bagi
hasil penerimaan (revenue éharing), serta memberikan bantuan. keuangan
(grant) atau dikenal dengan dana perimbangan kepada daerah.

Beberapa strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam upaya
peningkatan" Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie Jaya selama ini
diantaranya adalah sebagal berikut: |

e Melakukan perluasan sumber-sumber (objek) PAD yang produktif serta
efisiensi belanja perasional permungutannya.
e Memperhitungkan potensi PAD secara maksimal dengan proses

pengkajian dan analisis.

e Pembuatan Qanun-Qanun tentang sumber-sumber pemanfaatan PAD
dan melakukan

e Menerbitkan Peraturan Bupati tentang tarif dan teknis pemungutan PAD
vang mudah dilaksanakan. -

« Pelakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemungutan PAD agar
penerimaanya maksimal dan terhindar dari penyelewengan.

= Melakukan hubungan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor yang

terkait dengan PAD.

e« Melakukan database wajib pajak dan retribusi yang handal dan akurat.

Penekanan selanjutnya pada pos belanja daerah dan pembiyaan daerah
yang lebih tepat, serta efektif dan efesien dalam penggunaannya. Terutama
sekali untuk membiayai. program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dimasa lalu.

3.2.1. Proporsi Pengunaan Anggaran

Proporsi anggaran untuk kebutuhan pembangunan Kabupaten Pidie
Jaye‘l masih relatif kurang jika dibandingkan kebutuhan anggaran untuk
belanja aparatur. '

m
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Tabel 3.5 memperlihatkan komposisi belanja aparatur yang
dibandingkan dengan total belanja pembangunan dalam struktur APBK Pidie
Jaya dari tahun 2009-2013 sebagai berikut:

_ Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2013

o e | AP | percntas
No. Uralan keblf } aparatur Pembiayaan kebutuhan
(Rp) Pengeluaran) (Rp) aparatur

1 T.A 2009 178.229.729.426 141.407.518.468 55,76
2 T.4 2010 - 210.444.183.603 177.614.425.290 54,23
3 T.A 2011 224.965.490.561 227.863.596.719 49,68
4 T.A 2012 . 213.693.755.832 204.575.486.352 51,09
5 T.A 2013* 287.692.112.332 204.943.584.963 58,40
!. Rata-rata 223.005.054.351 191.280.922.358 53,82

Sumber : Bappeda, Data diolah (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Th. 2009-2012)

*) Realisasi Tahun 2013 (belum di audit)

Tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata belanja untuk memenuhi
kebutuhan aparatur sejak 5 (lima) tahun terekhir berkisar 53,82% dari total
rata-rata belanja daerah sebesar Rp. 414.285.976.709,- per tahun. Hal ni
menunjukkan bahwa porsi alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan
aparatur jauh lebih besar persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja
untuk kebutuhan pembangunan kepentingan masyarakat. Hal ini terjadi
karena kemampuan APBK Pidie Jaya masih sangat rendah sehingga dana
APBK besar penggunaannya untuk kebutuhan alokasi dasar (PNS Daerah).

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang
diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan atas kepentingan
masyarakat dan pelayanan publik, masih kurang dari setengah total belanja
daerah atau hanya rata-rata 46,12% setiap tahunnya. Pembiayaan untuk
aparatur daerah dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi

pemerintahan sebagali fasilitator pembangunan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Sejak tahun 2009-2013, Pembiayaan Daerah terlihat adanya fluktuatif.
Surplus/Defisit riil anggaran Kabupaten' Pidie Jaya yang diperlihatkan pada
Tabel 3.6. Adanya peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2013
meskipun ada defisit pada tahun 2010 dan 2011. Peningkatan surplus
anggaran daerah tersebut menunjukkan bahwa pendapatan dan belanja

masih sangat stabil, serta pelaksanaan APBK yang realisasinya sudah
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maksimal. Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama,
hanya mengandalkan penerimaan dari SiLPA tahun sebelumnya. Apabila
belanja dan pengeluaran daerah terus meningkat disertai dengan tingginya
serapan anggaran sementara sumber pendapatan daerah tidak mengalami
peningkatan yang signifikan maka tahun-tahun kedepan dikawatirkan
keuangan daerah akan mengalami defisit. Keadaan ini mencerminkan
pengolaan keuangan daerah yang belum memuaskan.

Tabel 3.6 berikut ini memperlihatkan adanya fluktuatif surplus/defisit
anggaran Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2009 s.d 2013.

: Tabel 3.6
Defisit/Surpius Riil Anggaran Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2009-2013 (dalam ribuanj

B o Urai 2009 2010 2011 2012 2013*
o N ratan (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
| Realisasi ' _
1. | Pendapatan 322.051.046 383.488.536 440.530.126 426.370.743 | 505.382.747
Daerah .
Dikurangi Realisasi :
2. | Belanja Daerah | 319.637.247 388.058.608 452.829.087 418.269.242 | 492.635.697
Pengeluaran
3. | Pembiayaan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.600.000
Daerah
gielﬁs't/ Surplus 1.413.799 (5.570.072) |  (13.298.961) 7.101.501 | 11.747.050

Sumber : Bappeda, Diolah (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Th, 2009-2012)
* DPPKAD Kab. Pidie Jaya Tahun 2014 (belum di audit)

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menganggarkan dalam APBK
berupa dana penyertaan modal pemerintah kabupaten sebesar 1 Millyar
Rupiah setiap tahunnnya, yang ditempatkan pada Bank Aceh. Dana tersebut
menjadi pengeluaran pembiayaan pemerintah dimana dapat ditarik kembali
sewaktu-waktu diperlukan. Hasil yang diperoleh melalui kebijakan tersebut,
berupa penerimaan bunga investasl yang menjadi PAD dalam bentuk lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menjelaskan bahwa adanya keterkaitan antara

pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait

if. dengan pembelanjaan pada katagori kewsdjiban (utang) atau pengeluaraan
la pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dalam struktur APBK Pidie Jaya
13

mengacu Standar Akuntasi Pemerintah sebagai mana teleh diatur dalam PP.
us No. 71 Tahun 2010.
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3.3.1. Analisis Pengelu
Utama

periodik yang wajl
perioritas utama daerah. yang dibebankan
khir 2010 s.d 2013, pengeluaran priodi
aya memperlihatkan kondisi

Sejak 4 (empat) tahun tera

mengikat

seperti berikut:

Kabupaten Pi

Analisis pengeluaran periodi

serta prioritas utama Kabupaten Pidie J

Tabel 3.7
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Men
die Jaya Tahun 2010

b dan mengikat, serta pengeluaran peri
kepada keuangan daerah (APBK).

aran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas

k dimaksud untuk menganalisis belanja

odik yang menjadi

k, wajib dan

gikat serta Prioritas Utama

s.d 2013 (dalam ribuan)

No

Uraian

2010 1

2011

2012

2013*

(Rp)

(Rp}

{Rp)

(Rp)

Laju
Fertumbh.
(%)

Belarnja Tidak
Langsung

181.504.247

204.782.090

249.541.575

262.503.861

44 .63

Belanja Gaji dan
Tunjangan

160,155.097

182,451,740

223.177.986

238.880.262

12,29

Belanja Bagi Hasil
kepada
Provinsi/Kabupaten/
kota dan Pemerintah
Desa

Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/
kota dan Pemerintah
Desa

21.349.150

22.330.350

26.363.589

23.623.599

4,09 J

Belanja Langsung

62.315.562

86.727.979

89.721.060

102.843.060

16,26

Belanja Pegawai

11.898.765

14.113.239

13.903.659

21.521.744

20,22

Belanja Barang dan
“Jasa

50.416.797

72.614.740

75.817.401

81.321.316

15,32

Pengeluaran
Pembiayaan

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0,00

Pembentukan Dana
Cadangan

0,00

Pcnycriaan Modal
Pemerintah

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0,00

Pembayaran Pokok
Utang

TOTAL (A+B+C}

244.819.809

292.510,069

340.262.625

366.346.921

14,49

periodik, wajib
14,49%.

dikeluarkan oleh Pemer

Sumber : Bappeda, Diclah (Pertanggungjawaban Pel
« PbPPKAD Tahun 2014 (belum di audit)

Tabel diatas menjelaskan bahwa rata-

Hal tersebut menjelaskan

intah Pidie Jaya untuk keperlua

dan mengikat serta prioritas Kabupa
bahwa rata-rata belanja daerah yang

selama satu periode anggaran mencapai

14,49% atau Rp. 40.509.037.000,-.

RPJMK Pidie faya Tahun 2014-2019

aksanaan APBK Th. 2009-2012)

rata pertumbuhan pengeluaran

ten Pidie Jaya mencapai

an utama (pokoK)

rata-rata pertumbuhan sebesar




3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kondisi pengelolaan keuangan Kabupaten Pidie Jaya pada masa lalu
dapat menjadi acuan dalamm proyeksi pendanaan dimasa akan datang.
Perhitungan kerangka peridanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil
kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan
hingga tahun 2018 mendatang sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan. Peningkatan kapasitas rill kemampuan keuangan terhadap total
pendapatan terjadi karena adanya penambahan pendapatan yang lebih besar
daripada peningkatan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan
mengikat serta prioritas utama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pidie Jaya setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai
berikut:

. Tabel 3.8 .
Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah
Pada Kurun Tahun 2014 s.d 2018 (dalam ribuan)

i ' Proyeksi

Uraian

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

{Rp)

Pendapatan

602.517.407

626.618.103

654.917.600

681.200.539

710.754.028

Pencairan dana
cadangan (sesuai
Perda)

Ul Lo g

Sisa Lebih Rill
Perhitungan
Anggaran

3.708.915

3.797.272

3.885.465

3.985.400

3.997.264

Total
Penerimaan

606.226.322

630.415.375

658.803.065

685.185.939

714.751.292

Dikurangt:

Belanja dan
Pengeluaran
Pembiayaan yang
Wajib dan
Mengikal serta
Prioritas Utama

378.869.803

' 396.972.415

414.162.198

432.374.221

455.413.883

Kapasitas Rill
kemampuan
keuangan

227.356.519

233.442.960

244.640.867

252.811.718

259.337.409

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

-;fa'DE:'l 3.7 dapal dijelaskan bahwa proyeksi kapasitas il kemampuan
keuangan Kabupaten Pidie Jaya untuk 5 (lima) Tahun ke depan hingga
berakhirnya masa berlaku RPJMK tahun 2014-2019, diproyeksikan akan
mengalami pertumbuhan rata-rata positif sebesar 3,35% atau sekitar 7.99
Millyar Rupiah per tahun.

« Peningkatan penerimaan yang terjadi sangat dipengaruhi adanya

penerimaan daerah dari transfer dana otonomi khusus (Otsus) pemerintah

Provinsi Aceh yang masuk dalam kas daerah sejak tahun 2014 sesuai dengan

RPIMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019
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Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Cara Pengalokasian TDBH Migas

D T o

dan Penggunaan Dana Otsus. Disamping itu adanya peningkatan penerimaan

dana perimbangan dari pemerintah pusat setiap tahunnya. Dengan adanya

tren positif kapasitas rill kemampuan keuangan daerah maka dapat

memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk
melaksanakan program-program prioritas dalam mewujudkan masyarakat

yvang lebih makmur dan mandiri.

. Berikut adalah rencana 'penggunaan kapasitas rill kemampuan
keuangan Kabupaten Pidie Jaya 5 (lima) tahun ke depan terlihat dalam Tabel
3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
o Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan
LI Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2018 (dalam ribuan)

. . Proyekst
No Uraian

3 e s

2014 2015 | 2016 2017 2018

Kapasitas rill
I kemampuan 227.356.519 233.442.960 244,640.867 252.811.718 259.337.409
keuangan

| Rencana alokasi
I ' pengeluaran

' prioritas |

ll.a | Belanja Lanpgsung 112.781.990 121.865.492 128.075.540 133.120.675 145.778.540

L Pembentukan dana
! L.t - - -
cadangan
Dikurangi
Belanja langsung
N | ¥ang wajib dan 25.890.455 31.456.543 45.072.267 52.750.935 58,907 540
mengikat serta

[ prioritas utama
[ Pengeluaran
pembiayaan yang
I1.d | wajib mengikat - - - - -
serta prioritas
utama

Total rencana
1y pengeluaran 36.891.535 90.408.949 B3.003.273 80.369.740 86.871.000
prioritas 1

Sisa kapasitas rill
kemampuan
keuangan daerah
setelah menghitung 140.464.984 143.034.011 161.637.594 172,441,978 172.466.409
alokasi
pengeluaran
prioritas [ (i-7l]

Rencana alokasi
pengeluaran 81.352.050 86.710.775 91.201.332 95.455.030 99.067.450
prioritas 11
M.a Felanja tidak

| angsung
Dikurangi:
Belanja tidak
langsung yang
IIl.b | wajib dan mengikat 185.034.320 140.446.452 129.221.915 126.769.175 133.537.440
serta prioritas
utama SKPK
Total rencana
pengeluaran 136.800.240 1239.023.980 157.249.590 167.429.970 167.060.010
prioritas II {Ill.a-

IIL.bj |

271.834.560 283.470.432 290.771.905 298.799.145 305.597.450
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Total Rencana
Pengeluaran

Prioritas II1 3.659.000 3.998.040 4.369.075 4.978.267 5.339.746
{Belanja Tidak
Lansung)

Surplus anggaran
rill atan berimbang 5.744 ) 11.991 18.529 33.741 66.653
(L-TE-TY

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 (data diolah)
Tabel 3.9 dapat dijelaskan bahwa total proyeksi Dana Kapasitas Rill

Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Jumlah pagu
indikatif rata-rata sebesar 243.5 Millyar per tahun. Dana tersebut diproyeksi
untuk dialokasikan kepada pembiayaan program-program yang menjadi
prioritas utama daerah dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah 5
(lima) tahun ke depan. - .

Total pengeluaran rata-rata yang diproyeksikan untuk pembiayaan
prioritas [ Kabupaten Pidie Jaya 2014 s.d 2018 berjumlah 85,5 Millyar per
tahun, diperuntukkan un-tuk program/kegiatan sektor pendidikan, kesehatan,
dan sektor lain yang memiliki manfaat tinggi bagi masyarakat. Pembiayaan
prioritas Il diproyeksikan rata-rata 153,5 Millyar per tahun, di peruntukkan
untuk membiayai program/kegiatan unggulan di SKPK sesuai bidang urusan.
Sedangkan Prioritas III diproyeksikan rata-rata 4,4 Millyar per tahuan,
diperuntukkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti tambahan
penghasilan PNS, belanja hibah, bansos dll.

Lampiran III Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD menjelaskan bahwa
program/kegiatan dapat dipisahkan menjadi prioritas I, 1I, dan 1II, dimana
prioritas | mendapat prioritas utama sebelum Prioritas II dan HI. Lebih lanjut
adalah sebagai berikut:

1. Prioritas I, Merupakan program pembangunan daerah dengan tema
atau program pembangunan menjadi unggulan (dedicated) Kepala
daerah sebagaimana diamanatkan ‘dalam RPJMD Pidie Jaya,
amanat/kebijakan Provinsi dan Nasional vyang definitif harus
dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencanas, termasuk untuk
prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesechatan
sebesar 10% (sepuluh persen).

Selain itu program prioritas [ berhubungan langsung dengan

kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki

kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas

‘pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan

Misi kepala daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi
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5 Prioritas 1I, merupakan program prioritas di tingkat SKPK yang i

dengan ketentuan peraturan

prioritas belanja yang wajib sesuai

i b ———— iR e e
3
e

perundang-undangan. b

merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak
luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai
dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan
layanan dasar serta tugas dan fungéi SKPK termasuk peningkatan
kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

3. Prioritas Iil, merupakan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti:
tambahan penghasilan’ PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial
organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak
terduga. Pengalokasian dana pada prioritas 1T baru akan dipenuhi

setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019
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BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation”
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan
kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan
Kabupaten Pidie Jaya pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum
didayagunakan secara opﬁmél, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang
tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pembangunan akan mengidentifikasi

berbagai faktor vyang merﬁpengamhi keberhasilan/kegagalan . kinerja
pembangunan daerah di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis
lingkungan internal maupun eksternal dan dengan mempertimbangkan
masukan dari SKPK. Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi
menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas
sesuai platform Bupati. Permasalahan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya
diurajkan menurut urusan pemerintahan daerah yang dianggap memiliki
pengaruh kuat terhadap munculnya permasalahan pada urusan lainnya.
Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang ada dapat dipetakan dalam
berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi
kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, sehingga
dapat ditentukan isu-isu strategis yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPIJMK)} Pidie Jaya untuk
periode 2014-2019.

Sebagai daerah hasil pemekaran baru dan masih termasuk sebagai
salah satu Kabupaten Tertinggé] di Indonesia dan di Aceh khususnya, maka
telah sewajarnya seluruh permasalahan pembangunan daerah yang terjadi
menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk dapat dicari solusinya.
Berdasarkan hasil analisis data yang bersumber dari BPS menunjukkan
bahwa Kabupaten Pidie Jaya memiliki permasalahan dan isu startegis yang
cukup serius yang perlu penanganan yang tepat dan berkelanjutan.
Sehingga tingkat kescjahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya bisa
lebih meningkat dan kabu}ﬁaten ini mampu mensejajarkan diri dengan
kabupaten-kabupaten lain yang lebih maju. Adapun permasalahan dan isu

strategis yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya adalah:

T
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Angka kemiskinan masih tinggi;

Infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat belum optimal;
Belum optimalnya pemanfaatan potensi PAD;
Kualitas pendidikan yang masih rendah;

Tingkat pelayanan kesehatan masih rendah;

o Wb

Kecenderungan meningkatnya perilaku yang tidak sesual dengan
Syariat Islam,;

Belum optimalnya sistem pengelolaan pemerintahan yang baik;

N

Pengembangan industri'kecil dan menengah relatif rendah; dan
9. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran pembangunan

daerah yang proporsional dan berbasis perlinduhgan sosial.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis
SWOT melalui pembahasan bersama dan musyawarah yang melibatkan
perwakilan seluruh perﬁangku kepentingan. Hasil dari musyawarah
tersebut diperoleh kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang harus
dipertimbangkan dalam membangun Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima)

tahun ke depan, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut.

4.2.1. Analisis SWOT
4.2.1.1. Kekuatan {Strong)

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung terhadap

pembangunan daerah;

2. Adanya komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan

perdamaian;

3. Pola kehidupan sosial budaya (social culture) masyarakat Kabupaten

Pidie Java yang Islami dengan penerapan Syariat Islam;

4. Letak geografis daerah yang strategis dengan akses yang relatif

mudah;

5. Adanya  potensi pertumbuhan  kawasan ekonomi  wilayah

barat/Bandar Baru, wilayah tengah/Meureudu, dan wilayah

tirnur/Bandar Dua;
6. Potensi sumber daya alam yang tersedia;
7. Potensi sumber daya manusia yang cukup handal; dan

8. Adanya lembaga-lembaga pendidikan formal dan nonformal.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 -2




;" 4.2.1.2. Kelemahan (Weakness)
L

n

e R

1.

10.

12.

Belum efektifnya pelaksanaan regulasi peraturan dan perundang-
undangan serta kebijakan lainnya; .

Tingkat disiplin aparatur masih rendah;

Lemahnya etos kerja kalangan masyarakat;

Rendahnya tingkat produktifitas dan nilai tambah komoditas
sumberdaya alam daerah;

Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah;

Masih rendahnya kreatifitas dan pengembangan kepemudaan;
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
Masih kurangnya profesionalisme aparatur pemerintahan daerah;
Pengembangan ckonomi lokal masyarakat yang belum didukung
oleh akses pasar; ‘

Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya energi;

Infrastruktur (jalan, irigasi, dan jembatan) belum memadai; dan
Adanya - ketimpangan distribusi pendapatan masih relatif tinggi

dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

4.2.1.3. Peluang (Opportunity)

Adanya partisipasi lembaga non pemerintah dalam upaya
peningkatan kinerja pemerintahan;

Adanya minat investor untuk berinvestasi;

Sebagat wilayah yang menjadi arus distribusi barang dan jasa;
Adanya komitmen. pemerintah terhadap pencapaian target MDGs
dan keberlanjutan kerjasama dengan masyarakat internasional;
Adanya sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Aceh dan bantuan luar Negeri;

Adanya program jaminan keschatan bagi masyarakat (universal
coverage);

Telah ditetapkan kawasan strategis yang terintegrasi dalam tata
ruang wilayah;

Adanya upaya pengembangan ekonomi berbasis syariah; dan

Adanya potensi sumberdaya daerah yang dapat dikembangkan

khususnya komoditi unggulan.

Pt et e et ————— et et
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4.2.1.4. Ancaman (Threat)
1. Adanya berbagai kebijakan nasional dan internasional yang tidak
sesuai dengan kesiapan daerah;
2. Pengembangan globalisasi dan elaborasi budaya asing yang negatif;

3. Instabilitas perekonomian global;

4. Meningkétnya degradasi sosial dan budaya dalam tatanan kehidupan

tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman;

o
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5. Terjadinya alih- fungsi Jahan produktif dan tingginya gangguan hama

dan penyakit tanaman;
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6. Masih adanya wilayah rawan bencana;

N

Pengekplorasian sumber daya alam secara illegal;

8. Persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

4.2.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya 2014-2019

Berdasarkan analisis SWOT di atas maka yang menjadi isu strategis
pembangunan Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima) tahun ke depan (2014-
2019) adalah sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan masih tinggi,-hal itu dapat dilihat dari rata-rata

Provinsi Aceh dan Nasional. Posisi sekarang, Angka kemiskinan di

Pidie Jaya tahun 2012 sebesar 24,43 persen, berada pada peringkat

kedua terbawah Se-Aceh. Sedangkan Provinsi dan Nasional masing-

masing 19,48 dan 12,36 persen. Berdasarkan indeks kedalaman

kemiskinan Kabupaten ‘Pidie Jaya sekitar 3,72, hal ini menunjukkan
kondisi vang masih lebih buruk dari Nasional {1,90) dan Propinsi
(3,07). Kedalaman kemiskinan di Pidie Jaya berada pada tingkat
tertinggi kelima di Propinsi Aceh, schingga tingkat kemampuan

masyarakat miskin dalam memenubhi kebutuhan minimum masih

lebih buruk dari beberapa Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh. Jika
dilihat dari Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya tahun
2012 sebesar 0,92 lebih buruk dari capaian indeks keparahan
kemiskinan Propinsi (0,83) dan capaian indeks keparahan kemiskinan

Nasional (0,48). Hal ini merupakan sesuatu yang cukup ironis jika

dilihat dari potensi ekonomi dan sumberdaya alam serta sumber daya
manusia yang ada di Pidie Jaya. Namun demikian bila dilihat dari
grafik kemiskinan dari tahun 2007 s.d 2012 maka kemiskinan Pidie
Jaya terus mengalami penurunan seperti ditunjukan dalam grafik 3.1

berikut ini:

77t e e £ e e e et
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Grafik 5.1
Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya
terhadap Propinsi dan Nasional
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Berdasarkan hasil analisis menunjukkan faktor utama kemiskinan
disebabkan oleh faktor struktural, yaitu sistemn pengelolaan
pembangunan dan pembinaan masyarakat belum tepat sasaran serta
belum berbasis kepada kebutuhan dalamm menjawab penyebab
kemiskinan, dan faktor kultural yaitu pola hidup dan perilaku hidup
yang belum sesuai dengan pola hidup sehat, rendahnya etos kerja dan
ketergantungan terhadap bantuan orang lain.

2. Infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat belum
optimal, hampir 35% irigasi belum manipu memberikan kontribusi air

B terhadap sektor pertanian disebabkan rusak terutama di kecamatan
Trienggadeng dan Panteraja. Sumber daya air yang berlimpah belum
mampu dimanfaatkan secara optimal. Ini menyebabkan Indek
Penanaman (IP) Pidie Jaya yang seharusnya 200 per tahun, namun
hanya berkisar 170 per tahun. Sedangkan pada sektor perkebunan,
masih minimnya jalan produksi menuju ke perkebunan rakyat dan
banyaknya perkebunan yang kembali menjadi hutan karena
minimnya perawatan dan perhatian pemerintah. Infrastruktur jalan
yang masih belum terealisasi keberbagai pelosok serta kualitas
pembangunan jalan yang rendah dan cepat rusak. Hasil produksi
perkebunan rakyat tidak dapat terangkut dan terjual dengan cepat.
Hal ini sangat mempengaruhi arus percepatan ekonomi masyarakat
dan infrastruktur ekonomi lainnya. Begitu juga dengan sektor
perikanan yang selama ini belum tergarap dengan baik.

3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Pendapatan Asli Daerah

(PAD), perkembangan PAD ril Pidie Jaya setiap tahunnya hanya
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berkisar 3 persen atau sekitar 12 Milliar Rupiah dari total penerimaan

daerah. Hal ini tidak berbanding lurus dengan kebutuhan

pembangunan dan kemampuan APBK Pidie Jaya hanya berjumlah Rp.

434 Milliar Rupiah. Jumlah ini sangat Kkecil untuk proses

pembangunan daerah. Jika digali dan dikelola dengan baik, sumber

potensi PAD sangat memungkinkah terus ditingkatkan. Hal tersebut

dapat diperoleh dari kontribusi sektor pertanian khusunya padi yang

setiap tahun surplus dan diolah diluar daerah. Sektor perikanan yang

belum dapat memberikan nilai tambah melalui pengelolaan teknologi.

Disamping itu, kontribusi PAD dapat diperoleh dari pemanfaatan

sumberdaya alam ecksplorasi galian C, yang selama ini masih ada

galian C yang illegal. Penguatan pengelolaan persampahan secara baik

melalui kualitas pelayanan sampah sehingga kontribusi jasa sampah

terhadap PAD memperoleh apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Jika
dilihat dari banyaknya sampah perhari denganvrata—rata 1-2,5 ton,

maka untuk itu perlu sistem pengelolaan sampah dilakukan secara
profesional. ~ Faktor lain penyebab rendahnya PAD yaitu masih
minimnya kesadarau; masyarakat untuk membayar pada objek-objek
yang menjadi PAD dan kurangnya peraturan-peraturan yang mengatur
sistem dan tatacara pemungutan PAD yang lebih operasional.

Kualitas pendidikan yang masih rendah, hal itu ditandai dengan
masih rendahnya angka kuali;as Julusan siswa yang rata-rata masih
berkisar 5,64 angka kelulusan mencapai 98,54 persen tahun 2012,
Sedangkan dan angka siswa yang melanjutkan pendidikan yang lebih
tinggi khususnya kepeguruan tinggi negeri yaitu sekitar 12,34 persen
dari total lulusan. Semua kondisi tersebut disebabkan masih
rendahnya sumberdaya pengajar, dimana hasil test kompetensi guru
di Pidie Jaya dari 320 orang yang mengikuti hanya sebesar 11,56
persen yang dinyatakan lulus, tingkat kualifikasi pendidikan masih
perlu ditingkatkan, karena mayoritas' tenaga pendidik masih ada di
bawah strata 1, di samping masih keterbatasan penyediaan fasilitas
pendukung pendidikan serta rendahnya kedisiplinan tenaga pengajar.
Angka Melek huruf hanya sebesar 94,92 persen tahun 2011, angka
lama bersekolah pada tahun 2011 masih sebesar 8,82 tahun, hal ini
menunjukan masih ada anak yang putus sekolah pada usia wajib

belajar sembilan tahun, angka partisipasi murni pada tahun 2011
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untuk tingkat SD/MI sebesar 97,53 persen, SMP/MTs sebesar 85,29
persen dan SMA/MA sebesar 76,11 persen. ' -

5. Tingkat pelayanan kesehatan masih rendah, hal itu dapat dilihat
dari keluhan masyarakat tcfhadap sistern manajemen pelayanan
keschatan di Pidie Jaya, baik ditingkat desa hingga di kabupaten.

. Perkembangan pembangunan dari indikator makro sektor kesehatan

. menunjukkan bahwa pada tahun 2011, angka kelangsungan hidup

bayi sebesar 98,21 persen, angka kematian bayi sebesar 1,23 persen,

angka balita gizi buruk per 1.000 sebesar 15 persen, angka

kebutuhan dokter berdasarkan penduduk sebesar 1 : 8.250,

sedangkan angka harapan hidup sudah mencapai 69,25 tahun. -

Kondisi ini disebabkan karena -peran tenaga medis yang belum

maksimal dan minimnya sarana dan prasarana untuk pelayanan

kesehatan. Terbatasnya tenaga dokter khususnya dokter spesialis,
diperburuk dengan sistem distribusi tenaga medis yang masih kurang
proporsional dan tepat. Di samping itu belum selesainya infrastruktur
pendukung Rumah Sakit Rujukan, hal itu membuat masyarakat Pidie

Jaya harus memperoleh pelayanan kesehatan keluar daerah.

\
|
|
‘ : 6. Kecenderungan meningkatnya yang tidak sesuai dengan Syariat
Islam, hal ini sangat mempengaruhi keberlangsungan dan
keberlanjutan cita-cita pembangunan. Berdasarkan data dari Badan
| Kesatuan Bangsa Dan Politik Pidie Jaya tahun 2009-2011
menunjukkan angka masyarakat terlibat narkoba sebanyak 662
kasus, tindak kekerasan terhadap perempuan sebanyak 385 kasus,
kasus pembunuhan 64 kasus dan kasusu lainnya. Kondisi ini
- disebabkan karena kurangnya keterlibatan dan peran serta ulama
, dalam pembangunaﬁ. Disamping itu juga ada masih adanya kasus-
kasus pelanggar syariat yang terjadi dilingkungan masyarakat. Kasus
yang paling tinggi terjadi pada jenis kasus khalwat sebanyak 26 kasus
dari tahun 2011-2013. Kondisi ini disebabkan peran penyelenggaraan
pendidikan keagamaan belum berjalan secara optimal baik dilembaga
formal maupun non formal. . 5
7. Belum optimalnya sistem pengelolaan pemerintahan yang baijk, hal
ini ditunjukkan oleh masih lemahnya sistem penempatan épa_ratur
yang proporsional dan profesional (the right man and the right place).
Masih  sedikit aparatur yang telah memperoleh sertifikat

kepemimpinan atau PIM 1I berjumlah baru 2 Orang, PIM III

%
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berjumlah 7 orang dan PIM IV berjumiah 14 orang. Berdasarkan
ketentuan perundang-undangan aparatur, setiap aparatur yang

menduduki jabatan struktural eselon harus memperoleh dan atau

memiliki sertifikasi pendidikan perjenjangan aparatur sesuai eselon

yang didudukinya. Jika. dilihat dari seluruh pegawal, maka baru 0,62

persen yang baru memperoleh pendidikan perjenjangan atau sekitar

4,42 persen dari seluruh pejabat st_ruktural yang ada serta masih

terdapat aparatur -yang-_bekerja bukan berdasarkan bidang tugasnya.

Sistem penataan aset daerah belum berjalannya sesual dengan

ketentuan perundangan—undangan yang berlaku, belum optimalnya

sistenn pengelolaan yang belum berbasis kinerja yang berdampak

kepada pemborosan anggaran daerah. Kondisi ini juga berdampak
kepada tidak efektif dan eﬁsiénnya pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi yang lebih boros dan tidak mengacu kepada anggaran
berbasis kinerja. Jika dilibat dari pengelolaan keuangar, hanya pada
tahun 2009 Pemerintah pidie Jaya 'pernah memperoleh penghargaan

Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dan selanjutnya dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2013 penghargaan tersebut tidak pernah
diperoleh lagi. Pada kontes pelayanan, pemerintah Pidie Jaya telah
menerapkan sistem pelayanan terpadu di setiap Kecamatan, itu pun
belum berjalan secara optimal, sistem perizinan satu pintu telah
dilaksanakan, namun belum berjalan secara prima akibat faktor
aparatur dan fasilitas pendukung yang, belum tersedia. Dengan
demikian periu pembenahan secz;ra menyeluruh dan berkelanjutan
sehingga dapat menciptakan “Good Governance” dengan kondisi
pemerintahan yang tertata, bersih, transparan, akuntabilitas, adil
serta bertanggung jawab.

Pengembangan industri kecil dan menengah relatif rendah.
Penguatan ekonomi masyarakat dapat dilakﬁkan melalui penguatan
sektor ril yaitu pengembangan industri kecil dan UMKM. Sebagai
wilayah kecil dengan kondisi sumber daya alam yang cukup memadai,
perlu penguatan dan pengembangan nilai tambah melalul penguatan
industri dan UMKM. Jika ini dapat tumbuh dan berkembang akan
berdampak kepada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
masyarakat, apalagi didukung dengan pengembangan dan perbakan

iklim jnvestasi. Jika dilihat dari pertumbuhan UMKM dari tahun 2009

sampai 2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM cukup




signifikan, dimana pada tahun 2009.jumlahnya hanya 210 UMKM,
bertambah menjadi 1.470 UMKM pada tahun 2013. Namun

ey pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan penguatan fiskal daerah
| sehingga perlu peningkatan usaha yang lebih kondusif dengan
penguatan kemitraan melalui pelibatan sektor swasta baik lokal,
nasional, atau internaéional. Keberhasilan industri kecil dan UMKM
melalui pelibatan investasi akan lebih efektif dengan birokrasi yang
tidak mempersulit investasi terutama pada sektor-sektor yang
bergerak dalam bidang industri pertanian dan pengolahan serta
industri kreatif lainnya.

O. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran pembangunan

daerah yang proporsional dan berbasis perlindungan sosial. Dalam
rangka penguatan pemberdayaan dan peran serta Kkelompok
perempuan dalam pembangunan harus ditkuti melalui kebijakan
perencanaan dan penetapan anggaran yang proporsional, dan
kebijjakan berbasil perlindungan sosial terhadap keloﬁ]pok rentan
(anak-anak, penyéndang keterbelakangan (disabilitas), lansia, dan
PMKS). Prinsip dasar pembangunan adalah membangunan manusia
seutuhnya tanpa diskriminatif sektoral, sumberdaya dan kewilayahan.
Dengan demikian perlu pembenahan yang mendasar dan menyeluruh
terhadap sistem perencanaan tersebut agar proporsionalitas anggaran
dapat diperlakukan secara sama baik pada masalah pendidikan,

kesehatan, ekonomi dan hak-hak hidup lainnya.

Wm
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BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang.—Undané Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005
menyebutkan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih wajib
menjabarkan Visi dan Misin_yalke dalam RPJM Daerah dan menyesuaikarinya
dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi dimana ia
berada. Sehubungan dengan hal tersebut, dan dalam rangka memenuhi
semua ketentuan yang diamanatkan di dalam peraturan perundangan yang
berlaku, maka penyajian dan penjabaran Visi dan Misi pasangan Bupati dan
Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pidie Jaya untuk periode masa bakti 2014-
2019 telah dilakukan dengan berpedoman pada: '

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang mewajibkan semua rencana program dan
kegiatan yang ditampung di dalam RPJM Daerah disusun dalam skala
prioritas yang tajam dan didukung oleh data dan statistik terkini untuk
setiap bidang pemerintahan;

2. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah, sebagaimana sudah dituangkan ke dalarmn Qanun
Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie
Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten
Pidie Jaya nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Program
dan kegiatan yang bersifat lintas bidang pemerintahan dilakukan secara
terkoordinasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Presiden.Nomor 10 tahun 2010 tentang RPJM Nasional, 2009-
2014. Dengan demikian, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pidie Jaya wajib disinergikan dengan prioritas nasional, yakni
antara lain:

a. Menjamin terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban serta

tegaknya supremasi hukum, dengan cara melaksanakan program

dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum

dan tata tertib sosial politik di daerah dalam bingkai NKRI;




b. Membudayakan prinsip good governance dan clean government,

c. Mengurangi angka kémiskinan dan menciptakan lapangan kerja
baru;

d. Menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok, terutama pangan dan
kebutuhan dasar masyarakat;

e. Memelihara infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, saluran dan
dam irigasi, infrastruktur sosial budaya, terutama fasilitas layanan
sosial dasar, seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan
fasilitas catatan sipil, infrastruktur ekonomi produktif, terutama
pasar dan pusat-pusat produksi kebutuhan ekonomi masyarakat;

f. Melakukan koordinasi untuk menjamin ketersediaan bahan bakar
minyak dan energi untuk kebutuhan lokal,; N

g. Menjamin tegaknya aturan tentang pengelolaan penataan ruang dan
kelestarian lingkungan-hidup dalam rangka menjamin terlaksananya
pembangunan yang berkelanjutan;

h. Memberi perhatian terhadap masalah masalah kesenjangan sosial
ekonomi;

i. Mengembangkan pola-pola kerjasama antar pelaku pembangunan
daerah dalam kerangka perencanaan partisipatif;

j.  Memberi perhatian yang besar terhadap issue yang berkaitan dengan
kesenjangan gender.

4 Peraturan menteri dalam negeri peraturan menteri dalam negeri menterl
dalam negeri nomor 5% tahun 2010 tentang tentang pelaksanaan
peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tahapan
tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaks dan evaluast

pelaksanaan rencana Pembangunan daerah.

5.1 Visi
Visi Bupati terpilih fnerupakan cita-cita yang diinginkan dan dijanjikan
serta telah disampaikan pada saat kampanye pemilihan Kepala Pemerintahan -
Kabupaten Pidie Jaya untuk lima tahun ke depan (periode tahun 2014-2019)
adalah: ”Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan
Mandiri dengan Berlandaskan UUPA”.
Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya periode 2014-2019
“itu mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Pidie Jaya
selama lima tahun kedepan. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur

untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang ingin dicapai. QOleh karena
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itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan
kesamaan persepsi tentang -muatan subtansi filosofis yang terkandung,
sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat
memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Aman adalah kondisi masyarakat yang terlindungi dari berbagai bahaya
dan ancaman dari pihak-pihak tertentu baik dari dalam maupun dari luar
serta ketidakkhawatiran dalam melaksanakan aktifitas berusaha untuk
memenuhi penghidupannya, memperoleh hak yang sama dalam berdemokrasi,
politik dan hukum secara jelas dan pasti.

Sejahtera adalah kondisi masyarakat yang terpenuhinya seluruh
kebutuhan dasar hidup masyarékat baik materil maupun spirituil secara loyal
dan berkeadilan sesuai dengan perannya, ditandainya dengan’ nilai indeks
pembangunan manusia (IPM) yang tinggi, menurunnya angka kemiskinan dan
angka penganguran. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui penguatan
pertumbuhan pembangunan ekonomi secara merata yang berbasis pada
pemanfatan potensi lokal, perluasan lapangan usaha, serta Indeks kepuasaan
masyarakat yang terus meningkat dan terwujudnya kondisi keamanan dan
ketertiban yang lebih baik.

Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi
kebutuhannya sendiri, mampu mengambil keputusan dan tindakan sendiri
dalam penanganan sosial, mampu merespon dan berkontribusi terhadap
upaya pembangunan dan tan{angan zaman dengan mengandalkan potensi dan
sumberdaya vyang dimilikinya;, tidak bergantung sepenuhnya kepada
pemerintah, mampu membangun daya saing internal dalam usaha menolong
diri sendiri, mampu menjalankan perannya sebagai mitra dan penyockong bagi
pemerintah. ; 7

Berlandaskan UUPA, adalah kondisi pembangunan masyarakat
berdasarkan pengejawantahan nilai-nilai yang dikandung dalam Undang-
Undang Pemerintah Aceh' schingga penyelenggaraan pemerintah akan efektif
dan efesien sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang
tersebut. Kondisi ini akan mampu memberikan nuansa pembangunan yang
mengarah kepada pencapaian masyarakat Pidie Jaya yang mandiri, makmur
dan sejahtera dalan tatanan bingkai Negara Kesat{lan'Republik Indonesia.

Substansi filosofis visi tersebut merupakan pengejawantahan dari
kebijakan nilai-nilai pembangunan daerah yaitu “Tertib Ibadat, Meuatoe Bak
Meuhareukat, Berseh ngen Sehat, Donya Akherat Allah Peulihara/

Beusejahtera”. Penyataan tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:
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Tertib Ibadat, mewujudkah penyelenggaraan Syariat Islam secara
berkelanjutan, dimulai dengan penguatan pelaksanaan shalat berjamaah lirna
waktu dalam kehidupan masyarakat, zikir dan pembacaan surat yasin
bersama setiap malam jum’at, penguatan majelis taklim, peningkatan sarana
dan prasarana ibadah serta memelihara tatanan kehidupan yang berbasis
keimanan dan nilai-nilai ibadah.

Meuatoe Bak Meuhareukat, mewujudkan struktur ekonomi masyarakat
yang kuat melalul pengua.tan_ sektor pertanian dengan gerakan tanam
serentak, membangun sarana dan prasaréna pertanian dengan semangat
kebersamaan, meningkatkan produktivitas petani dan kesejahteraan mereka,
serta memperkuat usaha kecil dan menengah yang bergerak disektor
pertanian. | B

Berseh ngen Sehat, mewujudkan surnber daya manusia yang berkualitas
melalui pola hidup bersih dan schat sesuai dengan tuntunan syariat,
meningkatkan kemampuan perfikir positif, kreatif dan inovatif dengan
mermanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia.

Donya Akherat Allah Peulihara/ Beusejahtera, mewujudkan kehidupan
masyarakat yang seimbang dengan mengharap Ridha Allah SWT, serta ikhlas,
jujur, dan bijak dalam bertindal{/ persikap sehingga mampu menciptakan

kesejahteraan baik di dunia maupun diakhirat sehingga kita yakin ‘Allah SWT

akan melindungi yita semua.

5.2 Misi

Misi merupakan rangkaian kebijakan umum untuk mewujudkan visi
yang telah ditetapkan. Untuk mengimplemeﬁtasikan visi pembangunarn
Pemerintah Kabupaten pidie Jaya Periode, 2014-2019 dijabarkan kepada S
{lima) misi pembangunan Kabupaten Pidie J éya adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalhu
reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertatka, dan berwibawa.

2. Misi Kedua, Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan’ menurunkan
angka kemiskinan dengan mex_naksimalkan pemanfaatan potenst
sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.

3. Misi Ketiga, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan
Kesehatan.

a. Misi Keempat, Meningkatkan pémerataan infrastruktuar pendukung

layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-201 9 V-4



i,

5.3

Misi Kelima, Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan

perlindungan sosial yang berlandaskan niladi-nilai Syariat Islam.

Tujuan dan Sasaran

’I\_ijuan Rencana Pembangunah Jangka Menengah Kabupaten (RPIJMK)

Pidie Jaya periode 2014-2019 adalah Mewujudkan masyarakat Pidie Jaya yang

aman, sejahtera, dan mandiri der;gan berlandaskan Undang-Undang

Pemerintahan Aceh. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditempuh melalui

penetapan sasaran-sasaran pokok pembangunan sebagai berikut :

5.3.1

5.3.2

Mewujudkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi

yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa, yang ditandai oleh hal-hal

" berikut :

a. Meningkatnya kualitas kinerja caparatur melalui  pengembangan
kompetensi teknis dan non teknis.

b. Terwujudnya sistemn tata kelola pemerintahan yang bersih, tertata,
dan berwibawa dengan mengedepankan profesionalisme dan
kebutuhan. v

¢. Terwyjudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan
publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka

kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya

daerah dan _perlua'san lapangan usaha, yang ditandai oleh hal-hal
berikut :

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sckitar 5-6 persen
pertahun.

b. Menurunnya angka kemiskinan 1 (satu} persen setiap tahun.

¢. Menurunnya angka pengangguran daerah hingga mencapai 5-7
persen. -

d. Optimalnya =pemanfaétan sumberdaya alam t'slekto.r " pertanian,
perkebunan, dan perikanan dalam upaya membuka lapangan usaha
melaluil penguatan investasi daerah.

e. Pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai
dengan Sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah;

f. Mengefektifkannya }Sengguna lahan pertanian dan perkebunan serta
nieningkatkan Ketahanan pangan daerah.

g. Meningkatnya produksi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan

dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

RPJMK Pidie faya Tahun 2014-2019 V-5




h

. Meningkatnya kualitas sumberdaya petani, nelayan dan sumberdaya

kelompok usaha sektor rill.

5.3.3 Mewujudkan kualitas pelayanan -pendidikan dan Kesehatan, yang
ditandai oleh hal-hal berikut :

a

b

c.
d.

c.

f.

. Terwujudnya pemerataan akses pendidikan daerah.

. Meningkatnya rata-rata Jama sekolah penduduk Pidie Jaya.
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/ SMP/SMA.
Meningkatnya Angka Pértisipasi Kasar SD/ SMP/SMA.
Tersedianya fasilitas pendukung pendidikan dayah.
Meningkatnya kualitas pendidikan dayah.

g. Terwujudnya akredetasi pendidikan dayah.

h

i.

j-

k

L.

. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar,
pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan
pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan
ketenagakerjaan.

Tersalurnya pemberian .‘-bantuaﬁ subsidi dan beasiswa bagi keluarga
miskin dan penerapan pendidikan dasar dan menengah gratis menuyju
pencapalan millenium development goals (MDGs).

Terwujudnya layananbkesehatan' yang berkualitas melalui pemenuhan
kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan menjaga
keseimbangan antar wilayah.

. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta
penguatan imunisasi dengan penylagaan terhadap dampak gizi buruk
dan pengendalian penyakit menular dalam pencapaian sasaran
MDGs. _

Meningkatnya upayé pelayanan kesehatan masyarakat yang terpadu

dan konprehensif.

m. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar pada tingkat desa

dan kecamatan secara berkualitas.

n. Tersedianya rumah sakit daerah yang terakreditasi tipe C.

o

. Tersedianya rumah sakit daerah yang memberikan pelajan‘an

kesehatan kepada ibu dan anak.

p. Tersedianya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi khususnya

keluarga miskin.

q. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular

dengan pembinaan kemandirian masyarakat terhadap pengembangan

lingkungan sehat dan hidup sehat
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5.3.4 Mewujudkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan

perekonomian secara terintegrasi dan terpadu, yang ditandai oleh hal-hal
berikut :

a.

Meningkatnya kualitas pembangunan dr;.u'l pemeliharaan sarana jalan
dan jembatan serta irigasi yang menjadi fasilitas pendukung utama
layanan dasar dan penguatan pertumbuhan akses ekonomi daerah.
Meningkatnya pembangunan infrastruktur pemerintéh dan [fasilitas
pendukung utama layanan dasar dalam menciptakan pelayanan
prima.

Terwujudnya  integrasi pembangunan infrastruktur  dengan
kebutuhan masyarakat berdasarkan tataruang dan tujuan
pembangunan daerah. _. )

Terwujudnya pembaﬁgunan daerah yang berbasis lingkungan.

Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana bagi keluarga
kurang mampu/dhuafa.

5.3.5 Terwuyjudnya kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial

yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam, yang ditandai oleh hal-hal
berikut :

a.

Meningkatnya pelaksanaan Syariat Islam dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

b. Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-
nilai Syariat Islam.

¢. Terwujudnya pola perlindungan sosial terhadap masyarakat dengan
mengedepankan niali-nilai syariat.

d. Terwujudnya pemberdayaan ‘Ecrhadap pelaku  sosial masyarakat
dalam menerapkan dan memahami kondisi sosial berdasarkan
pendekatan Syariat Islam.

e. Meningkatnya peraﬁ ulama’ terhadap penetapan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-
nilal Dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang
Islami. ’
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BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan’ merupakan rumusan perencanaan
komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan
efektif dan efisien. Pencapaian tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan
yang komprehensif dan berkelanjutan dengan menetépkan strategi yang tepat
sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, refdrmasi, dan perbaikan
kinerja Dbirokrasi pemerintahan. Perencanaan strategik tidak saja
mengagendakan aktivitas pembangunan, akan tetapi seluruh aktifitas program
yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat, perbaikan
kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi
informasi, sehingga terwujudnya pemerintah yang responsif dan masyarakat
yang aktif.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu
rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-
maragement).  Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian arah kebijakan dan harus menunjukkan keinginan yang kuat
bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi
stakeholder pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan
parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut
menciptakan nilai (strategic objective) perubahan yang ingin dicapai. Melalui
parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu
strategi ataupun untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam
menjamin bahwa transformasi menuju penyelehggaraan pemerintah daerah
yang lebih baijk, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kjner_ja
vang ditetpkan. Disamping itu, strategi yang merupakan secbagai langkah
pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan harus dikendalikan dan
dievaluasi (learning process) secara efektif dan berkelanjutan. Perencanaan
pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitul perencanaan pembangunan daerah yang

menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
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7. Perencanaan Operasional yaitu . perencanaan yang menekankan pada

pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Kedua Perencanaan dimaksud diatas bertujuan untuk menerjemahkan

| visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana Kkerja yang dapat
diimplementasikan (actionable). Maka rencana strategis yaitu segala sesuatu

é
o

yang secara langsung dapat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMEK.
Dalam upaya penentuan strategi pembangunan daerah dapat dilakukan
melalui analisis Lingkungan Stratégis yang merupakan suatu pendekatan
ilmiah berdasarkan fakta dan data keadaan atau kondisi yang ada (eksisting)
dan kondisi yang terjadi dalam daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian
tuyjuan dan sasaran pembangunan pemerintah daiarn kurun waktu lima

tahun ke depan. Analisis ini diperlukan sebagai meédia untuk memastikan

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui tujuan (goal} dan
sasaran (objective) pembangunan daerah dengan strategi.yang tepat dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi pembangunan berdasarkan analisis SWOT yang diuraikan pada
BAB IV dengan berbagai program indikatif untuk pencapalan pémbangunan
Kabupaten Pidie Jaya pada periode 5 (lima) tahun yang memadukan antara
kekuatan dan peluang (S-O), kekuatan dan ancaman (S-T), kelemahan dan
peluang (W-O) dan kelemahan dan ancaman (W-T). Analisis ini diuraikan

sebagail berikut:
6.1.1. Kekuatan-Peluang (S-0)

1. Pelaksanaan tatakelola pemerintahan dan birokrasi yang efektif dalam
pelayanan publik mélalui pelayanan terpadu yang didukung sarana dan
teknologi yang memadai;

2. Peningkatan kewaspadaan masyarkat terhadap bencana serta
pemahaman tentang pentingnya kelestarian lingkungan sekitar;

. 3. Pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang pendidikan
pada tahun 2015; | o

4. Pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs} bidahg Kesehatan
pada tahun 2015; .

5. Peningkatan pertumbuhan investasi asing dan dalam negeri serta peran
lembaga otoritas investasi;
; 6. Peningkatan kualitas pendidikan berbasis keahlian (Link and Match) dan
kebutuhan pasar tenaga kerja;
7. Peningkatan pelayanan kesehatan yang profesional dan pelayanan

kesehatan gratis bagi masyarakat miskin;

Vl-2
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8.

1.

Peningkatan peran ulama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

6.1.2. Kekuatan-Ancaman (S-T)

Pembangunan kepercayaan (trust building) kepada berbagai stakeholder
dalam rangka kéberlal_'ljutan perciamaian (peace sustainability) yang
sesuai dengan prinsip—prinsip pencegahan dan resolusi konflik serta
penuntasan proses reintegrasi;

Peningkatan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah
sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan;

Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan
masyarakat serta apafatur pemerintah-té:rhadap pelaksanaan Syariat
Islam; )

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam

pelestarian lingkungan.

6.1.3. Kelemahan-Peluang {W-0O)

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kontinyuitas produk pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan unggulan untuk mendukung
ketahanan pangan dan nilai tambah produk berbasis pangsa pasar,

2. Peningkatan produk unggulan lokal masyarakat yang dapat bersaing di
pasar lockal dan daerah lain;

3. Pembanéunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar kecamatan
sebagai daya saing wilayah dan pemerataan pembangunan dengan
memperkuat ekonomi kerakyatan;

4. Peningkatan pendapatan ma-s,yérakat melalui intensifikasi dan
ckstensifikasi areal pertanian;

5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, PAD dan pendapatan
perkapita masyarakat; _

6. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur (jalan, irigasi, PPl) terutama
di daerah pertanian dan perkebunan; L

7. Pengembangan agroindustri dan kepariwisataan berdasarkan potensi
wilayah;

8. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah;

9. Peningkatan kualitas SDM yang kreatif dalam rangka mempercepat
pertumbuhan ekonomi daerah;

16. Pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat dengan penyediaan fasilitas
usaha mikro dan menengah;
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11. Pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan dan tidak terbarukan secara

optimal dan berkelanju{an;

12. Peningkatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
6.1.4. Kelemahan-Ancaman (W-T)

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan;

2. Penempatan pejabat dalam lingkup pemerintahan yang sesual dengan
kopetensi dan profesionalisme kerja;

3. Pengembangan dan peningkafan keahlian tenaga kerja lokal yang
kompetitif — untuk menurunkan angka pengangguran terbuka dan
kemiskinan,;

4. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan

tidak menular.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pernbangunan daerah ‘akan terwujud dengan baik jika tujuan dan
sasaran pembangunan diimplementasikan dengan berbaga;i strategi
pembangunan yang tepat dan sistematis. Implementasi tersebut akan berlanjut
secara efektif jika penyelenggaraan pembangunan daerah yang disusun sccara
tepat melalui strategi pembangunan dan dioperasionalkan dengan penetapan
arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan
merupakan pedoman untuk rnengi_mplefnentasikan strategi yang telah
ditetapkan untuk pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, sehingga
mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
periode 2014-2019. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pidie
Jaya dalamn upaya mengoperasionalkan Misi Daerah adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanaii aparatur melalui reformasi birokrasi yang
efisien, bersih, tertata, dan berwibawa;

1.1. Rekrutmen pegawal yahg sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi
serta mewujudkan prinsip penempatan aparatur berdasarkan analisis
jabatan dan beban kerja kerja secara profesional dan proporsional.

1.2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalai diklat formal dan
informal.

1.3. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara transparan,
akuntabel, tertata baik serta mengacu Kkepada upaya reformasi
birokrasi yang telah ditetapkan.

1.4. Menetapkan standar operasional prosedur melalui penuntasan
indikator kinerja utama.

1.5. Menata kembali aset daerah dengan baik dan jelas.
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1.6.

1.7.

1.8.

2.1.
2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.8.

2.9.

2.10.

Meningkatkan pelayanan 'publik berdasarkan standar pelayanan

minimal (SPM) dan pelayanan terpadu.

Mengembangkan sistern penyélenggaraan pemerintah berdasarkan
data terpadu dan akurat.

Mewujudkan kesejahteraan aparatur melalui remunerasi pendapatan

berdasarkan beban kerja dan kualitas kiherja secara profesional

Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan

dengan memaksimalkan pemarfaatan potensi sumberdaya daerah dan

perluasan lapangan usaha;

Memingkatkan usaha produktif bagi Masyarakat.

Meningkatkan usahé produktif bagi kelompok miskin dalam upaya
peningkatan pendapatan. ) _

Mewujudkan upaya perluasa;n lapangan usaha dan pemanfaatan
lahan terlantar melalui kebijakan peraturan perundang-undangan.
Membuka selebar-lebarnya untuk kesempatan berinvestasi baik
nasional dan internasicnal.

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian,
perkebunan, dan perikanan serta memberikan kemudahan menuju
akses-akses produksi masyarakat.

Membantu masyarakat dalam upaya penaganan permasalahan
produksi dan pemaséran. '

Mengoptimalkan kebjjakan peraturan perundangan yang mendukung
pengembangan” sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta
sektor ril daerah. ' .

Meningkatkan kualitas ketahanan pangan‘ daerah vyang berbasis
komeoditi unggulan melalui pengembangan sentra-sentra produksi.
Mewujudkan ketersediaan dan kestabilan distribusi barang terutama
dalam upaya menjaga kebutuhan pokok masyarakat.

Mengoptmalkan pemeliharaan kawasan hutan lindung, konservasi

dan produksi sesuai arah dan fungsinya.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan;

3.1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan daerah dalam
mendukung wajib belajar sembilan tahun serta rintisan wajib belajar
12 Tahun.
3.2. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana penunjang
pendidikan pada semua tingkatan.
RPJMK Pidie Jaya Tahun 20;;_-2019 ‘ VI-5




3.3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan
pendidikan inklusif. -

3.4. Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana

pendidikan dayah secara terpadu.

3.5. Meningkatkan pengawasan penyeléggaraan pendidikan dayah melalui

pembinaan dan akreditasi.

3.6. Mengotimalkan peran guru sesuai bidang tugasnya melalui

pendidikan dan pelatihan fungsional.

3.7. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan pemerataan distribusi

= =
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guru dan tenaga kependidikan.

b . 3.8, Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen pelayanan

pendidikan.

3.9. Meningkatkan peran dan kualitas tenaga pendidikan dayah dalam

penguasaan teknologi.

3.10. Mengoptimalkan peran Poskesdes, Pustu dan Puskesmas.

3.11. Meningkatkein pembangunan sarana dan prasaran kesehatan di
seluruh tingkat layanan dasar masyarakat

3.12. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah sakit secara
berkualitas.

3.13. Mengupayakan ketersedian farmasi secara baik dan terjangkau bagi
- keluarga miskin serta pengefektifan sistem pelayanan ansuransi

masyarakat miskin.

3.14. Membangun fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak.
3.15. Meningatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta upaya

penuntasan angka gizi buruk anak.

3.16. Meningkatkan usaha kesehatan masyarakat melalui fasilitasi

pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan khususnya keluarga kurang

mampu.

3.17. Menggerakkan pola hidup bersih dan sehat melalui promosi

kesehatan
4. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan
perekonomian secara terintegrasi dan terpadu;
4.1. Meningkatkan seluruh fasilitas jalan dan jembatan daerah secara
berkelanjutan. .
4.2. Mengoptimalisasikan tata pengolalaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya dengan Pengembangan dan Pengelolaan

Sistern Irigasi partisipatif (PPSIP).

—'_’_4_,_______’,_/———1—'—4
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8,

4.9.

4.10,

4.11.

Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi untuk

kemudahan akses trasportasi petani.

Menyelesaikan pembangunan pusat perkantoran pemerintahan dan
berkelanjutan.

Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam
rangka meningkatkan keselamatan pengguna lalu lintas angkutan
jalan.

Meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan _prasarana
informasi dan telekomunikasi dalam mendukung sistem pengelolaan
penyelenggaraan pemerintahan yang trasnformatif dan trasnparansif.
Pemeliharaan sarana dan praséranai perkotaan, permukiman,
kawasan, dan lingkiingan pada kecamatan dan pedesaan.

Penguatan kebijakan Penataan Pembangunan daerah secara
terintegrasi dan berkelanjutan.

Mengintegrasikan pembangunan dengan dampak pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup.

Memanfaatkan sumber-sumber air baik sungai dan sumber air
lainnya secara optimal dalam penguatan kebutuhan dasar
masyarakat.

Meningkatkan pembangunan- perumahan dan permukiman

dilakukan untuk membantu pembangunan rumah dhuafa.

5. Mewuyjudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial

yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam;

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

e S ——————

Meningkatkan peran ulama, pelaku sosial dan pemangku adat dalam
pembangunan daerah serta pada seluruh aktifitas kemasyarakatan.
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman kepada seluruh
masyarakat melalﬁi penguatan rutinitas pengajian.

Memperkuat pembangunan sosial melalui pemberdayaan pelaku

‘sosial dan kelompok marjinal.

Mensosialisasikan peraturan perunda.ng—ux}dangan yang berkenaan
dengan  perlindungan dan pemberdayaan kelompok sosial
berdasarkan Syari’at Islam.

Pemberdayaan perempuan dalam mendukung terselenggaranya
Syariat Islam.

Mengoptimalkan dan penguatan kegiatan perlindungan sosial dalam

penyelenggaraan pemerintahan.
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1.7. Mewujudkan sernangat solidaritas dan gotong royong sebagai budaya
tertinggi daerah dalam pembangunan.

1.8. Meningkatkan aktivitas mesjid dan meunasah dengan menciptakan

sosial keagamaan.

6.3. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pidie
Jaya 2014-2019

Rumusan strategis dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pidie
Jaya berdasarkan hasil analisis SWOT yang diselaraskan dengan Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupéti terpilih. Selanjutnya strategi dan kebijakan
pembangunan Pidie Jaya 2014-2019 adalah sebagai berikut:
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Tabel 6.1

Strategi dan Arah Kebijakan

Visi ”Terwujudnyd. Mdsyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejdﬁtéfa, dan Mandiri déngaﬁ BerlandaskanUUPA” -

Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.

e

Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintah yang
efektif, bersih dan
berwibawa melalui
kualitas pelayanan
aparatur.

N Meningkatnya kualitas kiner]:'é‘ §

aparatur melalui pengembangan

" kompetensi teknis dan non

teknis.

Terwujudnya sistem tata kelola
pemerintahan yang bersih,
tertata, dan berwibawa dengan
mengedepankan profesionalisme
dan kebutuhan.

Terwujudnya birckrasi yang
kuat melalui mengoptimalkan
pelayanan publik yang
akuntabel dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pcningk'atah sistem rekrutmen | 1.

aparatur yang berbasis kompetensi;

. Peningkatan sistem pembinaan

sumber daya aparatur ;

. Peningkatan sistem pengelolaan

keuangan daerah yang berbasis
kinerja dan teknologi;

. Peningkatan trasnparansi

penyelenggaran pemerintahan

. Peningkatan pelayanan birokrasi

dengan mengedepankan standar
pelayanan minimal melalui sistem
pelayanan prima;

. Peninglkatan kesejahteraan

aparatur pemerintah

] .léekrutmen pegawai yang sesuai

dengan kebutuhan dan

" kompetensi serta mewujudkan

prinsip penempatan aparatur
berdasarkan analisis jabatan dan
beban kerja kerja secara
profesional dan proporsional.

Meningkatkan Sumber Daya
Aparatur melalui dikldt formal dan
informal.

Menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan secara transparan,
akuntabel, tertata baik serta
mengacu kepada upaya reformasi
birokrasi yang telah ditetapkan.

Menetapkan standar operasional
prosedur melalui penuntasan
indikator kinerja utama.

Menata kembali aset daerah
dengan baik dan jelas.
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ertata, dan berwibawa.

masi birokrasi yang efisien, bersih, t

alitas pelayanan aparatur melalui refor

Misi 1: Meningkatkan ku

6. Meningkatkan pelayanan publik
berdasarkan standar pelayanan
minimal (SPM) dan pelayanan
terpadu.

7. Mengembangkan sistem
penyelenggaraan pemerintah
berdasarkan data terpadu dan

akurat.

|
: 8. Mewujudkan kesejahteraan
aparatur melalui remunerasi
pendapatan berdasarkan beban
kerja dan kualitas kinerja secara

L profesional.

)
g
i

o

3 Misi 2 : Mempercepat pertumbuhan ckonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi

- sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.

T fgjuan | - Sesaren strategl Tl ArahiRek
Mewujudkan 1. Meningkatnya pertumbuhan 1. Peningkatan produktifitas usaha 1. Meningkatkan usaha produktif
pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 5-6 masyarakat. bagi Masyarakat.
ckonomi daerah dan persen pertahun.
menurunkan  angka 5. Penguatan kebijakan pertumbuhan 0. Meningkatkan usaha produktif
kemiskinan  dengan n. Menurunkan angka kemiskinan ekonomi daerah dan ketersediaan bagi kelompok miskin dalam
memanfaatkan 1 (satu) persen setiap tahun. kebutuhan konsumsi dasar upaya peningkatan pendapatan.
potensi  lokal dan masyarakat.
peluasan. lapangan 3. Menurunkan angka 3. Mewujudkan upaya perluasan .

* usaha dengan pengangguran daerah hingga 3. Perluasan lapangan usaha bagi lapangan usaha dan pemanfaatan
melibatkan partisipasi mencapai 5-7 persen. masyarakat. lahan terlantar melalui kebijakan
masyarakat. peraturan perundang-undangan.
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Misi 2 : Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi 1

< Tujuan

surnpe_rdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.

. :

4. Optimalnya pemanfaatan
sumberdaya alam sektor
pertanian, perkebunan, dan
perikanan dalam upaya
membuka lapangan usaha
melalui penguatan investasi
daerah.

5. Pengembangan sektor pertanian
- berbasis komoditi unggulan
sesuai dengan Sumbérdaya alam
dan agro ekosistem wilayah

6. Mengefektifkannya pengguna
lahan pertanian dan perkebunan
serta meningkatkan ketahanan
pangan daerah.

7. Peningkatan produksi sektor
pertanian, perkebunan, dan
perikanan dalam upaya
peningkatan pendapatan
masyarakat.

8. Meningkatkan kualitas sumber
daya petani, nelayan dan
sumberdaya kelompok usaha
sektor Bill.

4. Penguatan illim investasi meIalul
pemberian kemudahan bagi
penanam modal.

5. Peningkatan sarana dan prasarana
akses pendukung pertumbuhan
ekonomi masyarakat,

6. Peningkatan komoditi unggulan
daerah sebagai upaya peningkatan
ketahanan pangan daerah.

7. Pengoptimalisasian
sumberdaya/potensi alam daerah
secara berkelanjutan.

7. Mengoptimalkan kebijakan

4. Membuka selebar-lebarnya untuk
kesempatan berinvestasi baik
nasional dan internasional.

5. Meningkatkan pembangunan
sarana dan prasarana pertanian,
perkebunan, dan perikanan serta
memberikan kemudahan menuju
akses-akses produksi
masyarakat,

6..- Membantu masyarakat dalam ‘
upaya penaganan permasalahan
produksi dan pemasaran,

peraturan perundangan yang
mendukung pengembangan
sektor pertanian, perkebunan,
dan perikanan serta sektor ril
daerah.

8. Meningkatkan kualitas ketahanan
pangan daerah yang berbasis
komoditi unggulan melalui
pengembangan sentra-sentra
produksi.

9. Mewujudkan ketersediaan dan
kestabilan distribusi barang
terutama dalam upaya menjaga
kebutuhan pokok masyarakat.
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[Drisi 2 : Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensij i o

sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha. o,

o
10. Mengoptmalkan pemeliharaan L)
kawasan hutan lindung,
Kkonservasi dan produksi sesuai
| arah dan fungsinya. s
At
:
@5}_3 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan.

, Tujuan T .. Sasgaran | L ‘Strategi- Arah Kebijakan' TR
Mewujudkan pelayanan | 1. Terwujudnya pemerataan 1. Peningkitan sarana dan prasarana Meningkatkan sarana dan o
pendidikan dan akses pendidikan daerah. pendidikan dalam mendukung prasarana pendidikan daerah ety
kesehatan secara pemerataan akses pendidikan. dalam mendukung wajib belajar
optimal dan berkualitas | 2. Meningkatnya rata-rata lama sembilan tahun serta rintisan i

sekolah penduduk Pidie Jaya. |2 Peningkatan kualitas wajib belajar 12 Tahun. B
profesionalitas tenaga pendidik gt
3. Meningkatnya Angka dan tenaga kependidikan sesuai Meningkatkan pengadaan sarana’ .
Partisipasi Murni sD/ dengan kompetensi dasar yang dan prasarana penunjang 7
SMP/SMA. berkelanjutan. pendidikan pada semua tingkatan. .:‘*
4. Meningkatnya Angka "|3. Penguatan sistem pengelolaan Meningkatkan akses dan kualitas ;}
Partisipasi Kasar SD/ pendidikan daerah. pendidikan anak usia dini dan ‘,‘;;
SMP/SMA. pendidikan inklusif. :
4. Peningkatan ketersediaan fasilitas
5. Tersedianya fasilitas dan sistem penyelenggaraan Meningkatkan ketersediaan
pendukung pendidikan dayah. pendidikan inklusi daerah. fasilitas sarana dan prasarana »
pendidikan dayah secara terpadu. .
6. Meningkatnya kualitas ’ .
pendidikan dayah. 5. Peningkatan fasilitas dan sistem Meningkatkan pengawasan Iy
pengelolaan serta pelayanan penyeleggaraan pendidikan dayah &
7. Terwujudnya akredetasi pendidikan dayah yang permutu. melalui pembinaan dan akreditasi.
pendidikan dayah.
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.Terwujudnya pendidikan yang

berkualitas pada pendidikan
dasar, pendidikan menengah,
pendidikan dayah, pendidikan
vokasional dan pendidikan
tinggi dalam menjawab
tantangan global dan
kebutuhan ketenagakerjaan.

Tersalurnya pemberian
bantuan subsidi dan beasiswa
bagi keluarga miskin dan
penerapan pendidikan dasar
dan menengah gratis menuju
pencapaian miflenium
development goals (MDGs).

. Terwujudnya layanan

kesehatan yang berkualitas
melalui pemenuhan kebutihan
fasilitas dan infrastruktur
kesehatan dengan menjaga
keseimbangan antar wilayah.

Tersedianya sarana dan
prasarana keschatan dasar
pada tingkat desa dan
kecamatan secara berkualitas.

Tersedianya rumah sakit
daerah yg terakreditasi tipe C.

. Peningkatan sarana dan prasarana
kesehatan yang berkualitas.

. Penguatan pelayanan kesehatan di

rumah sakit, puskesmas dan
poskesdes.

. Peningkatan dan pengawasan

terhadap ketersediaan farmasi -
atau obat-obatan kesehatan di
seluruh tingkat layanan

. Peningkatan ketercapain prgram

MDGs melalui penguatan standar
pelayanan minimal. :

10, Peningkatan Promosi Kesehatan

dan perilaku hidup bersih dan
sehat.

12.

Mengotimalkan peran guru sesuai

_bidang tugasnya melalui

pendidikan dan pelatihan
fungsional.

Meningkatkan kualitas
profesionalisme dan pemerataan
distribusi guru dan tenaga
kependidikan.

Mewujudkan efisiensi dan
efektivitas sistemn manajemen
pelayanan pendidikan.

Meningkatkan peran dan kualitas
tenaga pendidikan dayah dalam
penguasaan teknologi.

. Mengoptimalkan peran Poskesdes,

Pustu dan Puskesmas.

. Meningkatkan pembangunan

sarana dan prasaran keschatan di
seluruh tingkat layanan dasar
masyarakat.

Meningkatkan pelayanan dan
penyediaan fasilitas rumah sakit
secara berkualitas.

W
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Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan.

]l SasATARE . suategl, B Kébijakan,

13. Meningkatnya kualitas 13. Mengupayakan ketersedian
pelayanan kesehatan ibu dan farmasi secara baik dan
anak serta penguatan terjangkau bagi keluarga miskin
imunisasi dengan penyiagaarn serta pengefektifan sistem
terhadap dampak gizi buruk pelayanan ansuransi masyarakat
dan pengendalian penyakit miskin.
menular dalam pencapaian
sasaran MDGs; 14. Membangun fasilitas kesehatan

bagi ibu dan anak.

14. Meningkatnya upaya .
pelayanan kesehatan 15. Meningatkan kualitas kesehatan
masyaral{at yang terpadu dan ibu dan anak serta upaya
konprehensif. penuntasan angka gizi buruk

15. Tersedianya rumah sakit anak.
daerah yang memberikan
pelayanan kesehatan kepada 16. Meningkatkan usaha kesehatan '
ibu dan anak. masyarakat melalui fasilitasi

. pemenuhan kebutuhan dasar

16. Tersedianya cakupan kesehatan khususnya keluarga
pelayanan air bersih dan kurang mampu.
sanitasi khususnya keluarga
miskin. 17. Menggerakkan pola hidup bersih

. dan sehat melalui promosi

17. Menurunnya angka kesakitan kesehatan.
dan kematian akibat penyakit
menular dengan pembinaan
kemandirian masyarakat
terhadap pengembangan
lingkungan sehat dan hidup .
sehat. ‘ J

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019
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Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonom

ian secara terintegrasi dan terpadu.

. .,

Y . e Strategiiy u
B (ot

R G

ewujudkan
Permerataan
infrastruktur
pembangunan daerah
dalam memenuhi
layanan dasar dan
penguatan ekonomi
daerah.

M

1.

. ekonomi daerah.

Meningkatnya kualitas
pembangunan dan
pemeliharaan sarana jalan dan
jembatan, serta Irigasi yang
menjadi fasilitas pendukung
utama layanan dasar dan
penguatan pertumbuhan akses

Meningkatnya pembangunan
infrastruktur pemerintah dan
fasilitas pendukung utama
layanan dasar dalam
menciptakan pelayanan prima.

Terwujudnya integrasi
pembangunan infrastruktur
dengan kebutuhan masyarakat
berdasarkan tata ruang dan
tujuan pembangunan daerah.

Terwujudnya pembangunan
daerah yang berbasis
lingkungan.

Terwujudnya pembangunan
sarana dan prasarana bagi
keluarga kurang
mampu/dhuafa.

—

L Pé:r:nbéngunénrséfané jalan dan

jembatan pendukung layanan
dasar masyarakat.

Pembangunan fasilitas pendukung
sektor pertanian, perkebunan dan
perikanan,

Pembangunan sarana dan
prasarana aparatur pemerintah
daerah.

Pengoptimalisian pemeliharaan
sarana dan prasarana daerah,

Peningkatan penataan
pembangunan daerah yang
berbasis tata ruang kawasan.

Pengoptimalisasian pengawasan
pembangunan yang berkelanjutan
dan berbasis lingkungan.

. Peningkatan sistem pengelolaan

sumber air bersih untuk
kebutuhan dasar.

. Pembangunan rumah sehat

sederhana bagi keluarga
miskin/dhuafa.

Meningkatkan seluruh fasilitas
jalan dan jembatan daerah secara
berkelanjutan,

Mengoptimalisasikan tata
pengolalaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya.

Pembangunan jalan usaha tani
dan jalan produksi untuk
kemudahan akses trasportasi
petani,

Menyelesaikan pembangunan
pusat perkantoran pemerintahan
dan bherkelanjutan.

Peningkatan Prasarana Lalu
Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
dalam rangka meningkatkan
keselamatan pengguna lalu lintas
angkutan jalan,

Meningkatkan fasilitasi
pembangunan sarana dan
prasarana informasi dan
telekomunikasi dalam
mendukung sistem pengelolaan
penyelenggaraan pemerintahan
yang trasnformatif dan

RPIMK Pidie faya Tahun 2014-2019
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tur pendukung layanan an secara terintegrasi dan terpadu.

dasar dan perekonomi

Strategi L

Sasaran
trasnparansif.

7. Pemeliharaan sarana dan

prasarana perkotaan,
ermukiman, kawasan, dan

lingkungan pada kecamatan dan

pedesaar.

8. Penguatan kebijékan Penataan
Pembangunan daerah secara
terintegrasi dan berkelanjutan.

9. Mengintegrasikan pembangunan
dengan dampak pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup.

10. Memanfaatkan sumber-sumber
air baik sungai dan sumber air
lainnya secara optimal dalam
penguatan kebutuhan dasar
masyarakat.

11. Meningkatkan pembangunan
perumahan dan permukiman
dilakukan untuk membantu
pembangunan rumah dhuafa.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019




Misi 5 Mewujudkan kehldupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam. w
o Tujuan o o Sasaran o | Strateg e ah Kebi AP
Mewujudxcan Menmgkatnya pelaksanaan 1, Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Meningkatkan peran ulama,
penyelenggaraan Syariat Islam dalam Syariat Islam. pelaku sosial dan pemangku adat
kehidupan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan. dalam pembangunan daerah serta
berdasarkan nilai-nilai 2. Peningkatan peran ulama dalam pada seluruh aktifitas
syariat dalam upaya Meningkatnya peran ulama penyelenggaraan syariat islam yang kemasyarakatan.
pemberdayaan dan terhadap penetapan kebijakan komprehensif dan berkelanjutan.
perlindungan sosial. penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan pengetahuan dan
untuk pengefektifan penerapan wawasan keislaman kepada
nilai-nilai Dinul Islam dan 3. Optimalisasi pelasanaan Sosialisasi seluruh masyarakat melalui
mengangkat kembali budaya- terhadap kebijakan " penguatan rutinitas pengajian.
budaya Aceh yang Islami. penyelenggaraan Syariat I[slam.
} : Memperkuat pembangunan sosial
Meningkatnya upaya 4. Pemberdayaan sosial masyarakat melalui pemberdayaan pelaku
pemberdayaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil sosial dan kelompok marjinal.
berdasarkan nilai-nilai Syariat guna.
Islam. : Mensosialisasikan peraturan
Terwujudnya pola perlindungan |5. Perlindungan dan pemberdayaan - perundang-undangan yang
sosial terhadap masyarakat perempuan dan anak berkenaan dengan perlindungan
dengan mengedepankan niali- dan pemberdayaan kelompok
nilai syariat, 6. Penguatan kelembagaan sosial berdasarkan Syari'at Islam,
Terwujudnya pemberdayaan kepemudaan daerah dan remaja
terhadap pelaku sosial mesjid Pemberdayaan perempuan dalam
masyarakat dalam menerapkan ' mendukung terselenggaranya
dan memahami kondisi sosial |7. Pembangunan sarana dan prasana Syariat Islam.
berdasarkan pendekatan peribadatan dalam mendukung
Syariat [slam. penyelenggaraan pemerintahan Mengoptimalkan dan penguatan
yang bersyariat, kegiatan perlindungan sosial
dalam penyelenggaraan
8. Mengoptimalisasikan peran pemerintahan.

lembaga keaagamaan dan lembaga
sosial secara intensif

Mewujudkan semangat solidaritas
dan gotong royong sebagai

budaya tertinggi dacrah dalam

RPIMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019
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Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam. |- AT
I : — — -%Igli“K'b' :

pembarﬁél-man.

8. Meningkatkan aktivitas mesjid
dan meunasah dengan e "
menciptakan sosial keagamaan. ety

&
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BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014-
2019 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program
program secara Konsisten dan spesifik. Kebijakan umum dan program
pembangunan merupakan suatu  jembatan konseptual untuk
menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian
pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebjjakan umum
merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran
yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMK. Sedangkan
program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau bersama
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program pembangunan yang disusun dalam RPJMK untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun yang akan datang terdiri dari 3 Jenis program yang
dilaksanakan oleh SKPK/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan
bidang kewenangannya. Program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program SKPK adalah merupakan program yang dirumuskan
berdasarkan tugas dan fungsi SKPK.

2. Program lintas SKPK adalah merupakan program yang melibatkan
lebih dari satu SKPK untuk mencapai sasaran pembangunan yang
ditetapkan.

3. Program kewilayahan adalah merupakan program pembangunan
dacrah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan
laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah,
antar kawasan dalam kecamatan di wilayah Kabupaten Pidie J aya.
Berdasarkan analisis terhadap strategi dan arah kebijakan

pembangunan pada BAB VI, .maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
menctapkan 9 (sembilan) Perioritas Pembangunan Utama dalam RPJMK
Tahu 2014 s.d 2019 adalah sebagai berikut -

1. Penataan Birokrasi Pemerintahan;

*2. Pelaksanaan Syariat Islam;
3. Pendidikan;
4

Kesehatan;
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5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Daerah/Alam;

7 Infrastruktur Pendukung Yang T erintegrasi;

8. Pemberdayaan dan Pérlindungah Sosial; dan
9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.
Adapun arah kebijakan dan program pembangunan dalam rangka

mencapal sasaran yang ‘ditetapkan adalah sebagaimana tersebut dalam

Tabel 7.1 berikut :
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Tabel 7.1
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Untuk Pencapaian Sasaran

m
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layana Y melaluiiteformasi
-2 Priorftas, i
.'Pem]::iﬁguixavix )
N R e SRRl T
1). Meningkatnya | 1), Peningkatan 1). Melakukan rekrutmen | 1). Jumlah Aparatur 1}, Program Prioritas 1:
kualitas kinerja sistem rekrutmen pegawai yang sesuai Yang dilakukan Peningkatan Penataan
aparatur melalui | aparatur'yang dengan kebutuhan dan pembinaan Kapasitas OTDA SETDAKAB/ Birokrasi
pengembangan berbasis kompetensi serta (Prajabatan, PIM, 200 Orang 300 Crang | Sumber Daya BKPP Pemerintahan
kompetensi kompetensi; mewujudkan prinsip SPM, Tata Naskakh, Aparatur
teknis dan non penempatan aparatur Lakip, Tapkin, SOP,
teknis 2). Peningkatan berdasarkan analisis pengelolaan 2}, Program
. sistem pembinaan | jabatan dan beban kerja Pustakae) Pembinaan dan OTDA SETDAKAB/
2} Terwujudnya | sumber daya kerja secara profesional Pengembangan BKPP
prinsip-prinsip aparatur ; dan proporsional. 2). Proscntase Aparatur '
tata kelola ketersediaan sarana
‘pemerintahan 3). Peningkatan 2). Meningkatkan Sumber | dan prasarana 0 100% 3). Program
yang baik (good sistem pengelolaan | Daya Aparatur melalui tempat pendidikan Perencanaan Perencanaan BAPPEDA
governance). keuangan daerah dildat formal dan dan pelatihan PNS Pembangunan
. yang berbasis informal. Daerah

3). Terwujudnya kinerja dan 3). Prosentase
pelayanan publik | teknologi; 3). Menyelenggarakan aparatur pemda 4). Program
yang akuntable tata kelola pemerintahan | yang dibina 1,22% 2,45% Penataan Kependudukan | DISDUKCAFIL
dan bebas dari 4), Peningkatan secara transparan, Administrasi
korupsi, kolusi trasnparansi akuntabel, tertata baik 4), Tingkat Kependudukan
dan nepotisme. penyelenggaran serta mengacl kepada ketersediaan

pemerintahan upaya reformasi birokrasi | dokumen S). Program

yang telah ditetapkan. perencanaan 100% 100% Keluarga Keluarga BXBPP

5}. Peningkatan pembangunan ( E- Berencana Berencana

pelayanan 4), Menetapkan standar Planning)

birokrasi dengan operasional prosedur 6). Program

mengédepankan melalui penuntasan 5], Tingkat Pelayanan OTDA SETDAKAB/

standar pelayanan | indikator kinerja utama. | ketersediaan data Umum KECAMATAN

minimal melaiui dan informasi 8% 10%

sistem pelayanan 5). Menata kembali aset pembangunan 7). Program

prima; daerah dengan baik dan dacrah Kabupaten Peningkatan Pekerjaan

jelas. Pidie Jaya Sarana dan Umum DPU
e




6). Peningkatan
kesejahteraan
aparatur
pemerintah

6). Meningkatkan
pelayanan publik
berdasarkan standar
pelayanan minimal (SPM)
dan pelayanan terpadu.

7). Mengembangkan
sistem penyelenggaraan
pemerinteh berdasarkan
data terpadu dan akurat.

8). Mewujudkan
kesejahteraan aparatur
melatui remunerasi
pendapatan berdasarkan
beban kerja dan kualitas
kinerja secara
profesional.

6). Rasio Penduduk
ber KTP per satuan
penduduk

7). Rasio Bayi ber
Akte Kelahiran

8). Rasio Pasangan
Ber Akte Nikah

9). Tingkat
ketersediaan data
PLKB dan keluarga
berencana

10). Tingkat
efektifitas
Penerapan
Pelayanan Terpadu
Kecamatan (PATEN)
kepada 8
kecamatan

11). Tingkat
ketersediaan sarana
prasarana pusat
perkantoran
pemerintahan
kabupaten,

12). Tingkat
ketersediaan kantor
mukim dan kantor
keuchik

13). Tingkat layanan
LPSE

14). Tingkat
penyelesaian hasil
temuan serta
pengawasan tindak
lanjut sejumlah
TLHP

14). Tingkat
ketersedinan tenaga

Auditor (Orang)

73%

60%

70%

50%

25%

+ 30%

B%

100%

15%

95%

90%

95%

75%

100%

60%

100%

90%

Prasarana
Pemerintah

8). Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pedesaan

9). Program
fasilitasi
Peningkatan
SDM bidang
komunikasi dan
informasi

10). Peningkatan
Sistern
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijukan KDH

11). Program -
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan

Pemberdayaan
Masayarakat
Desa

Komunikasi dan
Informatika

QTDA

OTDA

BPM

SETDAKAB

INSPEKTORAT

INSPEKTORAT
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1). Penguatan

1), Meningkatkan

1). Pertumbuhan 56

1}. Program

;L’nrﬁi:&%fnmj N kebijakan usaha produktif PDRB per tahun Peningkatan Pertanian DPP/DISHUTBUN Prioritas 5:
ckonomi pertumbuhan masyarakat bagi Kesejahteraan ' Penan l;m an
Kabupaten Pidie ekonomivdacmh dan | kelompok miskin dalam | 2). Prosentase Petani Kenﬂsl%.l'gl:llan 8
Jaya ketersediaan upaya peningkatan PDRB Perkapita 5,17 5,77
kebutuhan konsumsi | pendapatan. atas dasar harga 2). Program
; i dasar masyarakat. ) konstan {jutaan} peninglatan Pertanian DPP/DISHUTBUN
:l;gl;fznurunn}a 2). Mewujudkan upaya groduksi pertanian/ Priocitas 6:
\emiskinan dan | 2)+ Perluasan perluasan lapangan 3), Laju Inflasi | 3,05 34 perkebunan % toa[; as b
angka lapangan usaha bagi | usaha dan Prov/Kab/Kota Pe a.nsn ‘
pengangguran di masyarakat melalui | pemanfaatan lahan 3), Program nga‘} 5{“
Pidio Ja peningkatan terldntar melalui 4). Persentase peningkatan cmanlaaian
ya produktifitas usaha | kebijakan peraturan pendudule 24,35 19,95 penerapan teknologi Pertanian DPP/DISHUTBUN | Potensi Sumber
3). Optimalnya masyarakat. perundang-undangan. | dibawah garis pertanian/ g[ay a Daerah/
kemiskinan perkebtinan am
pemanlaatan 3). Peningkatan 4}, Meningkatkan -
sumberdaya sarana dan pembangunan sarana 5). Tinglat 4}, Program
alam scktor prasarana akses dan prasarana pengangguran 7.5 7 pencegahan dan Pertanian DFPP
pertanian, pendukung pertanian, perkebunan, | terbuka penanggulangan
perkebunan dan | pertumbuhan dan perikanan serta penyakit ternak
perikanan yang ekonomi masyarakat, § memberikan 6). Indeks Gini 0,32 0,18
diiringi dengan kemudahan menuju 3], Program
. ] 4}. Peningkatan aleses-akses produksi 7). Indeks peningkatan Pertanian DFP
men%ngkatny a komoditi unggulan masyarakat, Ketimpangan 0.13 0,11 produksi hasil
kualitas daereh scbagai upaya Regional peternakan
sumberdaya peningkatan 5). Membantu {williamson)
petani, nelayan ketahanan pangan masyarakat dalam 6). Program
dan sumberdaya | daerah. upaya penanganan 8). Jumlah peningkatan
kelompok usaha permasalahan produksi | penyuluh yang 1 € pemasaran hasil Pertanian DPP
5).Pengoptimalisasian | dan pemasaran, memiliki produksi
VII- 5
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18). Konstribusi

Budidaya Perikanan

[ sektor riil. sumberdaya/ potensi sertifikasi (orang) peternakan '
alam daerah secara | 6). Meningkatkan
4). Meningkatnya berkelanjutan kualitas ketahanan 9). Jumlah objek 7). Program .
efektifitas pangan daerah yang wisata yg sudah 2 4 peningkatan Pertanian ppp
pengguriaan 6). Penguatan iklim berbasis komoditi dikembangkan penerapan teknologi
lahan pertanian investasi melalui unggulan melaiui peternakan
dan perkebunan pemberian pengemba.ngan_scntra— 10). Produksi .
dalam rangka kemudahan bagi sentra produksi. garam rakyat 1.743 2.000 8). Program Ketahanan BPKP/DPP
peningkatan penanam modal . {ton pertahun) Peningkatan Pangan
ketahanan . 7). Mengoptimalkan Ketahanan Pangan
pangan dacrah pemeliharaan kawasan | 11). Produksi
hutan indung, olahan hasil 1.748 2.100 9). Program
5). Meningkatnya konservasi dan perikanan pemberdayaan Ketahanan BPKP
produksi dan produksi sesuai arah {ton/tahun) penyuluh Pangan
produktifitas dan fungsinya pertanian/ perkebun
sektor pertanian, 12}, Luas lahan an lapangan
perkebunan dan 8). Mewujudkan tambak praduldtif 1.549,5 2.078,3
perikanan dalam ketersediaan dan Ha) 10). Program
upaya kostabilan distribusi rehabilitasi hutan Kehutanan DISHUTBUN
peningkatan barang terutama dalam 13). Tingkat dan lahan
pendapatan upaya menjaga Produksi padi 7.89 8,00
magyarakat kebutuhan pokok rata-rata 11). Program
masyarakal. (ton/ha) perencanaan ¢an Kehutanan DISHUTBUN
6). Meningkatnya pengembangan
Angka Investasi 9). Mengoptimalkan 14).Produktivitas hutan rakyat
Dacrah baik ‘kebijakan peraturan rata-rata
X , perundangan yang tanaman 658,9 1.061,17 12). Program .
investasi dalam mendukung * perkebunan Pemanfaatan Kehutanan DISHUTBUN
negeri maupun pengembangan sekior utama {Kg/Ha) Potensi Sumber
Investasi luar pertanian, perkebunan, Daya Hutan
neperi dan perikanan serta 13). Ketersediaan
sektor ril daerah. jeringan irigasi 101,4 181 13). Perlindungan
: tersier dalam dan konservasi Kehutanan DISHUTBUN
10). Membuka selebar- wondisi baik (km) sumber daya hutan
lebamya kesempaten
berinvestasi baik 16). Ketersediaan 14), Program
nasional dan jalan usaha tani 36,2 66,20 Peningkatan Pertanian DISHUTBUN
internasional. yang direhab Pemasaran Hasil
{(km) Produksi Pertanian/
Perkebunan
17). Ketersediaan
jalan produksi 224,27 375,00 15). Program Kelautan
(km) Pengembangan Perikanan DKP

/’/—//—_ﬂ
Vil-6
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Sektor Pertanian 57.25% 52.30% 16). Program Kelautan DKP
terhadap PDRB Pengembangan Perikanan
Perikanan Tangkap
19). Kontribusi
sektor 0,03 0,06 17). Program Kelautan DKP
kchutanan Pemberdayaan Perikanan
terhadap PDRB Ekonomi
20). Kontribusi Masyarakat Pesisir
sektor pariwisata 1,85 2,43
terhadap PDRB 18). Program '
optimalisasi Kelautan DXKP
21). Kontribusi pengelolaan dan Perikanan
sektor perikanan 3,49 4,24 pemasaran produksi
terhadep PDRB perikanan
22), Produksi 19). Program
Perikanan 10,681 [1.200 Pemberdayaan
Tangkap (ton per ' Masyarakat Dalam Kelautan DKP
tahun) ' Pengawasan dan Perikanan
Pengendalian
23). Produksi Sumberdaya
Perikanan 942,61 1.040 Kelautan
Budidaya (ton
per tahun} 20). Program
Perlindungan dan Tenaga Kerja DINSOSNAKER
24}, Cakupan Pengembangan TRANS -
patroli Lembaga
pengawasan 3 6 Ketenagakegjaan
illegal unrepoted
and unregulated 21). Program
(IUV) fishing Peningkatan
[patrol./tahun) Kualitas dan Tenaga Kerja DINSOSNAKER
Produktivitas TRANS
25). Kontribusi Tenaga Kega
sektor. induste] 3,88 3,99
terhadap FORB 22). Program
Peningakatan Tenaga Kerja DINSOSNAKER
26). Kontribusi Kesempatan Kerja TRANS
sektor
perdagangan 9,49 9,59 23). Program
terhadap PDRB Pengembangan :
Wilayah Tenaga Kerja DINSOSNAKER
27). Kontribusi Transmigrasi Lokal TRANS
tanaman 5,58 5,72
perkebunan 24). Program
terhadap PDRB Pengembangan industri DISPERINDAG
VII- 7




Industri Kecil dan

KOPERAS!

28). Persentase Menengah
Koperasi Aktif 27,5% 70%
95). Program
29), Tingkat peningakatan Industd DISPERINDAG
ketersediaan 37% 80% Kapasitas IPTEK KOPERASI
pasar, toko, dan sistem produksi
kios
26), Program
30}. Cakupan Perlindungan '
pedagang kaki 12% 32% Konsumen dan Perdagangan DISPERINDAG
lima yang pengamenan ' KOPERASI
difesilitasi perdagangan
31}, Cakupan 27). Program
Industr Kecil 18% 45% pengembangan Pariwisata DISHUBPARKOM
yang difasilitasi pemasaran - ’ ' INFO
pariwisata
32}, Jumlah
investasi yang 3 i0 28). Prograr .
masuk (investor} peninghkatan Koperasi dan DISPERINDAG
kelembagaan UKM KOPERASI
33). Nilai 7.6 Milyar | 150 Milyar Koperasi
investasi yang
masuk (Rp.) 29). Program )
pembinaan Koperasi dan DISPERINDAG
' pedagang kaki lima UKM KOPERASI
dan asongan :
30). Program
peningkatan Koperasi dan DISPERINDAG
efisiensi UKM KQPERASI
perdagangen dalam
negeri
31}, Program
promosi hasil Industri DISPERINDAG
industri kecil dan KOPERAS!
menengah
32}, Program
! Peningkatan Pemberdayaan BPM
keberdayaan Masyarakat
masyarakat
pedesaan
33). Program
peningkatan Pemberdayaan BPM
partisipasi Masyarakat

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 Vil- 8 _




masyarakat dalam
membangun desa

34). Program
peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa

35). Program
pengembangan
lembaga ekonomi
pedesaan

36). Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri

37). Program
peningkatan
promosi dan
kerjasama investasi

38). Program
peningkataan [kim
Investasi

Pemberdayaan
Masyarakat

Pemberdayaan
Masyarakat

Pemberdayaan
Masyarakat

Penanaman
Modal

Penanaman
Modal

BPM

BPM

BPM

SETDAKAB

SETDAKAB

RPJMK Pidie
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Prioritas 3:

1). Terwujudnya | 1). Peningkitan 1}. Meningkatkan 1}, Angka 1}. Program Pendidikan
Pemerataan sarana dan prasarana | sarana dan prasarana Partisipasi Kasar 39,22% 56% Pendidikan Anak . Pendidikan
Alkses pendidikan dalam pendidikan daerah (APK) PAUD Usia Dini
Pendidikan mendukung dalam mendukung . Prioritas 4:
Formal maupun | pemerataan akses wajib belajar sembilan 2). Angka 2). Program Wajib Pendidikan Disdik Kesehatan
Non Formal pada | pendidikan. tahun serta rintisan Partisipasi Belajar Pendidikan

setiap jenjang wajib belajar 12 Tahun. Sekolah {APS} 61% 78% Dasar Sembilan

pendidikan 2). Peningkatan Anak Usia 3- 6 Tahun

kuglitas 2). Meningkatkan tahun

2). profesionalitas tenaga pengadaan sarana dan 3). Program

Meningkatnya pendidik dan tenaga | prasarana penunjang 3). Persentase Pendidikan Pendidikan Disdik
rata-rata lama kependidikan sesuai pendidikan pada semua Gampong/Desa Menengah

sekolah dengan kompetensi tingkatan. yang terlayani 63% 80%

pendudulk Pidie | dasar yang PAUD 4), Program . '
Jaya. berkelanjutan. 3). Meninghkatkan akses Pendidiken Non Pendidikan Dsidik

dan kualitas pendidikan | 4}. Angka Formal

3). Tersedianya 3). Penguatan sistem | anak usia dini dan Partisipasi Kasar 104% 108%

fasilitas pengelolaan pendidikan inldusif. (APK) SD/MI 5). Program

pendukung pendidikan daerah. Peningkatan Mutu

pendidikan 4), Meningkatkan 5). Anglta Pendidik dan Pendidikan Disdik
dayah 4), Peningkatan ketersediaan fasilitas Partisipasi Kasar 99% i03% Tenaga

4}, ketersedinan fasilitas | sarana dan prasarana {APK) SMP/MTs Kependidikan

Meningkatnya dan sistem pendidikan dayah

kualitas penyelenggaraan secara terpadu. 6), Angka 6). Program

pendidikan pendidikan inklusi Partisipasi Penyediaan Jasa

dayah. daerat. 5). Meningkatkan Murni (APM) 90% 94% Peralatan dan Pendidikan Dsidik

pengawasan SD/Ml Perlengkapan

5). Terwujudnya | ). Peningkatan penyeleggaraan Kantor (PBM 5D,

pkredetasi fasilitas dan sistem pendidikan dayah 7). Angka SMP, SMA/MK]

pendidikan pengelolaan serta melalui pembinaan dan Partisipasi T3% 76%

dayah. pelayanarn pendidikan akreditasi. Murni {APM) 7). Program

dayah yang bermutu. SMP/MTs Manajemen Pendidikan Dsidik

6). Terwujudnya G). Mengotimalkan Pelayanan

pendidilkan yang 6). Peningkatan peran guru sesuai 8). Angka Pendidikan

berlkualitas pada | sarena dan prasarana bidang tugasnya mebalui Partisipasi 99% 100%

pendidikan kesehatan yang pendidikan dan Sekolah [APS)

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019
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dasar, berkualitas. pelatihan fungsional. Usia 7 - 12 8). Program
pendidikan tahun Peninglkatan sarana 0TDA KPPD
menengah, 7). Penguatan 7). Meningkatkan dan prasarana
pendidikan pelayanan kesehatan | kualitas profesionalisme | 9). Angka dayah
dayah, di rumah sakit, dan pemerataan Partisipasi
pendidikan puskesmas dan distribusi guru dan Sekolah (APS) | 98% 100% 9). Program
vokasional dan poskesdes. tenaga kependidikan. Usia 13 - 15 Peningkatan mutu OTDA KPPD
pendidikan tahun dan [ayanan
tinggt dalam 8). Peningkatan dan | 8). Mewujudkan pendidikan dayah
menjawab pengawasan terhadap | efisiensi dan efektivitas | 10). Angka
tantangan global | kefersediaan farmasi | sistem manajemen Putus Sekolah 0,13% 0% 10). Program
dan kebutuhan atau obat-obatan pelayanan pendidikan. (APtS) SD/MI peningkatan dan OTDA KPPD
ketenagakerjaan | keschatan di seluruh pengembangan
tingkat layanan 9). Meningkatkan peran | 11). Angka manajemen dayah
7). Tersalurnya dan kualitas tenaga Putus Sekolah 0,02% 0%
pemberian 9). Peningkatan pendidikan dayah (APtS) SMP/MTs 11). Program
bantuan subsidi | ketercapain prgram dalam penguasaan Perencanaan Perenc, Bappeda
dan beasiswa MDGs melalui teknologi. 12}, Angka Pembangunan Pembangunan
bagi keluarga penguatan standar 10). Mengoptimalkan Melanjutkan 160% 100% Sosial Budaya
miskin dan pelayanan minimal peran Poskesdes, Pustu | (AM) SD/MI ke
penerapan dan Puskesmas. SMP/MTs 12). Program
pendidikan 10). Peningkatan .Standarisasi Kesehatan Dinkes
dasar dan Promosi Keschatan 11). Meningkatkan 13), Angka Pelayanan
menengah gratis | dan perifakt hidup pembangunan sarana Melanjutkan 100% 100% Kesehatan
menuju bersih dan schat. dan prasaran kesehatan { (AM) SMP/MTs
pencapaian di seluruh tingkat ke . 13). Program
millenium 11}. Peningkitan layanan dasar SMA/MA/SMK Kemitraan
development sarana dan prasarana | masyarakat. Peningkatan Kesehatan Dinkes
goals (MDGs). pendidikan datam 14). Prosentase Pelayanan
mendukung 12). Meningkatkan Guru Kualifikasi 76% §6% Kesehatan
8). Terwujudnya | pemerataan akses pelayanan dan SlatauD IV
layanan pendidikan. penyediaan fasilitas 14). Program
kesehatan yang rumah szkit secara 15). Prsentase peningkatan .
berkualitas 12). Peningkatan berkualitas. Guru 27% 32% pelayanan Kesehatan Dinkes
melalui kualitas Bersertifikasi kesehatan anak
pemenuban profesionalitas tenaga .| 13). Mengupayakan balita
kebutuhan pendidik dan tenaga ketersedian farmasi 16). Nilai Rata-
fasilitas dan kependidikan sesuai secara baik dan rata Uji 13). Program
infrastruktur dengan kompetensi I terjangkau bagi Kompetensi peningkatan Kesehatan Dinkes
kesehatan dasar yang keluarga miskdn serta Guru (UKG) 30,14 79,29 pelayanan
dengan menjaga | berkelanjutan. pengelektifan sistem TK/SD/ SMP/ kesehatan lansia
keseimbangan pelayanan ansuransi SMA
antar wilayah. 13}). Penguatan masyarakat miskin. 16.Program QObat Keschatan Dinkes
sistem pengelolaan 17). Prosentase dan Perbekalan
9). Tersedianya pendidikan dacrah. 14}, Membangun Sekolah yang Kesehatan
sarana dan fasilitas kesehatan bagi | Terakreditasi 69% 89%
prasarana 14, Peningkatan ibu dan anak Nilai 2 B 17} Program
keschatan dasar | ketersediaan fasilitas Pengawasan Obat Kesehatan Dinkes
RPIMK Pidie faya Tahun 2014-2019 ViI- 11
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@a tingkat dan sistem 15). Meningatkan 18}. Prosentase dan Makanan
desa dan penyelenggaraan kualitas kesehatan ibu Sekolah yang 100% 100%
kecamatan pendidikan inklusi dan anak serta upaya Menjalankan 18). Program
sccara daerah. penuntasan angka gizi | MBS Perbailan Gizi Keschatan Dinkes
berkualitas buruk anak. Masyarakat
10}. Tersedianya | L5). Peningkatan 19). Angka rata-
rumah sakit fasilitas dan sistem 16. Meningkatkan rata lama 8.69 8.69 19). Program
daerah yang pengelolaan serta usaha kesehatan sekolah pengadaan,
terakreditasi tipe | pelayanan pendidikan | masyarakat melalui peningkatan dan
C. dayah yang bermutu. | fasilitasi pemenuhan 20). Angka 95,48% 95,48% perbaikan sarana Keschatan Dinkes
kebutuhan dasar melek huruf dan prasarana
11). 16). Peningkatan kesehatan khususnya puskesmas/pusles
Meningkatnya sarana dan prasarana | keluarga kurang 21). Tersedianya mas pembantu dan
kualitas keschatan yang mampu. Rumah Sakit Non Tipe Tipe C jaringannya
pelayanan berkualitas, Dacrah Bertipe
kesehatan ibu 17}. Menggerakkan pola 20). Program
dan anak serta 17). Penguatan hidup bersih dan sehat | 22). Angka pengadaan,
penguatan pelayanan kesehatan | melalui promosi kematian 1,15 0,85 peningkatan sarana ,
imunisasi di rumah sakit, kesehatan bayi/ 1000 dan prasarana )
dengan puskesmas dan ketahiran rumah sakit/rumah Keschatan Dinkes
penylagaan poskesdes. 18). Meningkatkan sakit jiwa/ruman -
terhadap sarana dan prasarana 23). Angka sakdt paru-
dampak gizi 18). Peningkatan pendidikan daerah kematan 11,5 3,64 paru/rumsh sakit
buruk dan dan pengawasan dalam mendukung ibu/1000 mate
pengendalian terhadap wajib belajar sembilan kelehiran
penyakit ketersediaan farmasi | tahun serta rintisan 21). Program
menular dalam atau obat-obatan | waijib belajar 12 Tehun. | 24}. Angka usia pemeliharaan
pencapaian kesehatan di seluruh . harapan hidup 69,36 69,52 sarana dan
sasaran MDGs; tingkat layanan 19]. Meningkatkan prasarana rumah Kesehatan Dinkes
pengadaan sarana dan 25). Persentase saldt/rumah sakit
12). 19). Peningkatan prasarana penunjang balita gizi buruk 3,49 0,96 jiwafrumah sakit
Meningkatnya ketercapain prgram pendidikan pada semua | (per 1.000) paru-pani/rumah
upaya pglayanan | MDGs melalui tingkatan. sakit mata
kesehatan penguatan standar 26). Rasio '
masyarakat pelayanan minimal. 20). Meningkatkan posyandu 1:79 1:100 22). Program Upaya
yang terpadu : akses dan kualitas persatuan balita Kesehatan Keschatan Dinkes
dan 20). Peningkatan pendidikan anak usia Masyarakat
konprehensif, Promosi Kesehatan dini dan pendidikan 27). Rasio
dan perilaku hidup inklusif, posyandu 23). Program
13). Tersediznya | bersih dan schat. persatuan 1:662 1:725 Promosi Kesehatan Kesehatan Dinkes
rumeh sakit 21). Meningkatkan penduduk dan Pemberdayaan
daerah yang ketersediaan fasilitas masyarakat
memberikan sarana dan prasarana 28). Rasio
pelayanan pendidikan dayah Puskesmas dan 24). Program
kesehatan secara terpadu. pustu per 1:4.900 1:5.162 Pencegahan dan - Kesehatan Dinkes
kepada ibu dan satuan Penanggulangan
anak. 22}, Meningkatkan penduduk Penyakit Menular
pengawasan

M
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14). Tersedianya penyelegparaan 29). Rasio dokter 25). Program
cakupan pendidikan dayah per satuan :8.645 1:7.500 pengawasan dan
pelayanan air melalui pembinaan dan | penduduk pengendalian Keschatan Dinkes
bersih dan akreditasi. kesehatan reakanan
sanitasi 30). Rasio
khususnya * 23). Mengotimalkan tenaga medis per 26). Program
keluarga miskin. peran guru sesuai satuan 1:373 1:331 peningkatan
bidang tugasnya melalui | penduduk keselamatan ibu KB BKBPP
15). pendidikan dan maelzhirkan dan
Menurunnya pelatihan fungsional. 31). Jumlah 394 394 anak
angka kesalkdtan tenaga medis
dan kematian 24). Meningkatkan 27). Program KB BKBPP
akibat penyakit kualitas profesionalisme | 32). Persentase Keluarga Berencana
menular dengan dan pemerataan ibu hamil yang 31% 50%
pembinaan distribusi guru dan mendapatkan 28). Program
kemandirian tenaga kependidikan, tablet (Fe3) Kesehatan KB BKBPP
masyarakat Reproduksi Remaja
terhadap 25). Mewujudkan 33). Persentase .
pengembangan efisiensi dan efektivitas | ibu nifas yang 92% 97% 29), Program
lingkungan sistem manajemen mendapatkan pembinaan peran .
sehat dan hidup pelayanan pendidikan, kapsul vitamin A serta masyarakat KB BKBPP
schat. : dalam pelayanan
’ 26). Meningkatkan 34). Persentase KB/KR yang madiri
peran dan kualitas bayi 0-5 bulan 2% 3% :
tenaga pendidikan yang mendapat
dayah dalam "AS] Eksklusif
penguasaan teknologi. .
33). Persentase
27). Mengoptimalkan pemberian 88% 95%
peran Poskesdes, Pustu | Vitamin A pada
dan Puskesmas._ Bayl dan Balita
28). Meningkatkan 36). Persentase
il pembangunan sarana pasien jiwa yang 22% 28%
dan prasaran kesehatan | terdeteksi
di seluruh tingkat
layanan dasar 37). Persentase 33,57 50,09
masyarakat, air bersih
29). Meningkatkan 38), Persentase 44,96 48,96
pelayanan dan rumah schat
penyediaan fasilitas
rumah sakit secara 39). Perseniase
berkualitas. Jamban 42,26 50,26
Keluarga
30). Mengupayakan
ketersedian farmasi 40), Persentase 61 80
secara baik dan [munisasi
VIl- 13
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terjangkau bagl
keluarga miskin serta
pengefektifen sistem
pelayanan ansuranst
masyarakat miskin.

31). Membangun
fasilitas kesehatan bagi
ibu dan anak

32). Meningatkan
kualitas kesehatan ibu
dan anak serta upaya
penuntasan angka gizi
huruk anak.

33). Meningkatlkan
usaha keschatan
masyarakat melalui
fasilitasi peme¢nuhan
kebutuhan dasar
keschatan khususnya
keluarga kurang
mampu.

34). Menggerakkan pola
hidup bersih dan sehat
melalui promosi
kesehatan

41). Persentase
desa UCL

42), Jumlah
desa siaga

21

40

30

75
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1). Meningkatnya 1). Pembangunan 1). Meningkatkan 1). Panjang Jaringan ) 1). Program ) Infrastruktur
Kualitas sm-anay sarana jalan dan seluruh fasilitas jalan Jalan Kabupaten datam 240 320 pembangunan Pekerjaan DFPU Pendulaung
ialan d jembatan pendukung | dan jembatan dgerah Kondisi Batk (km) J'alan dan Umum yang .
Jaelan dan layanan dasar secara berkelanjutan, jembatan Terintegrasi
jcmb'ate_m yang masyarakat. - ’ - 2). Panjang Jalan Desa . Pricritas 9:
menélacl-iclu 2). Mengoptimalisasikan | yang direhab (km) - 483 563 2). Program Lingkungan
ﬂfn ul ng an | 2 Pembangunan tata pengolalaan pengembangan Hidup dan
ama d ayan fasilitas pendukung Jaringan Irigasi, Rawa 3). Jumlanh Jembatan dan pengelolaan . Kebencanaan
dasar dan sektor pertanian, dan Jaringan Pengairan | yang dirchab 76 110 jaringan irigasi, Pekerjaan DPU
pendukung perkebunan dan « | Lainnya. rawa dan Umum
pestumbuhan perikanan. 4]. Prosentase Jembatan jaringan
ekonomi dacrah * [ 3]. Pembangunen jalan | dalam kondisi Baik 34.55 , 46 pengairan
; 3]. Pembangunan usaha tani dan jalan lainnya
2). Meningkatnya szlarana dan pg:}.'lasarana produksi untu!r:J 6). Rasio Jaringan Irigasi 40 90
pengelolaan aparatur pemerintah | kemudahan akses 3. Program
Jjanngas irigast, daerah. trasportasi petani. 7). Luas Irigasi peningkatan
rawadan =~ Kabupaten dalam 60 85 sarana dan Pekerjaan DFU
Janingan imgast 4). Pengoptimalisian 4). Menyelesaikan Kondisi Baik (%) prasarana Umum
lainnya serta pemeliharaan sarana | pembangunan pusat kebinamargaan
memgkatnya "dan prasarana daerah. | perkantoran 8). Drainase dalam
kualitas sarana pemerintahan dan kondisi baik/ 58 68 4), Program )
dan prasarana 5). Peningkatan berkelanjutan, Pembuangan Aliran Air pembangunan Pekerjaan DPU
pemukiman. penataan Tidal Tersumbat (%) infrastrultur Urum
pembangunan dacrah | 5). Peningkatan perdesaan
yang berbasis tate Prasarana Lalu Lintas 9). Rumah Tangga 29 8l
ruang kawasan, Anglkutan Jalan (LLAJ) Pengguna Air Bersih (%) 5). Program
dalam rangka pengembangan Pekerjaan DPU
6). Pengoptimalisasian | meningkatkan 10). Rumah Tangga 90,06 99,16 wilayah strategis Umuim
pengawasan keselamatan pengguna Pengguna Listrik (%) dan cepat
pembangunan yang lalu lintas angkutan tumbuh
berketanjutan dan jalan. 11). Lingkungan 986 493
berbasis lingkungan, Permukiman Kumuh (Ha) 6). Program
6). Meningkatikan pengembangan Lingkungan KLH
Vil- 15




7). Peningkatan fasilitasi pembangunan 12}, Jumiah Rumah 15.820 16.370 kinerja Hidup
sistem pengelotaan sarana dan prasarana Layalc Huni {Unit} pengelolaan
sumber air bersih informasi dan persampahan
untuk kebutuhan telekomunikasi dalam 13). Pemnukiman Layak
dasar, mendukung sistem Huni (%) 47,57 72,517 7}. Program
pengelolaan pengendalian L'Lngl:rungan KLH
§). Pembangunan penyelenpgaraan 14}, Rasio Tempat pencemaran dan Hidup
rumah schat peterintahan yang Ibadah Persatuan 1:500 1:500 perusakan
scderhana bagi trasnformatif dan Penduduk lingkunag hidup
keluarga trasnparansif, .
miskin/dhuafa. 15). Persentase Rumah 56 70 B). Program Lingkungan KLH
7). Pemeliharaan sarana Tinggal Bersanitasi Kualitas dan Hidup
dan prasarana Akses [nformasi
perkotaan, permukiman, | 16]. Prosentase Rumah 56 66 SDA dan LH
kawasan, dan Tangpa Bersanitas
lingkungan pada 9). Program .
kecamatan dan 17). Rasio Tempat pengelolaan Lingkungan KLH
pedesaan, Pembuangan Sampah ruang terbuka Hidup
(TPS) per Satuan 20 45 hijau
8). Penguatan kebijakan Penduduk
Penataan Pembangunan ) 10). Program
daerah secara peningkatan
terintegrasi das kesiagaan dan OTDA BPBD
berkelanjutan. pencegahan
bahaya
kebakaran

9), Mengintegrasikan
pembangunan dengan
dampak pencemaran
dan perusakan
lingkungan hidup.

10). Memanfaatkan
sumber-sumber air baik
sungai dan surnber air
lainnya secara optimal
dalam penguatan
kebutuhan dasar
masyarakat.

11). Meningkatkan
pembangunan
perumahan darn
permuldman dilakukan
untuk membantu
pembangunan rumah
dhuafa

RPJMK Pidie faya Tahun 2014-2013 Vil- 16 '




Py el
1), Meningkatnye | 1). Penguatan 1). Meningkatkan peran | 1], Jumlah 1}, Program Prioritas 2
penyelenggarsan | Kebijakan Pelaksanaan | ulama, pelaku sgsial dan | majelis taklim 222 222 Peningkatan . Pelaksanaan
pemerintahan Syariat Islam, + | pemangku adat dalam yang dibina ’ Pemahaman OTDA Dinas Syariat Syariat Islam
terhadap , | pembangunan daerah (desa) Syariat Islam islam
pelaksanaan 2). Peningkatan peran | serta pada seluruh : - .
Syariat Islam_ ulama dalam aktifitas 2). Persentase 2). Program
’ penyelenggaraan kemasyarakatan, Taman . Peningkatan
2). Meningkatnya | syariat islam yang Pengajian 100 100 Kapasitas
upaya komprehensif dan 2), Meningkatkan Alquran (TPA) Sumber Daya QTDA Dinas Syariat
pemerintah berkelanjutan. pengetahuen dan yang dibina Pelaksana Islam Prioritas 8:
dalam wawasan keislaman . Syariat Islam Pemberdayaan
‘pemberdayaan 3). Optimalisasi kepada seluruh 3). Persentase dan '
masyarakat. pelasanaan Sosialisasi | masyarakat melalui Imam meunasah 3). Program Perlindungan
terhadap kebijakan penguatan rutinitas dan Imum ‘100 100 Pengembangan Sosial
3}. Terwujudnya | penyelenggaraan pengajian. Mesjid yang Sistem OTDA Dinas Syariat
pola Syariat Islam. ’ dibina Informasi Islam
perlindungan 3). Memperkuat Pelaksanaan
sosial terhadap 4). Pemberdayaan pembangunan sosial 4), Jumlah Syariat Islam
masyarakat sosial masyarakat melalui pemberdayaan kelompok PKK 40 72
secara berdaya guna pelaku sosial dan yang dibina 4), Program
4), Meningkatnya | dan berhasil guna. kelompok marjinal. Peningkatan
pemahaman 5). Persentase Sarana dan OTDA Dinas Syariat
masyarakat 5). Perlindungan dan | 4), Mensosialisasikan Peningkatan 20 klp 120 kp | Prasarana Islam
terhada pemberdayaan peraturan perundang- jumlah Peribadatan
p
perempuan dan anak undangan yang kelompok UEPG
pelrksanaan berkennan dengan 5). Program
syariat Tslam 6). Penguatan perlindungan dan 6). Persentase Pembinaan
kelembagaan pemberdayaan kelompok | Peningkatan 8 klp 48 klp dan OTDA Dinas Syariat
kepemudaan daerah sosial berdasarkan jumiah Pengembangan [slam
dan remaja mesjid Syari‘at [siam. kelompok PEPG Syariat [slam
7). Pembangunan 5). Pemberdayaan 7). Persentase 6). Program
sarana dan prasana perempuan dalam Peningkatan 2 klp 2Klp Nasional

]

g Berl

alsy
1ak

W
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pOLILEUHLI Uaian
mendukung
penyelenggaraan
pemerintahan yang
bersyariat.

B).Mengoptimalisasikan
peran lembaga,
keaagamaan dan.
lembaga snsial secara
intensif

uu.uuu:\uus
terselengearanya Syariat
[slam.

6). Mengeptimalkan dan
penguatan kegiatan
periindungan sosial
dalam penyelenggaraan
pemerintahan,

7). Mewujudkan
semangat solidatitas dan
gotong royong sehagai
budaya tertinggi dacrah
dalam pembangunan,

8). Meningkatkan
aktivitas mesjid dan
meunasah dengan
menciptakan sosial
keagamaan.

Jessssias
kelompok EUG-
sp

8), Tingkat
ketersediaan
kantor kechik

9). Tingkat
ketersdiaan
kantor mukim

11). Jumlah
sarana sosial
{penii asuhan,
pani jempo dan
panti
rehabilitasi)

8%

38%

5%

75%

Masyarak;at
Mandiri
Pedesaan

7). Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas
Adat Terpencil
(KAT) dan
Penyandang
Masalah

8. Program
Pengembangan
Kemitraan

9. Frogram
Pengelolaan
Keragaman
Budaya

10. Prograin
Pengembangan
Nilai Budaya

11). Program
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya

Masyara'km

Sosial

[nnfokom

Budaya

Budaya

Budaya

DINSOSNAKER
TRANS

DISHUBPARKOM
INFO

DISHUBPARKOM
INFO

DISHUBPARKOM
INFO

PISHUBPARKOM
INFO

RPJMK Pidie Jjaya Tahun 2014-2019
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BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM
PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan
arah kebijakan kemudian disusun program pembangunan sebagaimana
telah disusun dalam bab sebélumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan
oleh SKPK yang mempunyai tanggung Jjawab kewenangan sesuai dengan
bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program
-program  yang disusun tersebut merﬁpa.kén program  prioritas
pembangunan yang berhubuﬁgan urusan pemerintah dengan SKPK terkait
beserta program yang menjadi tanggung jau_rab SKPK. Masing masing
program disertai dengan indikator kiner:ia program sebagai alat
perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga

hasil pembangunan akan terukur perkembangannya sampai akhir periode
RPJMK.

Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (out comes)
sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk
urusan-urusan yang telah diatuy dengan peraturan menteri sesuai dengan
bidang urusannya. Indikator SPM yang belum menjadi indikator sasaran
maupun indikator program, akan dicantumkan pada dokumen Rencana
Strategis (Renstra)} SKPK untuk menjadi indikator kegiatan. Indikator
kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas
vang dilakukan SKPK.

Pencapaian target ‘indikator kinerja program disusun secara rinci
untuk setiap tahunnya dan disertai' déngan kerangka pendanaan yang
merupakan pagu indikatif untuk masing masing program. Untuk
progam  yang pencapaiannya dilaksanakan oleh beberapa SKPK
(lintas SKPK} maka pencapaian target hasil dan kerangka pendanaan
didistribusi kepada SKPK terkait. T

Uraian  program  sesuai urusan disertai dengan indikator

kinerja dan kerangka pendanaannya dapat dilihat dalam Tabel 8.1 sebagai
berikut:




—
TABEL 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ;
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 - 2019 .

[P

L

Capalan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
A o . : K gt . .- - - I Kondisl Kinerjn
Bidang Urusan | o T S ey A ' - Fadn
Fod Pemeriutaban dan | [ilator Kaetln Awal 2015 2016 2017 2018 2019 Alihls Periode BKPK
e Program Prioritas Program [Out Satuan RPJMD RPJMD Tahun Pranggung
Pembangunan Comel {Tahun 2019 Jawab
2014)
Target Rp Target Rp Target Ry Target Rp Target Rp Target Rp W
Kingfa | (Jutana) Kingja | (Jutann] Kinrfa | (Jutaan) Kintla | [Jutaon) Kinrjn |Jutnan) Kinrfa | (Jutaan) . -'f;,’*_'
1 - URUSAN WAJIB
1[0l PENDIDIKAN . 35.497 35,852 36.210 36.673 36,938 181,070
Angka Partisipasi
Kasar (APK| PAUD % 39 43 46 50 53 56 56
Angka Partisipasi
. Sekolah [APS) .
1 | o1 | 15 | Program Pendidikan o b 61 64 68 71 75 78 78
Usia Dini Anak Usia 3- 6 9.562 2.588 2.613 2640 2.666 13.069 DINAS PK
tahun .
Perseniase
Gampong/Desa
yang terlayani % 63 6% 70 7 Lo 50 80
PAUD
Angka Partisipasi ’ .
Kasar (APK} % 104 105 106 106 107 108 108
SD/Mi I '
Angka Partisipasi
Kasar (APK) % 99 100 101 102 102 103 104
SMP/MTs
Angka Partisipasi
. Murni {APM) % 90 9l 92 92 93 94 94
Program Pendidikan sSDJMI
Waji j - —— — I |
e e ehun Angka Partisipasi 16.225 16.367 16551 16.717 16.884 goree | DINAS PX
Murni [APM) % 73 73 74 75 76 76 77
SMP/MTs
Angka Partisipasi
Sekolah (APS) Usia %o 99 99 100 100 i00 100 100
ol e 7-12 mhufx I IS ]
Angka Partisipasi
Sekolah (APS) Usia % 98 98 99 100 100 100 100
13 - 15 tahun




Angka Putus
Sekolah [APIS)
SD/MI

%

Angka Putus
Sekolah [APLS]
SMP/MTs

%

Angka
Melanjutkan (AM)
SD/Ml ke
SMP/MTs

%

100

100

Angka
Melanjutkan {AM)
SMP/MTs ke
SMA/MA/SMK

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

01

17

Program Pendidikan
Menengah

Angka Partisipasi
Kasar [APK)
SMA/MA/SMK

%

78,51

80,31

Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMA/MA/SMK

0/°

38,3

59,14

Angka putus -
sckolah [APLS).
SMA/MAJSMK

%

0,03

0,03

14.700

81,11

59,94

0,00

14.847

81,91

60,74

0,00

14.995

82,71

61,54

0,00

15,145

83,51

62,34

0,00

15.297

84,31

63,14

0,00

74,985

DINAS FK

01

18

Program Pendidikan
Nen Formal

Angka Melek *
Huruf Penduduk
ugia 2 15 Tahun |

%

96

97

Jumlah PKBM
yang terakreditasi

%

80

97

24

81

98

36

82

98

48

82

99

60

83

.99

72

408

DINAS PK

01

20

Pragram Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Persentase Guru
berkualifikasi 2 §1
atau DIV

%

76

78

Persentase Guru-
bersertifikasi

%

27

28

Nilai Rata-rata Uji
Kompetensi Gura
{UKG} TK

Rerata

30,14

40,14

Nilei Rata-rata Uji
Kompetensi Guru
{UKG) SD

Rerata

34,27

44,27

Nilei Rata-rata Uji
Kompetensi Guru
(UKQ) SMP

Rerata

39,29

49,29

Nilai Rata-rata Uji
Kompetensi Guru
{UKG) SMA/SMK

Rerata

35,71

45,71

820

80

29

50,14

54,27

59,29

55,71

828

82

30

55,14

56,27

64,29

60,71

836

B4

31

60,14

64,27

69,29

65,71

845

86

32

65,149

69,27

74,29

70,71

853

86

32

70,14

74,27

79,29

75,71

4.183

DINAS PK

Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan

Persentase
Sekolah yang
terakreditasi nilai
2B

%

69

73

1.110

76

1,121

79

1.132

82

i.144

85

1.155

89

5.662

DINAS PK/
SEKRT. MPD
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100

Perasentase

Sekolah yang % 100 100 100 100 100 100
menjalankan MBS |

Komite

1 (ol |22 Sekolah/Dayah % 0 30 Eli] 80 60 75 75
yang dibina

Tingkat peran

komile sekelah

3:1:i:Tgkamn e | Komite 142 19 19 19 19 95
pendidikan di ’

Pidie Jaya TE—
tndeks Kepuasan
Masyarakat {[KM) Indeks 85 85 90
Bidang Pendidikan

95 95 100 100

41.075 40.46 42.481 208.071

1| o2 KESEHATAN

. Cakupan- obat
Program Obat dan untuk pelayanan
1 | 02| 15 | Perbekalan kesehatan dasar % 100 100 600
Kesehatan magyarakat
miskin
Cakupan
pelayanan
B
Program Upaya l:::h:rtaa;a:lasar i 35 3
1 | 02 | 16 | Kesehatan s 0.120
Masyarakat Cakupan
pelayanan Yo
keschatan jiwa
Cakupan
pelayanan dasar
masyarakat
miskin
[Pengawasan
Apotik dan Toko
Qbat)
Cakupan
Pragram Promosi penjaringan
Keeahatan dan Lesehatan siswa % 99,77 99,77 99,77
Pemberdayaan D dan setingkat 3
masyarakat gia;;zp:;tﬁ?esa % 14 23 27
Cakupan balita
Program Perbaikan gizi buruk yang :
10220 Qizi Masyarakat mendapat % 160 160 405 100
perawatan

100

45

44 48 57

Program Pengawasan % 100 100 210 100

Obat dan Makanan

110219
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Cakupan balita
gizi Kurang yang
mendapat
makanan
tambahan

%

51

60

69

75

84

0

02

21

Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat

Cakupan
penduduk yang
memiliki akses
terhadap eir
minum
berkualitas

%

63

65

Cakupan

penduduk yang

menggunakan
_jamban sehat

%

66

67

Jum!ah Gampong
yang melakukan
STBM

Gampng

20

260

68

68

20

273

70

69

20

287

72

70

20

301

74

71l

20

02

22

Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular

Cakupan
desa/fKelurahan
Universal Child
Immunization
{uel

%

59

63

Acute Flacid
Paralysis (AFP)
rate per 100.000
penduduk < 15
tahun

AFP
Pendduk
di bawah

I5
Takiun

=2f
100.000

22/
100.000

Penemuan
penderita
prnsumoenia Balita

%

Penemuan pasien
baru TB BTA
positif

%

11

Penderita DBD
yang ditangani

%

100

100

322

70

22/
100.000

il

15

100

338

72

22/
100.000

100

355

74

22/
100,000

22

100

373

77

22/
100000

21

26

100

391

22/
100.000

21

26

100

1779

DINAS
KESEHATAN

02

23

Program Standarisasi
pelayanan Kesehatan

Tingkat
ketersediaan
dokumen
sumberdaya
kesehatan

Dok.

294

209

324

340

357

30

1.625

DINAS
KESEHATAN

Program Peningkatan
Keschatan Penduduk
Miskin

Jumiah
masyarakat yang
mendapatkan
pelayanan
sunatan masal

Qrang

100

5.800

100

10.290

100

10.805

100

11.345

100

11.912

500

54,151

DINAS
KESEHATAN

LR

e




Prosentase
magyarakat yang
02 | 24 :’eﬁ:;:z:;k"" % wo | 100 100 100 100 100 100
’ kesehatan akibat
lumpuh layu
Prosentase
penduduk yang
mendapatkan % 100 160 100 100 100 100 100
pelayanan
kesehatan (BPJS)
Program Pengadaan, Prosentase
Peningkatan dan ketersediaan % 43 44 h 45 46 47 48 48
perbaikan sprana dan Puoskesdes DINAS
02 | 25 ?:fuuasr;:t:n::azuskcsmas .l]aum:}ah 5.620 5.901 6.186 6.500 6.831 31,054 KESEHATAN
Pembantu dan pﬁ:k;ﬁ:;an Buah 12 0 0 0 o ! !
Jarinngannya Pembantu
Progrem Pengadaan, Tersedinnya
sz';“}‘,f‘;:;::niam“a Rumah Sakit Unit 0 0 1 0 0 0 i
o2 | 5 | Rumah Saki/Rumah Rujukan Bertipe O : I — S AN
Sakit Jiwa/Rumah Tingkat 18.600 12.181 8,200 8,610 9.041 56.032 dan RSU .
Sakit Paru- ketersediaan
paru/Rumah Sakit sarana dan % 40 40 55 60 &8s e 7
Mata pragarana RSU
Program Prosentase Tingkat
| pemeliharaan Sarana pemeliharaan
02 | 27| pan Prasarana sarana dan % 50 50 117 60 123 65 12¢ 70 135 75 142 s 646 Rey
| Rumah sakit prasarana RS
Cakupan Neonatal .
dengan komplikasi % 33 38 44 50 60 63 63
Peogram Peningkata yang ditangani
e ingkatan |— — -
Cakupan X DINAS
02 | 29 iﬂ:ﬁ“é‘;’i‘f”“‘“‘““ Kunjungan Bayi % 90 90 150 90 158 90 165 90 174 90 182 90 829 | KESEHATAN
Cakupan
pelayanan anak % 75 75 75 77 78 79 79
Balita
Cakupan lansia
Program pelayanan yang N DINAS
02 | 30 | yosehatan lansia m"i“dapa‘k&“ " 57 69 150 n 158 2 165 7 174 s 182 78 829 | KESEHATAN
pelayanan
kesehatan
Persentase ?
Pragram Pengawasan ;2::51351 1;‘;impa1 \ DINAS
1 o,
02 | 31 | Dan Pengerdalan | makansa yang 4 0y B 0] | ¥ w| g | % g2 383 | KESEHATAN
memenuhi syarat
kesehatan
Program Peningkatan Cakupan DINAS
. R o
ie:;l;:ir;\ka::ta;iuﬂnak ::;jil;?'&an ibu %o B8 B9 285 90 259 91 314 92 130 93 346 93 1.575 KESEHATAN
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Cakupan ibu
Q:;‘:lg:a’;ﬁ’;ng % 52 55 58 62 68 71 71
ditangani
Cakupan
pertalongan
02 | 32 persalinan oleh
z::::::::;:::ga % 10| 100 100 100 100 100 100
memiliki .
kompetensi
kebidanan °
Cakupan
pelayanan ibu % 100 100 160 100 100 100 100
nifas
03 PEKERJAAN UMUM 113,068 114,199 115.341 116,494 117.659 876,760
Program Prosentage jalan
B L .
03 |15 s::ﬁ:;g;:;:: Jalan l;:::g{n::igalam % 39 2 48.280 2 48.763 2 49.250 2 49.743 2 50.240 49 246.277 DINAS PU
Program Prosentase
Pembangunan Pembangunan
03 | 17 | Tyurap/Talud/ turap { wlud / % 50 5 1.209 5 1.221 5 1.233 5 1.246 5 1.258 75 6.167 PINAS PU
Bronjang bronjong
Progrom Prasentase
e . Rehabilitasi /
Rehabilitasi/ Pemeliha . o
93 1 18 | 1nan Jalan dan jgj:’:’c‘l‘:"“" % 50 5| asa S| 4se0 S| 402 S| 498 5. 5.028 751 g464g | DINASPU
Jembatan jembatan
Program .
Pengembangan den Prosentase Tingkat
03 | 24 E:;f:;lo B e -}‘a’éﬁfﬂ'ﬁ;s; % 60 31 1823 ®| 18418 51 18603 51 18780 5 18.976 851 ogjpp| DINASPU
Jaringan Pengairan dalam kondisi baik
Lainnya
Program
Pengembangan, Prosentase
pengelotaan dan peningkatan o
03 | 26 | Jonversi sungai, Optimalisasi % 50 1 409 55 4as3 804 4408 55|  as43 70 4.588 701 9pq9p | DINASPU
danau dan sumber Embung
dava air lainnya
Program
pengembangan Prosentase Tingkat
03 | 27 '}g:iﬁ::;ng:!:l:;n I:i::;?::diaan Air % 30 4 2510 4 2535 4 2.860 4 2.586 4 2.612 50 12.804 DINAS PU
Limbah
Prosentase
Program Penanganan 4
03] 28 Pengendalian Banjir Kawasan Rawan * 20 # 149 4 150 4 152 154 4 155 40 760 DINAS Py
Banjir
Vil -7
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Program Prosentase sarana
P
rjos|2 J;f;ﬂb;;ﬁ:gis dan | PErkotaan yang % 20 3 1.000 3 1.000 4 1.100 4 1.260 4 1.500 4 5700 | DINASPU
Cepat Tumbuh dibangun
Presentase
Program
Pembangunan
Pembangunan
1 03 | 30 o
Infrastruktur parana oo * % 7| 30729 7| 0% T s 7| 1660 7L 91977 | 70| yseq4 | DINASFO
Pedesaan prasaranga
pedesaan
1|05 PENATAAN RUANG 1.357 1,371 1.384 1.398 1,412 6.922
Jumlah
katersediaan
dokumen Rencana
Program Perencanaan DINAS PU /
1105 |15 . Tata Ruang Dok. i 1 p 1 ! 1 p l 1412 5
Tata Ruang (RTRW, RDTRK, 1.357 1.371 1.384 1.398 : 6.922 BAPPEDA
RTBL, RTRK) dan
Sosialisasi
PERENCANAAN ’ )
1 05 PEMBANGUNAR 1.023 1.033 1.044 1.054 1.065 5.218
DAERAH
\ Program Jumlah dokumen Dok./
06 | 15 | Pengembangan data/informasi iy ] 10 665 10 U] 10 10 692 10 . BAFPPEDA
Data/Informasi yang tersedia Buku 672 678 685 3:392
, Tingkat
Program Kerja Sama ;
1 6 16 ketersediann Lag. k) 4 160 4 4 4 4 166 4 BAPPEDA
Pembangunan Japoran kegiatan 162 163 165 816
Prosentase
Aparatur yang .
telah mengikuti % 60 7 7 7 7 7 095
Diklat
Perencanaan
. Prosentase
l‘:‘ﬂ‘;%;;‘; Peningketan | yelembagean PIA
1 06 |20 kelembagaan yang dibina dan % 100 100 700 100 100 100 100 798 100 . BAPPEDA
perencanaan 1pienguaum 707 714 721 3.571
pembangunan daerah elembagaan KPl
Prosentase
penguatan
kelembagaan o
sanitasi dan air % 100 100% 100 100 100 100 100
minum
[PPSP/AMPLY
Program Perencanaan | Prosentanse
Pembangunan Tingkat 100 100 100 375 100 1.836 BAFPEDA
Daerah ketersediaan ’

e

[ Lot

R
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pron e e
Tty

a3y

e sl




dokumen
perencanaan !
pembangtinan
daerah
Tingkat
Program Perencanaan | pelaksanaan
06 | 22 | Pembangunan kordinasi bidang % 100 100 264 100 100 100 100 275 100 BAPPEDA
Ekanomi perencanaan 7 269 272 L.347
ekonormi
Tingkat
[lnkeanaan
Program Perencanaan pelkaanast N
06 | 23 | qusfal Budaya g::s;r:e:al;lgang % 100 100 399 100 403 100 407 100 411 100 415 100 2.035 BAPPEDA
KSDM
Tingkat
Program Perencanaan | pelaksanaan
Prasarana Wilayah kordinasi bidang
06 | 24 | 4an Sumber Daya perencanaat % too | 100 250 | 100 os3 | 100 2551 100 s | 100 0| 100 1275 |  DAPFEDA
Alam Sarana dan :
Frasarana !
o7 PERHUBUNGAN 256.809 259.377 261.970 - 264,590 467.236 1.509.582
Terpenuhinya
Program Peningkatan | standar DISHUBPAR
07 | 17 | pelayanan Angkutan | kesclamatan bagi % S0 | 550 5g30 €|  sgas 65| 5947 01 o007 s 6.067 751 99739 | xominFo
gngkutan umum
Tersedianya halte
Program i:’;ﬁ:mhfr:ﬁﬁm % 40 as 50 s 60 6 70%

o7 | 18 Pembangunan Sarana | dalom trayek . DISHUBPAR
dan Prasarana 5.820 5.878 300 303 306 12,607 KOMINFO
Perhubungan Tersedianya Tanah -

untuk Fagilitas Ha o 1 1 .0 0 0 2 Ha
Perhubungan
Tersedianya
fasilitas
Program perlengkapan jalan
Pengendalian dan {rambu, marka DISHUBPAR
07 | 19 Pengamanan Lalu dan Guardrail] dan | , % 50 64 300 7l 303 73 306 78 309 80 312 85 1.530 KOMIKFO
[intas penerangan jalan v
urum (PJU} pada v
jalan Kabupaten N
Program Pembinaan .
. Tersedinnya
dan Peninghatan . o DISHUBPAR

07 | 22 | yinerja Bidang E::;EE:B;‘;"‘"?- % 70 100 310 100 a3 | ' sig| 319 | 109 33| 100 1.581 KOMIKFO
Perhubungan B
Program Fasilitasi Tersedianya SDM

H . DISHUBFPAR

07 | 23 | Peningkatan SDM di Bidang % 35 70 100 100 100 100 100

bidang Perhubungan Perhubungan 160 162 163 165 166 816 KOMINFO

e ———————————————— e

B S
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08 LINGKUNGAN HIDUP 3,089 3,494 3.848 2,857 3.684 17.972
Program '
Prosentase
Pengembangan 5 351 55 KLH
08 | 15 | Kincria Pengelolaan | POn T % 8 331 909 0| gom 451 2304 50| 9327 s 2 11.523
Persampahan P
Jumlah kebijakan
Pengendalian dan kajian . 863 8 4.249 KLE
08 | 16 | Pencemaran dan pengedalian Kebijkan 3 1 = 2 ] 1 6 .
Perusakan LH lingkungan yang 413 784 1122 1.065
diterbitkan
Peningkatan Kualitas | Jumlah
dan Akses Informasi ketersediaan , 3 15 287 KLH
08 | 19 | gna dan Lingkungan | informasi tentang Info. 0 3 490 3 9 3 39 2 7 8
Hidup lingkungan hidup
P Pengelolaan Ruang Jumlah tokasi RTH . 6" KLH
08 | 24 | oipika Hijau (RTH) | yang dikelola Lokasi 3 3 375 3 379 i 383 4 386 5 390 1913
KEPENDUDUKAN
' Ev 1.033 E.065
10 DAN CATATAN SIPIL 993 1.003 1,013 1,023
Rasio Penduduk
ber KTP per satuan % 73 " 80 87 90 92 95 95
Program Penatsan penduduk T " 1.033 ' DISDUK
Administrasi Rasio Bayi ber o ) 1.02 85 . 90 §.065 CAPIL
10 {15 Kependudukan Akte Kelabiran % 60 63 993 65 1.003 70 1.013 023
Rasio Paeangan o 95 g5
Ber Akte Nikah % 8 7% 85 e i
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
6 164 806
1 PERLINDUNGAN 158 160 161 163
ANAK
Prosentase
penyelesaian
ic;at:;sd:;kerasan % 50 65 70 75 80 85 85
Ereff;:\tizgiealguam perempuan dan 71 BKDPP
R penganusutamaan .?.:? Tian 69 70 70 71 352
Gender dan Anak Bedianya
pusat-pusat
pengaduan Buah 0 1 1 1 1 1 5
ditingkat
kecamatan
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Program Peningkatan .
Kualitas Hidup dan Peningkatan SDM
7 Perlindungan Petugas P2TP2A % 35 40 89 45 90 50 91 55 92 60 93 60 454 BEBPP
Perempuan
KELUARGA
12 BERENCANA DAN
KELUARGA 1.066 1.077 1.087 1.098 1.109 5.438
. SEJAHTERA L
Program Keluarga Prosentase KB o
12 [ 15 | Berencana Aktif % 51 551 jose 81 1065 51  1o7s 1 Loss & 1.097 B sar6 BKBPP
Prosentase
Program "
Pengembangan KetersedEaB.n
Informasi Tentang Informasi Tentang s
12 ] 22 Pengasthan dan ;eng;suhan dan Yo 75 75 12 1o0 12 100 12 100 12 100 12 100 61 BKBPP
Pembinaan Tumbuh ,{im bm;.:a]? b
Kembang Anak A mbuh Rembang
nak
13 S0SIAL 3.210 3.242 3.275 3.30;-' 3.340 16.374
Terdatanya
Jumlah PMKS % 50 50 0 1] 0 50 100
Tingkat eakupan
Program pelayanan o 220 50 50 50 0
pemberdayaan Fakle | dukungan'barang Tane s 50 250
13 | 15 | Miskin Komunitas untuk WRSE
Adat Terpeneil (KAT) | Tersedianya s19 DINSOS
dan penyandang Bantuan Dana 499 504 509 514 2.545 NAKERTRAN
Masalah Useha Bagi KK 230 70 70 70 70 70 350
Kesejatiteraan Sosial | Keluarga Miskin
[PMKS) Lainnya Tingkat Cakupan
Pelayanan
dukungan Barang KUBE 110 15 16 16 16 16 79
Bantuan Usaha
KUBE-FM
Tersedianya
Bantuan
Kebutuhan Hidup Orang 200 50 50 50 50 50 S0
Bagi Lansia
Terlaksananya
Program Pelayanan Pemulangan bagi DINSOS
dan Rehabilitasi orang terlantar/ % 10 20 20 20 20 20 937 20 c
Kesejahteraan Sosial terdampar dan 908 909 918 927 4.501 HAKERTRAN
anak terlantar
Terpenuhinya
bantuan o
13 [ 16 pendukung Yo 0 20 20 20 20 20 20
tanggap darurat
VIr-11
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bencana
Kebutuhan hidup
bagi orang dengan
Lkecacatan Berat Orang 60 65 65 65 65 65 65
{ ODKB)
Terpenuhinya
kebutuhan KK 240 50 50 50 50 50 50
penderita kusta
Terpenuhinya alat
Bantuan Bagi Orang 20 50 50 1 55 55 55
Penyadang Cacat
Adanya Alat
Pendukung Bagi Orang 20 60 60 60 60 60 60
Penyandang Cacat
. Jumlah
Program Pembinaan
penyandang cacat ! DINSOS
1| 13| 18 | para Penjandang den Trauma yang | 008 |- 25 > 101 5 102 5 103 5 104 5 105 50 515 | NAKERTRAN
dibina .
Program Pembinaan Jumlah Panti DIRSOS
1 13 | 19 | Panti Asuhan fpanti | Asuhan yang Pant 6 6 G . 6 | 4] 6 375 ]
Jompo dibina . 360 164 367 371 ) 1.836 NAKERTRAN
Cakupan peran . .
11321 gg?“gl;?day aan Tagana datam % 100 | 100 100 100 100 160 1405 | 100 DINSOS8
Kelembagaan egnn an ¢ 1.350 1.264 1.377 1.391 ' 6.886 NAKERTRAN
Kesejahteraan sosial | PeRanganan
bencana per tahun
" ]
1 14 TENAGA KERJA 2.714 2.741 2.769 2,796 2.824 13.844
Tefsedianya
Fasilitas Balai o 70 20 0 0 0 0 0
. .1 Latihan Kerja
Peningkatan Kualitas Tk T DINSOS
1 | 14 | 15 | dan Produktifitas umlah Tenage 1.977
Tenaga Kerja kerja yang 1.900 1.919 _ 1,938 1,958 9.692 | NAKERTRAN
mendapat % 0 "] 25 30 45 55
pelatihan berbasis
kompetensi
Tingkat
Ketersediaan .
informasi Bursa % 0.3 20 20 20 20 20
1 14 16 Peningkatan Tenaga kerja
Kesermmpatan Kerja Besaran tenaga 728 735 743 750
kerja yang siap - - -
pakai terdaftar % 20 2 o ! 3 4
i vang ditempatkan
Program Besaran tenaga
Perlindungan kerja yang o
i Pengembangan memperoleh % 15 5 86 5 87 5 88 5 89 5
Lembaga Ketenaga peclindungan
ety m—— N
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Kerjaan lembaga
KOPERABI'-DAN
18 et 400 404 408 412 416 2.040
Program Penciptaan P DINAS
Iklim Usaha Kecit dan | | Srentase .
15 ] 15 pengurus koperasi % 27.5 8,5 8,5 8,5 8,4 8,6 73 1.020 PERINDAG
g::;::g;‘h yang yang dilatih 200 202 204 206 208 KOPERASI
Program
Pengembangan DINAS
15 | 16 | Kewirausahaan dan | Percentase UKM % 3| 1,36 7 1 7 1 - 1 - 1 78 41 g3 | PERINDAG
Keunggulan yang KOPERASI
Kompetitif UKM
Pragram
15 | 1 | Peningkatan Kuakiins ::ri?:s??kﬂr Y 21,2 4.2 43 4,2 a2 4,2 42,1 Pz?lefiﬁm
Kelembagaan P ° * ' 125 ! 126 ’ 128 ! 129 ' 130 ! 1.020 X
Koperasi OFERASI
16 PENANAMAN
MODAL 292 295 298 301 304 1.489
. | Program Peningkatan . .
Jumlah investasi .
16 | 15 Pf(;c:;:g:imliaﬁwestasi yang masuk Investor 3 2 120. 2 121 2 122 2 124 2 125 13 612 | BEKDAKAB
Program Peningkatan | Nilai investasi Rp /
16 | 16 | Iklim [nvestasi Dan yang masuk o 3 20 20 20 20 20 - 20 SEKDAKAB
Realisasi Investasi Milyar) Milyar 172 174 175 177 179 877
7 KEBUDAYAAN 1.241 1.253 1.266 1.279 1.291 6.330
Jenis budaya
yang Jenis 20 20 20 20 20 20 20
dikembangkan
Terpeliharanya
17 | 15 | Program Naskah dan Nasksah 1 1 1 3
. : 0 0 0 DISHUEPAR
Pengembangan Nilai Manuskrip Kuno -
175 17 179 9
Budaya Pemberan ! 180 182 893 KOMINFO
penghargaan )
terhadap Orang 3 3 3 2 3 3 18
budayawan dan
scjarawan
VII-13




17

16

Program Pengelolaan
Keragaman Budaya

Cakupan jenis
fasilitasi send
dalam
perlindungan,
pengembangan
dan pemanfaatan
bidang kesenian

%e

Cakupan
organisasi
kesenian

%

Cakupan
Pelaksanaan
Kajlan Seni

%

10

10

Cakupan Gelar
Seni dalam bentuk
pagelaran,
pameran, festival

%

75

75

680

10

75

687

694

15

10

75

701

708

30

30

60

75

3,469

DISHUBPAR
KOMINFO

dan lomba

17

17

Program pengelolaan
kekayaan budayaan

Tersedianya sistem
database
kebudayaan

%

Cakupan
penyelesaian
kebijakan sesuai
peraturan
perundang-
undangan di
bidang
Kebudayaan

%

75

100

310

100

313

100

316
100

100

319

100

323

100

100

1.581

DISHUBPAR
KOMINFO

SEKRET.

17

18

Program Pengelolaan
dan Pelegtarian Adat
dan Budaya

Cakupan Adat dan
budaya Daerah
yang dilestarikan

%

25

20

76

78

10 23

10

86

20

g8

70

411

9.036

44,292

18

PEMUDA DAK OLAH
RAGA

8.683

8.770

8,858

8.946

18

Program Peningkatan
peran Serta
Kepemudaan

Jumlah organisasi
kepemudaan yang
dibina

OKP

60

60

683

60

690

60 697

60

T04

60

71l

60

3.484

DISPORA

29

18

20

Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Dlahragn

Jumlah cabang
olah raga presiasi
yang dibina

Cabor

24

25

Jumlah cabang
olah rage pelajar
yang dibina

Cabor

2,000

26

2.020

27

2.040

28

2.061

29

2.081

10.202

DISFORA

Program Peningkatan

Tingkat
ketersediaan

Sarana dan
Prasarana Clahraga

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2012
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stadion sepak bola

40

0

6.000

60

6.060

80

01 621

6.182

90

0.244

100

30.600

DISPORA
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Tingkat
18 | 21 ketersediaan % 0 1] 0 30 30 30 90
gedung Ojah raga
Tingkat
ketersediaan
lapangan bola kaki % 20 0 20 20 20 20 100
yang standar di 3
kecamatan
Z{fﬂ;’:‘ ;:g ingkatan Jumish organisaai
18 | 22 Pengetahuan anggota gcrakap pramuka Tingkat 3 3 249 3 251 3 254 3 256 3 2359 3 1.268 DISPORA
Gerakan Pramuka yang dikina
KESATUAN BANGSA
19 DAN POLITIK 2.548 A73 2.599 2,625 2.651 12.997
DALAM NEGERI
Prasentase
peningkatan
sistem
Progam Peningkatan pengendalian % 0 20 170 20 180 20 2.017 20 2.338 20 . 2.017 100 6.722 KESBANGPOL
191 1s Kearmaanan dan keamanan dan ' ’ ) ! .
Kenyamanan kenyamanan
Lingkungan | lingkungan
Prosentase
SATPOL PP [
gellgeﬂ;::gz:aan % 100 100 20 100 20 100 20 100 21 100 21 100 102 wH
Pemeliharaan
s Persentase HKESBANGPOL /
Kantrantibmas dan 1 ) !
19116 Pencegahan Tindak peningkatan % 0 20 505 20 510 20 515 20 520 20 526 100 2,576 | BATPOL PP DAN
Kriminal Siskamswakarsa WH
Prosentase 1
SATFOL PP DAN
P rtin angka % 45 7 198 5 200 4 202 3 204 3 206 B o0 WH
Persentase
peningkatan
Program Farum Kerukunan % 0% 20 20 20 20 20 100 KESBANGPOL
Umat Beragama '
19 | 17 | Pengembangan
Wawasan LFKUE:’
Kebangsaan tnyelenggaraan
hari kebangkitan % 100 100 70{ 100 1| 100 71| 100 72| 100 Bt 100 as7 | DISHUBPAR
Nasional
Persentage
peningkatan :
forum Pembauran % 0 20 20 20 20 20 100 KESBANGPOL
Kebangaaan {(FPK)
Persentase
Program Kemitraan Peningkatan
Pengembangan wawasan s
19118 1 Wawasan kebangsaan dalam % 100 1 100 1200 | M0 yge0 | 004 a0 | 100 o1 100 1600 | 1004 540 | KESBANGPOL
Kebangsaan kerangka NXRI
{Per tahun)

K Pidie Jaya Tahun 2014-2019
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Prosentase
Pengembangan
WAWAHAT o BATPOL PP DAN
kebangsaan % 100 100 15 100 15 100 15 100 15 100 16 100 77 WH
melaui peringatan
heri-hari besar
Program Prosentase
Pemberdayaan menurunnya
1 19 | 19 | Masyarakat untuk gangguan % 0 20 20 20 20 20 370 100 KESBANGPOL
Menjaga Ketertiban keamanan dalam 370 370 370 370 1850
dan Keameanan negeri
. Prosentase
Program Peningkatan
1 | 19 | 20 | Pembesantasan Penyuluhan % 3s 10 95 10 100 10 100 10 110 10 120 8s 545 | BATPOL PP DAN
" terhahap judi dan WH
Penyakit Masyarakat "
makaiat
Persentase Tingkat
Program Pendidikan Partisipasi a
1119 | 21 | poitik Masyerakat | Masyarakat dalam % 0 0% 0 0% 0 90 151 20 153 90 154 90 455 | KESBANGPOL
Pemilu
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUB, ;
ADMINISTRASI
1 | 20 . KEUANGAN
DAERAH, 40.663 41.386 45,649 43,358 46.418 217.410
PERANGEAT -~ i
DAERAH, :
KEPECAWAIAN PAN
PERSANDIAN
Program Peningkatan .
1 | 20 | 15 | Kepasitas Lembaga ?::—lgyl::saian % a4 70 73 76 78 79 3.489 80 DPRK
Perwakilan Rakyat 3.353 3,387 3.420 3.455 ' 17.104
: Prolegda per tahun
Daerah
' “Tingkat pelayanan
Program Peningkatan terhadap %a 100 100 100 100 100 100 100
L 20| 16 Pelayanan Kedinasan masyarakat SEKDAKAS
Kepala Daerah / Tingkat pelayanan 1.065 1.076 1.086 1.097 1.108 5.433
Wakil Kepala Daerah | terhadap tamu- % 100 100 100 100 100 100 100
tamu daerah
Prosentase
pelayanan
o
program Peningkatan pelela!;gau . Yo 100 100 270 100 280 100 083 100 286 100 88 100 1.407 SBEKDAKAB
Dan Pengembangan pengacaan arang
dan jasa daerah
Pengelolaan
Prosentase
Keuangan Daearah peningkatan
. o, ¢
1oy realisasi APBD per % 94 9% 532 95 574 o8 604 8 613 o8 664 9% | 2950 DPFRAD
tahun

RPIMK Pidie juya Tahun 2014-2019
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Prosentase
Peningkatan
realisasi PAD daci % 66 5 562 5 562 5 562 § 562 5 562 Ml gam DPPKAD
farget per tahun
Program Pembinaan Tersediaanya
dan Faasilitasi dokumern b
1 20 | 1B Pengelalzan pelaksanaan % 100 100 151 100 159 100 167 100 175 100 184 100 836 DFPKAD
Keuangan Kabupaten | anggaran daerah
Tingkat
ketersediaan pos . 4
Peningkatan pemadam Unit l 0 0 ! 0 ! 3
Kesiagaan dan | kebakaran
V[ 20 | 19| pencegahan Bahaya | Tingkat 130 140 2.300 150 2.300 5.020 BPED
Kebakaran l;::;s:::an motil Unit 4 0 0 2 0 2 8
kebakaran
Tingkat
ketersediaasn LHP % 100 20 20 20 20 20 100
sctiap tahun
Jumlah
Peningkatan Sisten penurunan angka
1120 20 Pengawasan In.lcrnal penemuan kasus Kasus 200 180 165 157 138 111 IOD‘ ,
dan Pengendalian {Kasus) 450 485 459 464 468 0095 | INSPEKTORAT
Pelaksanaan Tingkat
Kebijakan KDH Penyelesaian hasil
temuan serta
pengawasat % 5t 6 6 6 6 [ 8l
tindak lanjut 1
sejumlah TLHP
. Tingkat '
Program Peningkalan | yeteraediaan
" auditor yang .
1 ]2 121 g:rr]lagaa]::ztr;ernksa profesional Orang 2 2 78 3 79 4 a0 5 80 4 81 20 308 INSPEKTORAT
Pen a?vasan se]u;n]ah 20
E Auditor
Program optimalisasi I;:i:g;zgi ‘? .
1 20 | 23 {aekr:l]a!l]fn_ait:‘%rmui website Baitul Mal % 100 100 65 100 67 100 &3 100 66 100 64 100 125 BAITUL MAL
CRNoloEL Pidie Jaya
Program Prosentase
mengintensifkan pemberian o
P | 20| 24 g::;:ga::n :::;::nag:;t:;r: o 100 {4]¢] 250 100 253 100 255 100 258 100 260 100 1.975 BEKDAKAB
masyarakat dan masgyarakat
Program Penataan :Ier:grﬁelsaian
o,
1 W[ 26 ie:ﬂtlg:: Undangan produk hukum Yo 100 100 200 100 202 100 204 100 06 100 208 100 1.620 BEKDAKAB
erundang g daerah
. Prosentase Indeks BEKDAHAB/
Program Peningkatan
Kepuasan % BS 86 87 = 87 87 88 88 KECAMATAN/
Pelayanan Umum Masyarakat (IKM] 12.500 12,625 12.751 12.879 [3.008 63.763 KP2TEP
=, — et e
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Tersedianye
dokumen (LPED,
LKPJ, ILPPD, ’
LAKIP]

%

100

100

Prosentase
pelaksanaen
kegiatann
monitoring HO

%

100

100

Terfagilitasinya
Pemilihan
Perangkat
Campong dan
Mulim

%

100

100

Tingkat
keterlaksanaan
MONEV
Pembangunan
Daerah

%

100

100

Prosentase
pélayanan
terhadap bantuan
sosial

%

100

100

Tingkat
keterlaksanaan
pengawasan
ekaplorasi SPA

%

100

100

20

28

Prosentase
penerapan PATEN
di Kecamatan

%

25

50

100

100

100

100

100

100

$0

Tapal Batas
Wilayah Pemda

Tersedianya Patok -

Patok

50

50

Tersedianya Patok
Batas Tanah
Pemda

Patok

100

200

Tesedianya subsidi
Raskin untuk KK
Miskin

%

100

100

200

100

Tingkat
ketersediaan
Operasional untuk
39 Pustaka
Gampong

U/ o

100

100

Tingkat
pembinaan
aparatur

mukim/ gampong

%

100

100

yang dibina
Tingkat
penyelesaian
' penataan asct

%

100

100

100

100

100

100

100

75

50

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

S0

200

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

250

1100

100

100

SEKDAKAE

BEKDAKAB

SEKDAKAB

SEKDAKAS

SEKDAKAB

SEKDAKAB

BEKDARAB/
KECAMATAN

BEKDAKAB

BEKDAHAB

SEKDASAR

BEKDAKAB
o

SEKDAKAB/
BPM/ BAPPEDA

e —

DPPHAD

doerah
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Tingkat
g:“m”“f::‘:;um % 100 | 100 100 100 100 100 100 KP2TSP
dengan SOP
Program Penirgkatan | Tinghkat SEKDAKAB/
1 | 20 | 29 | Pemahaman Syariat pcla'ksanaan Har- % 100 100 as0 100 354 100 157 100 161 100 364 100 1.785 DINAS SYARIAT
Islam hari besar Islam ISLAM
Besaran
ketersediaan
. sid
Program Peningkatan ;arana ("i'_‘“:' ,
Sarana dan eunasah, TPA, DINAS SYARIAT
1 {20 | 30} pragarana rrgﬂrii‘; % 10 201 2700 0 a727 0 g5 S0 o782 60 2.810 0 13773 1SLAM
Peribadatan {Hambal, Kitab-
kitab,sondsystem)
ibadah
Program Peningkatan | Prosentase tennga | ) 0 P::NEI?&N
b | 20 | 31 | Mutuydan layanan pengajar dayah % 10 10 10 10 10 10 437 7 Bl
Pendidikan Dayah | yang dibina 2.342 2.365 2.389 2.413 11.94 DAYAH
Prosentase Dayah
. . Bertipe yang % 100 100 100 100 100 100 100 i
. Program Peningkatan | oo KANTOR
1 | 20 | 32 | dan Pengembangan 354 158 361 365 368 L.806 PEMBINAAR
Manajemen Dayah Tersediannya Dok 1 | 1 | 1 1 5 o DAYAH
database dayah ok
Prosentase remaja N
! vang mendapat % 50 60 70 &0 90 [00 100 1
pembinaan
Persentase Taman e
Pengajian Alquran % 100 100 100 100 160 100 100
v | 20 | 2 | Proscam Pembinaan gp‘”‘]"yta“g dibina SEKDAKAB/
dan Pengembangan ngra 5,558 DINAS SYARIAT
: H iali ' 4.362- 4.667 4.994 5.244 24.826
Syariat Islam ol | = 100 | 100 100 100 100 100 100 ISLAM
gampong
Tingkat
ﬁi‘g’;‘::ﬁ"f;}’g % 100 100 100 100 100 100 100
dan MTQ Daerah
Jumlah
. rekomendasi fatwa Rekom. 2 2 2 2 2 H 2 10
Program Peningkatan yang diterbitkan
1 | 20 | 34 | Sumber Daya dan 150 152 153 155 156 SEKRET. MPU
Peran Ulama Jumiah Kader 765
Ulama Muda yang Orang 0 24 24 24 24 24 120
di bina {Orang)
1 ]2 ;35 g;?ngreannrakan Syiar g::;?;g Zakat, % 60 60 65 70 75 80 1,769 80 BAITUL MAL
Lslam ’ Infak dan ° 1.700 1717 1.734 1.752 ~ 8.672
Shadagah

M
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Program Peningkatan Prosentase Sarana KANTOR ]
20 | 37 | Sarana dan dan Prasarana Y% 10 10 10 10 10 10 3,542 50 PEMBINAAN
Prasarana Dayah yang disediakan 3.404 3.433 3.472 3.507 17.364 DAYAH
Prosentase
Program Peningkatan peningkatan
Kapasitas Sumber kapasitas imum N ' DINAS BYARIAT
20 | .38 | poyg Pelakeana meunasah, imum % 65 10 350 10 354 3 357 3 361 3 364 95 1.785 1SLAM
Syariat Islam mesjid, guru N
TPA/TPQ
Prasentase
I;:;ggr::b angan ketersediaan
20 Sistem Informasi *s',‘f"’.‘“a‘" tentang % 40 45 50 55 o8 60 - 65 26 65 128 Dm‘fsf:;m‘“
Pelaksanaan Syariat yanat 131?‘“‘ ! 25 25
Islam seluruh wilayah
Pidie Jaya
Jumlah Aparatur :
Yeng dilakukan
pembinaan
(Prajabatan, FIM, - BEKDAKAB
SPM, Tata Naskah, Qrang 1.200 200 ‘ZOP 200 200 300 2.300 /BKPP
Program Peningkatan Lakip, Tapkin,
20 Kapasitas Sumber SoP, pengelolaan
Daya Aparatur Pustaka) 1.750 1.768 2,785 2,122 2.143 10.568
ya Ap Prosentase
ketersediaan
;“mﬁ““ mpat % 0 0 0 50 a5 15 100 BKEP
pendidikan dan
pelatihan PNS
Program Pembinaan Prosentase .
20 dan Pengembangan aparatur pemda % 1,22 1,36 720 1,63 797 1,91 734 2,04 742 2,18 749 2,45 2 673 BKPP
Aparatur yang dibina : *
Tingkat
Pencegahan dini dan 2:::?:‘2::“ i
0,
20 i:?::;ggbtagzgag:: slam prasarana % 60 65 as0 70 859 75 867 80 876 85 885 85 4.236 BPBD
penanggulangan
bencana alam
Prosentase
Program renabilitasi
o
20 Pengendalian Banjir Pm";;‘;g;‘:l pmsca % 0 751 1000 80 1+ 010 8 1.020 9 | 030 95 1041 951 5101 BPED
banjir
Prosentase
‘;Ztﬁ’::sd’::; sdam % 33 33 33 as as 70 70
Program Tanggap kebakaran
20 Darurat Bencana Peningkatan 500 505 800 850 1.000 3.655 BPED
gi‘f{-‘g‘:jﬁaﬁgg’f Orang 40 50 60 70 80 90 100
Rescue}
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. P KANTOR
Program Pendidikan Angka Partisipasi o
20 Dayah Pendidikan Dayah % 30 30 275 35 278 40 281 ¥ 283 50 286 | 50| 403 | PEMBINAAN
. DAYAH
. KANTOR
Program Prosentase santri
20 Pemberdayaan Santri | yang dibina % 10 10 95 10 96 10 97 10 98 10 99 10 485 PEMBINAAN
DAYAH
Program penataan
penguasaan,
pemilikan, Prosentase Tanah
20 penggunaan, dan wakafyg didata % 40 40 130 45 131 50 133 55 134 60 135 60 663 | DAITUL MAL
pemanfaatan tanah
wakal )
21 KETAHANAN
PANGAN 1.887 2,012 3.440 3.082 3.226 . 11,354
Program .
penganckaragaman Nilai pola pangan
2015 dan Keamanan harapan %’ 8o 5 323 .10 339 15 356 20 kvl % 393 % 1785 BPKP
pangan - } :
Ketersedinan
! . informasi ' .
Program Distribusi n N .
21 | 16 | 4an Akses Pangan g::"l‘;:;::;ﬁ;an % o 225 4 230 6 234 8 239 10 244 ol EPKP
di daerah.
Program Penanganan Jumlah Gampong ' )
21 17 Kerawanan Pangen Ei;?ﬂ:tayzl{aa:g Gampng ) 7 10 45 10 . 46 10 47 10 48 10 .49 S0 234 BPKP
Program Gerakan
Percepatan Jumlah Kelompok
21 | 18 | penganekaragaman Wanita Tani (KWT) KWT 40 8 8 8 8 8 51 40 BPKP
komsumsi pangan yang dibina 45 46 48 . 4 ' 239
dan gizi {PZKP)
Program Penyuluhan .
dan Pendampingan Terpenuhinya :
21 { 19 | peiani serta Pelaku | Kegiatan Penas . | <& ! 0 0 0 0 L 100 0 0 0 0 Y| 1seo|  BFEF
Agribianis (Penas)
Program Peningkatan | Prosentase
SOM Penyuluh penyuluh yang
2L { 20 | boiznian/Perkebuna | dilakukan % 55 10 263 15 276 n 290 25 304 30 320 %51 145 BPKP
n/ Kelautan pembinean
Erogra.nt; Peningkatan Jumlah Gapoktan
apasitas : dan LUEP yang .
21 { 22 | Kelembagaan Petani dilakukan Kip 0 5 16 5 17 3 18 5 19 5 19 25 88 BPKP
dan SDM Pelaku embinaan '
Usaha Agribisnis P ,
Program Peningkatan Tersedianya
21 | 23 | Seranadan Fasiatas % 45 10 10 10 10 10 656 50 BPKP
Prasarana Penuniane BEP ° 540 567 595 625 2.984
Penvuluhan Jang




Program Peningkat2n | jymiah saung tani
1 | 21 | 24 | saranadan . Unit 9 q q 3 4 3 300 27 BPKP
Prasarana Pertanian yang dibangun 400 400 400 400 1.900
1| 22 PEMBERDAYAAN
’ MASYARAKAT DESA 7.447 7.521 7.597, 7.673 L7149 37.987
Jumlah kelompok
4 Kip 40 8 8 8 8 8 40
Program Peningkatan PKK yang dibina
1 | 22 | 15 | Keberdayaan Jumlah Gelar BPM
Masyarakat Pedesaan Teknologi Tepat 116 . . 1.325 | 1345 , 1.441 . 1.441 . 1.480 . 7.032
Guna (TTG} yang
) . diikuti '
* ¢ Jumlah kelompok
I Usaha Ekenomi '
. .&_—.« Pemakmy Kip 20 20 20 ple . 20 . 20 120
s | Gampong (UEPG) ° o
., : ., | Jumlah kelompak ‘
e 6 :;%ggreznbmgan Pemberdayaan
1|22 (1 k i Pemud K 8 8 8 8- 8 8 38 |’ :
gk lembaga ekonomi Ekonomi temur P 560 566 571 - 577 583 2.857 BPM
. Gampong (PEPG)
... pedesaan .
L Jumlah kelompok | ;
SEF Ekonomi Usaha
Gampong Simpan Klp 2 2 2 2 2 2 2
. Pinjam (EUG-8P)
i Program Peningkatan ) R
= Partisipasi Jumlah gampong
122417 Masyarakat dalam yang dibina Gampng 40 8 8 & 8 8 80
membangun desa 1248
Penerapan Sistem 1.150 1.178 1,198 1.202 : 5,976 BPM
A Administrasi
Informasi Gampng 1 8 8 8 B 8 41
Gampong (SAIC)
Jumlah Pelatihan
. Pokja Profil
. - ” gograf:lapinmgkamn Gampong yang Gatmpng -] 20 25 0 35 40 155
pasitas paratur dibina
Pemerintah Desa 150 170 200 230 250 1.000 BPM
Jumlah apartur
gampang yang Qrang 666 666 666 666 666 666 666
dibina
Program Peningkatan ‘;::2::2““ yang
1 | 22 | 19 | Peran Perempuan di dilatih Orang 150 75 212 735 214 75 216 75 218 75 221 375 1081 BPM
Perdesaan .
keterampilan _
Program Prosentase )
1 | 22 | 20 | Pemberdayaen keteraediaan % 2 24 23.50 | - 2 20 18 1349 18 8PN
i s laporan monev. 3.218 ! 3.250 3.283 3.316 ' 16.415
Masyarakat Mandiri
PNEM
RP/MK Pidie faya Tahun 2014-2019 VIl -22 /




Prosentase Sarana
dan Prasarana % 20 20 25 30 35 40 40

D .
Program Peningkatan £0a yang teracdia

Tingkat
Sarana dan .
Fﬁ 1|22 |21 Prasarana ketersediaan % 8 15 803 25 902 35 911 45 920
-,

60 920 60 4.555 BPM

N kantor kechik :
T I —
emerintah Desa Tingkal
ketersdiaan kantor % 38 45 50 55 60 65 75
mukim

R L
byt

1| 28 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIHA 1,744 1.761 1.779 L7197 1.815 | . 8.896

Tersedianya
domain Website Domain 4 1 i 1 1 [ 9
pemerintah daerah '

Tersedianya
Program Peralatan dan . .
11251 15 Pengembangan Perlengkapan Y% 30 40 50 ' 60 70 80 80 DISHUBPAR
Komunikasi, Komunikasi dan R KOMINFO/
[nformasi dan Media Infermatika 500 505 510 . 515 1.506 3.530 BAITUL MAL
Massa Tersedianya
Fasilitas
Komunikasi dan
Informatika
[Gedung Media
Center)
Cakupan
' Pengembangan
dan ' .
DISHUBPAR

Pemberdayaan
$DM Aparatur % 10 15 15 15 13 15 85 KOMINFO

bidang |
Koemunikasi dan
Informatika -
Cekupan
Program fasilitasi Pengembangan
Peningkatan SOM dan .
bidang komu:}i.kasi Pemberdayaan . 450 455 459 464 468 2,295 DISHUBPAR
dan informasi Kelompo!'f % 0 10 10 10 10 10 50 KOMINEO
Informasi
Masyarakat di
Tingkat
Kecamatan

Unit 0 0 0 0 o [

SEKDAKAB/

% 100 100 100 100 100 100 100 DISHUBPAR
KOMINFO

Tersedianya
layanan LPSE
dengan baik

e o P
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Pelaksanaan
\ Desiminaai dan
Program Kerjasama PR
: p Pendistribusian DISHUBPAR
25 | 18 | Informasi dan Media | jirmasi pasional | <5 2 12 544 12 549 12 555 12 560 12 566 60} o775 |  KomNFO
dengan berbagai
media
Cakupan layanan
infermasi publik % 25 5 5 5 5 5 50
Tersedianya
Program Databrse Bidang
25 19 Pengembangan Komunikasi dan % 0 100 100 100 100 100 100
Sistem Pelayanan Informatika
e I— DISHUBPAR
Cakupan
g‘:f;“:;‘:;i:‘: benyclesaian 250 253 255 258 260 1275 | KomINFO
Penyelenggaraan kebijakan sesuai
Pemerintahan Daerah | peraturan
- perundang- % 80 100 100 100 100 100 100
undangan di
bidang
kemunikeasi dan
informatika !
URUSAN PILIHAN
o1 PERT. N 23.259 23.622 23.996 24,384 24,786 .120.047
Prosentase . ,
kelompok tani . % 20 10 15 20 25 30 as BPKP
; dibina
Program Peningkatan yamg COIK L - ———————]
01 | 35 | egejahteraan Petani | Koniribust Sub 355 373 391 a1t 432 1.962
Perkebunan % 5,58 5.61 5,64 5,66 5,69 5,72 572 DISHUTBUN
Terhadap FDRB
Konstribusi Sektor
H oy
Program Peningkatan l::ma;}:[)as Yo 57.25 56.23 689 55.50 696 54.15 703 53,20 710 52.30 717 52.30 1.515 DISTANNAK
01 | 16 | Ketahanan Pangan
Pertanian Tingkat
tH 7
lgzﬁaézidéizr:ah Yo 100 100 235 160 243 100 249 100 256 100 264 100 1.246 BPKP
Program Peningkatan is(:;‘:;- bust Sub
ot | 17 iﬁ;’i‘:’;:f;eif:ilan ;| perkebunan % 558 | 561 50| 564 s1| 566 511 568 s2| 5.2 52| sm2 206 | DISHUTBUN
Terhadap FDRB
Perkebunar{ {PSDH/DR]
Program Peningkatan Tersedianya
Penerapan Tekhnologi | Demlot .
Pertanian/ Percontohan 7 0 10 12 15 13 0 s % 16 20 i8 30 73 BPKP
Perkebunan Tepat Tanaman Pangan

i
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Guna

Pertanian

Adanya Demplot
Tanaman
Hertikuitura bagi

%

5S¢

Si

51

52

32 S

2535

BPKP

Masyarakat
Terciptanya petani
yang handa!
untuk pengolahan
hasil pertanian
/perkebunan dan
kelautan

%

50

53

§5

20

58

25

61 25

276

BPKP

Panjang Jalan
Usaha Tani yang
Dibangun/
Direhal

36

Panjang Jaringan
Irigasi Teraier
dalam Kondisi
Baik

101,¢

7,75

Jumlah Embung
Yang Dibangun/
Direhab )

Unit

B.190

5,5

8.272

6,0

8.5

8.355

6,5

8.438

7,0

9,5

66

8523 | 144,15

41.777

DISTANNAK

DISTANNAK

DISTANNAK

Tingkat
Penurunan
Serangan OPT

%

60

35

1.339

50

1.352

45

1.366

40

1.380

35

1.393 35

6.830

DISHUTBUN

o1 )19

Program Peningkatan
Produksi Pertanian /
Perkebunan

Perkebunan

Prosentase
peningkatarn
preduktifitas padi

Ton/Ha

7,89

1.600

7.92

1.680

1.764

1.852

1.945 8,00

8.841

BPKP/
DISTANNAK/
DISHUTBUN

Produktivitas
Rata-rata
Tanaman
Perkebunan
Utama

Kg/He

658,9

724,8

Panjang Jalan
Produksi yang
dibangun

Km

224

30

8.478

797.8

30

8.563

877

30

8.648

964,7

30

8.735

30

L.061,

8.822

374

43.246

DISHUTBUN

DISHUTBUN

ot | 20

Program
Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/
Perkebunan
Lapangan

Terbinanya semua
wilayah kerja
penyuluh
pertanian dan
perkebunan {222
WKPP)

%

60

!

480

20

539

30

593

40

652

50

717 50

2,991

BPKP

o1 | 21

Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Ternak

Tersedianya
VYaksin/Obat dan
Jasa Pelayanan
Vaksinasi Ternak

Dosis

100.000

120.00

650

120.00

657

120.00

563

120.60

670

120,00

676 120,00

3.316

DISTANNAK

01 | 22

Program Peningkatan
Preduksi Hasil
Peternakan

Tersedianya
Pembangunan
Sarana dan
prasarana

pembibitan Ternak

Unit

900

909

9i8

927 15

4,545

DISTANNAK

RPIMK Pidie [aya Tahun 201
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w : Terbangunnya
Sarana dan
Prasarana Yo 10 10 5 5 5 5 35
Agribisnis
" Perternakan
N Program Peningkatan N
e 5 | 01 | 23 | Pemasaran Hasil ',‘;:Zi‘“? aEKSpO | gog 3 1 50 1 o 1 " i " 1 83 8 405 |  DISTANNAK
- Produksi Peternakan
Tersedianya
. Sarana dan
"y 2 o1 | 24 ?ir:eg::;: ?rTl?men prasarana Unit 15 3 150 3 3 3 3 156 30 DISTANNAX
Perernakan teknologi 152 153 155 765
.o Peternakan Tepat
PO T Y Guna
;.
4
. 2|02 KEHUTANAXN 2,878 2.907 2,936 2.965 2,998 14.681
ek " | Program Pemanfaatan | Prosentase ‘
i f ¢ 2 | 02 15 :Pbtenai Sumber Daya pemanfaatan Ha 306 40 171 40 172,71 490 174,4 40 176,2 40 178 506 a72 DIBHUTBUN
! Hutan hutan rakyat . . :
Luas hutan dan
Pogram Rehabilitasi )
N 2 02 16 [ahan kritis yang Ha 510 170 170 170 170 170 1.880 1.360 DISHUTBUN
v . Hutan dan Lahan direhabilitasi 1.807 1.825 1.843 1.862 9,218
B Program
o A : Luas hutan dan
& . Perlindungan dan )
N 2 02 17 . Kenaervasi Sumber la‘l'{a.n kntlls Yang Ha 510 170 698 170 705 170 712 170 719 170 726 1,360 3561 DISHUTBUN
dilindungi
4 Daya Hutan . i
: Kontribusi Sub
i 2 {0220 ﬁﬁﬁi’ﬂéﬁﬁﬁi&gﬁf” Sektor Kehutanen % 0,03- 0,04 0,05 0,06 0,07 N 0,08 158 0,09 DISHUTBUN
% Hutan terhadap PDRB ! b 152 ' 154 ' 155 ' 157 ' ' 775
> i {PSDH/DR}
S : ENERGI DAN
0 2 |03 BUMBERDAYA '
. MINERAL 64 63 65 66 ‘67 326
Tingkat
Program Pembinaan ketersediaan
Dan Pengembangan listrik daerah
2|03 |17 Bidang Ketenaga dengan MW 0 2 64 2 65 3 63 2 G6 0 67 9 326 BEKDARAB
W g Listrikan pembangunan
. o PLTMH
bxd
2 04 PARIWISATA 1.560 1,576 1.692 1.608 1,623 17.987
Program Peningkatan
. X Orang/ DISHUBPAR
2 | 04 | 15 | Pengembangan jumlah kunjungan
Pemasaran Pariwisata Wisatawan Tahun 3.000 2.000 30 8.000 30 2.000 31 2.000 31 2.000 31 | 13.000 153 KOMINFO

VIl -26 -
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Tempal
Pengembangan
Program Destinasi
Pariwisata . DISHUEPAR
04 | 16 | Pengembangan. | Ungeulan (Objek | > 2 21 1150 21 L2 31 173 31 1iss 4 1197 4| s5866| KommFO
Wisata Alam,
Sejarah dan
Religius)
Cakupen
Pengembangan
dan
Pemberdayaan % 25 40 50 60 70 80 80
Propram SDM Aparatur dan
04 ; 17 Pengg:!mbangan Stakeholder . DISHUBPAR
Kemitrazn bidang Pariwisata 380 384 388 392 395 1.938 | ROMINFO
Cakupan Fasilitasi '
ﬁi:}";ﬁ:ﬁm Klp o 14 15 18 20 25 30
Ekonemi Kreatif . .
08 KELAUTAN DAN ) .
PERIKANAN 10,040 10,140 10.242 10.344 10.4438 51.214
Program
os | 15 Pemberdayaan Produksi garam , Ton/ - - KE%‘;‘I‘SAN
Ekonomi Masyarakat raleyat Tahun 1.743 1.800 130 .1.850 150 1.900 200 1.950 200 2.000 200 | '2:.000 B8O PERIKANAN
Pesisir K i i
Program - .
Pemberdayan Cakupan Patroli .
Masyarakat Dalam Pengawasan lllegal Patroli/ ' DINAS
05 | 16 | pepgawasan den Une "Wl’“d “;‘du Tahun 3 3 130 4 150 6 200 6 00 6 200 6 ggo | KELAUTAN
Pengendalian Sumber unregu ated (IUU) PERIKANAN
Fishing
Dava Kelautan .
Program Produksi Ton/ DINAS
05 | 20 | Pengembangan " Perikanan 942,61 961 980 3.122 KELAUTAN
Budidaya Perikanan Budidaya Tahun N 3.000 3.030 1.000 3.060 1.020 3.091 1.040 1.040 15.303 PERIKANAN
Program Produksi Ton/ DINAS
05 | 21 | Pengembangan Perikanan 6.764 KELAUTAN
Perikanan Tangkap Tangkap Tahun 10,681 | 10.800 6.500 | 10.900 6,565 | 11.000 6.631 | 11.100 6.697 | 11.200 11.200 33.157 PERIKANAN
Pragram
Optimalisasi . DINAS
Produksi olahan Ton/
05 | 23 | Pengelolaan dan : . 1,748 1.800 291 KELAUTAN
Pemasnran Produksi hasil perikanan Tehun 280 1.900 283 1.950 286 2,000 288 2.100 2.100 1.428 PERIKANAN
Perikanan
06 PERDAGANGAN 5.244 5.296 5.349 5.403 5.457 26,750
VIl - 27




O i Tl

Program
Perlindungan C::“f\i:san DINAS
2 | 06 | 15 | konsumen dan ﬁe gda edagan e 6,06 2,472 i3 2,42 15 2,42 i5 2,42 154 2,42 15 18,18 77 PERINDAG
Penpamanan bagu gﬂn .gsag KOPERASI
Perdapganpgan & J
Program Peningkatan z::s:;aetdiuan DINAS
06 | 18 | Efisicnsi Perdagangan % 37,24 7,81 11 9 8 7 80,73 PERINDAG
Dalam Negeri I;i;s:r, ko, dan 5,154 5.200 5.258 5.310 5.363 26.291 KOPERASI
Program Pembinaan g:é‘;;:::; ok DINAS
06 | 16 | Pedagang Kaki Lima f % 12,74 4 4 4 4 4 32,05 PERINDAG
dan Asangan lu:na yang % 7% i i 78 383 KOPERASI
difasilitasi
or INDUSTRI 3.662 3.598 3.634 3,670 3,707 18,170
Program Peningkatan ~ gzi':‘l“gzg industri DINAB
07 | 15 | Kapasitas Iptek % 13 4 4 4 4 4 31,19 PERINDAG
sistem Produksi rr{ene:l!gah. yang : 83 86 87 88 88 434 KOPERASI
A difasilitast
Program .
Cakupan Industn DINAS
Pengembangan "
07 | 16 | jndustri Kecil dan ot * 18 51 3382 51 3416 St 3450 51 3ase 5 asto | 9% wmos2| X ERINDAG
Menengah ifnsilitast ) KOPERASL
Program Promosl Cakupan IKM DINAS
07 | 20 | Hasil industri Kecil vang difasilitasi Yo 1,31 0,65 0,65 0,65 . 0,65 0,65 4,58 PERINDAG
dan Menengah promosi produk ) 85 96 7 98 99 485 KOPERASI
08 KETRANB
MIGRABIAN ate 380 3684 a7 391 1,918
Cak '
Program Tranemigrasi akupan o : DINSOB
08 | 16 Lokal r:t?:&nilbgir:: lokal Yo 100 100 376 160 380 100 284 100 337 100 39l 100 1918 NAKERTRAN




BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran kéberhasilan pencapaian vist dan misi
bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan,
dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaianindikator
outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capa,ian"yangbersifat Ihandi_n' setiap taﬁun sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periocie RPJMK dapat dicapai. Indikator kinerja
daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil
indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau
kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan
berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator
capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capajan indicator
kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas
ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan
keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode
2014-2019 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai
indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan
pelaksanaan desentralisasi dan oton;nmi daerah. Ukuran keberhasilan
/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu
menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dirmnaksud
Jjuga diperlukan oleh publik dalam rangka perwvujudan transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk
mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan,
menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early
warning) terhadap masalah yang berkembang, memantaun
perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara
dini, sebagai bahan pengendaliandan evaluasi dampak dari kebijakan
yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada
publik.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 IX-1
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dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Indikator kinerja yang digunakan antara lain: Indikator kemajuan

otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks

pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara

sil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan paramater

keseluruhan ha
"Peningkatan Kualitas Manusia" dan Indikatornya adalah nilai lndeks

an Manusia (IPM). Selanjutnya indikator kinerja daerah
3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat,

Pembangun
dibagi menjadi
aspek pelayanan umur, dan aspek daya saing daerah.

Penetapan indikator kinerja Pidie Jaya Tahun 2014-2019 dapat

dilikiat dalam Tabel 9.1 sebagai berikut:

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019
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Tabel 9.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014-2019

RPIMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019

Kondisi Target Capaian Setidp Tahun " Kondisl
ol. i . dom Tadik Kinerja ' B Kinezja
Mo | Mieh Spcen Pembngunal dun lndlator | saruny | pude e Fode skl
gunan Daer Perlode 2015 2016 2017 | 2018 | 2019 perlace
RPJMD RPJMD
2019
N N -
nturm eforr L ih-tertata;idan v,
i e e s e i i
1 | Meningkatnya kualitas _I:ci'_ngrjq._&ﬁa__r.ja rj_‘rgi_elé;lu:i, _pg.a'ngembi_mgan kompetensif_t'ei‘én.ls_&dn non .t_e;knisi L .
] N Pérseﬁt'és;kef;rsedwiaat{ dokur;len Lapc.nrari T o T T — T 7 ] - ~
1.1 Kinerja.dan Keuangan (LAKIP) Yo 100 100 100 100 100 100 100
1.2 | Indek Kepuasan Masyarzkat {TKM) % 85 86 37 B7 87 88 38
1.3 | Tingkat penanganan pengaduan masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100
1.4 [ Indeks Kinerja aparatur pelayanan publik % 60 63 67 70 75 80 80
Jumlah Aparatur Yang dilakukan
pembinaan (Prajabatan, PIM, SPM, Tata

1.5 Naskah, Lakip, Tapkin, SOP, pengelolaan Orang 200 300 300 300 300 300 300
Pustaka)

16 Tingkat penyelesaian PROLEGDA setiap % 44 70 73 76 78 79 80
tahun
Persentase jumlah peningkatan SDM di

1.7 | bidang pemeriksaan dan pengawasan Orang 2 2 3 4 5 4 20
(auditur)
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2 | Terwujudnya pdnsip_:?ﬂ&ip ,t‘;f‘zftcilicg!o';a gemeﬂﬁtﬁhan yang batk (good gjb’b;é'ﬁir_aﬁ'hcé) =
- - e . N . N . . - - f:.
0.1 Tingkat ketersediaan dok}lmen perencanaan % 100 100 100 100 100 100 100
pembangunan ( E-Planning) .
Tingkat ketersediaan data dan informasi
22 pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya Buku/Dok 8 10 10 10 10 10 10 L
H *
53 Rasio penduduk ber KTP per satuan % 73 80 87 90 95 05 95 :
penduduk -
2.4 | Rasio bayi berakte kelahiran Y% 60 63 65 70 78 85 90 B
A 0.5 | Rasio pasangan berakte nikah % 70 75 85 90 93 as |. 95 !
4, 0.6 Tingkat ketersediaan data PLKB dan % 50 55 60 65 70 75 75 "
? keluarga berencana ) _ .
ewln, ' . - -
;:-:; . 3 Terrtugju_dnya pg!ayandn publik yang akuntable dan bebas darl korupsi, kolust dar.t nepotigu_ne
",:: | Tingkat efektifitas Penerapan Pelayanan
‘*J_,*. 3.1 | Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada 8 % 25 50 50 75 100 100 100
- kecamatan '
Tingkat ketersediaan sarana prasarana .
3.2 | pusat perkantoran pemerintahan % 30 35 40 45 50 60 60
S kabupaten
: 33 | Tingkat keters‘edxaa.n kantor mukim dan % 8 10 12 14 16 20 20
) kantor keuchik
" 3.4 | Tingkat layanan LPSE ' % 100 100 100 100 100 100 100
. 35 Prosentase Qelayanan pelelangan pengadaan % 100 100 100 100 100 100 100
barang dan jasa (ULP)
3.6 Tingkat penyelesaian perijinan sesual % 100 100 100 100 100 100 100
dengan SOP
3.7 | Tingkat ketersediaan LHP setiap tahun % 0 20 20 20 20 .20 100
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3.8 | Jumlah penurunan angka penemuan kasus Kasus 200 180 165 157 138 111 100
Tingkat penyelesaian hasil temuan o
3.9 pengawasan tindak lanjut sejumiah TLHP % 0 30 15 15 15 15 20

Tingkat capaian laporan keuangan daerah o
wajar tanpa pengecualian (WTP) % 0 0 100 100 100 100 100

1 | Meningkatnya pertumbuhan ekononii Kabupateri.P{die Jciya

i 1.1 | Pertumbuhan PDRB per takiun % 56| . 56 56 67| 67 67 6-7
- 1.2 P.’DRB Perkapita atas dasar harga konstan Rp 5,17 5,17 5,32 5,47 5,62 5,77 5,77
{jutaan) : .
1.3 | Laju Inflasi Prov/Kab/Kota ' % 3,05 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
Menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran di
2
Fidle Jaya
9.1 | Persentase penduduk dibawah garis % 24,35 23,55 23,10 22,05 21| 19,95 19,95
kemiskinan
2.2 | Tingkat pengangguran terbuka % 7,5 7.4 7.3 7,2 7.1 7 7
' 2.3 | Indeks Gini Indeks 0,32 0,32 0,3 0,25 0,21 0,18 0,18
2.4 | Indeks Ketimpangan Regional (williamson) Indeks 0,130 0,130 0,123 0,120 0,118 0,110 0,110

3 Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang dliringi dengan meningkatnya
kualitas sumberdaya petani, nelayan dan sumberdaya kelompok usaha sektor riil;

|
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3.1 Pros_entas:e penyuluh yang memiliki % 0 5 7 10 13 15 15
sertifikasi
Jumlah objek wisata yg sudah ' .
3.2 dikembangkan Tempat 2 2 2 2 2 2 2 ';
3.3 | Produksi garam rakyat (ton pertahun) Ton 1.743 1.800 1.850 1.000 1.950 2000 2 .000 =
Produksi olahan hasil perikanan (ton per
34 | tahun) Ton 1,748 1.800 1.900 1950 | 2.000|  2.100 2.100
Prosentase lahan tambak rakyat yang
] 3.5 dikembangkan % 40 45 55 70 70 75 75
‘1 4 Men‘i‘hgks‘.tgya efektifitas penggunaan lahan pertanian dém perkebunan dalamira._ngl_:g peningkafan- ketahanan pangan daerah P
) 4.1 tl:f:; areal rehabilitasi hutan dan lahan Ha 510 170 170 170 170 170 1360 ,
(‘, 4.2 | Luas pemanfaatan hutan rakyat (Ha) Ha 306 40 40 40 40 40 506 g
& Jumlah kegiatan agribisnis yang .
Y -
i 4.3 dikembangkan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 5
4.4 | Luas pemanfaatan areal perkebunan Ha 10,202 340 340 340 340 340 11.903 B}
| 5 ‘Meningkatnya produkst-dan produktifitas sektor pertanlan, perke.bun.an dan perikanan dalam upaya peningkatan pendapatan ,
masyarakat .1':
5.1 | Tingkat Produksi padi rata-rata {ton/tahun) Ton/ha 7,89 7,90 7,92 7,95 7,97 8,00 8,00
5. | Produktivitas rata-rata fanaman Kg essoo| 72479| 797,79|  877,00| 96470 | 1.061,17|  1.061,17
perkebunan utama (Kg/Ha) -
53 lé:itﬁrsedlaan jaringan irigasi dalam kondisi Km 99,23 775 775 775 7,75 775 138,0
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( 5.4 | Ketersediaan jalan usaha tani yvang dit:t.ahab Km 36 5 5,5 6 6,5 7 66
V 5.5 | Ketersediaan jalan preduksi | Km 224,27 30 30 30 30 30 375
! 5.6 | honstribusi Sektor Pertanian terhadap % 58.05|  58.02|  57.99 §57.57| 57.66| 57.25 57.25

5.7 | kontribust sektor kehutanan terhadap % 0,03 0,04 0,04 005 0,05 0,06 0,06
5.8 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB % 1,85 1,85 1,95 2,10 2,25 2,43 2,43
5.9 [ Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB % 3,49 3,49 ‘3,66 3,85 4,04 4,24 4,24
5.10 Proauksi Perikanan Tangkap (ton per tahuﬁ) Ton 1.0.681 10.8(IJO 10,900 11.000 | 11.100 11.200 11.200
5.1 proony® Ferikanan Budidaya (ton per Ton 942,61 961 o80|  Loo0| 1020| 1040 1.040
5.12. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB % 3,88 3,90 3,92 3,94 3;96 3,99 3,96
513 ggrété'ibusi sektbr perdagangan terhadap % 9,49 9,51 9,'53 9,5'5 9,57 9,59 9,59
514 ggrllztgibusi tanaman perkebunan terhadap % | 5,58 561 5,64 5,66 5,69 5,79 . 5,72 |
6 ' Meningkatnyaaktiﬂtas UsahaMikro dan ﬁ;qﬁa kecil Mernengah
6.1 | Persentase Koperasi Aktif Y% 28 9 9 9 9 9 63
6.2 | Persentase UKM yang difasilitasi % 34 1 1 1 1 1 40
6.3 g;;i};agaie;izwasan kepada pedagang o 6 9 9 9 9 9 16
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6.4 | Tingkat ketersedinan pasar, toko, dan kios % 37 8 11 9 8 7 74
‘ 6.5 C‘akutp.an _pedagang kaki lima yang o, 13 4 4 4 4 4 08
s difasilitasi
S 6.6 | Cakupan Industri Kecil yang difasilitasi % 18 5 5 5 5 5 40
. Cakupan industri kecil dan menengah yang
. 6.8 Cakupan IKM yang difasilitasi promosi % 1 1‘ i 1 1 1 4
Y produk
2 1
] 7 | Meningkatnya Angka Investast Daerah baik investasi dalam negeri maupﬁn Investasi -Iuc_zr nege;‘i
5 , : : : :
iza : 7.1 | Jumlah investasi yang masuk (investor} Investor 3 2 2 2 2 2 13
7.9 | Nilai investasi yang masuk {rupiah) . Milyar 3 20 20 .20 20 20 103
%
h
- 1 Terwujudnya Pemerataan Akses Pendidikan Formal maupun Non Formal pada setiap Jenfang pendidikan
1.1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD % 39,22 43 46 50 53 56 56
1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia % 61 64 68 71 75 78 78
3- 6 tahun
1.3 pP:[szSntase Gampong/Desa yang terlayani o% 63 66 70 73 77 80 80
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1.4 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI % 104 104 106 106 107 108 108

1.5 | Arigka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs % 99 99 101 102 102 103 103

1.6 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % 90 90 92 92 93 94 94

1.7 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MT's % 73 73 74 75 76 76 76

1.8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7 - 12 % 99 99 100 101 101 102 102
tahun

19 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13 - 15 % 08 08 99 100 101 101 101
tahun

1.10 | Angka Putus Sekolah (APtS).SD/MI % 0 0 0 0 0 0 0

1.11 Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs % 0 0 0 0 0 0 0
Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke . ' | :

1.12 SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100 100
Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke ° '

113 SMA/MA/SMK Yo 100 100 100 100 100 100 100

1,14 | Angka rata-rata lama sekolah Tahun 8.69 7.42 8.71 8.73 8.75 8.79 8.79

1.15 | Angka melek huruf % 95,48 96,25 ! 96,78 97,18 ’ 97,48 97,68 97,68

2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Profesional,Berkuafftas, Merata dan Terjangk&u
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0.1 | Tersedianya Rumah Sakit Daerah Bertipe Tipe Non Tipe Tipe C - - - - Tipe C
2.2 { Angka kematian bayi/1000 kelahiran % 1,15 1,15 1,25 1,05 1,01 0,85 0,85
2.3 | Angka kematian ibu/ 1000 kelahiran % 11,5 11,5 8,63 6,47 4,85 3,64 3,6
2.5 | Angka usia harapan hidup % 69,36 69,40 69,42 69,44 69,47 69,52 69,52
26 | Persentase balita gizi buruk {per 1.000) % 3,49 3,49 2,62 1,96 1,28 0,96 0,96
7.7 | Rasio posyandu persatuan balita Rasio 1:79 1:79 1:85 1:95 1:98 1:100 1:100
2.8 | Rasio posyandu persatuan penduduk Rasio 1:662 1:662 1.672 1:695 1:710 1:725 1:725
5o | Rasio Puskesmas dan pustu per saiuan Rasio L4000 | 14000 1:4974| 15070| L5121} 1:5.162 1:5.162
penduduk . ;
5.0 | Rasio rumah sakit per satuan penduduk Rasio 1146.964 | 1:146.964 | 1:132.956 | 1:134.352 | 1185748 1:135.748 |  1:135.748
penduduk
5 11 | Rasio dokter per satuan penduduk Rasio 1:8.645 1:8.645 1:8.779 1:8.150 | 1:7.981 1:7.500 1:7.500
7.12 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rasio 1:373 1:373 1:378 1:359 1:340 1:331 1:331
2.13 | Jumlah tenaga medis Orang - 394 394 394 394 394 394 394
.14 Persentase ibu hamil yang mendapatkan % 31 31 97 40 47 50 50
tablet (Fe3)

e S
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Persentase ibu nifas yang mendapatkan % 99 99 84 o5 9% 97 97

2.15 kapsul vitamin A

2.16 | Persentase bayi 0-5 bulan yang mendapat % 2,12 2,12 2,20 230 | 2,40 2,50 2,50
0.17 dP:;Sg;E?t? pemberian Vitamin A pada Bayi % 88 88 | 70 92 93 95 95
2.18 | Persentase pasien jiwa yang terdeteksi % 21,57 21,57 24,60 25,20 26,60 27,60 27,6
2.19 | Persentsse air bersih % 33,57 ' 33,57 50,09 39,09 45,09 50,09 50,09
2.20 | Persentase rumah sehat . % = 44,96 44,96 | ‘ 63,99 46,96 47,96 48,96 48,96
2.21 | Persentase Jamban Keluarga % 42,26 42,26 ,50,25; ?6,26 - 48,26 50,26 50,26
2.22 | Persentase Imunisasi % 61 61 64 |, 70 75 80. ' 80 |
2.23 | Persentase desa UCI % 21 21 29 26 28 30 .30
2.24 { Kasus malaria - ' Orang 20 20 16 13 10 5 - 5
2.25 | Jumlah kasus DBD Orar;g 55 55 60 42 35 30 30
2.26 | Jumlah kasus TB QOrang | 184 184 999 200 190 170 170
2.27 | Jumlah kasus AFP Orang 2 2 9 9 9 1 1

w
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2.40

Cakupan peserta KB aktif

100

2.28 | Jumlah kasus diare Orang 3.878 3,878 4.431 4,200 4.000 3.750 3.750
2.29 | Jumlah penderita kusta Orang 27 27 18 15 10 5 5
2.30 | Jumlah desa siaga Desa 40 40 58 65 70 75 75
2.31 | PHBS rumah tangga KK 1.890 1.890 1.890 1.925 1.950 2.000 2.000
2.32 | Poskestren Unit 4 4 4 5 7 9 9
2.33 | PHBS sekolah Unit 4 4 4 6 10 15 15
2.34 Cé.kupan kunjungan ibu hamil K4 % 90 a0 84 85| 90 a5 95 |
7
a5 | Sokupen prlongan persinan k| w| w| w| w| w0
2.36 | Cakupan pelayanan nifas % 100 100 100 100 100 100 1.00
2.37 | Cakupan kunjungan bayi % 74 85 90 100 100 100 100
2.38 tgi:;gi@“ komplikesi kebidanan yang di % 95 95 100 100 100 100 100
.39 d?i::g:r?i neonatus dengan komplikasi yang % 3 3 4 100 100 100 100
% 70 70 75 106 100 100
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2.41 { Cakupan K4 % 90 90 84 100 100 100 100
2.42 | Cakupan TTI % 40 40 52 80 95 95 95
2,43 | Cakupan TT2 % 40 40 40 70 85 95, 95
2.44 | Cakupan TTS % 30 30 30 50 65 85 85
2.45 | Cakupan Fel&Fe 3 % 50 50 77 100 100 100 100
2.46 Cakupan deteksi resti oleh nakes % 50 50 55 100 100 100 100

Meningkatnya Kualitas saranda jalan dan jembatan yang menjadi pendukung utama layanan dasar dan pendukung pertumbuhan

I} ekonomi daerah

1.1 dzg?r?r}i) Ezir;jfggiiariﬁgan IJaIan Kabupaten | % 39 5 o 2 n 9 49,67
1.2 | PanjangJalan Kabupaten yang direhab Km 425 10 10 10 10 10 475
1.3 | Jumlah Jembatan yang direha‘t\a Unit 110 10 10 10 10 10 160
1.4 Prosentase Jembatan dalam kondisi Baik % 34,5 g 9 9 9 g 46
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ot Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan
1.5 | ke Kawasan Permukiman Penduduk % 55 4 4 4 4 4 75
. (minimal dilalui Roda 4)
Fingkatnya pengelotaan
2.1 | Rasio Jaringan [rigasi % 40 10 10 10 10 10
5.0 Prf)sentase Irigasi Kabupaten dalam Kondist 5% 60 5 5 5 5 5 85
Baik .
Drainase dalam kondisi baik/Pembuangan o : : o
2.3 | aliran Air Tidak Tersumbat g 58 21 2 2 2 2 68
2.4 | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih % 29 4 4 4 4 4 51
2.5 | Rumah Tangga Pengguna Listrik % 99,16 go18| 9921  9923] 9925| 9927 99,27
2.7 | Lingkungan Permukiman Kumuh Ha 986 99 a9 99 99 99 493
N B
2.8 | Prosentase Rumah Layak Huni % 56 2 2 2 2 2 66
‘ 2.9 | Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk % 1:500 1:500 1:500 1:500 1:500 1:500 1:500
5.10 | Persentase Rumah tinggal bersanitasi
011 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
' per Satuan Penduduk
; 2.13 | Prosentase Permukiman Layak Huni
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'Menfﬁg{catﬁya penyelenggaraan pefnerintahan terhadap péll'&k's.iahaan "S_t}arz-iat;IEld'ﬁt

1
1.3 | Jumlah majelis taklim yang dibina Buah 222 222 222 222 222 222 222
1.4 }P:fgcgitgfrf:ama“ Pengajian Alquran (TPA) % 100 100 100 100 100 100 100
L5 ff;:;gtizengﬁg;nn;e““@ah dan Imum % 100 100 100 100 100 100 100
2 1Mén§n§'féaffg,fi,_yp;zya pemerintaﬁ dalam pember.'d_a;;'aan masyarakat.
2.1 -Tlumlah kelompok PKK yang dibina Kelompok 40 8 8 8 8 8 72
99 {’;‘g;f(:}ntase Peningkatan jumlah kelompok Kelompok 20 20 00 00 | -20 20 120
03 gt;:rpsgntas'e Peningkatan jumlah kelompok Kelompok 8 8 8 8 '8 -8 48
0.4 gegée:rsxt}?se Peningkatan jumlah kelompok Kelompok 9 9 2 2 | o 9 9
2.5 | Tingkat ketersediaan kantor kechik % 8 15 25 : 35 45 60 75
2.6 | Tingkat ketersdiaan kantor mukim % 38 45 50 55 60 65 75
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Tingkat Cakupan Pelayanan dukungan
2.7 Barang Bantuan Usaha KUBE-FM Kelompok 0 15 16 16 16 16 79
3.1 :Iumlah sarana gos1a1 (p:'mu asuhan, panti Unit 5 5 5 5 5 5 5
jompo dan panti rehabiliat}
3.2 | Persentase Penurunan angka PMKS % 50 5 5 5 5 5 25
3.3 | Persentase anak terlantar yang tertangani % 10 10 10 10 10 10 50
3.4 'g;r:lgﬁ; 1i‘i::lcaakapan Hidup penyandang cacat Orang 05 5 5 5 5 5 5
3.5 gfgsiefi';{: Bantuan Kebutuhan Hidup Orang 200 60 60 60 60 60 60
3.6 g;ﬁii;ﬂfﬁ:‘;‘l%?’s%’“y anan dukungan Orang 220 50 | 50 50 50 50 470
4 Meningkatnya peMahaman masyarakat terhadap pelaksanaan -syari&t I'slam“
Prosentase peningkatan kapasitas imum o
4.1 meunasah, imum mesjid, guru TPA/TPQ & 65 I10 5 5 5 S 93
Prasentase ketersediaan informasi tentang o
4.2 Syariat Islam di seluruh wilayah Pidie Jaya % 40 4o S0 55 60 65 65
Besaran ketersediaan sarana (mesjid,
l 4.3 | Meunasah, TPA, MCK) dan prasarana % 10 20 30 40 50 60 60
(Hambal, Kitab-kitab,soundsystem) ibadah
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4.4 Proseptase remaja yang mendapat o, 50 60 70 80 90 100 100
pembinaan

45 | Persentase Taman Pengajian Alquran (TPA) % 100 100 100 100| 100 100 100
yang dibina

4.6 Tingkat pembinaan majelis taklim disetiap % 100 100 100 100 100 100 100
gampong

47 Tingkat Terlaksananya Kegiatan LPTQ dan 9% 100 100 100 100 100 100 100
MTQ Daerah

IX-17
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PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan-dan sasaran pembangunan yang
sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih selama 5 (lima) tahun yaitu
“Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan
Mandiri dengan Berlandaskan UUPA” maka disusulah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun
2014-2019 yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten dalam menyusun
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dan Rencana
Anggaaran dan Belanja Kabupaten (RAPBK) setiap tahunnya serta
menjadi dasar Satuan Kerja ‘Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam
penyusunan Rencana. Strategis {Renstra) SKPK guna menjabarkan
program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran

pembangunan selama S (lima) tahun.

10.1 Pedoman Transisi

Pada masa transisi., RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 dapat
menjadi dasar pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan
daerah pada masa berakhirnya Bupati yaitu tahun 2019. Lebih jelas
bahwa dokumen RKPK dan RAPBK masa periode Bupati terpilih, pada
awal Tahun 2019 dapat mempedomani RPJMK Pidie Jaya T ahun 2014-
2019. Hal tersebut dimaksud untuk menjaga kesinambungan
pembangunan dan mengisi kekosongan dalam penyusunan RKPK setelah
RPJMK berakhir. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang
belum seluruhnya tertangani sampai periode berakhirmya RPJMK Pidie
Jaya tahun 2019 nanti, akan menjadi permasalahan-permasalahan
pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa
pemerintahan baru. Dokumen RKPK Pidie Jaya Tahun 2019 (masa
transisi) akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMK Pidie
Jaya Tahun 2019-2024 nanti.

10.2 Kaidah Pelaksandan

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 menjadi dasar penyusunan
program dan kegiatan 5 (lima) tahun oleh. SKPK dalam penyusunaimn
Rencana Strategis (Renstra SKPK) dan menjadi Pedoman Pemerintah
dalam menyusun RKPK Pidie Jaya setiap tahunnya. Di samping itu
RPJMK juga menjadi pedoman Lembanga Swadaya Masyarkat (LSM),
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dunia usaha, dan masyarakat dalam proses pembangunan Pidie Jaya.

Untuk maksud tersebut pertu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan

sebagai berikut:

1. SKPK, LSM, dunia ﬁsaha dan masyarakat dalam menjalankan
aktifitasnya berkewajiban untuk berpedoman pada program-
program yang telah ditetapkan dalam RPJMK Pidie Jaya sebaik-
baiknya.

n SKPK berkewajiban menyusun Renstra SKPK sesuail Peraturan
Mentri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas
dan fungsi masing-masing SKPK dan berpedoman pada RPJMK
Pidie Jaya Tahun 2014-2019 serta menjadi pedoman
penyusunan Rencana quja (Renja-SKPK) Tahunan.

3. Dalam pelaksanaannya RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019
akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap capaian
program serta target indikator yang telah ditetapkan. Bila

dirasakan ada perubahan kebijakan serta tujuan dan sararan

yang hendak dicapai maka dilakukan evaluasi paruh waktu
untuk penyesuaian atau revisi terhadap program-program dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMK. Hasil
revisi tersebut menjadi “dasar SKPK dalam menyesuaikan
kembali Renstra SKPK dan menjamin konsistensi antara RPIJIMK
dengan Renstra SKPK.

. Bappeda berke;\wajiban melakukan pemantauan terhadap

pelaksanaan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 sebagai tolok

Bupati dan Wakil Bupati, dalam rangka meningkatkan efektivitas

pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Evaluasi

T TTTE  IiahS Ft Fe S L PR Ly s fE W H T BT T T TR S CE T P T G

RPJMK dapat dijadikan indikator penting dalam penilaian
keberhasilan pembangunan daerah Pidie Jaya.
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BAB XI
PENUTUP

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya ke depan sangat
ditentukan oleh sebuah sistem perencanaan pembangunan yang baik
yang didukung dengan keseriusan dan semangat serta kernauan aparatur
pemerintah bersama ﬁasyarakat terlibat dalam proses pembangunan.
Dukungan tersebut merupakan tantangan untuk menjawab dan
menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat
Kabupaten Pidie Jaya sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019
dapat tercapai yaitu, “Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya Yang Aman,
Sejahtera, dan Madiri Dengan. Berlandaskan UUPA. »

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten '(RPJMK)
Pidie Jaya Tahun 2014-2019 memuat maksud dan tujuan, landasan
penyusunan, kondisi umum daerah, isu-isu strategis, visi dan misi
pembangunan, arah kebijakan, program prioritas, kerangka pendanaan,
indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Disamping
itu RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 disusun sesual amanat dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RPJMK diperlukan koordinasi antar instansi
pemerintah kabupaten. Partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui
forum-forum Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) maupun Forum
Gabungan Satuan Kerja- Perangkat Kabupaten, serta Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum
untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencaha dan
penyelarasan program yang tercantum dalam agenda provinsi dan
nasional. '

RPJMK ini merupakan pedoman bagi pemerintahan dan
masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah S
. (lima) tahun serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) SKPK Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) serta

menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBK.
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Harapan kami Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten (RPJMK) Pidie. Jaya Tahun 2014-2019 ini dapat menjadi

dokumen perencanaan daerah yang sedikit banyaknya mampu
mengakomodir  berbagai permasalahan  daerabh, sehingga dapat
memberikan sesuatu yang bermakna dalam masa pemerintahan kami,

khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

BUPATI PIDIE JAYA,

dto

AIYUB ABBAS
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